
GERAKAN
AL-IKHWAN 

AL-MUSLIMUN
1928-1949

Dinamika Sejarah, Ideologi Politik, 
dan Metode Indoktrinasi

Safrudin Edi Wibowo



Gerakan  

AL-IKHWĀN  
AL-MUSLIMŪN MESIR  

1928-1949 
Dinamika Sejarah, Ideologi Politik,  

dan Metode Indoktrinasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag 

 

 

 

   
 



 
 
 
 
 
 
 

GEARAKAN AL-IKHWĀN AL-MUSLIMŪN MESIR 1928-1949 
Dinamika Sejarah, Ideologi Politik,  

dan Metode Indoktrinasi 

Hak penerbitan ada pada STAIN Jember Press 
Hak cipta dilindungi undang-undang 

All rights reserved 

Penulis: 

Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag 

Editor: 

Fathiyturrahmah, M. Ag 

Layout: 
Khairuddin 

Cetakan I: 
Mei 2013 

Foto Cover: 
Internet 

Penerbit: 
STAIN Jember Press 

Jl. Jum’at 94 Mangli Jember 
Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005 

e-mail: stainjember.press87@gmail.com 

ISBN: 978-602-8716-78-9 
 
 

Isi diluar tanggung jawab penerbit 

 



PENGANTAR PENULIS 
 

 

 

 

 

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara semesta 

alam, karena atas berkat hidayah, inayah dan taufiq-Nya-lah buku 

yang berjudul “Gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn Mesir 1928-

1949: Dinamika Sejarah, Ideologi Politik dan Metode 

Indoktrinasi” dapat kami hadirkan ke hadapan para pembaca 

yang budiman.  

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan 

penulis untuk menelusuri lebih jauh sejarah gerakan al-Ikhwān 

al-Muslimūn yang telah menginspirasi berbagai gerakan Islam di 

dunia. Dalam kajian Islam Politik, baik yang ditulis oleh penulis 

Barat dan sebagian oleh penulis Muslim, gerakan al-Ikhwan 

seringkali diidentikkan sebagai gerakan fundamentalis-radikal 

yang gemar melakukan aksi-aksi kekerasan. Pelabelan seperti itu 

semakin menguat dengan munculnya kelompok-kelompok 

sempalan al-Ikhwan yang memilih cara-cara kekerasan setelah 

gerakan induk mereka dibubarkan dan diberangus pada era 1960-

an. Pelabelan atau stigmatisasi seperti itu tentu saja tidak fair 

tanpa menempatkan gerakan ini dalam dinamika sosio-politik 

Mesir yang memang sedang bergejolak. Sebab ternyata fakta 

sejarah membuktikan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan 

secara sporadik oleh sebagian kecil anggota gerakan ini, diyakini 

oleh para pelakunya sebagai gerakan perlawanan yang wajar 



terhadap kekuatan kolonialisme Inggris dan rezim monarkhi 

Mesir yang despotik. 

Buku ini berasal dari tesis penulis yang berjudul 

“Fundamentalisme Gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn Mesir 

1928-1949”, dalam rangka penyelesaian Program Magister pada 

Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama 

kegiatan penelitian maupun proses penyelesaian buku ini pada 

umumnya, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan 

moril dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis merasa perlu 

berterima kasih kepada Ditbinperta Islam Departemen Agama 

RI atas pemberian beasiswa dan kesempatan kepada penulis 

untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sangat berarti 

dalam penyelesaian buku ini, antara lain : Prof. Dr. H. Musa 

Asy’arie yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pascasarjana 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. H. Iskandar Zulkarnain, 

selaku pembimbing penulisan tesis, yang di tengah-tengah 

kesibukan padat beliau, dengan penuh kesabaran, keramahan 

dan ketelitian memberikan bimbingan serta pengarahan dalam 

penulisan tesis ini sejak awal perencanaan sampai selesai; dan 

Prof. Drs. H. Anas Sudijono (alm.) selaku dosen penasehat 

akademik, dan Dr. Ainurrafiq, M.Ag selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Selain itu, kami mengucapkan terima kasih yang tiada 

terhingga kepada Ketua STAIN Jember (Prof. Dr. H. Babun 

Suharto, SE., MM) yang telah melaunching  program GELARKU 

(Gerakan Lima Ratus Buku) selama lima tahun untuk dosen 

STAIN Jember. Semoga amal baik beliau akan menjadi investasi 



pahala di kehidupan kelak. Penulis juga menyampaikan apresiasi 

yang mendalam kepada STAIN Jember Press yang  telah 

membantu penerbitan buku ini. Akhirnya, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta 

yang senantiasa memahami dan merestui cita-cita penulis, dan 

Ibunda tercinta yang doanya senantiasa menyertai langkah-

langkah penulis. Demikian pula terimakasih yang setulus-

tulusnya kepada adinda Fathiyaturrahmah, istri tercinta yang 

telah membagi cinta dan pengorbanannya kepada penulis, dan 

ananda Iltizam Dian Muhammad Umaimah Azizah Rahmah, dan 

Alizza Dina Tsabita yang menjadi sumber inspirasi penulis; serta 

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, 

kembali ucapan terima kasih penulis tujukan. Tanpa dukungan 

moral dan pengertian semuanya, buku ini tidak akan terwujud. 

Jazākumullāh Khair al-Jazā’. 

 

Jember, 15 Mei 2013  

 

 

Safrudin Edi Wibowo 
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Gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn adalah gerakan 

kebangkitan Islam terbesar di awal abad ke-20. Pengaruhnya 

yang sangat luas di seluruh negeri-negeri Muslim membuat 

gerakan ini sering dijadikan model dan prototype oleh gerakan-

gerakan Islam berikutnya di seluruh dunia Islam, termasuk di 

tanah air. Pada awal perkembangannya, gerakan ini memulai 

karirnya dengan menggarap wilayah dakwah, sosial dan 

pendidikan, tak ubahnya seperti ormas-ormas Islam di Indonesia 

seperti NU dan Muhammadiyah. Dengan menggunakan 

pendekatan dakwah dan pendidikan tersebut, dalam waktu yang 

sangat singkat gerakan ini mampu meraih hati masyarakat Mesir 

dan berkembang menjadi salah satu organisasi keagamaan 

terbesar pada saat itu.  

Seiring perkembangan tersebut, gerakan al-Ikhwān al-

Muslimūn mulai tergoda untuk masuk ke dalam dunia politik 

praktis. Keterlibatan dalam politik praktis ini diawali dengan 

mencalonkan kader-kader gerakan ini dalam pemilihan umum 

Mesir. Namun ternyata keterlibatan tersebut tidak diharapkan 

baik oleh pihak pemerintah kerajaan Mesir yang khawatir dengan 

popularitas gerakan ini, maupun pihak tentara pendudukan 

Inggris yang melihat al-Ikhwān al-Muslimūn sebagai suatu 

gerakan yang dapat mengancam pendudukannya di Mesir. Oleh 

karena itu, baik pemerintah kerajaan maupun kolonial Inggris 

berusaha menjegal dengan segala cara setiap upaya-upaya 



gerakan ini untuk meraih kemenangan di kontes pemilihan 

umum.  

Tekanan politik tersebut akhirnya mengundang perlawanan 

dari gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn baik secara diplomatis 

maupun menggunakan cara-cara yang ekstra-legal. Perlawanan 

secara diplomatis merupakan sikap resmi gerakan al-Ikhwān yang 

ingin menyelesaikan semua persoalan melalui perundingan. 

Namun kelompok paramiliter al-Ikhwān melihat bahwa 

penyelesaian diplomatik hanya akan menghasilkan keuntungan 

pihak kerajaan dan Inggris. Oleh karena itu, mereka kemudian 

melakukan aksi-aksi kekerasan sporadik baik berupa pemboman 

fasilitas-fasilitas pemerintahan maupun pembunuhan pejabat-

pejabat pemerintah Mesir.  

Bila dicermati lebih jauh, meluasnya aksi-aksi kekerasan ini 

merupakan fenomena baru dalam gerakan al-Ikhwān al-

Muslimūn Mesir. Karena, sejak didirikan 1928, gerakan ini 

menegaskan akan tetap komitmen terhadap pendidikan sebagai 

jalan meraih cita-cita kebangkitan umat. Berangkat dari latar 

belakang di atas, buku ini berusaha mengkaji akar-akar kekerasan 

gerakan al-Ikhwān dilihat dari latar belakang sosial-politik, 

ideologis baik relijius maupun politik dan pendidikan kaderisasi 

gerakan ini.   

Berdasarkan temuan hasil kajian buku ini, dapat 

disimpulkan bahwa aksi-aksi kekerasan gerakan al-Ikhwān 

merupakan respon terhadap situasi sosial-politik Mesir dan 

memiliki kemiripan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan 

oleh kelompok-kelompok Mesir lainnya. Perbedaannya terletak 

pada dimensi keislaman yang diklaim al-Ikhwān al-Muslimun 

sebagai milik mereka dan yang menimbulkan berbagai kekerasan 



baik dalam kehidupan politik maupun sosial yang ditandai 

dengan sikap intoleran yang kaku.  

 

 

 

Jember, 1 Juni 2013  

Ketua STAIN Jember  

 

 

Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM 
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slam yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan di-

yakini sebagai kebenaran tunggal, ditafsirkan secara berbeda-

beda oleh para penganutnya. Sebagian besar umat Muslim 

meyakini sifat Islam yang holistik. Sebagai way of life, Islam sering 

dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekadar sebuah 

agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu ‘masyarakat sipil’; sistem 

‘peradaban yang menyeluruh’; dan bahkan ada pula yang mem-

percayainya sebagai ‘agama dan negara’.
1
 Meskipun demikian, 

bagaimana kemudian sifat holistik itu diartikulasikan—sesuai 

dengan watak ajaran Islam yang membolehkan adanya perbedaan 

pemahaman terhadapnya—sejatinya merupakan sesuatu yang prob-

lematis. 

 
1 Bahtiar Efendi, Teologi Baru Politik Islam, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 

7-8 

I 
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Terkait dengan hal tersebut, setidaknya ada dua kecender-

ungan utama di kalangan umat Muslim: Pertama, kalangan yang 

disebut sebagai modernis muslim cenderung melihat totalitas Islam 

dalam dimensi yang lebih substantif, di mana isi daripada bentuk 

menjadi acuan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. 

Kedua, kalangan yang dicap sebagai fundamentalis cenderung me-

mahami sifat holistik Islam secara ‘organik’, dalam pengertian 

bahwa hubungan antara Islam dengan segala aspek kehidupan harus 

dalam bentuknya yang legalistik dan formalistik.
2
 Kegagalan untuk 

menerapkan Islam secara holistik ini telah mengilhami lahirnya 

berbagai gerakan revivalis Islam yang sering diidentikkan dengan 

gerakan fundamentalisme Islam.
3
  

Gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn (selanjutnya disebut al-

Ikhwan) adalah salah satu gerakan kebangkitan Islam terbesar abad 

20,
4
 dan dipandang sebagai embrio gerakan-gerakan fundamentalis 

kontemporer.
5
 Didirikan oleh Hasan al-Bannā—seorang guru di se-

 
2 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, 

(Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 29-33. 
3 Azyumardi menyebut fenomena kabangkitan Islam sebagai gejala intesifkasi 

Islam yang mewujud dalam berbagai bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan 
Islam yang diikuti dengan pencarian dan penegasan kembali nilai-nilai Islam dalam 
berbagai aspek kehidupan. Lihat Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari 
Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), 
hlm.107 

4 Lihat Ishak Musa Husaini, The Moslem Brethren: The Greatest of Modern Islamic 
Movements, (Beirut: Khayat’s Colege Book Cooperative, 1955); lihat juga Richard P. 
Mitchell, The Society of  Muslim Brothers, (Oxford: Oxford University Press, 1993); Hrair 
R Dekmejian, Islam and Revolution: Fundamentalism in the Arab World, (Syracuse: 
Syracyse University Press, 1980), hlm. 73-74; dan Oliver Roy, The Failure of Political Islam, 
(Cambridge: Harvard University Press, 1994), hlm. 2 

5 Pembicaraan seputar gerakan fundamentalis Islam tidak bisa tidak selalu 
dikaitkan dengan dua gerakan Islam utama yang dituduh sebagai gerakan 
fundamentalisme Islam yaitu al-gerakan Ikhwān al-Muslimūn di Mesir dan Jamā’at-i-
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buah sekolah dasar Mesir—pada tahun 1928, gerakan ini merupa-

kan reaksi terhadap situasi sosial kultural yang melanda Mesir. Al-

Bannā melihat adanya kesenjangan antara nilai-nilai Islam ideal 

dengan realitas kaum muslim saat itu. Telah terjadi pergeseran nilai 

dan ajaran Islam di kalangan umat, oleh karenanya umat harus 

dibangkitkan kembali melalui sebuah gerakan penyadaran yang 

terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, al-Ikhwan memilih 

dakwah dan pendidikan sebagai sarana untuk meraih kebangkitan 

yang dicita-citakan. Mereka yakin jika rakyat telah terdidik akan 

risalah Islam, maka Mesir akan menjadi negara Islam dengan 

sendirinya.
6
  

Belajar dari kekurangan dua pendahulunya, al-Afghānī dan 

Muhammad ‘Abduh, al-Bannā menyadari bahwa gerakan yang ber-

pijak pada lini kultural semata tidak mampu mewujudkan tujuan 

tertingginya yaitu menciptakan masyarakat Islam ideal. Namun ia 

juga memahami bahwa untuk meraih tujuan tersebut, masih diper-

lukan proses penyadaran umat melalui pendidikan. Dalam salah 

satu manifesnya, al-Bannā menyatakan dengan tegas bahwa al-

Ikhwan akan tetap konsisten dan concern dengan pendidikan, ka-

rena menurutnya, pendidikan adalah pilar kebangkitan suatu 

bangsa. Tanpa pendidikan, bangunan kebangkitan suatu bangsa 

tidak akan kokoh, karena tidak didukung oleh komunitas yang me-

mahami hakikat kebangkitan itu. Oleh karenanya, prioritas utama 

program-program al-Ikhwan diarahkan untuk mendidik umat 

menuju kebangkitannya.
7
   

 
Islāmī di Pakistan. Lihat Olivier Roy, Ibid., hlm. 3  

6 Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan, terj. Satrio Wahono dkk., (Jakarta: 
Kerja sama Serambi dengan Mizan, 2001), hlm. 349-350  

7 Hasan al-Bannā, Mużakkarāt ad-Da'wah wa ad-Dā'iyyah, (Kairo: al-Maktab al-
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Dengan memosisikan diri sebagai gerakan dakwah dan pen-

didikan, gerakan al-Ikhwan berkembang pesat sehingga gerakan ini 

mampu menjangkau seluruh wilayah Mesir dan negara-negara Arab 

sekitarnya. Pada saat pemimpinnya dibunuh oleh agen polisi rahasia 

Mesir, gerakan ini mempunyai 2000 cabang di seluruh Mesir, 

dengan masing-masing cabang beranggotakan sekitar 300.000 sam-

pai 600.000 anggota. Menurut Mitchell, gerakan al-Ikhwan adalah 

satu-satunya gerakan yang mampu merekrut setiap kelompok 

masyarakat di Mesir, termasuk di dalamnya pegawai negeri, maha-

siswa, dan buruh kota serta petani pedesaan.
8
  

Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat, gerakan al-

Ikhwan tumbuh menjadi kekuatan politik yang paling disegani. 

Perkembangan tersebut mengundang reaksi dalam skala internal 

maupun eksternal. Pihak kerajaan Mesir—yang mulai mencium 

maksud al-Ikhwan untuk melakukan revolusi—dan imperialis 

Inggris—yang merasa terancam keberadaannya di wilayah Mesir 

bila al-Ikhwan berhasil menguasai kehidupan politik Mesir—be-

rusaha melakukan tindakan-tindakan represif terhadap anggota 

gerakan ini. Sepanjang sejarah, pemerintah Mesir berkali-kali 

melakukan penangkapan, penahanan dan penyiksaan terhadap 

pimpinan maupun orang-orang penting al-Ikhwan lainnya, mem-

breidel majalah dan koran Ikhwan, dan akhirnya memuncak pada 

pembubaran gerakan ini. Tekanan-tekanan tersebut mengundang 

reaksi keras pengikut-pengikut militan al-Ikhwan yang diekspresi-

kan dalam bentuk aksi-aksi kekerasan sporadis terhadap kepent-

ingan pemerintahan maupun asing. Aksi-aksi kekerasan dan teror 

 
Islāmī, 1979), hlm. 140-141 

8 Mitchell, Op. Cit., hlm. 8 
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tersebut berakibat pada legalisasi negara untuk menangkap dan me-

menjarakan ribuan aktivis al-Ikhwan dan secara sistematis mengu-

rangi kekuatan dan bahkan melegalkan pembubaran gerakan terse-

but. 

Dari pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa meluasnya 

penggunaan kekerasan sebagai sarana mencapai tujuan politis di ka-

langan al-Ikhwan adalah fenomena baru dalam gerakan ini. Perkem-

bangan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna melacak 

akar-akar fundamentalisme gerakan ini, baik ditinjau dari latar 

belakang sosial politik maupun sistem ideologi keagamaan dan poli-

tik gerakan ini. Kemudian akan dilacak lebih jauh bagaimana 

kemudian, sistem ideologi keagamaan dan politik tersebut diter-

jemahkan dalam bentuk-bentuk aktivisme politik dalam sejarah 

Mesir pra-revolusi. Oleh karena itu, ada tiga persoalan yang akan 

dikaji dalam buku ini. Pertama, kondisi sosial-politik apakah yang 

menumbuhkan fundamentalisme gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn? 

Kedua, bagaimana konsep ideologi keagamaan dan politik gerakan 

al-Ikhwān al-Muslimūn? Ketiga, strategi apa yang dipilih al-Ikhwan 

al-Muslimun untuk menegakkan cita-cita ideologis tersebut?   

Fundamentalisme mempunyai akar kata “fundamen” dalam 

bahasa Ingrris yang berarti pokok, asas atau landasan.
9
 Kata 

fundamentalisme itu sendiri lahir di kalangan keagamaan Kristen di 

Barat, lebih tepatnya di Amerika Serikat. Amerika adalah sebuah 

negara sekuler yang menganut kebebasan beragama mutlak. 

Liberalisme religius ini melahirkan ratusan sekte-sekte Nasrani 

dengan spektrum pemahaman yang cukup lebar. Dalam rangka 

 
9 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia, 1979), cet. VII, hlm. 260. 
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memahami aliran-aliran itulah diciptakan kata “fundamentalisme” 

untuk mendeskripsikan ‘aliran-aliran yang ingin mengembalikan 

pemahaman Kristiani kembali ke interpretasi literal Injil’ sebagai 

fundamen agama Kristen’ dari interpretasi filosofis kaum ‘modernis’ 

yang menyesuaikan pengertian-pengertian dalam Injil dengan 

konsep-konsep liberalisme progresif dan sains modern.
10

  

Dalam perkembangan berikutnya, istilah fundamentalisme 

kemudian digunakan oleh para orientalis dan pakar ilmu sosial dan 

kemanusiaan Barat untuk melukiskan kecenderungan yang sama 

dalam agama lain, terutama Islam. Menurut Azyumardi, istilah 

fundamentalisme Islam mulai dipopulerkan berbarengan dengan 

terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979, yang memunculkan 

kekuatan Muslim Syi’ah melawan the Great Satan, Amerika Serikat. 

Setelah revolusi Iran, istilah fundamentalisme ‘Islam’ digunakan 

untuk menggeneralisasikan berbagai gerakan Islam yang ingin 

kembali kepada fundamen Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis.
11

  

Sungguh pun demikian, penggunaan istilah fundamentalisme 

dalam tradisi Islam bukanlah sesuatu hal yang disepakati baik oleh 

ilmuan Barat maupun Muslim. Di samping karena faktor historis 

asal usul istilah fundamentalisme yang berakar dari tradisi Kristen, 

juga karena penggunaan istilah ini menunjukkan sikap bias Barat 

terhadap Islam. Secara simplistik media massa dan sarjana Barat 

memberi pengertian fundamentalisme sebagai ‘sebuah kelompok 

Islam yang berjuang mencapai tujuannya dengan menggunakan 

cara-cara kekerasan’.
12

 Ciri lain yang dilekatkan pada kaum 

 
10 Armahedi Mahzar, “Kata Pengantar”  dalam Roger Garaudy, Islam 

Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1993), hlm. v 
11 Azyumardi Azra, Op. Cit., hlm. 107 
12 Dawam Rahardjo, “Fundamentalisme” dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), 
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fundamentalis adalah sikap yang dan pandangan mereka yang 

radikal, militan, berpikiran sempit (narrow minded) dan 

bersemangat secara berlebihan (ultra zealos). Lebih jauh lagi istilah 

fundamentalisme Islam sering dimanipulasi untuk memojokkan 

gerakan-gerakan Islam ‘yang secara sadar berjuang menentang 

dominasi politik dan kultural Barat di negeri mereka masing-

masing.
13

  

Oleh karena pertimbangan di atas, banyak sarjana yang 

keberatan dengan penggunaan istilah fundamentalisme. Mark 

Jurgensmeyer, lebih suka menyebut fenomena keagamaan ini 

dengan istilah ‘nasionalisme agama’. Menurutnya, (1) istilah 

fundamentalisme lebih merupakan tuduhan daripada deskripsi; (2) 

fundamentalisme adalah sebuah kategori yang tidak tepat untuk 

membuat perbandingan antar agama; (3) fundamentalisme 

mendeskripsikan sikap-sikap yang semata-mata termotivasi oleh 

kepercayaan agama daripada masalah-masalah yang luas tentang 

watak masyarakat dan dunia. 
14

  

John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah aktivisme 

atau revivalisme Islam ketimbang fundamentalisme. Ia 

menegaskan, fundamentalisme dicirikan pada sifat ‘kembali ke 

prinsip fundamental agama’. Bila ini diterapkan dalam arti yang 

terbatas maka dapat dikatakan bahwa semua orang Islam adalah 

fundamentalis karena mereka menerima al-Qur'an dan as-Sunnah 

sebagai model hidup normatif. Istilah fundamentalisme juga 

bermakna pejoratif karena sering dilekatkan pada kelompok yang 

 
Rekonstruksi dan Renungan Relijius Islam, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 86. 

13 Yusril Ihza Mahendra, Op. Cit.,  hlm. 8 
14 Lihat Mark Jurgensmeyer, The New Cold War? Religious Confronts the Secular 

State (Barkeley: University of California Press, 1993), hlm. 4-6 
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menginginkan penafsiran Kitab Suci secara literal. Lebih jauh lagi, 

fundamentalisme sering disamakan dengan ekstremisme, 

fanatisme, terorisme dan anti-Amerikanisme.
15

  

Keberatan senada diajukan oleh Fred Halliday dan Bassam 

Tibi. Menurut Halliday, gerakan Islam sekarang ini bukanlah satu 

kebangkitan kepercayaan agama, melainkan satu penegasan akan 

relevansi kepercayaan tersebut—yang ditafsirkan secara selektif—

dengan politik. Ia melibatkan satu penegasan bahwa dalam 

menghadapi ide-ide sekuler dan modern Eropa, nilai-nilai Islam ha-

rus memainkan peranan yang dominan dalam politik dan kehidupan 

sosial dan nilai-nilai tersebut harus dapat mendefinisikan identitas 

orang-orang Islam.
16

 Bassam Tibi melihat bahwa fundamentalisme 

lebih menunjukkan pada upaya politisasi agama untuk merealisasi-

kan tujuan-tujuan politis mereka. Oleh karenanya banyak sarjana 

menilai bahwa gerakan fundamentalisme adalah gerakan politik se-

hingga mereka menyebutnya sebagai ‘Islam politik’ (political Islam 

atau al-Islām as-siyāsī).
17

 

Ketidaksepakatan juga terjadi dalam menerjemahkan istilah 

fundamentalisme ke dalam bahasa Arab. Bagi para pendukung 

fundamentalisme, istilah tersebut diterjemahkan dengan ‘al-

usūliyyah al-islāmiyyah’ (dasar-dasar Islam), sahwah al-Islāmiyah 

(kebangunan Islam), atau al-ba‘s al-Islāmī (kebangkitan Islam). 

Tetapi golongan yang kurang simpati menyebutnya dengan istilah 

 
15 John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (Oxford: Oxford University 

Press, 1992), hlm. 7-8 
16 Fred Halliday, “The Politic of Islamic Fundamentalism”, dalam Akbar S. Ahmed 

dan Hasting Donnan (eds.), Islam, Globalization and Post Modernity (London: Routledge, 
1994), hlm. 93-94. 

17 Lihat Bassam Tibi, Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan 
Kekacauan Dunia Baru, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000) 
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‘muta’assibūn’ (orang-orang fanatik) atau pun mutatarrifūn’ (para 

ekstremis).
18

  

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat kontroversi 

seputar penggunaan istilah fundamentalisme. Meskipun penulis 

sadar bahwa istilah fundamentalisme mengandung beberapa 

masalah dan bahkan kontroversial, namun karena sulitnya untuk 

menemukan istilah lain yang sesuai untuk menjelaskan fenomena 

yang akan dikaji, maka istilah tersebut tetap akan dipakai dalam 

buku ini. Untuk itu penggunaan istilah fundamentalisme sebagai 

istilah teknis dalam buku ini akan diperinci dalam pembahasan 

tentang kerangka teoritis berikut ini. 

Beragamnya pendapat para sarjana dalam menyikapi istilah 

penggunaan istilah fundamentalisme juga berimbas kepada 

perumusan definisi fundamentalisme. Garaudy mendefinisikan 

‘fundamentalisme’ sebagai ‘suatu pandangan yang ditegakkan atas 

keyakinan, baik yang bersifat agama, politik, dan budaya, yang 

dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu 

dalam sejarah.’
19

 Definisi tersebut menyiratkan bahwa 

fundamentalisme memiliki empat karakter utama yaitu: (1) 

absolutisme yaitu sikap yang menganggap ajaran sendiri yang paling 

benar dan semua yang di luar itu adalah salah. (2) eksklusivisme, 

yaitu sikap menutup diri dari pergaulan luar. (3) fanatisme, yaitu 

tidak mau menerima kebenaran-kebenaran dari pihak lain. (4) 

agressivisme, adalah sikap yang mengupayakan penyebaran dan 

penegakan kebenaran dengan cara kekerasan.
20

 

Sedangkan Musa al-Keilani mendefinisikan fundamentalisme 

 
18 Yusril Ihza Mahendra, Op. Cit., hlm. 9 
19 Roger Garaudy, Op. Cit., hlm. 3-4 
20 Armahedi Mahzar, “Kata Pengantar” dalam Ibid., hlm. iv  
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sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam 

kembali kepada ‘prinsip-prinsip Islam yang fundamental, kembali 

kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara 

positif dengan doktrin agama, kembali kepada keseimbangan 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

masyarakat, dan manusia dengan kepribadian sendiri.
21

 Definisi 

fundamentalisme yang menitikberatkan pada ‘keharusan kembali 

kepada prinsip-prinsip fundamental’ juga dikemukakan oleh John 

O. Voll, misalnya, mengartikan fundamentalisme sebagai 

‘penegasan kembali prinsip-prinsip fundamental Islam dan upaya 

untuk membentuk kembali masyarakat dalam kerangka prinsip 

fundamental tersebut’. Hal ini mencakup upaya menyeru kaum 

muslim untuk kembali ke jalan Islam dan mengandalkan prinsip-

prinsip fundamentalnya guna memenuhi kebutuhan dan tantangan 

zaman kontemporer.
22

  

Pengertian senada tetapi dengan menambahkan unsur 

‘romantisme ke zaman lampau’ dikemukakan oleh Leonard Binder. 

Menurut Binder, sebagai ‘aliran keagamaan’, fundamentalisme 

adalah aliran ‘yang bercorak romantis kepada Islam periode awal’. 

Mereka berkeyakinan bahwa doktrin Islam adalah ‘lengkap, 

sempurna dan mencakup segala macam persoalan’. Hukum-hukum 

Tuhan telah mengatur seluruh alam semesta tanpa ada masalah-

masalah yang luput dari perhatiannya.
23

 

 
21 Musa Keilani, “Needed: A New Definition of Fundamentalisme”, The Jordan 

Times [Amman], 5 September 1984 dalam Yusril Ihza Mahendra, Op. Cit., hlm 16-17 
22 John O. Voll, “Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan”, 

dalam Martin E. Marty dan R Scott Appebl, Fundamentalisms Observed, (Chicago: 
University of Chicago, 1991), hlm. 347  

23 Leonard Binder, Religion and Politik in Pakistan, dalam Yusril, Op. Cit., hlm. 17 
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Sedangkan Youseff M. Choeiri menggunakan istilah funda-

mentalisme Islam untuk menyebut pandangan intelektual tertentu 

dan gerakan-gerakan yang yang mengklaim menganut prinsip-prin-

sip politik yang diambil dari kitab suci.
24

 Ia mengklasifikasikan 

kelompok fundamentalisme Islam ke dalam tiga macam gerakan, 

yaitu revivalisme Islam, reformisme Islam dan radikalisme Islam. 

Gerakan revivalisme atau kebangkitan kembali Islam muncul pada 

abad 18-19 dan berbasis utama di wilayah pinggiran yang di luar 

jangkauan penguasa pusat, dan basis sosial mereka pada awalnya 

didominasi formasi kesukuan (tribal). Gerakan reformisme Islam 

muncul pada abad ke-19 dan 20 dan berbasis kota. Para pem-

impinnya adalah pejabat pemerintah, intelektual, atau ulama yang 

secara khas menentang penafsiran tradisional atas agama Islam. Se-

dangkan gerakan radikalisme Islam muncul sebagai reaksi terhadap 

runtuhnya negara bangsa (Nation-State) dan problem khas abad ke-

20. Para pengikutnya termasuk para imigran pedesaan yang datang 

ke kota-kota, atau strata sosial yang menurun dari kalangan pelayan 

toko atau pekerja tangan terampil.
25

 

Perbedaan pembatasan fundamentalisme di atas menunjuk-

kan betapa sulitnya memberi definisi yang tepat untuk istilah ini. 

Meski demikian, dari berbagai definisi di atas penulis melihat 

adanya kesepakatan yaitu bahwa fundamentalisme sebagai gerakan 

maupun ideologi disatukan oleh pandangan keharusan menegakkan 

sebuah negara Islam (daulah Islāmiyah) atau tatanan politik Islam 

(Islamic order) sebagai sarana untuk melaksanakan penerapan syar-

iat. Yang membedakan antara gerakan fundamentalis yang radikal-

 
24 Youseff M. Choeiri, Islamic Fundamentalism,  (Boston: Twayne Publishers, 

1990), hlm. 9  
25 Ibid.  
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ekstrim hingga yang moderat hanya pada cara merealisasikan tujuan 

penegakan negara Islam tersebut. Oleh karenanya, penggunaan 

istilah fundamentalisme dalam buku ini akan dibatasi pada paham 

atau gerakan Islam yang menolak tatanan sosial yang berlaku karena 

dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai Islam ideal, dan be-

rusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang ber-

basiskan nilai-nilai Islam ideal. Paham ini dilatari oleh keyakinan 

ideologis bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan universal, 

mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya 

politik atau negara. Oleh karena itu, semua gerakan fundamentalis 

selalu mengagendakan terbentuknya sebuah an-nizām al-islāmī 

atau negara Islam, karena terbentuknya negara merupakan prasyarat 

bagi penerapan syariat Islam.
26

 

Sebagai sebuah ideologi dan gerakan fundamentalisme 

memiliki beberapa karakteristik. Menurut Martin E. Marty dan Ap-

pebly, fundamentalisme dicirikan dengan prinsip penolakan. Per-

tama penolakan—kalau perlu dengan menggunakan kekerasan—

terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi 

agama. Kedua penolakan terhadap sikap kritis terhadap teks dan in-

terpretasinya. Ketiga penolakan terhadap pluralisme dan relativ-

isme. Bagi kaum fundamentalisme, pluralisme merupakan hasil dari 

pemahaman yang keliru terhadap teks-teks kitab suci. Keempat pe-

nolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Keduanya 

dianggap telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal 

kitab suci. Dalam kerangka ini, adalah masyarakat yang harus me-

 
26 Abdel Salam Sidahmed, & Anoushiravan Ehteshami (eds.), Islamic 

Fundamentalism, (USA: Westview Press, 1996), hlm. 4, 9. 
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nyesuaikan perkembangannya—dengan menggunakan kekera-

san—dengan teks kitab suci, bukan sebaliknya, teks atau 

penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Karena 

itulah kaum fundamentalisme bersifat a-historis dan a-sosiologis; 

dan tanpa peduli bertujuan kembali kepada bentuk masyarakat 

‘ideal’—bagi kaum fundamentalis Islam seperti pada zaman kaum 

salaf—yang dipandang mengejawantahkan kitab suci secara sem-

purna.
 27

  

Sementara itu, menurut Abuddin Nata, fundamentalisme 

ditandai dengan beberapa karakteristik. Pertama, dari segi 

keyakinan keagamaannya, mereka bersikap rigid dan literalis. Kaum 

fundamentalis sangat menekankan simbol-simbol keagamaan 

daripada substansi. Mereka berkeyakinan bahwa doktrin agama 

telah mengatur segala-galanya. Kedua, sikap dan pandangan yang 

ekslusif, yaitu pandangan yang bertolak dari keyakinan paling benar 

sendiri. Ketiga, dari segi bentuk dan gerakannya, kaum 

fundamentalis cenderung memaksakan kehendak dengan 

menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara kekerasan, seperti 

propaganda, hasutan, teror, bahkan pembunuhan.
28

 

Secara umum, teori yang menjelaskan munculnya 

fundamentalisme Islam dapat dikelompokkan menjadi dua teori 

utama, yaitu: (a) teori kesinambungan dan perubahan; (b) teori 

tantangan dan peluang. Teori yang pertama mencoba melihat 

fenomena fundamentalisme sebagai sebuah kesinambungan 

 
27 Lihat Martin E. Marty, “What is Fundamentalisme? Theological Perspective”, 

dalam Kung & Moltman (eds.), Fundamentalism, 3-13. dalam Azyumardi Azra, Op. Cit.,  
hlm. 110  

28 Abuddin Nata, Peta Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm. 25-26. 
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sekaligus perubahan (continuity and change) dalam sejarah Islam. 

Teori yang kedua mencoba melihat berbagai tantangan yang 

dihadapi oleh umat Islam dan kemudian bagaimana tantangan itu 

memuluskan jalan bagi lahirnya fundamentalisme Islam.
29

  

Termasuk dalam kelompok teori kesinambungan dan 

perubahan adalah teori yang dikemukakan oleh Ernest Gellner. 

Menurutnya, fundamentalisme Islam adalah suatu fenomena yang 

memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam di 

satu pihak dan perubahan sosial yang dialaminya di pihak lain. 

Karena itu, Gellner menolak pandangan bahwa fundamentalisme 

Islam hanya sebagai rekasi terhadap tantangan modernitas belaka.
30

 

Meskipun mengakui adanya perubahan, teori Gellner adalah 

sebuah teori kesinambungan dan perubahan yang terstruktur. 

Menurutnya, Islam sebagai agama yang hidup di tengah masyarakat, 

selalu menunjukkan dua model Islam, yaitu Islam tinggi atau tradisi 

tinggi (high tradition) dan tradisi rendah (low tradition). Tradisi 

tinggi adalah Islam ‘resmi’ atau Islam yang dianggap lebih dekat 

kepada kitab suci dan umumnya tumbuh di perkotaan, sedangkan 

Islam rendah adalah Islam rakyat yang bercampur dengan tradisi 

lokal dan umumnya berkembang di pedesaan. Dalam sejarah Islam, 

menurut Gellner, kedua jenis Islam ini selalu ada, bahkan di zaman 

Nabi Muhammad sekalipun. Ada hubungan dialektis yang terus 

menerus antara keduanya. Tradisi tinggi, meskipun tidak dapat 

dilaksanakan dalam waktu tertentu, tetap dan terus akan 

 
29 Mujiburrahman, Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam, Afkar No. 13 

Tahun 2002 
30 Ernest Gellner, “Fundamentalisme as a comprehensive System: Soviet Marxisme 

and Islam Fundamentalism Compared” dalam Martin E. Marty & R. Scott Appebly (eds.), 
Fundamentalisme Comprehended,  hlm. 280-281. 



Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. | 15  

diperjuangkan untuk dilaksanakan suatu saat nanti. Maka ketika 

budaya-budaya lokal, yang merupakan perwujudan tradisi rendah, 

terancam oleh kemerosotan, kaum muslim dengan mudah 

melompat ke arah tradisi tinggi dalam rangka mengatasi krisis yang 

tengah mereka hadapi. Dengan kata lain, fundamentalisme Islam 

adalah gerakan yang mencoba melakukan pembaharuan Islam 

rendah menjadi Islam tinggi. Yang penting di sini adalah lompatan 

yang dilakukan dalam moment yang tepat sehingga lompatan itu 

diterima sebagai ‘milik bersama’ yang otentik. Dengan demikian, 

fundamentalisme Islam kontemporer adalah suatu kesinambungan 

dari gerakan pemurnian Islam sebelumnya yang terjadi ratusan 

tahun yang silam—sejak Ibn Hanbal, Ibn Taimiyyah dan Ibn ‘Abd 

al-Wahhāb—sekaligus merupakan reaksi terhadap kondisi saat ini, 

yakni tantangan dunia modern.
31

 

Jika teori kesinambungan dan perubahan lebih menekankan 

pada dinamika internal yang berkelanjutan dalam tubuh umat Islam 

itu sendiri, maka teori-teori yang termasuk kelompok kedua 

mencoba melihat fundamentalisme Islam lebih sebagai akibat dari 

tekanan pengaruh yang datang dari luar dirinya. Teori-teori ini 

mencoba melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat 

Islam dan kemudian bagaimana tantangan itu memuluskan jalan 

bagi lahirnya fundamentalisme Islam. Asumsi dasar di balik teori 

tantangan dan peluang ini adalah bahwa krisis sosial, politik, 

ekonomi dan budaya yang menimpa kaum Muslim di zaman 

modern telah melempangkan jalan bagi gerakan fundamentalisme 

 
31 Ibid. hlm. 281. Lihat juga Ernest Gellner, “Foreword” dalam Akbar S. Ahmad & 

Hasting Donnan (Eds.), Islam, Globalization and Postmodernity, xii-xiii; dan Ernest 
Gellner, Post Modernism, Reason and Religion (London: Routledge, 1992) hlm. 1-15. 
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Islam.
32

 Karena itu, teori-teori ini dapat juga disebut ‘teori krisis’.
33

 

Ketidakpuasan terhadap realitas politik yang berbasiskan pada 

ideologi-ideologi Barat merupakan salah satu faktor pemicu lahirnya 

fundamentalisme Islam. Di negara-negara muslim pasca 

kemerdekaan, Islam tidak lagi dipakai sebagai simbol pemersatu 

atau identitas sosial-politik, karena sistem negara yang kemudian 

lahir sudah tidak lagi memiliki warna keagamaan. Lebih dari itu, 

konsep negara-bangsa cenderung mendudukan kalangan agamawan 

dalam posisi pinggir. Umumnya negara-bangsa yang baru lahir, para 

pemimpin yang berkuasa justru datang dari kalangan yang telah 

mengalami sosialisasi dalam kebudayaan Barat sekuler. Dalam 

konteks ini, seakan-akan peran dan agenda yang dicanangkan oleh 

kalangan agamawan pada masa perjuangan kemerdekaan tidak 

diakomodasi secara memadai dalam wadah negara modern.
34

 

Fundamentalisme kemudian menjadi ideologi protes dan ideologi 

kaum oposisi yang muncul sebagai perlawanan terhadap kelas 

penguasa yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
35

  

Selain itu, fundamentalisme muncul karena kegagalan 

pemberlakuan ideologi Barat di negara-negara muslim. Menurut 

Hasan Hanafi, liberalisme Barat yang kapitalistik justru 

menciptakan kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dan 

miskin, baik kesenjangan material maupun intelektual. Sementara 

itu, sosialisme juga tidak berhasil diterapkan di negara-negara Islam. 

Hal in karena ideologi impor ini tidak menyatu dengan bahasa dan 

 
32 Hrair R Dekmejian, Op. Cit., hlm. 25-35 
33 Ibid., hlm 5-7 
34 Tarmizi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam”, dalam 

Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo, Radikalisme Agama, (Jakarta: PPIM IAIN,1998), hlm. 
28-29 

35 Dekmejian, Op. Cit., hlm. 35  
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tradisi masyarakat sehingga ia hanya berdengung di tingkat elit 

tanpa partisipasi dari massa.
36

 

Kegagalan eksperimen ideologi Barat di atas tidak berarti 

bahwa proses modernisasi di negara-negara Muslim tidak berjalan. 

Sebaliknya, proses modernisme ikut mendorong lahirnya 

fundamentalisme Islam. Para sarjana menyebutkan perubahan 

sosial yang terjadi seperti urbanisasi, munculnya ruang publik 

(public sphere) karena adanya media cetak dan elektronik dan 

berbagai alat komunikasi modern serta meningkatnya taraf 

pendidikan masyarakat ini justeru melatarbelakangi lahirnya 

fundamentalisme Islam. Hal itu karena modernisme di satu pihak 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun di lain pihak 

menimbulkan banyak persoalan dan krisis. Pembangunan yang 

dilaksanakan ternyata tidak merata, ia hanya dinikmati oleh 

segelintir orang dan akibatnya pengangguran merajalela.
37

  

Ketidapuasan ekonomi juga diklaim sebagai penyebab 

munculnya fundamentalisme Islam. Namun teori ini barangkali 

hanya berlaku terutama bagi aktifis-aktifis fundamentalisme Islam 

yang berlatarbelakang sosial ekonomi rendah. Persoalannya, dari 

berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata aktivis-aktivis 

fundamentalis Islam banyak yang berlatarbelakang keluarga kelas 

menengah dan memiliki pendidikan tinggi sebagai insinyur atau 

dokter. Kebanyakan aktivis fundamentalis, menurut Hoffman, 

berasal dari desa dan dari keluarga yang taat beragama. Mereka pergi 

ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi atau 

untuk bekerja. Dalam kehidupan kota yang individualistik dan 

 
36 Hasan Hanafi, “Asal-usul Konservatisme Keagamaan dan Fundamentalisme 

Islam” dalam ‘Ulūmul Qur’ān. No 7 Vol. 3 (1990), hlm. 18-25. 
37 Said Amir Arjomand, Op. Cit., hlm. 182; Hoffman, Op. Cit., hlm. 211. 
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kompetitif serta identitas sosial warganya yang heterogen, orang-

orang ini kemudian mengalami krisis psikologis berupa 

keterasingan dengan lingkungan sekitarnya. Maka gerakan funda-

mentalisme sebagai sebuah gerakan membangun kebersamaan 

(community building) dapat memberikan obat penawar bagi krisis 

psikologis tersebut.
38

  

Sementara itu, krisis moral yang terjadi dalam masyarakat mus-

lim juga diklaim sebagai penyebab tumbuhnya fundamentalisme Is-

lam. Korupsi di lembaga-lembaga negara, pornografi, pelacuran, 

bacaan-bacaan dan tayangan televisi yang merangsang birahi, film-

film Hollywood yang selalu dihiasi seks dan kekerasan membuat 

orang menjadi cemas karena nilai-nilai moral yang diajarkan agama 

mulai termarjinalkan. Oleh karena itu kaum fundamentalisme 

berusaha meraih kekuasaan negara agar mereka dapat mengontrol 

moral masyarakat yang korup.
39

  

*** 

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1928 hingga sekarang, 

gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn telah banyak mengundang minat 

para peneliti untuk melakukan kajian terhadap keberadaannya. 

Riset baik dari kalangan luar (outsider) maupun kalangan dalam (in-

sider) al-Ikhwan telah banyak dilakukan dan menghasilkan data, an-

alisis dan kesimpulan yang beragam. Beberapa hasil penelitian yang 

ditulis kalangan dalam Ikhwan, selain banyak menyimpan nada 

pembelaan terhadap organisasi mereka, hampir dapat pula 

dikatakan sebagai sikap resmi Ikhwan. Sedangkan karya-karya 

ilmiah yang ditulis oleh sarjana Barat, di samping menyajikan data-

 
38 Saiful Muzani, “Di balik Polemik ‘Anti-Pembaharuan Islam’: Memahami Gejala 

Fundamentalisme Islam”, Islamika No.1 (1993), hlm. 140. 
39 Roger Garaudy, Op. Cit., hlm. 51-57  
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data yang lengkap juga mengandung penilaian yang bias terhadap 

gerakan ini.  

Richard P. Mitchel menulis disertasi tentang al-Ikhwan 

dengan judul The Society of Muslim Brothers.
40

 Karya ini pada mu-

lanya merupakan disertasi yang ditulis untuk meraih gelar Ph.D 

pada Princestone University, Amerika Serikat. Dalam kajiannya, 

Mitchell berusaha melakukan studi historis-filosofis terhadap 

gerakan al-Ikhwan selama periode 1928–1954. Mitchell memapar-

kan secara kronologis sejarah al-Ikhwan dalam rentang waktu terse-

but dan mendeskripsikan struktur organisasi, serta ideologi gerakan 

Ikhwan. Pada bagian analisa, Mitchell memberikan penilaian khu-

sus terhadap gerakan Ikhwan, di antaranya adalah: gerakan 

Ikhwan—sejak awal perang Dunia II—telah berkembang pesat 

hingga menjadi sebuah kekuatan yang memiliki kehendak dan ke-

mampuan untuk melakukan peran yang sangat signifikan dalam se-

jarah Mesir. Sejak masa itu al-Ikhwan telah menjadi bagian integral 

dari sejarah Mesir, bahkan al-Ikhwan turut membentuk sejarah Me-

sir masa itu. Kekerasan politik yang terjadi terhadap al-Ikhwan lebih 

banyak disebabkan oleh situasi yang ada di Mesir, sebagaimana ter-

jadi terhadap gerakan-gerakan nasionalisme lainnya, dengan perbe-

daan mendasar yaitu adanya klaim orientasi islami pada gerakan 

Ikhwan.    

Husaini menulis buku berjudul The Moslem Brethern: The 

Greatest of Modern Islamic Movement.
41

 Buku ini merupakan se-

buah survei sejarah terhadap gerakan al-Ikhwan sejak berdirinya 

hingga 1955. Dalam buku ini, Husaini berusaha mengkritisi secara 

 
40 Ritchard P. Mitchell, Op. Cit. 
41 Ishak Musa Husaini, Op. Cit. 
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objektif dan kritis semua aspek gerakan al-Ikhwan dan mencoba 

mengungkapkan segi-segi kekuatan dan kelemahan Ikhwan.  

Ruslān menulis buku At-Tarbiyah as-Siyāsiyyah ‘Ind al-

Ikhwān al-Muslimīn.
42

 Buku ini merupakan penelitian tesis untuk 

meraih gelar magister pada Fakultas Tarbiyah Universitas Tantā 

Mesir. Dalam tesis ini penulis berusaha menjelaskan konsep pen-

didikan politik al-Ikhwan pada periode 1928-1954. Penulis men-

guraikan landasan filosofis, sasaran dan tujuan, metode dan sarana 

pendidikan politik al-Ikhwan dan aspek-aspek pendidikan yang rel-

evan lainnya pada periode tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa 

pendidikan politik al-Ikhwan mampu mencapai target pendidikan 

politik secara umum yaitu membentuk kepribadian politik, 

perasaan politik dan partisipasi politik para anggota gerakan 

Ikhwan. 

Ibrāhīm al-Bayūmī Ghānim menfokuskan kajiannya pada 

pemikiran Hasan al-Bannā dan menulis Al-Fikr as-Siyāsī li al-Imām 

Hasan al-Bannā.
43

 Dalam buku ini, penulis mengelaborasi kon-

struksi pemikiran politik Hasan al-Bannā, metode kebangkitan 

umat dan relevansinya dengan masalah-masalah nasional Mesir. 

Lebih jauh, penulis menjelaskan pemikiran Hasan al-Bannā ten-

tang bangunan negara Islam dan sistem politik Islam yang ideal. 

Penulis juga mengidentifikasi pandangan al-Bannā mengenai 

sebab-sebab kemunduran dan kebangkitan suatu bangsa. 

Meski banyak karya ilmiah perihal al-Ikhwan diterbitkan dan 

dipublikasikan, dari pemaparan di atas, tampak bahwa semua karya-

 
42 ‘Utsmān ‘Abd Mu‘izz Ruslān, At-Tarbiyah as-Siyāsiyah ‘Ind al-Ikhwān al-

Muslimīn, (Kairo: Dār at-Tauzī’ wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, t.th.) 
43 Ibrāhīm al-Bayūmī Ghānim, Al-Fikr as-Siyāsī li al-Imām Hasan al-Bannā, (Kairo: 

Dār at-Tauzī’ wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 1992) 
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karya yang pernah ditulis tentang al-Ikhwan tidak secara khusus 

mengkaji masalah fundamentalisme gerakan Ikhwan. Kebanyakan 

di antara karya-karya tersebut lebih mementingkan aspek 

pemikiran dan kesejarahan yang melingkupi gerakan al-Ikhwan. 

Oleh karena itulah, penelitian ini berusaha mengangkat fundamen-

talisme al-Ikhwan dan proses-proses sosial politik yang melatarbe-

lakanginya.  

Selain beberapa karya ilmiah di atas, penulis menemukan be-

berapa penelitian mutakhir seputar gerakan Ikhwan. Penelitian ter-

sebut antara lain: Hasan al-Bannā dan Gerakan al-Ikhwān al-Mus-

limūn: Telaah terhadap Pemikiran dan Praktek Pendidikan Hasan 

al-Bannā.
44

 Tesis ini menjelaskan konstruksi pemikiran Hasan al-

Bannā mengenai pendidikan Islam dan metode pemberdayaannya, 

serta menempatkan posisi pemikiran pendidikan Islam Hasan al-

Bannā di antara pola-pola pembaharuan pendidikan Islam lainnya. 

Zaini Munir, dalam Pendidikan Islam dalam Perspektif Hasan 

al-Bannā 45
 lebih banyak mengungkap tokoh Hasan al-Bannā, teru-

tama pemikiran-pemikirannya di bidang pendidikan (tarbiyah), 

menyangkut tiga persoalan pokok, yaitu: konsep dan tujuan pen-

didikan Islam, ruang lingkup pendidikan dan cakupan pendidikan 

Islam menurut perspektif Hasan al-Bannā, serta implementasi 

pemikiran Hasan al-Bannā tersebut dalam sistem pendidikan Islam 

kontemporer.  

 
44 Kasinyo Harto, Hasan al-Bannā dan Gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn: Telaah 

terhadap Pemikiran dan Praktek Pendidikan Hasan al-Bannā, (Tesis) (Yogyakarta: 
Program Magister UII, 2001) 

45 Zaini Munir, Pendidikan Islam dalam Perspektif Hasan al-Bannā, (Tesis) 
(Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001) 
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Syahrial dalam Pembaharuan Pemikiran Hasan al-Bannā da-

lam Islam,
46

 berusaha mengkaji pemikiran Hasan al-Bannā dalam 

bidang keagamaan dan sosial budaya. Menurutnya, Islam dalam 

pandangan al-Bannā merupakan ajaran yang lengkap dan universal, 

mencakup berbagai segi kehidupan manusia seperti politik, 

ekonomi, pendidikan dan sosial. Dalam Islam tidak dipersoalkan 

bentuk atau nama pemerintahan dan yang terpenting adalah bahwa 

sistem pemerintahan tersebut dapat menjamin keamanan harta, 

martabat dan jiwa warga negara dan kesejahteraan rakyatnya. 

Penelitian yang mengangkat metode dan strategi dakwah al-

Ikhwan dapat ditemukan pada penelitian tesis karya Rusydi 

Sulaiman yang berjudul Dakwah Hasan al-Bannā: Suatu Tinjauan 

dari Sudut Strategi Dakwah.
47

 Penelitian ini merupakan kajian 

tokoh yang mengangkat kosep dan strategi dakwah Hasan al-Bannā. 

Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa al-Bannā 

mengklasifikasikan umat dakwah menjadi umat dakwah yaitu 

lapisan masyarakat yang belum mengenal dakwahnya, dan umat 

ijabah yaitu mereka yang telah menyatakan loyalitas kepada 

dakwahnya. al-Bannā mengembangkan dua metode dakwah di ka-

langan kedua umat dakwah tersebut yaitu metode dakwah fardiy-

yah dan jam‘iyyah. Mohd. Hatta dalam disertasi al-Ikhwān al-Mus-

limūn: Kajian Dari Konsep dan Stratgei Dakwah,
48

 mencoba 

mengangkat konsep dan strategi dakwah al-Ikhwān al-Muslimūn 

sejak berdiri hingga 1954. Hatta menyimpulkan bahwa kekuatan 

 
46 Syahrial, Pembaharuan Pemikiran Hasan al-Bannā dalam Islam (Tesis) (Jakarta: 

Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah,1995) 
47 Rusydi Sulaiman, Dakwah Hasan al-Bannā: Suatu Tinjauan dari Sudut Strategi 

Dakwah, (Tesis) (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah,1998)  
48 Mohd. Hatta, al-Ikhwān al-Muslimūn: Kajian Dari Konsep dan Strategi 

Dakwah, (Disertasi) (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001) 
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dakwah al-Ikhwan terletak pada manajemen organisasi yang rapi, 

loyalitas para anggota yang sangat tinggi dan pendekatan dakwah 

yang dilakukan secara persuasif. Dengan menggunakan metode ter-

sebut al-Ikhwan berhasil mengembangkan dakwahnya yang hampir 

meliputi seluruh belahan dunia Islam pada umumnya dan dunia 

Arab pada khususnya. Sekalipun mengangkat tema tentang gerakan 

al-Ikhwan, namun yang membedakan buku ini dengan penelitian-

penelitian di atas adalah tema sentral yang diangkat. Penelitian-

penelitian di atas lebih menitikberatkan kajiannya pada sejarah, 

dakwah dan pendidikan gerakan Ikhwan, dan tidak menyinggung 

masalah fundamentalisme al-Ikhwan dan berbagai faktor yang mela-

tarbelakanginya. Sedangkan buku ini berusaha mengangkat masalah 

fundamentalisme, yang mencakup latar belakang sosial politik, ide-

ologi relijius dan politik dan pola serta agenda perjuangan gerakan 

Ikhwan. 

Pembahasan dalam buku ini akan dibagi dalam lima bab yang 

jalin-menjalin menjadi satu kesatuan. Satu bab pendahuluan, tiga 

bab pembahasan dan satu bab penutup, setiap bab mengandung 

beberapa pasal yang merupakan sub-bahasan dari setiap bab. 

Dalam bab pendahuluan dikemukakan uraian mengenai latar 

belakang masalah dan permasalahan yang hendak dikaji dalam buku 

ini, landasan teori, buku-buku terdahulu yang relevan, dan 

sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran secara umum bagi frame work bab-bab selanjutnya. 

Pada bab kedua akan dijelaskan kondisi sosial politik Mesir 

yang melatarbelakangi meluasnya aksi-aksi kekerasan dalam ke-

hidupan politik Mesir. Dalam bab ini akan dibahas pergumulan 

politik Mesir selama dan pasca perang Dunia II, serta aksi-aksi 

kekerasan yang mewarnai kehidupan politik Mesir pada masa-masa 
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tersebut.  

Pada bab tiga dibahas pandangan ideologis yang mendasari 

aksi-aksi kekerasan gerakan Ikhwan. Pembahasan akan dibagi dalam 

empat sub-bab, yaitu karakteristik gerakan al-Ikhwan dan pan-

dangan al-Ikhwan terhadap tatanan sosial politik Mesir. Kemudian 

akan diuraikan solusi ideologis alternatif yang ditawarkan al-Ikhwan 

yang mengejawantah dalam konsep al-Ikhwan tentang Islam dan 

sistem politik Islam.  

Pada bab empat dibahas tentang strategi dan agenda per-

juangan gerakan al-Ikhwan, yang meliputi upaya-upaya reislamisasi 

dari bawah guna mempropagandakan dan menggalang rekruitmen 

anggota, dan program-program pendidikan dan indoktrinasi untuk 

memelihara kesetiaan dan ketaatan anggota kepada prinsip-prinsip 

al-Ikhwan; dan upaya reislamisasi dari atas melalui partisipas politik 

dalam pemilu Mesir dan penggunaan cara-cara kekerasan untuk 

mencapai tujuan idealnya.  

Selanjutnya dalam bab lima disajikan kesimpulan buku ini, dan 

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, diberikan saran-saran yang 

konstruktif.  
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II 
KONDISI SOSIAL POLITIK MESIR 1928-1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 
Munculnya gerakan fundamentalisme dalam Islam tidak bisa 

dilepaskan dari dialektika sosial-politik yang terjadi pada saat 

masyarakat muslim telah meraih kemerdekaan. Sebelum ke-

merdekaan, peran yang dijalankan oleh kelompok-kelompok Islam 

sangat siginifikan. Melalui jaringan kerja yang dibangun oleh organ-

isasi-organisasi keagamaan, kelompok agamawan mampu melancar-

kan serangan terhadap penjajah. Para ulama juga mengerahkan 

pengaruh mereka kepada rakyat dengan mengobarkan perang suci 

(jihād). Militansi pribumi dalam mengusir penjajah sama sekali 

tidak dapat dilepaskan dari program-program yang dibangun oleh 

pemuka agama, baik melalui pendidikan maupun aktivitas-aktivitas 

keagamaan.
49

  

 
49 Gilles Kepel, The Revenge of God, (Cambridge: The Polity Press, 1994), hlm. 28 
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Meskipun demikian, kalangan agamawan harus menghadapi 

kenyataan baru ketika situasi dunia telah berubah cepat dengan la-

hirnya negara-bangsa (nation-state). Masing-masing komunitas 

muslim memperoleh identitas baru yang tidak ada presedennya. 

Islam tidak lagi dipakai sebagai simbol pemersatu atau identitas 

sosial-politik, karena sistem negara yang kemudian lahir sudah tidak 

lagi memiliki warna keagamaan. Lebih dari itu, konsep negara-

bangsa cenderung mendudukkan kalangan agamawan dalam posisi 

pinggir. Umumnya negara-bangsa yang baru lahir, para pemimpin 

yang berkuasa justru datang dari kalangan yang telah mengalami 

sosialisasi dalam kebudayaan Barat sekuler. Mereka ternyata lebih 

siap menduduki posisi dalam institusi sosial modern untuk 

menjalankan roda organisasi yang baru diperkenalkan oleh Barat. 

Dalam konteks ini, seakan-akan peran dan agenda yang 

dicanangkan oleh kalangan agamawan pada masa perjuangan 

kemerdekaan tidak diakomodasi secara memadai dalam wadah 

negara modern.
50

 Lahirnya gerakan al-Ikhwan dipandang sebagai 

upaya untuk menegaskan kembali peran kalangan Islam dalam 

kehidupan bernegara.  

Kondisi sosial politik Mesir awal abad ke-20 diwarnai dengan 

kehadiran imperialisme Inggris dan pergolakan nasional untuk 

meraih kemerdekaan. Perang Dunia I semakin memusatkan 

keinginan merdeka dari belenggu asing. Pada akhir perang, sebuah 

delegasi (wafd) yang dipimpin oleh Sa’ad Zaghlūl menuntut 

kemerdekaan penuh kepada Inggris. Zaghlūl mampu memobilisasi 

rakyat dan dalam waktu tiga tahun perlawanan (1919-1922) 

memaksa Inggris untuk mengakhiri protektoratnya atas Mesir. Pada 

 
50 Ibid., hlm. 28-29 
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tahun 1923, Inggris menganugerahi Mesir sebuah konstitusi dan 

mendeklarasikan Mesir sebagai kerajaan ‘semi-independen’ di 

bawah otoritasnya.
51

  

Namun konstitusi 1923 menimbulkan beberapa implikasi bagi 

kehidupan sosial politik Mesir. Pertama pemberian kewenangan 

istimewa kepada Inggris. Meskipun mengakui kemerdekaan Mesir, 

namun Inggris tetap memiliki kewenangan untuk mengintervensi 

urusan dalam negeri dan memegang kendali atas militer Mesir.
52

 

Pada saat-saat kritis, Inggris menggunakan kekuatan militernya 

untuk mengadu domba antara raja dan partai politik. Dengan 

demikian raja dan partai politik tidak pernah berusaha menyatukan 

diri untuk menghadapi kekuatan Inggris melainkan mereka 

berusaha memanfaatkan bantuan Inggris untuk menjadi pemenang 

dalam persaingan tersebut.
53

  

Kedua, konstitusi 1923 memberikan kekuasaan yang semakin 

besar kepada raja Mesir, meskipun Mesir diberi kebebasan untuk 

melaksanakan sistem demokrasi parlementer.
54

 Pemilu yang 

dilaksanakan tahun 1923 dan semua pemilu yang dilaksanakan 

hingga tahun 1950 dimenangkan oleh partai rakyat Wafd, namun 

 
51 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1999) 
52 Untuk kemerdekaan Mesir Inggris mengajukan empat syarat: (1) Jaminan untuk 

mengintervensi urusan dalam negeri; (2) jaminan keberadaan tentara mereka di Mesir; 
(3) penguasaan Inggris atas tentara dan polisi Mesir; dan (4) penguasaan ekonomi atas 
Terusan Suez dan Bank Negara. Lihat ‘Usmān ‘Abd Mu‘īz Ruslān, At-Tarbiyah as-
Siyāsiyah ‘Ind al-Ikhwān al-Muslimīn, (Kairo: Dār at-Tauzī’ wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 
t.th.), hlm. 144 

53 Ira M. Lapidus, Op. Cit., hlm. 115  
54 Konstitusi 1923 memberikan hak kepada raja untuk membubarkan parlemen, 

menangguhkan pengangkatannya, menentukan perdana Menteri, melarang terbitnya 
undang-undang yang tidak disetujuinya, dan menentukan 1/5 anggota senat. Lihat 
‘Usmān ‘Abd Mu‘īz Ruslān, Op. Cit., hlm. 146 
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pada kenyataannya ia hanya memerintah lima dari tujuhbelas 

pemerintahan yang dibentuk pada tahun-tahun tersebut. Bagi 

partai Wafd—partai mayoritas—kesan kebencian raja dan kolonialis 

Inggris terhadap ‘kehendak rakyat’ sangat kuat.  

Ketiga, dengan diberlakukannya konstitusi 1923, Mesir 

berkembang menjadi negara sekuler yang dipimpin oleh rezim-

rezim sekuler. Sejak pemilu yang dilaksanakan sejak 1923-1950, 

Mesir diperintah oleh kabinet partai Wafd dan partai-partai inde-

penden dukungan raja. Kalangan Islam tidak dilibatkan dalam pem-

bentukan pemerintahan kabinet Mesir, dan dari tujuhbelas kabi-

net, hanya kabinet ‘Ali Māhir yang dipandang mendukung dan me-

wakili kelompok Islam.  

Oleh karena itu, kondisi sosial politik Mesir antara tahun 1922 

hingga 1952 terikat pada sebuah pola politik tertentu. Partai Wafd, 

yang muncul sejak perjuangan kemerdekaan dan berkembang 

menjadi partai populer, memenangkan pemilu nasional. Pihak 

Inggris dan Raja bersengkongkol menjadi lawan politik 

pemerintahan Wafd dan memaksanya untuk mengakhiri 

pemerintahannya. Jika perlu pihak raja membubarkan parlemen 

dan menjalankan pemerintahan melalui kabinet pribadinya, hingga 

berlangsung pemilu nasional baru yang mengembalikan kekuasaan 

pemerintah kepada Partai Wafd. Namun ketika Raja memihak 

kepada kepentingan Jerman dan Italia dalam Perang Dunia II, 

pihak Inggris—dengan menurunkan tank-tank militernya untuk 

mengepung istana—bersengkongkol dengan Partai Wafd untuk 

mengakhiri pemerintahan kabinet kerajaan.
55

   

 
55 Ira M. Lapidus, Op. Cit., hlm. 115; Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: 

Conscience and History in a World Civilization, dalam Karen Armstrong, Berperang Demi 
Tuhan, terj. Satrio Wahono dkk, (Jakarta: Kerja sama Serambi dengan Mizan, 2001), hlm. 
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Dalam carut-marut persaingan politik antara tiga kekuatan 

politik di Mesir tersebut, gerakan al-Ikhwan berkembang menjadi 

salah satu kontestan politik yang mulai dominan pasca perang 

Dunia II. Ada dua platform politik yang diperjuangkan Ikhwan: 

penegakkan sebuah ‘pemerintahan Islam’ dan pembebasan seluruh 

lembah Nil dari pengaruh asing. Prinsip ini memaksa al-Ikhwan  

bermusuhan dengan rezim pemerintahan sekuler (raja dan 

pemerintahan kabinet) dan kolonial Inggris.
56

 Sikap permusuhan 

tersebut kemudian menjelma dalam bentuk tindakan represif 

pemerintah Mesir—di bawah tekanan kolonialis Inggris—terhadap 

gerakan ini. Tindakan represi pemerintah direspon oleh sebagian 

anggota al-Ikhwan dengan terma-terma aksi-aksi kekerasan yang 

melanda kehidupan politik Mesir sejak 1945 hingga 1949 saat 

gerakan al-Ikhwan dibubarkan oleh pemerintah.  

 

B. Dominasi Inggris atas Kedaulatan Mesir  
Kondisi sosial politik Mesir selama perang Dunia II diwarnai 

oleh ketegangan politik yang ditimbulkan oleh campur tangan 

Inggris terhadap urusan dalam negeri Mesir. Selama perang berlang-

sung, Inggris berusaha menekan pemerintahan kabinet Mesir un-

tuk memberikan dukungan guna menghadapi Jerman dan Italia. 

Tekanan tersebut menjelma dalam bentuk pembubaran kabinet 

yang dianggap tidak menguntungkan kepentingan Inggris dan 

menggantinya dengan kabinet-kabinet yang lebih mendukungnya, 

dengan menggunakan kekuatan militer. Selain itu, Inggris juga me-

 
355 

56 Ishak Musa Husaini, The Moslem Brethren: The Greatest of Modern Islamic 
Movements, (Beirut: Khayat’s Colege Book Cooperative, 1955), hlm. 80 
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nyingkirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dianggap mem-

bahayakan keberadaan Inggris di Mesir. Tindakan intervensi 

Inggris meninggalkan kesan kebencian yang mendalam di kalangan 

gerakan nasional dan menyadarkan mereka bahwa Mesir belum 

menikmati kemerdekaan sepenuhnya.  

Memasuki perang Dunia II, Mesir dipimpin oleh pemerinta-

han kabinet ‘Ali Māhir. yang menempatkan orang-orang yang 

dikenal sebagai pendukung gagasan Pan-Arabisme dan Pan-Islam-

isme pada posisi strategis. yaitu Muhammad Sālih Harb Pasha se-

bagai Menteri Pertahanan Nasional, ‘Abd ar-Rahmān ‘Azzām Bey 

sebagai kementerian Auqaf dan kemudian ditempatkan pada ke-

mentrian Sosial, dan sebagai kepala Tentara Teritorial Mesir dan 

Jenderal ‘Azīz ‘Alī al-Misrī Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. 

Kabinet ini menjalin hubungan baik dengan al-Ikhwan dan 

mendapat dukungan raja yang berada di bawah pengaruh al-

Marāghī, syaikh al-Azhar dan penasehat spiritual raja. Dengan 

seperangkat gagasan tentang pan-Arabisme dan pan-Islamisme 

yang diwakili oleh semua nama-nama ini, maka Mesir tidak berada 

di tangan orang-orang yang dianggap Inggris sebagai pemimpin-

pemimpin yang bisa diandalkan.
57

 Saat perang Dunia II pecah, kab-

inet ‘Ali Māhir mengambil sikap netral dan sikap ini mendapat 

dukungan mutlak dari parlemen. al-Ikhwan menyatakan 

dukungannya terhadap sikap netral pemerintah Mesir dan pembat-

asan bantuan Mesir terhadap Inggris hanya seperti tertera dalam 

 
57 Richard P. Mitchell, The Society of  Muslim Brothers, (Oxford, Oxford University 

Press, 1993) 
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perjanjian 1936.
58

 Selain itu, al-Ikhwan juga melanjutkan propa-

ganda perlawanan nasional melawan Inggris dan penolakan keterli-

batan Mesir dalam perang Dunia.  

Berhadapan dengan kepemimpinan yang lesu—kalau tidak 

memusuhi—dan propaganda nasional yang membahayakan po-

sisinya, Inggris mengambil langkah-langkah tegas: Pertama, mem-

bubarkan kabinet ‘Ali Māhir dan menggantinya dengan kabinet lain 

yang lebih mendukung posisinya.
59

 Kedua, secara bersamaan 

Inggris—melalui menteri pendidikan kabinet Husain Sirrī—juga 

memutasikan al-Bannā ke Qanā dan Ahmad as-Sukarī, sekretaris 

jenderal Ikhwan, ke al-Wajh al-Bahrī pada 19 Mei 1941. Pemerintah 

mengancam akan membubarkan al-Ikhwan bila al-Bannā menolak 

SK mutasi tersebut.
60

 Namun pada bulan September 1941 al-Bannā 

 
58 Hasan al-Bannā, Mużakkarāt ad-Da'wah wa ad-Dā'iyyah, (Kairo: al-Maktab al-

Islāmī, 1979), hlm. 280-286   
59 Untuk menyelamatkan kabinet ini, al-Ikhwan mengusulkan agar kabinet ‘Alī 

Māhir mendeklarasikan pemerintahannya sebagai pemerintahan Islam, dengan dasar: (1) 
Pihak Inggris merasa gentar bila dihadapkan pada sentimen agama, sehingga ia akan 
mengurungkan keinginannya membubarkan kabinet; (2) mengganggu pemerintahan 
Islam berarti mengusik sentimen relijius umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian 
Inggris tidak akan mampu menghadapi pemberontakkan kaum muslimin di dunia apalagi 
pada kondisi perang Dunia; (3) sebagian besar personel tentara Inggris yang ditempatkan 
di Mesir dan Afrika Utara adalah orang-orang muslim dari India dan Afrika. Bila Inggris 
berani mengusik pemerintahan Islam akan membangkitkan sentimen keagamaan 
mereka dan membahayakan posisi Inggris; (4) dengan deklarasi pemerintahan Islam, al-
Ikhwan mendapatkan alasan untuk membangkitkan pemberontakkan kaum muslim di 
dalam dan luar Mesir. ‘Alī Māhir menampik usulan al-Ikhwan karena ia yakin bahwa 
Inggris tidak akan berani membubarkan kabinet yang didukung mayorias suara parlemen. 
Namun keyakinan tersebut kandas karena Inggris akhirnya membubarkan kabinet ‘Alī 
Māhir. Sejak saat itu Mesir diperintah secara berturut-turut oleh kabinet Ahmad Hasanain 
Pasha, Hasan Sabrī Pasha, dan Husain Sirrī Pasha. Lihat Mahmūd ‘Abd al-Halīm, Al-Ikhwān 
al-Muslimūn: Ahdās Sana‘at at-Tārīkh, (Kairo: Dār ad-Da’wah, 1979), hlm. 312-313; 
Husaini, Op. Cit., hlm. 16 

60 Pemindahan al-Bannā menimbulkan kericuhan di parlemen. Ketika Perdana 
Menteri Sirri menyetujui pemindahan dengan dasar bahwa al-Bannā, pegawai negeri 
dalam kementerian pendidikan, telah melalaikan tugasnya, kantor pusat al-Ikhwan 
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dan as-Sukarī dipindah kembali ke Kairo. Setelah demonstrasi 

massa yang mengutuk Inggris pada bulan Oktober, keduanya di-

tangkap kembali dan dipenjarakan, bersama dengan sekretaris jen-

deral al-Ikhwan ‘Abd al-Hakīm ‘Ābidin, dan beberapa orang ang-

gota. Di samping itu, pemerintah juga menekan jurnal Ikhwan—

pada saat itu at-Ta‘āruf dan asy-Syu‘ā’, dan majalah terkenal al-

Manār. Pertemuan dan rujukan kepada al-Ikhwan dalam surat kabar 

dilarang keras.
61

 Namun dalam tempo satu bulan, para tahanan itu 

dilepaskan, menyusul reaksi keras publik dan parlemen Mesir. Da-

lam terminologi Ikhwan, ini adalah mihna (ujian) pertama untuk 

menghacurkan organisasi ini. Sejak saat itu, tidak satupun 

pemerintahan di Mesir terhindar dari benturan dengan gerakan 

Ikhwan. 

Meski telah mengambil langkah-langkah di atas, posisi Inggris 

di Mesir masih tidak stabil. Kondisi ekonomi yang semakin mem-

buruk akibat kondisi panen yang gagal, kekurangan suplai makanan 

dan munculnya ketegangan baru akibat serangan Jerman di Sahara 

Barat menyebabkan kegelisahan di seluruh negeri yang diarahkan 

kepada raja Mesir. Demonstrasi mahasiswa tanggal 1 Pebruari 1941 

mengakibatkan mundurnya pemerintahan Husain Sirri Pasha. Duta 

Besar Inggris, Sir Miles Lampson, meminta Raja Fārūq untuk me-

manggil Mustafā an-Nahhās Pasha, ketua partai Wafd, untuk me-

nyusun kabinet. Saat Raja mencoba melakukan perlawanan, Inggris 

melakukan unjuk kekuatan dan mengepung istana dengan tank-

 
menyiapkan pembelaan—dilengkapi dengan catatan-catatan pemeriksaan kementerian 
pendidikan—yang kemudian dipresentasikan selama debat parlemen dan tampaknya 
bukti-bukti yang diajukan menolak alasan-alasan yang dinyatakan Sirri. Lihat Mitchell, Op. 
Cit., hlm. 22 

61 Al-Bannā, Nizām al-Usar: Nasy'atuhā wa Ahdafuhā, dalam Majmū‘ah Rasāil 
Hasan Al-Bannā, (Kairo: Dār at-Tauzī’ wa an-Nasyr al-Islāmī, 1992), hlm. 6-7 
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tank militernya sehingga raja menyerah pada tuntutan Inggris. Pada 

tanggal 6 Pebruari kabinet Nahhās Pasha dibentuk. Menurut seba-

gian pengamat, ini adalah intervensi Inggris yang paling puncak ter-

hadap politik dalam negeri Mesir.
62

  

Tindakan pertama yang diambil kabinet an-Nahhās pada tang-

gal 7 Pebruari adalah membubarkan parlemen dan mengadakan 

pemilu. Pemilu yang diadakan oleh pemerintahan Wafd ini diang-

gap momen yang tepat untuk menguji kekuatan politik Ikhwan. Al-

Bannā mencalonkan diri untuk distrik Ismailiyah, tempat lahirnya 

gerakan Ikhwan, namun Perdana Menteri an-Nahhās—atas 

tekanan Inggris—memanggil al-Bannā dan memintanya 

mengundurkan diri.
63

 Al-Bannā menyetujui, tetapi dengan syarat 

(1) menjamin kebebasan aktivitas Ikhwan; dan (2) melarang 

penjualan minuman keras dan prostitusi. An-Nahhās menyetujui 

syarat tersebut dan segera mengeluarkan larangan penjualan minu-

man keras. Selain itu, ia mengeluarkan undang-undang anti prosti-

tusi dan menutup rumah-rumah bordil. Dia juga mengijinkan 

beberapa aktivitas Ikhwan, termasuk penerbitan media massa al-

Ikhwan dan penyelenggaraan pertemuan.
64

 

Berbagai upaya pemerintahan kabinet Mesir—dibawah 

tekanan Inggris—untuk menekan aktivitas al-Ikhwan membuat 

 
62 Dalam pandangan sebagian penulis Ikhwan, penunjukkan kabinet Wafd 

bertujuan untuk menghancurkan reputasi Wafd di mata rakyat: (1) muncul kesan di mata 
rakyat Wafd berkolaborasi dengan kolonialis Inggris; (2) pada masa perang sangat sulit 
memenuhi kebutuhan logistik rakyat sehingga timbullah kegelisahan dan kecemasan 
nasional dan setiap rakyat akan membenci orang-orang yang duduk dalam 
pemerintahan. Lihat Mahmūd ‘Abd al-Halīm, Op. Cit.,  hlm. 317 

63 An-Nahhās mengancam akan membubarkan al-Ikhwan bila al-Bannā dan 
rekannya tidak bersedia mengundurkan diri dari pencalonan. Lihat Mahmūd ‘Abd al-
Halīm, Ibid., hlm.  294-299.  

64 ‘Abd al-Halīm, Ibid.,  hlm.294-301 
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gerakan ini semakin aktif memusuhi kekuatan penjajah; dan untuk 

pertama kali, hal itu meningkatkan permusuhan terhadap 

pemerintahan yang berkuasa di Mesir. Dalam situasi seperti ini, al-

Ikhwan bergerak menuju tahap terakhir dari perencanaan 

keorganisasiannya, yaitu tahap pelaksanaan tujuan tertinggi 

Ikhwan.
65

 Pada akhir 1942 atau awal 1943 dibentuklah sebuah unit 

yang dikenal di dalam gerakan al-Ikhwan sebagai seksi khusus (an-

Nizām al-Khāss), dan di luar gerakan sebagai biro rahasia (al-jihāz 

as-sirrī). Sebagai sebuah gagasan, untuk pertama kalinya biro rahasia 

dilhami oleh konsep jihad, yang diformalisasikan sebagai sebuah 

organisasi. Di bawah tekanan gejolak politik nasional, biro rahasia 

segera dirasionalisasikan sebagai instrumen untuk membela Islam 

dan misi gerakan Ikhwan.
66

  

Pemerintahan partai Wafd memegang kekuasaan sampai be-

rakhirnya perang Dunia II. Pemerintahan ini berhasil melaksanakan 

harapan Inggris untuk mengendalikan keadaan dan keamanan. Na-

mun korupsi dalam tubuh pemerintahan Wafd (yang mengakibat-

kan perpecahan internal dalam Wafd sendiri) dan seiring dengan 

menyurutnya bahaya perang dari Lembah Nil, ketegangan politik 

antara istana dan Wafd mengemuka kembali pada Oktober 1944 

yang mengakibatkan dibubarkannya kabinet Nahhās oleh raja.
67

 

 
65 Setidaknya al-Bannā telah mencanangkan tiga fase untuk gerakan yang 

dipimpinnya. Pertama, fase ta’rīf atau fase propaganda yaitu fase pencarian bentuk dan 
visi dan misi serta penggalangan anggota; kedua, fase takwīn atau fase pembentukan, 
yaitu fase konsolidasi ke dalam dalam bentuk pendidikan dan indoktrinasi; ketiga, fase 
tanfīz atau fase pelaksanaan yaitu fase pencapaian tujuan. Lihat Ibrāhīm al-Bayūmī 
Ghānim, Al-Fikr as-Siyāsī li al-Imām al-Bannā, (Kairo: Dār at-Tauzī’ wa an-Nasyr al-
Islāmiyah, 1992), hlm. 335 

66 Husaini, Op. Cit, hlm. 67-68; 139 
67 Menurut ‘Abd al-Halīm, Inggris merestui pembubaran partai Wafd yang pernah 

didukungnya dengan tujuan (1) merusak popularitas Wafd sebagai partai rakyat. Sebelum 
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Pada tanggal 9 Oktober 1944, pemerintahan baru dibentuk oleh Ah-

mad Māhir, ketua partai Sa’dī.68
 Ini adalah suksesi pertama yang 

oleh al-Ikhwan maupun Wafd disebut dengan pemerintahan kaum 

minoritas. Sejak tahun ini hingga pemilu bulan Januari 1950, Mesir 

diperintah oleh kalangan independen dan partai Sa’dī. Hal itu 

merefleksikan kembalinya istana ke dalam pergumulan politik da-

lam negeri dan kesuksesan istana mendepak Wafd dari kekuasaan.  

Māhir segera membuat persiapan pemilu, orang-orang al-

Ikhwan bersiap-siap ikut ambil bagian. Al-Bannā kembali memilih 

Ismailiyyah, dan lima rekan-rekannya memilih distrik-distrik lain di 

Mesir. Pada bulan Januari 1945, pemilu—yang diyakini sebagai 

pemilu yang paling tidak jujur di Mesir—dilangsungkan, Al-Bannā 

 
memerintah, Wafd merupakan partai yang didukung mayoritas rakyat Mesir, namun 
setelah memerintah atas dukungan Inggris, popularitas partai ini turun drastis, karena 
selama pemerintahannya, rakyat didera kesulitan ekonomi dan sulitnya memperoleh 
suplai makanan. (2) membuat rakyat Mesir melupakan kegetiran yang dialaminya akibat 
pengepungan tank-tank Mesir atas istana ‘Ābidīn. Dengan bersikap diam terhadap 
pembubaran kabinet Wafd, Inggris ingin menunjukkan bahwa ia tunduk kepada 
kekuasaan raja Mesir. (3) menciptakan suasana agar rakyat Mesir mengharap-harapkan 
kehadiran pemerintahan baru yang naik ke kekuasaan dengan melawan kehendak 
Inggris. Lihat ‘Abd al-Halīm, Op. Cit., hlm. 329-330  

68 Konspirasi Inggris-Sa’dī terungkap dengan dideklarasikannya pernyataan perang 
terhadap negara poros oleh kabinet Sa’dī yang dipimpin oleh Ahmad Māhir. Sejak 
mendeklarasikan perang terhadap Jerman tahun 1939, Inggris berusaha keras untuk 
mendesak setiap kabinet yang berkuasa agar mengumumkan perang terhadap Jerman 
sebagai pelaksanaan pasal-pasal Perjanjian 1936. Mereka mendesak pemerintahan ‘Alī 
Māhir, Hasan Sabrī, Husain Sirrī, tetapi kabinet-kabinet ini melihat bahwa pernyataan 
perang terhadap negara yang tidak mengganggu Mesir sama sekali tidak akan 
mendatangkan manfaat bagi Mesir. kemudian pada masa kabinet Wafd yang didukung 
Inggris sekalipun, Inggris tidak mampu memaksa kabinet ini untuk mendeklarasikan 
perang. Dan ini mungkin menjadi alasan sebenarnya sikap diam Inggris atas pembubaran 
kabinet Wafd. Hingga pemerintahan berpindah ke tangan Ahmad Māhir dan partai Sa’dī 
yang dengan tenang mengumumkan perang terhadap Jerman, dan dengan berani 
melawan kehendak rakyat. Kemarahan tersebut menjelma dalam upaya pembunuhan 
Ahmad Māhir oleh Mahmūd al-‘Īsawī, seorang advokat hukum. Mahmūd ‘Abd al-Halīm, 
Op. Cit., hlm. 331-332  
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dan rekan-rekannya kalah di daerah-daerah yang diyakini mereka 

akan menang. Di samping kepentingan pemerintah yang nyata un-

tuk memenangkan kursi bagi para pendukungnya, Māhir memper-

lihatkan sikapnya kepada al-Ikhwan dengan memohon fatwa dari 

rektor al-Azhar, Syaikh Mustafā al-Maraghī, yang menyatakan 

bahwa terlalu banyak organisasi-organisasi Islam di Mesir—satu 

manuver yang ditujukan untuk menggagalkan kemenangan al-

Ikhwan dalam pemilu. 

Ketika Ahmad Māhir menyatakan secara terbuka keinginannya 

mendeklarasikan perang melawan kekuatan negara Poros—Ikhwan 

bersama dengan mayoritas kaum nasionalis, termasuk Wafd—

melakukan protes; tetapi karena tekanan Inggris, Māhir tetap ber-

tahan dengan keinginannya. Pada tanggal 24 Pebruari, Ahmad 

Māhir dibunuh saat mendeklarasikan perang melawan negara Poros 

di hadapan anggota DPR. Al-Bannā, Sukkari, dan ‘Ābidīn di-

tangkap, tetapi kemudian segera dibebaskan, karena kemudian ter-

bukti bahwa si pelaku adalah anggota Partai Nasional. Al-Bannā 

mengunjungi Perdana Menteri yang baru, Mahmūd Fahmī an-

Nuqrāsyī Pasha, teman dekat Māhir dan penggantinya sebagai 

ketua partai Sa’dī, untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan 

menjelaskan misi Ikhwan. Nuqrāsyī menanggapinya dengan 

mengeluarkan perintah untuk mengawasi dengan ketat aktivitas 

Ikhwan. 

      

C. Persaingan Politik Mesir  
Perang Dunia II membawa dampak buruk bagi kehidupan so-

sial politik dan ekonomi Mesir dan mengubah arah gerakan na-

sional. Situasi sosial politik Mesir pasca perang Dunia II dicirikan 

dengan memburuknya perekonomian dalam negeri; melebarnya 
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kesenjangan antara kaya dan miskin; dan pengangguran yang mera-

jalela. Dalam situasi seperti ini, wajar bila ajaran sosialisme dan 

komunisme semakin berkembang pesat, bahkan perasaan tidak 

puas yang mendalam dan tak terucapkan terhadap pemerintah yang 

berkuasa, tak mampu mengekspresikan dirinya secara jelas dan me-

nanti organ-pelopor yang menjanjikan perubahan.
69

 

Sementara itu masalah Palestina dan pendudukan Inggris atas 

Mesir yang belum terselesaikan semakin menambah gejolak yang 

mengarah kepada aksi-aksi destruktif di dalam negeri antar massa 

partai dan antar partai dengan pemerintah dan raja. Pergolakan ini 

mempercepat terjadinya kekacauan dan kekerasan politik internal 

yang menjadi saksi atas runtuhnya sistem parlemen dan supremasi 

hukum. Suasana sosio-politik Mesir ini mempengaruhi perkem-

bangan Ikhwan, dan sebaliknya peranan al-Ikhwan terhadap krisis 

juga sangat penting, baik bagi masa depan Mesir maupun bagi masa 

depan gerakan ini.  

Setelah perang berakhir, partai Wafd kehilangan peran is-

timewa sebagai corong utama ketidakpuasan gerakan nasionalis 

Mesir. Kesediaannya menerima kekuasaan yang diberikan oleh 

Inggris pada tahun 1942, telah mengubah kesan Wafd secara signif-

ikan di mata kalangan nasionalis muda.
70

 Selain itu, tindak korupsi 

pemerintahan Wafd terungkap secara publik dengan kasus 

keluarnya sekjen partai Makram ‘Ubaid Pasha, dan dipublikasi-

kannya dokumen penting partai yang ia sebut Buku Hitam.
71

 Di 

samping merusak citra Wafd sebagai partai penyambung lidah 

rakyat, pengungkapan tersebut membuktikan kebenaran bahwa 

 
69 C. Isawi, Egypt at Mid-Century, hlm. 262-3 dalam Mitchell, Op. Cit., hlm. 35-36 
70 ‘Abd al-Halīm, Op. Cit., hlm. 329 
71 Ibid., hlm. 354 
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Wafd—yang secara tradisional merupakan benteng pertahanan ke-

las menengah—telah didominasi oleh segelintir elit penguasa yang 

lebih memperjuangkan kepentingan pribadi dan menunjukkan 

keengganan untuk bertindak guna mengatasi krisis ekonomi dan so-

sial yang menimpa masyarakat Mesir. 

Menyadari hal tersebut, Partai Wafd berupaya mengembalikan 

posisinya sebagai garda depan pergerakan nasional dan mengubah 

kesan kerjasama Wafd dengan Inggris. Di samping mengembalikan 

reputasi Wafd, upaya tersebut juga dimaksudkan untuk merebut 

kembali pendukung Wafd yang telah direbut Ikhwan. Gerakan ini 

telah merusak kubu pertahanan Wafd; yaitu kalangan kampus, peg-

awai negeri, dan petani pedesaan.
72

 Prestise dan kekuatan al-

Ikhwan menjadi preseden buruk bagi konflik antara Wafd dengan 

Istana. Kebangkitan Wafd diperkuat oleh kenyataan bahwa dengan 

mengakui kekuatan sosial yang bermain di panggung Mesir pasca 

perang Dunia II dan selama partai Wafd berada di luar kekuasaan, 

sayap kiri partai Wafd secara bertahap berubah menjadi suara yang 

dominan. 

 
72 Kesadaran Wafd akan kekuatan al-Ikhwan baru muncul setelah pembubaran 

kabinet Wafd pasca perang dunia. Ada dua peristiwa yang menyadarkan Wafd akan 
realitas ini: (1) ketika Ismail Sidqī meminta dukungan al-Ikhwan terhadap kabinetnya guna 
melaksanakan perundingan dengan Inggris dan berjanji akan mengikuti rencana yang 
telah disusun Ikhwan. Partai Wafd melakukan demonstrasi menentang koalisi Sidqī-
Ikhwan dan berusaha menggerakkan demonstrasi rakyat, namun semua aksi tersebut 
tidak mengguncang sedikitpun pemerintahan Sidqī. Setelah al-Ikhwan melihat Sidqī telah 
melanggar rencana Ikhwan, gerakan ini menarik dukungannya terhadap pemerintah. 
Demonstrasi dan kekacauan melanda seluruh negeri, Sidqī terpaksa mengundurkan diri. 
(2) Ketika Nuqrāsyī mengumumkan keinginannya membawa kasus Mesir kepada Dewan 
Keamanan PBB, dan partai Wafd berusaha menghalang-halangi rencana tersebut. 
Nuqrāsyī berusaha mencari dukungan Ikhwan, dan al-Ikhwan pun memberi dukungan. 
Dengan dukungan Ikhwan, Nuqrāsyī berhasil menghadapi oposisi Wafd dan melanjutkan 
perundingan dengan Inggris. Lihat ‘Abd al-Halīm, Ibid., hlm. 355. 
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Peristiwa pengepungan istana oleh tentara Inggris pada 4 Peb-

ruari 1941 merupakan pukulan telak bagi pihak kerajaan Mesir. Raja 

Mesir tidak pernah bisa memperbaiki kembali posisinya di mata 

rakyat pada umumnya dan para perwira muda militer yang sangat 

merasakan kekecewaan dan keprihatian terhadap sikap menyerah 

raja terhadap ultimatum militer Inggris. Di samping itu, raja men-

jadi sasaran antipati karena kehidupan pribadinya yang berten-

tangan dengan nilai-nilai tradisi, ia semakin teralienasi dalam ke-

hidupan politik nasional karena kedekatannya dengan Inggris dan 

elit penguasa konservatif.
73

 Popularitas raja semakin memburuk 

dengan tindakannya menyingkirkan Wafd dari pemerintahan. Sejak 

saat itu, setiap terjadi pergantian kabinet, pihak istana tetap 

mengekspresikan kebenciannya terhadap Wafd dengan mengucil-

kan Wafd dari kursi pemerintahan. Istana justru mengangkat partai 

Sa’dī atau kalangan independen lainnya untuk membentuk 

pemerintahan dalam rangka menyelesaikan krisis Mesir saat itu. 

Pemerintahan minoritas—seperti dilansir oleh pihak oposisi—me-

merintah tanpa dukungan rakyat. Di tengah-tengah situasi par-

taisme yang ekstrim dan krisis pasca perang, pemerintahan minori-

tas ini hanya mampu bertahan dengan menggunakan kekuatan 

polisi atau dengan melakukan manuver-manuver politik untuk 

mengkounter kekuatan oposisi.  

Di lain pihak, antara al-Ikhwan dan Wafd terlibat konflik yang 

lebih berbahaya karena implikasinya terhadap kehidupan politik 

Mesir. Semakin lemahnya pamor Wafd dibarengi dengan semakin 

terpuruknya kehidupan parlementer dan bertambah luasnya 

kekuatan kelompok-kelompok ekstra-parlemen dan aksi-aksi di 

 
73 Ibid., hlm. 330 
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luar hukum. Kekerasan yang terjadi melibatkan semua kekuatan in-

ternal dalam negeri; tetapi karena hanya ada dua partai massa saja 

yang bersaing yaitu partai Wafd dan Ikhwan, maka konflik antar 

keduanya saja yang mendominasi skenario Mesir.  

Akhir perang Dunia II menjadi momentum bagi bangsa-bangsa 

terjajah untuk memulai perjuangan menuntut kemerdekaan. Mo-

mentum itu juga dimanfaatkan kaum nasionalis Mesir untuk 

memulai perjuangan meraih kemerdekaan penuh dan men-

gevakuasi tentara Inggris yang telah menjajah Mesir selama 70 ta-

hun. Namun sampai saat itu Mesir masih terikat oleh perjanjian 

1936 yang memberikan kewenangan kepada Inggris untuk men-

guasai Mesir secara militer. Oleh karena itu perjuangan ke-

merdekaan Mesir difokuskan untuk melepaskan diri dari belenggu 

perjanjian 1936. Peranan al-Ikhwan dalam turut memperjuangkan 

kemerdekaan Mesir pasca perang Dunia II menghabiskan masa em-

pat tahun; dalam rentang waktu tersebut Mesir diperintah oleh 

pemerintahan-pemerintahan berikut: Kabinet an-Nuqrāsyī I: 

Maret 1945-Pebruari 1946; Ismail Sidqī Pasya: Pebruari 1946-

Desember 1946; an-Nuqrāsyī II: Desember 1946-Akhir tahun 

1948.
74

  

Perjuangan kemerdekaan Mesir selama periode ini diwarnai 

persaingan antara gerakan al-Ikhwan dan partai Wafd dalam meraih 

kepemimpinan pergerakan nasional. Pergumulan antara kedua faksi 

itu terjadi dalam berbagai front; dalam koran terpenting mereka, 

koran al-Ikhwān al-Muslimūn dan al-Misrī, yang kemudian diganti 

al-Ummah; di daerah pedesaan, dalam bentuk rekruitmen intensif 

dan membangun keberpihakkan; dalam kerusuhan buruh; dan di 

 
74 ‘Abd al-Halīm, Ibid.,  hlm. 355-356 
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universitas-universitas memperebutkan kontrol atas organisasi ke-

mahasiswaan. Kontrol atas kepemimpinan pergerakan nasional 

menjadi fokus pergumulan.
75

 Masing-masing berusaha meraih po-

sisi paling berpengaruh dalam pergerakan nasional.  

Pergumulan antara keduanya dimulai saat Wafd mengajukan 

memorandum ‘kehendak rakyat’ Mesir kepada Duta Besar Inggris 

pada awal Juli 1945. Pada awal Oktober, al-Ikhwan melakukan aksi 

tandingan dengan mengadakan “kongres rakyat” di Kairo dan tujuh 

kota di luar Kairo guna merumuskan tuntutan nasional. Langkah 

tersebut mengundang perhatian kalangan Wafd, pemerintah, dan 

kolonialis Inggris, tentang ambisi dan peranan universal yang kelak 

akan dimainkan Ikhwan.  

Pergumulan antara pendukung al-Ikhwan vis-à-vis Wafd juga 

terjadi di kampus. Di Universitas Fu’ād (sekarang Universitas 

Kairo), perpecahan terjadi antara pendukung Wafd dan Ikhwan. 

Kaum komunis berada dalam aliansi taktis dengan Wafd; al-Ikhwan 

didukung oleh Partai Nasional, Partai Pemuda Mesir pimpinan Ah-

mad Husain dan partai-partai gurem lainnya. Pada tanggal 7 

Oktober 1945, ‘Komite Nasional’ bentukan Wafd mengadakan 

konperensi umum mahasiswa guna merumuskan memorandum 

Tuntutan Nasional. Satu hari sebelumnya, al-Ikhwan mencuri start 

dengan menyelenggrakan konperensi mahasiswa yang 

menghasilkan ‘tuntutan minimum gerakan nasional’. Pada 

pertemuan yang diadakan tanggal 7 Oktober, delegasi al-Ikhwan 

mempresentasikan resolusi pertemuan mereka dan meminta agar 

resolusi ini disetujui atas nama perhimpunan mahasiswa. Ketika 

 
75 Untuk pergumulan politik al-Ikhwan versus Wafd lihat ‘Abd al-Halīm, Ibid., hlm. 

475. 
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usulan tersebut ditanggapi dengan penolakan tegas, al-Ikhwan 

menarik diri dari konperensi. Para mahasiswa kembali mengadakan 

pertemuan pada bulan Desember, namun saat pemilihan ketua; al-

Ikhwan gagal merebut posisi ketua yang dimenangkan Wafd. Sejak 

saat itu, setelah mendapat persetujuan dari para mahasiswa, komite 

ini mengubah namanya menjadi ‘Komite Eksekutif.’
76

 

Untuk sementara, perselisihan antar mahasiswa mereda ketika 

pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah Inggris menyampaikan 

jawaban dingin terhadap memorandum yang diajukan oleh PM 

Nuqrāsyī. Mahasiswa yang marah atas sikap Inggris yang dianggap 

menghina kedaulatan Mesir, untuk sementara menyingkirkan 

semua permasalahan internal, mereka mengadakan konperensi 

umum untuk memprotes sikap Inggris. Pada tanggal 9 Pebruari, 

satu memorandum dikirimkan kepada Raja Fārūq, isinya menuntut 

dimulainya kembali perundingan dengan Inggris dalam waktu se-

cepatnya. Pada hari yang sama, untuk menegaskan tuntutan 

mereka, mahasiswa melakukan long march di depan istana ‘Ābidīn. 

Di tengah perjalanan, mereka dihalau oleh polisi; peristiwa ini dia-

badikan dalam sejarah pergerakan mahasiswa sebagai “Pembantaian 

Jembatan ‘Abbās”. Setiap faksi politik Mesir, termasuk al-Ikhwan 

yang ketuanya, Mustafā Mu’min, memimpin demonstrasi tersebut, 

akan selalu mengenang kembali para syuhada’ yang tewas dalam 

pembantaian tersebut. Mereka mati demi membela kepentingan 

Mesir, di tangan polisi Mesir yang dikontrol oleh Iggris.
77

 

Pada tanggal 10 Pebruari, Raja Fārūq, yang dijadwalkan datang 

ke Universitas untuk meresmikan gedung asrama mahasiswa baru, 

 
76 Mitchell, Op. Cit., hlm. 44  
77 ‘Abd al-Halīm, Op. Cit., hlm. 361-362 
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mendapat sambutan dingin mahasiswa. Siang harinya, melalui 

ketua Dewan Kerajaan, Ahmad Hasanain, raja mengundang semua 

pimpinan mahasiswa ke istana. Dalam pertemuan tersebut Fārūq 

tidak hanya menyangkal keterlibatannya dalam pembantaian maha-

siswa oleh polisi pada hari sebelumnya, tetapi ia juga memberi is-

yarat akan berakhirnya kabinet Nuqrāsyī. Pada tanggal 11 Pebruari, 

mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran yang dipimpin 

Mustafa Mu’min, mereka melakukan long march dari kampus 

menuju istana, demonstrasi kali ini di bawah perlindungan polisi. 

Pada tanggal 14 Pebruari kebinet Nuqrāsyī jatuh. Insiden di jem-

batan ‘Ābbas merupakan akhir dari rentetan krisis politik yang me-

nyebabkan jatuhnya kabinet Nuqrāsyī. 

Ismā‘īl Sidqī Pasha dipanggil untuk membentuk pemerinta-

han baru dan segera setelah diangkat, ia mencabut larangan demon-

strasi. Sidqī mengajak al-Ikhwan untuk bekoalisi dalam rangka 

melakukan perundingan masalah Mesir dengan Inggris. al-Ikhwan 

memberi dukungan dengan mengajukan syarat minimal: evakuasi 

tentara Inggris dari wilayah Mesir, kemerdekaan penuh dan pen-

yatuan Lembah Nil.
78

 Kehadiran pemerintahan Sidqī dan koalisi an-

tara pemerintahannya dengan al-Ikhwan meningkatkan aktivitas 

dan konflik dalam gerakan nasional. 

Segera setelah pengangkatan kabinet Sidqī, partai Wafd 

melakukan upaya serius untuk mengembangkan front yang 

dipimpinnya, dengan jalan menyatukan faksi mahasiswa dan buruh 

dalam satu kelompok yang dinamakan dengan ‘Komite Mahasiswa 

dan Buruh Nasional’, yang lahir akibat peranan aktif sebuah organ-

isasi yang dipimpin oleh kelompok komunis Komite Buruh untuk 

 
78 Ibid., hlm. 365-366 
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Pembebasan Nasional. Organisasi ini dibentuk pada bulan Oktober 

1945, dengan tujuan memimpin pemogokan di pusat industri 

tekstil Kairo, Syubrā al-Khaimah. Komite Mahasiswa dan Buruh Na-

sional segera menggalang pemogokan nasional pada tanggal 21 Peb-

ruari ‘Hari Evakuasi Mesir dan Persatuan Lembah Nil’, sebuah aksi 

pemogokan yang kemudian berubah menjadi kerusuhan paling 

berdarah pada periode ini, di mana mahasiswa bentrok dengan polisi 

dan tentara Inggris. al-Ikhwan menolak bergabung dalam aksi pem-

ogokan itu dengan alasan komite ini didominasi oleh elemen-ele-

men asing, yaitu kalangan komunis. Salah seorang delegasi komite 

mengunjungi al-Bannā untuk meminta dukungannya, tetapi ia 

mendapat jawaban bahwa al-Ikhwan tidak siap untuk bergabung. 

Alasan yang sesungguhnya adalah al-Bannā tidak mau bekerja sama 

dengan kalangan komunis dan tidak bersedia dipimpin oleh Wafd. 

Al-Bannā pun dituduh merusak gerakan nasional atas permintaan 

PM Sidqī Pasha. Pada hari mogok nasional, al-Ikhwan mengerahkan 

seluruh kekuatannya di pusat aktivitas mereka yang independen di 

Aleksandria. Pengerahan massa ini menyiratkan bahwa apapun yang 

mungkin telah dijanjikan al-Bannā kepada Sidqī, sudah pasti hal itu 

tidak termasuk pencekalan semangat nasionalisme pengikut-pengi-

kutnya.
79

 

Pada tanggal 27 Pebruari, dalam upaya menandingi manuver 

Wafd, al-Bannā, melalui koran al-Ahrām, menyerukan pemben-

tukan komite bersama untuk mengorganisir pemogokan nasional 

pada tanggal 4 Maret, yaitu ‘Hari Berkabung Nasional’ untuk 

mengenang korban kerusuhan 21 Pebruari. Seruan tersebut tidak 

mendapat tanggapan bahkan mengundang tuduhan bahwa al-

 
79 Mitchell, Op. Cit., hlm 45  
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Bannā berusaha menggalang gerakan nasional tandingan atas ini-

siatif PM Sidqī guna menenangkan situasi. Namun al-Bannā tetap 

melangkah dan membentuk Komite Eksekutif tingkat Tinggi dari 

berbagai kelompok minoritas. Demonstrasi yang dipimpin al-Bannā 

berjalan damai walaupun dipimpin oleh faksi-faksi yang berbeda. 

Pada bulan-bulan berikutnya, perselisihan di kampus masih 

tetap diwarnai dominasi Wafd atas suara mahasiswa atau Komite 

Eksekutif. Ketika al-Ikhwan gagal menggeser kepemimpinan Wafd 

dalam test pemilihan suara, mereka membentuk kelompok 

tandingan yang terdiri dari partai-partai kecil, yang dinamakan 

dengan Komite Nasional. Meskipun demikian, al-Ikhwan tetap 

melanjutkan perjuangannya untuk memenangkan kendali atas 

Komite Eksekutif.  Pada tanggal 17 April, saat Peringatan Evakuasi 

Perancis dari Syria, terjadi perang mulut, di mana al-Ikhwan secara 

terbuka menuduh front Wafd bekerja sama dengan kaum komunis. 

Pertikaian ini melenyapkan harapan untuk membentuk front ber-

sama dan menimbulkan disintegrasi antara kedua partai massa itu.  

Ketegangan antar kelompok dan perhatian pemerintah kini 

terpusat pada ‘pemogokan massal’ yang memacetkan aktivitas 

produksi di pusat industri tekstil terbesar ‘Syubrā al-Khaimah’. 

Pemogokkan tersebut bermula sejak September 1945, dipimpin 

oleh sejumlah anggota perhimpunan dagang semi-komunis yang 

baru saja datang dari konperensi Federasi Perhimpunan Dagang 

Dunia di Paris. Pada tanggal 8 Oktober tiga orang anggota delegasi 

Mesir dalam konperensi itu membentuk ‘Komite Buruh Pembeba-

san Nasional’ yang mendalangi aksi pemogokkan para buruh. Mes-

kipun mereka ditangkap pada bulan Januari 1946, dan pengganti 

mereka terus-menerus menghadapi tekanan kampanye anti-kirinya 

pemerintahan Sidqī, kontak tetap dilakukan antara koalisi Wafd-



46 | Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir 1928-1949… 

Komunis di kampus dan dari kontak tersebut lahirlah Komite Ma-

hasiswa dan Buruh Nasional yang telah disebut di atas.
80

 

Anggota al-Ikhwan yang menjadi buruh di industri tekstil ter-

sebut turut serta melakukan aksi pemogokkan setelah pemogokkan 

diumumkan; dan pada awal tahun baru, pemogokkan itu mendapat 

dukungan dari Sindikat Pekerja Trem yang didominasi oleh buruh-

buruh dari kalangan Ikhwan. Meskipun demikian, al-Ikhwan 

menarik diri dari kontak langsung maupun tak langsung dengan 

pimpinan aksi pemogokkan setelah demonstrasi tanggal 4 Maret. 

Demikian pula halnya di kampus, mereka memancing kemarahan 

komunis dan Wafd karena menggembosi ‘front gabungan’ melawan 

manajemen dukungan pemerintah. Di kalangan mahasiswa, al-

Ikhwan dituduh mendukung sentimen anti-nasionalis PM Sidqī, 

dus menjadi alat kaum imperialis; sedangkan di kalangan para bu-

ruh, al-Ikhwan tidak hanya dituduh mengacaukan barisan perla-

wanan, tetapi juga memata-matai para buruh, dan dituduh menjadi 

pendukung kaum kapitalis dan para eksploitor. al-Ikhwan 

menyangkal semua tuduhan dan menyatakan bahwa mereka sangat 

memahami peranan para buruh. Saling lempar tuduhan dan banta-

han tampaknya tidak mengubah kenyataan bahwa Ikhwan, setelah 

bulan Maret, menolak bekerja sama dengan komite yang didominasi 

kaum komunis. al-Ikhwan terus melakukan perlawanan inde-

penden dengan menggerakkan para buruh al-Ikhwan di Syubra dan 

Aleksandria, namun perlawanan tersebut menyebabkan semakin 

buruknya hubungan al-Ikhwan dengan pemerintah pada bulan-bu-

lan berikutnya. 

 
80 Ibid., hlm. 46 
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Hubungan antara al-Ikhwan dengan pemerintah semakin me-

renggang ketika PM Sidqī mendeklarasikan keinginannya untuk 

memulai perundingan dengan Inggris pada bulan April 1946. Sejak 

hari pertama pengumuman tersebut, media pemberitaan al-Ikhwan 

menjadi media pemberitaan pertama yang menyuarakan tuntutan 

nasional. Seperti faksi-faksi politik lainnya di dalam negeri, al-

Ikhwan secara berkala melakukan penggalangan massa untuk 

melakukan demonstrasi turun ke jalan guna mengingatkan Sidqī 

akan janji-janjinya terhadap rakyat. Suasana perundingan menjadi 

semakin kompleks dengan adanya tuduhan ‘pengkhianatan politik’ 

terhadap setiap upaya membina hubungan baik dengan Inggris. 

Pertemuan massa diadakan secara teratur setiap akhir fase pe-

rundingan untuk menanggapi hasil yang dicapai. Insiden-insiden 31 

Mei, 1 dan 8 Juni 1946 di Aleksandria disusul dengan penangkapan 

dan pengawasan terhadap tempat-tempat pertemuan al-Ikhwan 

pada bulan Juli dan Agustus; para jemaah masjid diawasi dengan 

ketat; sistem kepanduan al-Ikhwan dilarang melakukan aktivitas 

pada bulan September. Selama bulan yang sama, setelah muncul 

kecaman yang bertubi-tubi atas penindasan Sidqī terhadap Ikhwan, 

al-Bannā memperingatkan bahwa: ‘Apa yang telah dipersatukan Al-

lah, tidak seorang pun mampu mencerai beraikannya.’ Kepercayaan 

diri al-Ikhwan semakin besar dengan adanya tekanan eksternal yang 

dialaminya.
81

 

Perkembangan situasi di atas tidak mengubah sikap Wafd ter-

hadap Ikhwan, pers Wafd tetap menuduh al-Ikhwan beraliansi 

dengan pemerintah. Pada awal Juli, ketegangan antara dua partai 

massa terbesar itu meledak dalam beberapa bentrokan antara 

 
81 Ibid. hlm. 47 
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pemuda kedua partai tersebut. Bentrokan terjadi karena masing-

masing pihak berusaha menggagalkan pertemuan lawan politiknya 

yang diselenggarakan di kota Ismailiyyah dan Port Said. Dalam salah 

satu pertemuan tersebut, sebuah bom meledak di dekat tempat al-

Bannā dan nyaris membunuhnya. Masing-masing kelompok 

menuduh lawannya melakukan provokasi. Kalangan Wafd—yang 

memanfaatkan peristiwa pemboman tersebut dan juga surat kaleng 

yang mengancam pimpinan Wafd—mengajukan memo kepada PM 

Sidqī. Mereka memperingatkan Sidqī bahwa partai Wafd akan 

mengambil tindakan sendiri bila pemerintah tidak segera 

mengakhiri teror yang bernuansa fasis yang dilakukan oleh Ikhwan. 

Secara khusus, memo tersebut menuntut Perdana Menteri untuk 

membubarkan sistem kepanduan Ikhwan. 

Serangan-serangan pers Wafd yang tajam dan menyengat 

terhadap al-Bannā—terutama tuduhan aliansi dengan 

pemerintah—memperlihatkan akibatnya, bahkan di kalangan 

orang-orang al-Ikhwan sendiri. Dalam surat kabar Ikhwan, al-Bannā 

berkali-kali terpaksa menyangkal tuduhan tersebut. Pada bulan 

Juni, al-Bannā mengundang pertemuan khusus anggota guna 

menjelaskan posisinya vis-à-vis PM Sidqī. Ia memberikan 

penjelasan kepada para anggota bahwa al-Ikhwan adalah netral, 

tidak melawan dan tidak pula mendukung pemerintah, karena al-

Ikhwan bukan ‘partai politik’ dalam pengertian yang terdistorsi. 

Setiap kucuran dana dari pemerintahan Sidqī adalah subsidi resmi 

pemerintah sebagaimana halnya diberikan kepada organisasi-

organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Dia juga menyangkal 

anggapan ‘murahan’ yang mengatakan bahwa ia turut campur 

tangan dalam gerakan buruh sehingga dia memberi keuntungan 

kepada kaum kapitalis yang mengeksploitasi rakyat. 
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Pada bulan-bulan berikutnya, pernyataan berulang-ulang al-

Bannā semakin meyakinkan para anggota ketika hubungan antara 

al-Ikhwan dengan pemerintah semakin menegang. Hal ini—dit-

ambah tekanan dari dalam organisasi—mendorong diselenggara-

kannya pertemuan rahasia pada bulan Agustus dan September an-

tara Sirāj ad-Dīn, tokoh sayap kanan partai Wafd, dan Ahmad as-

Sukkarī, deputi pertama al-Ikhwan dan anggota hubungan politik. 

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian 

dan menyelesaikan konflik. Masing-masing menyangkal bahwa 

mereka telah menandatangani suatu perjanjian kerjasama, dan hal 

itu terbukti, dengan meningkatnya ketegangan antara al-Ikhwan 

dan Wafd, tidak terlihat adanya perkembangan hubungan baik 

mereka sebelum periode 1949-50-an. Dalam lingkup internal organ-

isasi sendiri, pertemuan tersebut menimbulkan perpecahan yang 

merusak hubungan lama dan kuat dalam al-Ikhwan antara al-Bannā 

dan Sukkarī. 

Pertemuan antara wakil Wafd dan al-Ikhwan di atas bertepatan 

dengan semakin dekatnya puncak perundingan Mesir-Inggris. 

Setelah melewati masa-masa krisis kabinetnya (1-12 September) 

dan tiga bulan perundingan tanpa hasil di Kairo, Sidqī menuju ke 

London pada tanggal 17 Oktober 1946. Ketika itu pergerakan na-

sional telah sampai pada sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar 

lagi: ‘tidak ada perundingan kecuali setelah evakuasi’. Al-Bannā 

mengirim surat kepada Raja Fārūq dan Sidqī, menyerukan jihad dan 

embargo ekonomi, budaya, dan sosial atas Inggris. Dalam sebuah 

risalah yang ditujukan kepada Rakyat Lembah Nil, dia dengan tegas 

menyatakan: ‘Pemerintahan Sidqī Pasha, dalam kapasitasnya se-

bagai perunding Mesir, tidak merepresentasikan kehendak na-

sional; setiap kesepakatan atau aliansi dengan Inggris, sebelum 
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penarikan pasukan Inggris, adalah batal dan tidak mengikat 

bangsa.’
82

 Satu hari sebelum Sidqī meninggalkan Kairo, al-Ikhwan 

menegaskan peringatan mereka dengan menggalang demonstrasi 

besar-besaran di seluruh wilayah negeri dan di kota-kota besar. 

Sidqī kembali ke Kairo pada tanggal 25 Oktober dengan mem-

bawa garis-garis besar draft perjanjian Sidqī -Bevin.
83

 Kalangan na-

sionalis menyambut draft perjanjian tersebut dengan penentangan 

keras. Draft perjanjian tersebut akhirnya diumumkan kepada pub-

lik pada awal tahun akademik. Pada tanggal 16 Nopember, para ma-

hasiswa turut bergabung dalam Front Nasional Mahasiswa Lembah 

Nil; sebuah aksi demonstrasi damai yang pada mulanya hanya 

berupa penyampaian orasi dan surat-surat protes kepada anggota 

parlemen, kemudian berubah menjadi kerusuhan harian, dan 

memuncak pada tanggal 25 Nopember menjadi pesta pemba-

karan—buku-buku berbahasa Inggris, toko-toko, trem, dan pohon-

pohon di pinggir jalan—dan penyerangan terhadap personel kea-

manan dan tentara Inggris di seluruh pusat-pusat utama. Peristiwa 

hari itu sebenarnya sudah diprediksi lebih dari satu bulan yang lalu 

ketika al-Ikhwan mengkampanyekan pemboikotan kultural ter-

hadap Inggris yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 21 Ok-

tober dan mencakup pengumpulan koleksi buku-buku berbahasa 

Inggris yang kelak dibakar pada ‘hari pembakaran’ yang akhirnya dil-

aksanakan pada tanggal 25 Nopember. Peristiwa yang terjadi pada 

 
82 ‘Abd al-Halīm, Op. Cit., hlm. 375  
83 Jalannya perundingan Sidqī-Bevin: Inggris mengajukan usulan (1) evakuasi 

tentara Inggris dilakukan selama lima tahun bertahap; (2) penggunaan wilayah Mesir 
sebagai pangkalan militer bila terjadi perang Dunia kembali. Pada 25 September 46 Mesir 
mengajukan jawaban atas usulan Inggris: (1) evakuasi dilakukan dalam tempo dua tahun; 
(2) menolak kemungkinan terhadap perang Dunia kembali; (3) persatuan lembah Nil. 
Lihat ‘Abd al-Halīm, Ibid., hlm. 365-366 
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bulan pertama tahun akademik, cukup untuk mengilhami komuni-

tas mahasiswa secara keseluruhan untuk berpartisipasi dan turut 

mewarnai suasana hari itu.
84

 

Pemerintah melancarkan serangan balik dengan cepat, kam-

pus perguruan tinggi dan media pemberitaan ditutup, kota Kairo 

dikendalikan dengan pengawasan ketat dan dilakukan penangka-

pan terhadap aktivis Wafd, komunis, sosialis, dan Ikhwan. Pada 

tanggal 27 Nopember, Ahmad as-Sukkari, deputi al-Bannā, yang 

pernah ditangkap dan dilepaskan kembali pada tanggal 25, kembali 

ditangkap karena menyampaikan orasi yang menyulut kemarahan 

dengan memuji-muji para perusuh.
85

 Pada saat itu al-Bannā sedang 

menunaikan ibadah haji. Penangkapan tersebut menimbulkan per-

lawanan pada minggu berikutnya, yang mencakup penyerangan ter-

hadap bangunan-bangunan dan personel Inggris dan terhadap polisi 

Mesir. Pada tanggal 8 Desember, kerusuhan tersebut membuahkan 

hasil: karena merasa gagal dalam misinya untuk membuat perjanjian 

diterima, Sidqī mengundurkan diri. Raja Fārūq memanggil kembali 

Mahmūd Fahmī an- Nuqrāsyī Pasha untuk membentuk kabinet 

pada tanggal 9 Desember. 

Perlawanan resmi terhadap upaya perundingan terus berlanjut 

dan disalurkan melalui ‘Komite Hubungan’ yang beranggotakan ke-

lompok-kelompok yang tidak setuju. al-Ikhwan menolak untuk ma-

suk dalam komite tersebut, dengan alasan komite itu tidak serius 

 
84 Pada sore hari tanggal 27-11-46, kementerian dalam negeri dan Dewan Kabinet 

mengeluarkan dua statemen yang menyebutkan bahwa al-Ikhwān al-Muslimūn berada 
di balik semua aksi-aksi pengrusakan dan mengancam akan memberi sangsi berat bila 
peristiwa tersebut terulang kembali. Padahal dalam pandangan al-Ikhwan pristiwa 
tersebut adalah reaksi rakyat yang marah dan peran al-Ikhwan di dalamnya tidak lain 
hanya sebagai penggugah kesadaran rakyat. Lihat ‘Abd al-Halīm, Ibid., hlm. 379-380 

85 Ibid. hlm. 380 
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menyampaikan aspirasinya. Oleh karenanya, Wafd mengangkat 

kembali tuduhan al-Bannā menggembosi gerakan nasional dengan 

memilih bekerja sama dengan pemerintah. Sementara itu, pada 

tanggal 25 Januari 1947, Nuqrasi menghentikan perundingan dan 

mengumumkan maksudnya untuk membawa kasus Mesir ke hada-

pan Dewan Keamanan PBB.
86

  

Beberapa bulan sebelumnya, sebenarnya al-Ikhwan telah 

merekomendasikan langkah diplomasi ini.
87

 Mereka memutuskan 

untuk mengirimkan delegasi khusus bersama Nuqrāsyī, karena 

menurut mereka, dua suara lebih terdengar dibanding satu suara. 

Delegasi Ikhwan, Mustafā Mu’min, meninggalkan Kairo pada tan-

gal 26 Juli. Di Amerika Serikat, dia melakukan perjalanan keliling, 

berbicara atas nama kepentingan Mesir dan berpidato di depan maj-

lis keamanan PBB. Pada tanggal 22 Agustus, saat Dewan sedang 

mendiskusikan resolusi tentang pemulaian perundingan, Mustafā 

Mu’min menyampaikan pidato berapi-api dari tribun pengunjung 

dan menghasilkan sebuah pernyataan yang ditandatangani dengan 

darah para mahasiswa, pernyataan itu menolak negosiasi dan 

menuntut penarikan pasukan Inggris secara total dan penyatuan 

segera Lembah Nil.
88

 Setelah dikeluarkan dari ruang debat pada 

saat diskusi kali itu dan dilarang menghadiri sesi-sesi setelahnya, 

 
86 Ibid., hlm 390  
87 Setelah al-Ikhwan melihat sikap lunak pemerintah dalam perundingan dengan 

Inggris, mereka menganggap sikap tersebut merupakan bentuk pengingkaran janji Sidqī 
kepada Ikhwan, oleh karenanya gerakan ini mengumumkan penarikan dukungan mereka 
dalam sebuah memorandum yang mereka ajukan kepada raja dan Perdana Menteri 
Sidqī. Isi memorandum tersebut: (1) al-Ikhwan mengusulkan untuk mengajukan 
permasalahan Mesir ke DK PBB (2) Mengajak rakyat Mesir untuk melakukan jihad demi 
meraih kemerdekaan Mesir. Lihat ‘Abd al-Halīm, Ibid., hlm. 376 

88 Ibid., hlm. 392-393 
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Mu’min kembali sebelum berakhirnya sessi pembahasan kasus Me-

sir di Dewan Keamanan dan dengan bantuan perhimpunan maritim 

New York, ia melakukan demonstrasi di luar gedung PBB. 

Al-Bannā mengirimkan telegram yang tidak saja berisi 

dukungan terhadap Nuqrāsyī, tetapi juga tuntutan kepada Dewan 

Keamanan PBB dan ketua delegasi Mesir. Al-Bannā juga mem-

bantah opini yang menolak an-Nuqrāsyī sebagai perwakilan sah Me-

sir yang dikirimkan oleh Mustafa an-Nahhas kepada Dewan Kea-

manan PBB. Hal ini, menurut pandangan Wafd, adalah bukti 

pengkhianatan yang dilakukan al-Ikhwan terhadap kepentingan na-

sional Mesir.  

Dewan Keamanan PBB menunda sidangnya hingga tanggal 

10 September dan tidak mencapai keputusan apapun dalam masa-

lah Mesir.
89

 Kegagalan Dewan Keamanan PBB memutuskan 

perkara Mesir meningkatkan rasa frustasi di kalangan nasionalis. 

Internasionalisasi masalah Mesir justeru mengaksentuasikan isolasi 

internasional terhadap Mesir dan memperkuat rasa tidak percaya 

Mesir terhadap negara Barat. Rasa tidak percaya dan frustasi ini 

semakin bertambah tajam ketika pada tanggal 29 Nopember 1947, 

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan dekrit partisi Palestina. Fase 

baru dalam kehidupan Mesir dan al-Ikhwan sedang menunggu.
90

  

 

D. Aksi-aksi Kekerasan 
Tahun-tahun pasca perang Dunia II merupakan awal 

runtuhnya sistem parlementer dan hilangnya supremasi hukum di 

Mesir. Kekacauan, aksi pengrusakan dan kekerasan serta 

pertumpahan darah, yang dipelopori sebagian maupun semua 

 
89 Ibid., hlm 397 
90 Ibid., hlm. 399  
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kelompok yang memiliki kekuatan, resmi maupun tidak resmi, 

merupakan akibat-akibat yang menyertai keruntuhan sistem 

parlementer dan supremasi hukum tersebut. 

Pergumulan keras antara al-Ikhwan vis-à-vis Wafd untuk 

meraih kepemimpinan dalam pergerakan nasional hanya 

merupakan bagian dari potret kekerasan yang lebih luas yang 

melibatkan berbagai kelompok pergerakan nasional, baik 

terorganisir maupun tidak, dalam memperebutkan kekuasaan, baik 

perebutan internal antar faksi-faksi tersebut, maupun antara 

mereka vis-à-vis pemerintah. Permusuhan antara kelompok 

diperparah oleh kemarahan dan frustrasi akibat konflik Mesir 

dengan Zionisme dan Inggris. Pemerintahan, yang mereka sebut 

sebagai pemerintahan minoritas, hanya memiliki sedikit, bahkan 

tidak ada sama sekali kemampuan—atau keinginan—untuk meraih 

dukungan rakyat. Pendekatan yang mereka lakukan terhadap al-

Ikhwan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencari kompensasi 

dukungan ini, namun manuver semacam ini tidak akan berlangsung 

lama, karena apapun maksud pemimpin mereka, al-Ikhwan 

merupakan kekuatan garda depan yang mempercepat munculnya 

krisis.  

Pembunuhan Perdana Menteri Ahmad Māhir pada bulan 

Pebruari 1945, menyusul pernyataan perangnya terhadap negara 

Axis (Poros), merefleksikan perlawanan luas terhadap sikap pro-

Inggris Ahmad Māhir dan Partai Sa’dī. Pembunuhnya mengaku 

sebagai anggota Partai Nasional. Peristiwa tersebut disusul dengan 

upaya pembunuhan terhadap an-Nahhas Pasya pada bulan 

Desember 1945. Pembunuhan tersebut gagal dilakukan dan 

pelakunya seorang pemuda nasionalis Husain Taufiq. Pada Januari 
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1946, dia berhasil membunuh Amīn ‘Usmān Pasya, menteri keu-

angan masa perang, yang dituduh rakyat Mesir sebagai agen Inggris. 

Pembunuh dengan terus terang mengaku telah melakukan pem-

bunuhan tersebut dan juga upaya pembunuhan yang gagal atas diri 

Nahhas; ia juga membeberkan orang-orang yang terlibat, di antara 

mereka adalah Anwar Sadat.
91

 

Menurut pengakuan organisasi yang mendalangi pembunuhan 

politis tersebut, mereka merencanakan melakukan serangkaian 

pembunuhan dan tindak kekerasan lain yang ditujukan kepada 

orang-orang Inggris. Sejak 1946, serangan bom terhadap kendaraan 

perang pasukan Inggris, bangunan-bangunan ataupun daerah-dae-

rah kantong Inggris, menjadi pemandangan yang biasa dilihat di 

kota-kota besar, sampai pasukan Inggris ditarik mundur secara total 

dari pangkalan mereka. Hal yang sama juga terjadi di daerah Teru-

san Suez yang menjadi basis terakhir pasukan Inggris di Mesir. Da-

lam hal ini, terlihat bahwa semua kelompok berlomba-lomba 

melakukan serangan terhadap Pasukan Inggris.
92

 Bagi Ikhwan, kes-

empatan ini dipergunakan sebagai test case bagi para personel biro 

rahasia. Mereka memanfaatkan pos-pos polisi Mesir sebagai target 

untuk praktek. Imperialisme dan pemerintah dipandang sebagai 

musuh yang sama di mata mereka.
93

 

Pada bulan Mei 1946 dan 1947, dua gedung film di Kairo, 

Sinema Metro dan Miami, sebagian bangunannya hancur oleh le-

dakan bom; dalam kedua kasus pemboman tersebut, para korban 

 
91 Anwar Sadat merupakan salah satu pendiri ‘organisasi pembunuh’ yang 

bertujuan melakukan penyerangan terhadap kepentingan Inggris di Terusan Suez dan 
para politisi Mesir yang dianggap bekerjasama dengan Inggris. Lihat Mitchell, Op. Cit., 
hlm. 59; Karen Armstrong, Op. Cit., hlm. 355 

92 Karen Armstrong, Ibid. 
93 Mitchell, Op. Cit.,  hlm 59-60 
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yang jatuh adalah orang-orang Mesir sendiri. Untuk kasus pembo-

man yang pertama, tidak ada tuduhan yang dilontarkan; penangka-

pan menyusul kasus pemboman yang kedua dan pengadilan atas ka-

sus tersebut—yang dikenal dengan Mahkamah Pengadilan Pembo-

man Kairo—menyatakan bersalah atas kelompok yang tertangkap 

dalam upaya pemboman pertama dan upaya pemboman lainnya 

yang akan dilancarkan terhadap orang-orang Inggris maupun Mesir 

selama periode ini. Kelompok tersebut menyebut dirinya Rābitāt 

asy-Syabāb yang melibatkan banyak kalangan Wafd.
94

 

Pada musim gugur 1947, setelah Dewan Keamanan PBB 

membekukan kasus Mesir dan selama pembahasan Dewan Kea-

manan atas kasus Pelestina, formasi paramiliter Partai Nasional, 

yang beranggotakan orang-orang Wafd dan YMMA (asy-Syubbān al-

Muslimūn) melakukan show of force di depan publik Kairo. Para 

peserta demonstrasi mengacung-acungkan senjata, amunisi, dan ba-

han peledak yang dipersiapkan untuk membantu perang Palestina 

dan perjuangan melawan Inggris. Tahun 1947 diwarnai dengan 

demonstrasi harian di dua kota besar, Kairo dan Iskandaria, 

memprotes resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 29 Nopember 

1947 tentang pembagian (partisi) Palestina. Demonstrasi-demon-

strasi tersebut berubah menjadi ajang pelampiasan sikap anti-asing 

dengan melakukan aksi-aksi destruktif.
95

 

Tahun 1948 adalah tahun kekerasan gerakan Ikhwan. Pada 

Januari 1948 pemerintah mengumumkan penemuan 165 bom dan 

peti senjata di sebuah tempat terpencil di bukit al-Muqattam, dae-

rah pinggiran Kairo. Persenjataan tersebut kemudian disita oleh 

 
94 Ibid., hlm. 60 
95 Ibid., hlm 61 
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pemerintah setelah terjadi baku tembak antara polisi dan pemuda-

pemuda Ikhwan. Para pemuda mengklaim bahwa mereka men-

imbun senjata tersebut untuk kepentingan perang Palestina—yang 

dibeli dari orang-orang Arab Badui dan dipergunakan untuk mem-

bantu orang-orang Arab Palestina. Ketua para pemuda itu, Sayyid 

Fāyiz—pemerintah tidak menyadari bahwa dia adalah kepala biro 

rahasia Ikhwan—ditangkap bersama kelompoknya, namun 

kemudian dilepaskan kembali. Kasus ini kemudian hilang dari 

peredaran dengan cepat.
96

 

Pada tanggal 22 Maret, berbagai peristiwa mengalami 

perubahan drastis dengan berita pembunuhan seorang hakim senior 

dalam perjalannya menuju ke tempat kerja. Ahmad al-Khāzindār 

Bey dibunuh karena telah memenjarakan seorang anggota al-

Ikhwan yang menyerang tentara Inggris di sebuah klub di 

Aleksandria. Pada tanggal 22 Nopember 1948, kedua orang 

pembunuhnya yang termasuk anggota biro rahasia Ikhwan, segera 

ditangkap dan divonis hukuman seumur hidup dan kerja paksa. Al-

Bannā juga diinterogasi, tetapi kemudian dibebaskan kembali 

karena kurang bukti. Orang-orang dekat al-Bannā melaporkan 

kekagetan al-Bannā mendengar pembunuhan tersebut dan 

kekhawatirannya tidak bisa mengendalikan lagi biro rahasia. Opini 

yang berkembang di kalangan al-Ikhwan mengatakan bahwa al-

Bannā tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, paling tidak karena ia 

gagal mencegah jatuhnya vonis hukuman yang dikeluarkan oleh 

hakim Khazindar. Terlepas dari benar tidaknya keterlibatan al-

Bannā dan realitas bahwa para anggota al-Ikhwan tanpa terkecuali 

sepakat untuk mengutuk tindakan tersebut, namun mereka selalu 

 
96 Ibid.  



58 | Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir 1928-1949… 

mepertanyakan dalam benak mereka ‘sebuah fakta yang 

membingungkan’: ‘bahwa hakim Khāzindār telah memenjarakan 

seorang pahlawan yang kejahatannya melakukan serangan terhadap 

penjajah.’
97

  

Dua peristiwa utama mewarnai periode sembilan bulan beri-

kutnya, yaitu dua upaya pembunuhan Nahhās: pada bulan April, 

setelah ledakan di klub partai Sa’dī dan di gedung surat kabar Sa’dī, 

Dār Akhbār al-Yaum; dan pada bulan Nopember. Saat serangan ter-

sebut dua pengawal Nahhās terbunuh. Pemimpin Wafd menuduh 

dua tokoh partai Sa’dī: pertama, Ibrāhīm ‘Abd al-Hādī, kepala De-

wan Kerajaan, dan kedua, an-Nuqrāsyī, Perdana Menteri partai 

Sa’dī. Namun kedua upaya pembunuhan ini terlindas oleh per-

hatian kuat terhadap perang di Palestina dan insiden-insiden yang 

menyertai perang tersebut.
98

 

Pada tanggal 13 Mei 1948, dua hari sebelum masuknya tentara 

Mesir secara resmi ke Palestina, pemerintah mengumumkan 

keadaan darurat di seluruh wilayah Mesir—dan beberapa langkah 

diambil untuk menjaga keamanan nasional. Pada tanggal 27 Mei 

pemerintah mengumumkan wajib lapor khusus bagi warga negara 

Mesir maupun asing yang hendak ke luar negeri. Pemerintah juga 

mengeluarkan dekrit pembatasan jumlah kekayaan yang boleh 

dibawa keluar negeri; dekrit tersebut juga melarang transfer pengi-

riman uang ke Sudan. Pada tanggal 31 Mei, pemerintah mengeluar-

kan perintah untuk menyita kekayaan orang-orang yang ditahan 

atau dicekal karena perang Palestina, dan organisasi yang berkaitan 

 
97 Ibid., hlm. 62 
98 Ibid. 



Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. | 59  

dengan orang-orang tersebut. Perintah ini disusul dengan pe-

nangkapan massal dan penahanan orang-orang komunis dan Yahudi. 

Peraturan ini, yang berakibat langsung terhadap masyarakat Yahudi, 

merupakan andil pemerintah terbesar terhadap meningkatkan 

kekacauan dan ketegangan yang menjadi semakin keruh akibat 

perang Arab-Israel. Aksi-aksi kekerasan yang menjadi reaksi rakyat 

untuk pertama kalinya terjadi lima minggu setelah meletusnya 

perang Arab-Israel.
99

 

Pada tanggal 20 Juni, beberapa rumah di salah satu distrik Ya-

hudi di Kairo terbakar, namun peristiwa tersebut ditafsirkan sebagai 

kebakaran biasa. Pada tanggal 16 Juli, sebuah pesawat Israel 

membombardir sebuah perkampungan miskin di Kairo. Pada 

tanggal 17 Juli sirine tanda serangan pesawat asing dibunyikan, hal 

itu menyebabkan munculnya aksi perusakan terhadap kepentingan 

asing. Pada malam tanggal 19 Juli, terjadi ledakan di Syāri’ Fuād, 

salah satu jalan protokol, menghancurkan dua bangunan 

departemen store milik Yahudi, Cicurel dan Oreco. Pers Mesir, 

yang didukung oleh pemerintah, menyalahkan pemboman Israel 

atas Kairo. Pagi harinya, rakyat Mesir mendengar berita ‘genjatan 

senjata pertama di front Palestina’. Selama minggu terakhir bulan 

Juli dan awal Agustus, ledakan bom menghancurkan institusi bisnis 

milik Yahudi (Benzione, Gattigneo, dan Perusahaan Dagang Delta) 

dan Stasiun Telegrap Marconi (yang dianggap sebagai sentral 

komunikasi Yahudi). Pada tanggal 22 September ledakan bom 

menghancurkan satu bagian perkampungan Yahudi, dan pada 12 

Nopember sebuah ledakan menghancurkan gedung Societe 

Orientale de Publicite, yang diyakini secara luas memberi bantuan 

 
99 Ibid., hlm. 63 
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dana kepada aktivitas Yahudi.
100

 Dalam semua peristiwa pemboman 

tersebut, harga kerugian materi sangat besar dan banyak korban jiwa 

yang meninggal atau terluka. Pada saat itu tidak ada penangkapan 

maupun tuduhan yang dilontarkan. 

Sementara itu, pada bulan Oktober, pemerintah menemukan 

tempat penyembunyian senjata dan amunisi di Ismailiyyah di se-

buah tanah milik syaikh Muhammad Farghālī, kepala batalion al-

Ikhwan yang dikirim ke Palestina. Pada tanggal 15 Nopember se-

luruh perhatian terpusat pada al-Ikhwan dengan terungkapnya ka-

sus yang dikenal dengan ‘Kasus Mobil Jeep’.
101

 Catatan dan doku-

men dari mobil, tas, bloknot memorandum, diari, dompet, dan data-

data pribadi lain yang ditemukan di dalam rumah, mengungkap 

kepada publik eksistensi biro rahasia Ikhwan.
102

 Dengan semua 

bukti ini, ditambah lagi dengan bukti yang diperoleh dari penangka-

pan yang terjadi di bukit Muqattam, pembunuhan hakim 

Khāzindār, penyitaan senjata di tanah milik Farghālī pada bulan 

Oktober sebelumnya, pemerintah mulai memberi perhatian serius 

 
100 Ibid., hlm. 64 
101 Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Nopember 1948. Pada siang hari itu, sebuah 

mobil jeep melintas dan berhenti di depan sebuah rumah di Kairo, pada saat yang sama 
patroli polisi melewati tempat tersebut. Ketika aparat kepolisian melihat mobil yang tidak 
bercat dan penuh dengan muatan peti kayu, mereka menghadang dua orang yang keluar 
dari mobil itu. Kedua orang itu berusaha melarikan diri, namun kemudian keduanya 
dikepung oleh massa yang mengerumuni tempat tersebut setelah polisi meneriaki 
mereka dengan kata: Yahudi! Yahudi! Beberapa menit kemudian ada orang (ketiga) 
membawa tas kulit sedang berjalan menuju sebuah tempat yang diduga sebagai tempat 
pertemuan, karena gerak-geriknya yang memancing kecurigaan, ia dihentikan oleh massa 
dan kemudian ditangkap polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan flat orang yang ketiga—
yang dijadikan sebagai tempat pertemuan—ditemukan tiga orang anggota komplotan 
dan dalam beberapa jam saja, jumlah orang yang ditangkap mencapai 32 orang. Catatan 
dan dokumen dari mobil jeep, tas, bloknot memorandum, diari, dompet, dan data-data 
pribadi lain yang ditemukan di dalam rumah, mengungkap kepada publik eksistensi biro 
rahasia Ikhwan. Lihat Mitchell, Ibid., hlm. 64  

102 Ibid. 
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terhadap kasus al-Ikhwan dan mempersiapkan dasar bagi pembu-

baran Ikhwan. 

Pada tanggal 28 Nopember, al-Bannā ditangkap berdasar 

bukti-bukti yang ditemukan di dalam mobil jeep. Ia dituduh terli-

bat dalam tindakan pengrusakan gedung Societe Orientale de Pub-

licite pada awal bulan Nopember. Namun kemudian dibebaskan 

kembali saat itu, untuk memulai usaha serius—melalui kontak 

langsung maupun melalui orang-orang yang dekat dengan kedua be-

lah pihak (Ikhwan dan pemerintah)—untuk mengurangi ketegan-

gan antara keduanya. Tetapi berbagai peristiwa politik terjadi lebih 

cepat dari upaya diplomasi al-Bannā. 

Pada tanggal 4 Desember, kerusuhan luas di kampus 

memprotes perundingan genjatan senjata antara Palestina-Israel 

memaksa polisi untuk mengerahkan seluruh personelnya, dan 

dipimpin langsung oleh Salīm Zakkī, komandan polisi yang paling 

dibenci oleh rakyat Mesir. Bentrokan terjadi antara massa dan polisi, 

Zakkī terbunuh oleh lemparan bom.
103

 Meskipun pemerintah tidak 

mungkin menentukan siapa yang bersalah saat kerusuhan massal 

itu, karena setiap orang ingin membunuh Zakkī, namun pada saat 

itu Ikhwan-lah yang dituduh oleh pemerintah. Lebih aneh lagi, 

tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus tersebut sampai 

tanggal 26 Januari 1949. Surat kabar milik al-Ikhwan diberangus 

setelah dikeluarkan tuduhan terhadap organisasi itu.  

Pada tanggal 8 Desember pukul 23.00, di kantor pusat Ikhwan, 

saat al-Bannā dan beberapa orang anggota al-Ikhwan sedang 

menunggu berbagai kemungkinan yang akan terjadi, radio Mesir 

menyiarkan perintah menteri dalam negeri tentang pembubaran al-

 
103 Ibid., hlm. 65 
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Ikhwan di seluruh wilayah Mesir. Dalam dekrit pembubaran terse-

but, pemerintah menuduh al-Ikhwan merencanakan penggulingan 

pemerintah yang sah melalui aksi-aksi terrorisme yang dilakukan 

unit batalion al-Ikhwan yang terlatih secara militer.
104

 Polisi segera 

mengepung kantor pusat al-Ikhwan dan menawan setiap orang yang 

ada di tempat itu kecuali al-Bannā sendiri. Properti dan asset al-

Ikhwan disita agen khusus kementerian dalam negeri untuk di-

pergunakan sebagai dana kesejahteran dan pelayanan masyarakat, 

di bawah pengawasan Menteri Sosial.
105

  

Dalam pandangan al-Bannā, ada beberapa hal yang mendorong 

pemerintah melancarkan kekerasan ini. Pertama, campur tangan 

Inggris yang melihat al-Ikhwan sebagai kekuatan ansionalis fanatik, 

yang akan menjadi duri dalam setiap upaya perundingan Mesir-

Inggris. Kedua, persiapan pemilu dan ambisi partai Sa’dī, partai an-

Nuqrāsyī sendiri, untuk menang meskipun dengan cara melakukan 

kecurangan. Ketiga, faktor keinginan negara-negara Arab me-

nangani masalah Palestina. Terakhir, tekanan internasional 

kekuatan asing.
106

 

Suasana ketegangan mencekam Mesir menyusul keluarnya 

dekrit pembubaran Ikhwan. Al-Bannā yang masih bebas, meskipun 

di bawah pengawasan ketat, tetap mencoba menyelamatkan 

keadaan. Ia mencoba melakukan bargaining dengan Perdana Men-

teri, yang sebaliknya menolak menemui al-Bannā. Al-Bannā adalah 

orang yang paling tahu akan ke mana situasi ini berakhir.
107

 Setelah 

tersingkapnya kasus mobil jeep, di antara mereka yang ditangkap 

 
104 ‘Abd al-Halīm, Op. Cit., vol. 2, hlm. 26-28; Husaini, Op. Cit., hlm. 27 
105 ‘Abd al-Halīm, Ibid., hlm. 65-66 
106 Husaini, Op. Cit., hlm. 27 
107 ‘Abd al-Halīm, Ibid., vol 2, hlm. 31 
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pada tanggal 15 Nopember adalah para pimpinan dan anggota biro 

rahasia Ikhwan. Tindakan penangkapan personil biro rahasia al-

Ikhwan telah memutuskan garis komando dan kontrol al-Bannā ter-

hadap biro rahasia. Pada tanggal 28 Desember 1948, tindakan pem-

balasan yang telah dikhawatirkan pun terjadi. Saat Nuqrāsyī me-

masuki gedung kementerian dalam negeri, ia ditembak mati oleh 

‘Abd al-Majīd Ahmad Hasan, 21 tahun, adalah anggota al-Ikhwan 

sejak 1944 dan mahasiswa tingkat III fakultas kedokteran hewan.
108

 

Suasana berkabung saat penguburan Nuqrāsyī diliputi dengan am-

arah oleh para pendukung Nuqrāsyī yang menuntut ‘kematian al-

Bannā.’ Pemerintahan baru segera dibentuk oleh teman dekat 

Nuqrāsyī, Ibrāhīm ‘Abd al-Hādī, mantan kepala Dewan Kerajaan 

dan kini menjadi ketua partai Sa’dī setelah meninggalnya Nuqrāsyī.  

Al-Bannā mencoba melobbi PM ‘Abd al-Hādī dan mena-

warkan kerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki keadaan 

dan keamanan, dengan syarat pencabutan larangan terhadap aktivi-

tas Ikhwan, pengembalian asset kekayaan dan pembebasan anggota 

yang ditahan. Sebuah komite mediator dibentuk, melibatkan Sālih 

Harb Pasya, Zakkī ‘Ālī Pasya, Mustafā Mar’ī Bey, Muhammad an-

Nāghī, dan Mustafā Amīn, orang-orang ini dekat dengan kedua be-

lah pihak. Al-Bannā juga menulis pamflet, yang membenarkan tin-

dakan pemerintah, dengan judul Bayān li an-Nās, yang isinya al-

Bannā mengutuk pembunuhan Nuqrāsyī. Al-Bannā tampaknya 

menginginkan agar para pimpinan eselon al-Ikhwan dan pimpinan 

biro rahasia—yang mampu memperbaiki jalur komando dalam or-

ganisasi Ikhwan—dibebaskan. Al-Bannā pernah mengakui kepada 

para mediator bahwa setelah kematian Nuqrāsyī, situasi berbahaya 

 
 108 Mitchell, Op. Cit., hlm. 67; Husaini, Op. Cit., hlm. 21 
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masih tetap eksis. Dia juga tidak mampu menyangkal kesalahan 

Ikhwan, dan sangat terguncang oleh kekerasan yang terjadi sampai-

sampai ia merasa perlu untuk membubarkan Ikhwan.
109

 

Namun Perdana Menteri tidak meyakini kesungguhan al-

Bannā dan tidak membebaskan seorang pun. Negosiasi gagal 

setelah pada tanggal 13 Januari 1949, terjadi upaya pemboman ter-

hadap mahkamah tempat penyimpanan berkas perkara kasus jeep. 

Seorang anggota senior biro rahasia Ikhwan, Syafīq Ibrāhīm Anas, 

ditangkap tidak lama setelah ledakan bom tersebut. Al-Bannā 

segera mengirimkan surat terbuka kepada menteri dalam negeri 

dan seluruh anggota Ikhwan. Surat tersebut berisi statemen al-

Bannā terhadap para pelaku kekerasan: “Mereka bukan anggota al-

Ikhwan dan bukan pula seorang muslim.”
110

 Pemerintah menyebar-

luaskan surat tersebut dan melampirinya dengan fatwa Dewan 

Ulama al-Azhar yang mengutuk pembunuhan Nuqrāsyī dan menya-

takannya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Islam. 

Lebih jauh lagi, al-Bannā menyerukan kepada kalangan muda agar 

menghentikan pengiriman surat-surat ancaman dan menghentikan 

tindak kekerasan; al-Bannā menambahkan bahwa dia akan 

menganggap ‘setiap perbuatan tercela’ yang dilakukan orang yang 

mempunyai kaitan dengan al-Ikhwan sebagai diarahkan kepada 

dirinya, dan si pelaku akan memikul sendiri segala akibat per-

buatannya itu.  

Pada akhir Januari, kontak antara al-Bannā dengan pemerintah 

terhenti. Perdana Menteri mengeluarkan dekrit hukuman mati bagi 

siapa saja yang tertangkap basah membawa bom dan bahan peledak; 

 
109 Mitchell, Ibid. 
110 Ibid., hlm. 68  
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penangkapan besar-besaran pun kembali dilakukan. Bagi ‘Abd al-

Hādī, dekrit ini ditujukan untuk menghancurkan biro rahasia al-

Ikhwan sebelum mereka bisa melakukan tindak kekerasan lainnya, 

dan untuk maksud ini, ia mengerahkan seluruh aparat pemerintah, 

legal maupun tidak legal, juga termasuk penggunaan siksaan fisik 

dan mental di penjara.  

Sementara itu, al-Bannā yang merasa putus asa dalam 

mengupayakan perundingan dengan pemerintah, menulis sebuah 

pamflet kecil, al-Qaul al-Fashl,
111

 Di samping mengutuk dekrit 

pembubaran Ikhwan; pamflet tersebut juga berisi versi khusus al-

Ikhwan tentang pelbagai peristiwa yang mereka alami selama peri-

ode ini. Pada hakekatnya al-Bannā menyangkal dan menyebut 

semua tuduhan yang dinisbatkan kepada al-Ikhwan dalam dekrit 

pembubaran al-Ikhwan sebagai sebuah kebohongan. Dia juga 

mengomentari berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah 

keluarnya dekrit. Al-Bannā menegaskan bahwa persenjataan yang 

dimiliki Ikhwan, diketahui secara resmi oleh pemerintah sendiri 

sebagai bagian kerjasama antara al-Ikhwan dan organisasi Liga Arab, 

dan tidak melibatkan aktivitas rahasia apapun atau maksud selain 

untuk digunakan di Palestina. Ledakan bom di bangunan milik 

Yahudi, sekalipun terbukti dilakukan oleh orang Ikhwan, belum 

bisa—dan tidak bisa—dibuktikan sebagai tindakan yang dilakukan 

atas perintah pimpinan. Dia menambahkan, peristiwa ini harus 

dilihat sebagai konsekwensi logis dari perang Palestina dan 

diragukannya loyalitas warga Yahudi dan para pimpinan bangsa. 

Meskipun al-Bannā menyatakan penyesalannya atas kematian 

hakim Khāzindār, dia mengingatkan bahwa al-Ikhwan tidak boleh 

 
111 Ibid. hlm. 70 
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dianggap bertanggungjawab atas tindakan anggota-anggotanya. Dia 

juga mengingatkan orang Mesir bahwa hakim Khāzindār telah 

menjadikan dirinya sasaran kritisisme kalangan muda Mesir dengan 

memenjarakan ‘pahlawan muda’ lantaran serangan yang 

dilakukannya terhadap penjajah Inggris. Kematian Nuqrāsyī juga 

patut disesalkan, tetapi ia mengingatkan bahwa al-Ikhwan tidak 

bisa dianggap bertangung jawab, tidak ada pimpinan al-Ikhwan yang 

mendalangi perbuatan tersebut, karena mereka berada di dalam 

penjara ataupun diawasi dengan ketat; pembunuhan tersebut 

adalah reaksi yang kami khawatirkan akan terjadi. Demikian  juga, 

tentang kasus pemboman gedung pengadilan, al-Bannā 

mengingatkan publik tentang penolakannya yang tegas terhadap 

tindakan tersebut, ia menegaskan sekali lagi, sesungguhnya dengan 

kepemimpinan yang tidak mampu menjalankan otoritasnya, satu-

satunya yang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan ini 

adalah orang yang melakukan tindakan tersebut.’ 

Kemudian al-Bannā menggambarkan cobaan (mihnah) yang 

dialami anggota al-Ikhwan selama penangkapan massal tanpa 

melalui prosedur hukum yang dibenarkan. Mereka harus 

menghadapi penyiksaan dalam penjara; kehilangan jabatan, 

pekerjaan dan harta benda; dan investigasi tanpa dasar; serta 

sensorsip yang sangat ketat. Sebab pembubaran al-Ikhwan yang 

sesungguhnya, menurut al-Bannā adalah: adanya tekanan asing, 

persiapan perundingan dengan Inggris dan Zionis, keinginan untuk 

mengalihkan perhatian rakyat dari kekalahan yang diderita Mesir 

dalam perang Palestina, persiapan menghadapi pemilu yang akan 

datang, dan jari-jari tersembunyi Zionisme internasional, 

komunisme, dan para pendukung atheisme dan permisivisme. Dia 

menyangkal tuduhan: bahwa al-Ikhwan telah berubah menjadi 
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partai politik dan bahwa al-Ikhwan merencanakan penggulingan 

sistem politik. Bagian terakhir dari pamflet itu menyimpulkan 

kontribusi al-Ikhwan terhadap Lembah Nil, negara-negara Arab dan 

Islam.
112

 

Pamflet kecil ini merupakan risalah terakhir al-Bannā. Pada 

sore hari tanggal 12 Pebruari 1949, setelah secara misterius diun-

dang ke pertemuan di kantor YMMA, al-Bannā ditembak saat ia 

keluar dari gedung kantor organisasi tersebut ketika hendak 

menghentikan taksi, dan meninggal beberapa menit kemudian di 

dekat rumah sakit. Al-Bannā sebelumnya pernah mengatakan 

kepada para orang-orang dekatnya bahwa tidak ditangkapnya 

dirinya oleh pemerintah adalah pertanda akan adanya rencana pem-

bunuhan. Bukti-bukti yang diajukan dalam investigasi dan per-

sidangan kasus pembunuhan al-Bannā di kemudian hari menunjuk-

kan pembunuhan al-Bannā adalah tindakan yang direncanakan, 

atau paling tidak direstui oleh Perdana Menteri (dengan kemung-

kinan dukungan dari pihak istana), dan dilaksanakan oleh anggota 

polisi politik Mesir.
113

 

Dari uraian tentang kondisi sosial politik politik Mesir di atas 

dapat disimpulkan bahwa kekerasan politik yang melanda Mesir 

pada hakekatnya bukan menjadi sifat ekslusif gerakan al-Ikhwan 

saja. Data-data sejarah menunjukkan bahwa Ikhwan—sebagaimana 

rakyat Mesir lainnya—merasakan kekecewaan yang sama terhadap 

sistem hukum dan pranata sosial yang berlaku di Mesir, dan al-

Ikhwan menemukan alasan untuk melakukan kekerasan yang 

 
112 Ibid., hlm. 77-71 
113 Ibid., hlm. 71; Husaini, Op. Cit., hlm. 21. Untuk drama pembunuhan al-Bannā 

lihat ‘Abd al-Muta‘āl al-Jabbārī, Limazā Ughtuyila al-Imām asy-Syahīd Hasan al-Bannā, 
terj. Afif Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 164-166 
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mempercepat berakhirnya kehidupan demokrasi parlementer di 

negara tersebut. Bedanya dengan kelompok lain, kekecewaan al-

Ikhwan terhadap proses politik lebih terekspresikan karena ia lebih 

efektif dalam mengekspresikan perasaan tersebut. 

Dominasi dan intervensi Inggris terhadap persoalan dalam 

negeri menimbulkan kebencian yang mendalam dalam benak setiap 

rakyat Mesir. Untuk mengamankan posisinya, Inggris seringkali 

menekan penguasa Mesir baik raja maupun pemerintahan kabinet 

untuk melakukan tindakan yang melawan kehendak rakyat. Aksi-

aksi represi pemerintah yang mengejawantah dalam pencekalan 

politik, penangkapan dan penahanan, penyiksaan dan pengekangan 

kebebasan terhadap gerakan nasional dalam menyalurkan as-

pirasinya semakin memperburuk perkembangan sosial politik Me-

sir. Akibatnya, kebencian tidak hanya ditujukan kepada kolonialis 

Inggris, tetapi juga mengarah kepada istana dan pemerintahan kab-

inet Mesir. Rakyat  

Perasaan dikhianati inilah yang mendorong pendekatan 

Ikhwan—dan gerakan-gerakan lainnya di Mesir—terhadap 

penggunaan kekerasan sebagai sarana politik. Dalam nuansa seperti 

inilah kekerasan al-Ikhwan memiliki ciri-ciri khusus yang tidak di-

miliki oleh faksi-faksi politik lainnya: Dalam perlawanannya ter-

hadap ‘pengkhianatan’ yang dilakukan pemimpin-pemimpin seku-

lar Mesir, al-Ikhwan melihat adanya pengkhianatan kultural, regi-

jius dan politik; dalam tuntutannya terhadap ‘hak-hak demokratis’ 

menyisakan pertanyaan ‘siapa yang harus menentukan nasib bangsa 

dan tujuannya; dan dalam perlawanannya terhadap imperialisme al-

Ikhwan melihat adanya perlawanan terhadap ‘Neo-Salibisme’. 

Kenyataan ini ditunjukkan dengan jelas dalam alasan 

penggunaan kekerasan oleh Ikhwan. Kekuatan para-militer 
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Ikhwan—seperti dikatakan Husaini—adalah jawaban atas ‘kegaga-

lan politik’
114

. Meskipun demikian, para anggota lebih melihat 

operasi para-militer sebagai ‘benteng pertahanan’ yang diperlukan 

organisasi dalam mewujudkan misinya, yang dibungkus dalam se-

buah konsep militan tentang jihad. Mereka adalah ‘pasukan Islam 

yang akan menjaga risalah’.
115

 Al-Bannā memperingatkan pihak 

oposisi: ‘Jika kalian mengganggu dan menghadang di jalan risalah 

kami, Tuhan mengijinkan kami untuk membela jiwa kami.’ 

Sementara itu, motivasi relijius dalam penggunaan aksi kekera-

san memiliki implikasi lain yang lebih luas. Di samping melegalkan 

penggunaan kekerasan untuk membela ‘tujuan-tujuan abadi’, da-

lam diri orang-orang al-Ikhwan berkembang pula perasaan paling 

benar sendiri dan arogansi yang melebarkan gap antar al-Ikhwan 

dengan kelompok-kelompok lain di Mesir. Kerja sama untuk 

tujuan-tujuan sementara memang pernah dilakukan, namun kerja 

sama ini mudah digagalkan karena adanya sikap tidak percaya antara 

satu kelompok dengan kelompok lainnya. al-Ikhwan hampir selalu 

berjalan sendirian dan bersikeras untuk melakukan aksi-aksinya 

secara sendirian.  

Al-Bannā sendiri telah menyusun pola untuk eksekluvitas ke-

lompok dengan mengklasifikasikan rakyat Mesir berdasarkan sikap 

mereka terhadap Ikhwan. Ada empat macam kelompok orang, 

yaitu: orang yang percaya (mu’min); ragu-ragu (mutaraddid); opor-

tunis (nafa’ī); dan memusuhi (mutahammil).
116

 Jika secara teoritis 

kategori ini memberi ruangan bagi orang Mesir untuk menjadi non-

musuh, namun dalam prakteknya, ada garis batas di sekitar kategori 

 
114 Husaini, Op. Cit., hlm. 97 
115 Al-Bannā, Bain al-Amsi wa al-yaum, dalam Majmū‘ah Op. Cit., hlm. 91 
116 Al-Bannā, Da’watunā fi Taur Jadīd dalam Majmū‘ah…Op. Cit., hlm. 14 
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‘mukmin’ , sehingga seseorang tidak cukup sekedar menjadi mus-

lim semata, tetapi juga harus menjadi ‘muslim anggota Ikhwan’. 

Konsekwensinya, pembagian struktur tatanan sosial ini menggerak-

kan arus sikap intoleran yang dingin dan kaku di dalam tubuh al-

Ikhwan yang mentranformasikan perselisihan politik keduniaan 

menjadi pertikaian sosial-relijius. Baik lawan-lawan politik pero-

rangan maupun kelompok menjadi sasaran kekerasan yang diilhami 

oleh ekseklusivitas relijius dan sosial dan tidak mungkin menerima 

kompromi dengan non-anggota Ikhwan. 

Kekerasan sosial ini tidak hanya menimpa musuh-musuh poli-

tik semata, perasaan ekseklusivisme kelompok juga melatari per-

pecahan internal yang tidak pernah padam dalam organisasi berke-

naan prinsip-prinsip gerakan dalam menghadapi pembusukan moral 

masyarakat—apakah dengan upaya persuasif dan nasehat atau 

apakah memperbaikinya ‘dengan kekuatan tangan’. Meskipun al-

Bannā memilih upaya persuasif sebagai kebijakan resmi Ikhwan, na-

mun alternatif yang kedua tetap dilakukan dalam bentuk aksi-aksi 

sporadik anggota al-Ikhwan atas inisiatif sendiri, yang kemudian 

menjadi ancaman dan aksi-aksi terorisme yang mengatas nama Is-

lam. Seruan al-Bannā untuk melakukan reformasi moral—ditambah 

dengan ‘rasa tanggung jawab untuk mengemban misi’ yang ia 

tanamkan kepada para pengikutnya, dan rasa memiliki hak untuk 

melakukan reformasi moral, serta rasa memiliki kekuatan untuk 

aksi—tidak bisa tidak, ditanggapi oleh para pengikutnya dengan be-

berapa terma-terma kekerasan. 
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III 
IDEOLOGI AL-IKHWĀN AL-MUSLIMŪN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Karakteristik Gerakan Al-Ikhwān al-Muslimūn 
Untuk membedakan gerakan al-Ikhwan dari gerakan-gerakan 

fundamentalisme Islam lainnya, pemetaan yang dirumuskan 

Youssef M. Choueri menawarkan pemilahan yang cukup mem-

bantu. Menurutnya, gerakan kebangkitan keagamaan dalam Islam 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: ‘revivalisme’, ‘reformisme’ 

dan ‘radikalisme’.
117

 Istilah revivalisme diterapkan pada gerakan dan pemikiran 

yang bertujuan untuk menghidupkan kembali praktik kehidupan 

beragama yang dipandang murni dan bersumber dari Islam (puri-

tanisme). Gerakan ini juga menekankan pentingnya penggunaan 

akal dalam beragama, daripada mengikuti tradisi keagamaan secara 

 
117Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism, (Boston: Twayne Publisher, 

1990)  
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buta. Akan tetapi sikap kaku dan nonkompromi gerakan ini telah 

menggeser inovasi-inovasi keagamaan dan tradisi yang berkembang 

dalam sejarah Islam.
2
  

Sedangkan reformisme adalah gerakan dan pemikiran yang 

ingin mensintesiskan antara nilai-nilai Islam ideal seperti yang di-

contohkan pada masa Rasulullah dengan perkembangan budaya 

modern. Penegakkan nilai-nilai Islami dipandang tidak cukup 

dengan menghadirkan warisan masa lalu, namun perkembangan so-

sial, ekonomi dan politik, juga harus diperhitungkan. Oleh kare-

nanya, kaum reformis tidak memahami teks agama secara harfiyah, 

tetapi menyertakan metode tafsir dan interpretasi (ta’wīl) dalam 

rangka mencapai kesesuaian antara imperatif agama dengan tuntu-

tan zaman. 
3
 

Seperti halnya dengan gerakan revivalisme dan reformisme, 

gerakan radikalisme sepakat tentang perlunya menegakkan kembali 

nilai-nilai Islam. Akan tetapi mereka berbeda dalam menafsirkan Is-

lam yang ideal. Bagi kaum radikalis, Islam ideal tidak sekadar kem-

bali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah atau mencari sintesis antara 

nilai-nilai Islam dengan perkembangan budaya modern. Menurut 

mereka, Islam adalah ajaran yang sempurna dan bersifat total. Islam 

telah menyediakan seperangkat aturan yang dapat dipergunakan 

bagi kehidupan sepanjang zaman. Oleh karenanya, umat Islam tidak 

perlu meminjam atau mencari budaya lain guna memenuhi kebu-

tuhan hidup mereka. Yang diperlukan menurut kalangan radikalis 

adalah penerapan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dalam 

 
2 Ibid., hlm. 15 
3Tarmidzi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam”, dalam 

Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo, Radikalisme Agama, (Jakarta: PPIM IAIN,1998), hlm 
17; Lihat Choueiri, Op. Cit., hlm. 31-52. 
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semua bidang kehidupan.
4
  

Gerakan al-Ikhwan sejatinya bukan merupakan pemutusan to-

tal (total break) dari gerakan kebangkitan Islam yang ada sebe-

lumnya. Dari ketiga model gerakan di atas, Youssef M. Coueiri 

mengelompokkan gerakan al-Ikhwan ke dalam gerakan reformisme 

Islam yang diwakili oleh nama-nama al-Afghānī, Muhammad ‘Ab-

duh dan Rasyīd Ridā.
5
 Meski demikian, gerakan al-Ikhwan me-

wakili masa transisi dari reformisme Rasyīd Ridā menuju 

radikalisme Sayyid Qutb yang ditunjukkan kecenderungan sikap 

fundamentalisme orang-orang al-Ikhwan. Oleh karena itu, dari 

berbagai gerakan kebangkitan Islam sebelumnya, al-Ikhwan mem-

iliki beberapa keistimewaan. Pertama, keterpaduan (all-inclusive-

ness); kedua, bentuk organisasi yang ketat; ketiga, orientasi dan 

himbauan yang merakyat; keempat, interaksi dengan peristiwa dan 

perkembangan yang berlangsung di Mesir.
6
  

Karakter yang pertama tercermin dalam pemahaman mereka 

tentang Islam. Menurut mereka, Islam meliputi segala aspek ke-

hidupan manusia dunia-akhirat. Sepanjang sejarah terdapat banyak 

gerakan Islam, baik yang bersifat politis, kerohanian maupun 

gerakan pembaharuan semata. Namun hanya al-Ikhwan-lah gerakan 

yang konsepsi dan cita-citanya menjangkau semua aspek. Oleh ka-

rena itu program yang mereka susun pun disesuaikan dengan kon-

sepsi ini, meliputi semua aspek kehidupan manusia baik spiritual, 

 
4 M. Abū Rabī‘, Intellectual Origin of Islamic Resurgence in Modern Arab World 

(New York: State University of New York Press, 1996), hlm. 92-137; Lihat Choueiri, Op. 
Cit., hlm. 53-69.  

5 Youssef M. Choueiri, Op. Cit., hlm. 48-52 ; lihat juga Mitchell, Op. Cit., hlm. 321 
6 Ishak Musa Husaini, The Moslem Brethren: The Greatest of Modern Islamic 

Movements, (Beirut: Khayat’s Colege Book Cooperative, 1955), hlm. 88 
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pendidikan, ekonomi, politik dan kesejahteraan sosial.
7
   

Dalam muktamar nasional ke-5 al-Ikhwan dirumuskan ‘Is-

lamnya al-Ikhwān al-Muslimūn’, yaitu: (1) Islam adalah sistem yang 

menyeluruh, sempurna (dalam dirinya sendiri) dan arbitrasi tera-

khir dalam semua kategori kehidupan; (2) Islam yang diformu-

lasikan dari dan didasarkan kepada dua sumber utamanya yaitu al-

Qur’an dan as-Sunnah; dan (3) Islam bisa diterapkan pada semua 

zaman dan semua tempat.
8
 Gerakan al-Ikhwan mencakup semua 

kategori reformasi; dalam terma yang khusus al-Bannā mendefinisi-

kan gerakan al-Ikhwan sebagai pembawa pesan Salafiyyah, jalan 

Sunni, kebenaran Sufi, organisasi politik, kelompok olah raga, per-

satuan kebudayaan-pendidikan, perusahaan ekonomi dan ide-ide 

sosial.
9
  

Karakter yang kedua adalah struktur organisasi yang ketat. 

Orang-orang al-Ikhwan mempunyai kesempatan mempelajari ke-

ketatan ini dari gerakan-gerakan Islam sebelumnya dan menarik 

manfaat dari beberapa sistem organisasi Barat. Para pendiri al-

Ikhwan telah menyimak lebih dulu sejarah berbagai gerakan Islam 

maupun Barat. Dari setiap gerakan itu mereka memetik manfaat 

yang sesuai dengan kebutuhan al-Ikhwan. Oleh karenanya, tuduhan 

musuh-musuh al-Ikhwan bahwa mereka mencontoh hanya satu or-

ganisasi tidak bisa dibenarkan.
10

  

Karakter ketiga gerakan al-Ikhwan adalah orientasi dan 

himbauannya yang merakyat. Dalam mendekati massa, al-Ikhwan 

 
7 Ibid., hlm. 88-89  
8 Hasan al-Bannā, Al-Mu'tamar al-Khāmis, dalam Majmū‘ah Rasāil Hasan Al-

Bannā, (Kairo: Dār at-Tauzī‘ wa an-Nasyr al-Islāmi, 1992), hlm. 118-121 
9 Ibid., hlm. 121-123 
10 Husaini, Loc. Cit. 
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tampak lebih condong ke sosialisme daripada ajaran lainnya. Karena 

karakter ini menyangkut mayoritas masyarakat Mesir yang merana 

di bawah kapitalisme dan perbedaan kelas sosial yang sangat 

tajam—yang membentangkan jurang dalam antara pasya (kaum 

bangsawan) dan  fellah (petani buruh)—al-Ikhwan segera merebut 

hati massa. Al-Bannā luar biasa pandai mengkombinasikan prinsip-

prinsip pembaharuan sosial Barat dengan asas keagamaan. Bahkan 

sebenarnya ia mewarnai prinsip-prinsip Barat itu dengan corak 

keagamaan, dan dalam hal ini ia tidak pernah mengalami kesulitan. 

Islam membekalinya aturan-aturan umum yang menghapuskan 

perbedaan ras maupun perbedaan kelompok sosial dan tingkat 

sosial dalam masyarakat.
11

  

Al-Ikhwan mencela Nazisme karena teori rasialisme-nya, dan 

komunisme karena penyamarataan hak milik, penghapusan harta 

perorangan dan penistaan agama. Al-Ikhwan melihat bahwa Islam 

berdiri atas dua landasan: pertama, kemanusiaan berdasar fakta 

bahwa semua umat manusia berasal dari sepasang ayah-ibu. Kedua, 

kesalehan yang membuat seorang manusia terhormat hanya karena 

ketakwaannya. Namun al-Ikhwan juga mengadopsi nilai-nilai posi-

tif dari kedua isme tersebut. Al-Ikhwan mengadopsi disiplin dan 

ketaatan yang mengarah kepada pseudo-kediktatoran dari Na-

zisme; dan kerja sama antar kelas sosial dan ikatan solidaritas yang 

mengatasi rasa kebangsaan dari Komunisme.  

Karakter keempat al-Ikhwan ialah ketangguhannya 

menghadapi sejumlah kesulitan-di samping sangat peka me-

nanggapi setiap gejala dan perkembangan. Karakter ini bahkan 

merupakan salah satu karakter al-Ikhwan yang paling menonjol. 

 
11 Ibid., hlm. 92-95 
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Sukses yang mereka peroleh di sejumlah negeri terletak pada ken-

yataan bahwa kondisi negeri-negeri tersebut sangat mirip dengan 

Mesir. Gerakan ini lahir pada saat negeri-negeri Islam sedang berada 

di bawah kekuasaan dan dominasi asing. Oleh karena itu, program 

politik gerakan al-Ikhwan, yang didasarkan pada pembebasan diri 

dari kekuasaan asing, membuat gerakan ini menjadi universal, dan 

bukan bersifat lokal.
12

  

 

B. Al-Ikhwān al-Muslimūn dan Tatanan Sosial Politik 

Mesir 
Kajian sistemik tentang gerakan kebangkitan Islam kontem-

porer memerlukan penelitian yang mendalam terhadap akar-akar 

psikospiritual, politik, ekonomi, dan sosio-kultural—mileu yang 

menumbuhsuburkan keyakinan ideologis dan aksi-aksi kaum fun-

damentalis. Sebuah pola yang senantiasa terulang dalam sejarah Is-

lam adalah adanya hubungan sebab-akibat antara krisis sosial dan 

munculnya gerakan-gerakan relijius revolusioner dan revivalis yang 

ingin mengubah tatanan yang mapan guna membangun masyarakat 

baru di atas landasan pandangan-pandangan ideologis tertentu.
13

  

 

1. Sejarah Islam  

Fundamentalisme adalah aliran yang bercorak romantis kepada 

Islam periode awal.
14

 Dalam melihat sejarah Islam, romantisme al-

 
12 Husaini, Ibid., hlm. 95 
13 Hrair R. Dekmejian, Islam and Revolution, Fundamentalism in the Arab World, 

(Syracuse, Syracyse University Press, 1980), hlm. 23; Bassam, Ibid., hlm. xii; Lihat juga 
Tarmizi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam”, dalam Bahtiar 
Efendi dan Hendro Prasetyo, Radikalisme Agama, (Jakarta: PPIM IAIN,1998), hlm. 6 

14 Leonard Binder, Religion and Politik in Pakistan, dalam Yusril Ihza Mahendra, 
Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 1999), 
hlm. 17 
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Ikhwan tercermin dalam pandangan mereka yang mengidealkan 

masa lalu, terutama masa Nabi dan al-Khulafā’ ar-Rāsyidūn sebagai 

masa yang ideal. ‘Negara Islam Pertama’ yang diperintah oleh 

khalifah ortodoks benar-benar merepresentasikan Islam baik 

sebagai idelogi maupun sistem pemerintahan. Pemimpin dipilih 

dari dan oleh rakyat karena memenuhi syarat-syarat kompetensi 

dan memperoleh kepercayaan. Pemimpin yang terpilih adalah figur-

figur yang saleh, memahami ruh dan hukum Islam dengan baik. 

Kekayaan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmu-

ran rakyat, karena rakyat mempunyai hak untuk menuntut 

pemerintah dan negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebu-

tuhan hidup mereka. Dalam negara seperti itu, ruh persaudaraan 

religius dan persamaan hak dan kewajiban menjiwai kehidupan 

masyarakat.
15

 

Namun perkembangan historis dan sosiologis telah membawa 

manusia semakin jauh dari Islam yang ideal. Kemunduran Islam ter-

jadi setelah berakhirnya periode al-Khulafā’ ar-Rāsyidūn. Perpinda-

han kekuasaan ke tangan Dinasti Banī Umayah menjadi awal dari 

‘kecelakaan sejarah’ Islam.
16

 Selama kekuasaan mereka, sistem 

“kekhalifahan diganti dengan sistem ‘monarki’ yang hanya menjadi 

hak prerogatif suatu dinasti, dengan kekuasaan yang arbitrer, 

mengabaikan rakyat sebagai sumber kekuasaan; para penguasa yang 

tidak pernah memahami Islam yang sesungguhnya, kekayaan negara 

 
15 Al-Bannā, Bain al-Ams wa al-Yaum, dalam Majmū‘ah...Op. Cit, hlm. 191; Ahmad 

S. Mousalli, Hasan al-Bannā’s Islamist Discourse on Constitusional Rule and Islamic Sate, 
Journal of Islamic Studies 4-2 (1993), hlm. 167 

16 Ritchard P. Mitchell, The Society of  Muslim Brothers, (Oxford, Oxford University 
Press, 1993), hlm. 210 
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menjadi milik pribadi para penguasa tanpa memperhatikan kebu-

tuhan rakyat dan kepentingan negara; sukuisme Arab Jahiliyyah 

dibangkitkan kembali dan faksionalisme menjadi alat penguasa un-

tuk melanggengkan kekuasaannya; moralitas dan ketaatan kepada 

Allah diremehkan dan ditanggalkan; hak-hak dan kebebasan indi-

vidu dikorbankan.”
17

 

Sementara itu, kekuasaan Banī ‘Abbāsiyyah mengklaim 

kekuasaannya sebagai  ‘titisan Tuhan’. Puja-pujaan, penghambaan 

dan puji-pujian terhadap penguasa, benar ataupun salah, menjadi 

aturan yang harus ditaati. Para penguasa hidup bergelimang keme-

wahan, kemegahan, harta yang melimpah, pakaian sutera, pesta 

pora dan minum-minuman; mereka hidup dari kekayaan rakyat. 

Kehidupan pribadi para penguasa tidak mencerminkan moralitas 

mereka sebagai pemimpin dakwah Islam. Mereka meniru gaya 

hidup orang Persia dan Turki, sehingga menimbulkan 

kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Arab yang sebelumnya 

telah ditumbuhkan oleh penguasa Banī Umayah.
18

 

Puncak kejayaan Dunia Islam hanyalah menjadi tabir yang 

menyembunyikan perselisihan dan faksionalisme politik yang 

menyedihkan. Perdebatan masalah agama dan fikih menggiring 

kepada Islam verbal dan klise, bukan keyakinan dan aksi; fanatisme 

menggeser dialog dan debat yang sehat; stagnasi melingkupi 

masyarakat relijius; dan ilmu-ilmu terapan ditinggalkan demi 

filsafat-filsafat spekulatif. Sementara itu, pusat kekuasaan tercabut 

dari orang-orang Arab dan kepemimpinan diserahkan kepada orang-

 
17 Ibid 
18 Muhammad al-Ghazālī, Al-Islām wa al-Istibdād as-Siyāsī, (Kairo: Dār al-Kitāb al-

Islāmī, 1951), hlm. 172-9, 196-8; Lihat Sayyid Qutb, Al-‘Adālah al-Itimā‘iyyah fī al-Islām, 
(Kairo: Dār al-Kātib al-‘Arābī, t. th), hlm. 229, 176-232. 
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orang non-Arab—Persia, Dailamī, Mamālik, dan Turki—tidak 

satupun di antara mereka yang ‘mengecap Islam yang sesungguhnya 

karena mereka tidak mampu—terutama karena faktor bahasa—

memahami makna Islam yang sesungguhnya. Dalam setting sejarah 

seperti ini, malapetaka pertama melanda umat Islam dan kemudian 

semakin berlipat ganda—pasukan Salib, pasukan Tartar, 

Karmathian, dan pengusiran orang-orang Islam di Spanyol oleh 

Eropa dan ketertinggalan umat Islam dari bangsa Eropa saat mereka 

memulai era kebangkitan dan pencerahan kembali.
19

  

Kekuasaan bangsa Turki hanya penangguhan sementara bagi 

kehancuran Islam. Perpindahan kekuasaan dari Banī ‘Abbāsiyyah ke 

Turki ‘Usmānī ibarat ‘mengobati satu penyakit dengan penyakit 

lain’. Para penguasa Turki, pada mulanya mampu meneladani 

kekhalifahan ortodoks (khilāfah ar-rāsyidah), dengan cara 

demikian, keberhasilan mereka dalam meraih kejayaan baik di wila-

yah-wilayah Muslim dan Eropa Timur bisa ditafsirkan. Tetapi 

ghīrah bangsa Turki terhadap Islam yang lebih besar ketimbang 

pemahaman mereka terhadap Islam, dan kecintaan yang lebih kuat 

ketimbang pemahaman mereka tentang semangat Islam. Setelah 

kekuasaan Sulaiman, kekaisaran Turki terpecah belah. ‘Kekuasaan 

turun temurun’, kemewahan, perebutan kekuasaan, dan keterli-

batan kaum perempuan dalam kekuasaan, semuanya memperburuk 

potret keruntuhan. Kekaisaran Turki menjadi mangsa bangsa Eropa 

yang sedang bangkit. Pada saat berakhirnya Perang Dunia I, musuh-

musuh Islam menghancurkan negara Islam dengan sempurna,
20

 dan 

memastikan ketidakberdayaannya menghadapi rongrongan bangsa 

 
19 Al-Bannā, Bain al-Ams wa al-Yaum, dalam Majmū‘ah Op. Cit., hlm. 95-106; 

Nahw Jail Jadīd, dalam Ibid., hlm. 15-16  
20 Al-Ghazālī, Al-Islām wa al-Istibdād as-Siyāsī, Op. Cit., hlm. 211-218 
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Eropa terhadap wilayah-wilayah Islam. Zionisme yang dibantu oleh 

imperialisme di negara-negara Arab—jantung Islam—dan imperial-

isme di hampir semua negara Islam berlanjut tanpa mendapat tan-

tangan yang berarti dari wilayah-wilayah Islam.
21

 

 

2. Institusi Keagamaan  

Subordinasi politik dunia Islam membuat umat Islam rentan 

terhadap pengaruh budaya Eropa. Dalam biografinya al-Bannā 

menuliskan kesedihan yang mendalam melihat krisis keberagamaan 

masyarakat ibukota, sementara di lain pihak, institusi keagamaan 

seperti al-Azhar dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya hanya 

bersikap pasif melihat keadaan tersebut. Al-Bannā memutuskan 

untuk menemui pimpinan al-Azhar dan mengadukan 

kegelisahannya atas kondisi Islam dan kaum Muslim yang semakin 

jauh dari ajaran agamanya. Ia mengecam keras sikap diam ulama al-

Azhar melihat kemunduran dunia Islam dan mengatakan bahwa 

‘para ulama hanya melihat dan mendengar dan tidak melakukan 

apa-apa.’
22

 

Kekecewaan al-Bannā terhadap institusi al-Azhar disebabkan 

oleh dua faktor: Pertama, sebagai sebagai penyuara utama dunia 

Islam, al-Azhar telah gagal menyuarakan kepentingan Islam yang 

dinamis. Orang-orang al-Ikhwan sepakat bahwa Azhar telah gagal 

untuk merepresentasikan Islam kepada kaum muslimin—baik 

penguasa dan rakyat—sebagai tatanan yang vital dan dinamis; ia 

 
21 Al-Bannā, Nahw Jail Jadīd, dalam Majmū‘ah… Op. Cit., hlm. 17-18; Lihat juga 

David Commins, “Hasan al-Bannā (1906-1949)”, dalam Ali Rahmena (ed.), Para Perintis 
Zaman Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 134 

22 Hasan al-Bannā, Muzakkarāt ad-Da'wah wa ad-Dā'iyyah, 88-96. Lihat Mitchell, 
The Society…Op. Cit.,, hlm. 212 
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gagal memimpin dan mendidik, dan dengan tidak terlaksananya 

tugas-tugas ini muncullah kehancuran kaum muslimin. Dalam 

penilaian al-Bannā, bila ulama tidur maka umat pun akan mengikuti 

mereka.
23

  

Kedua, sebaliknya, al-Azhar kurang bersungguh-sungguh 

melakukan perlawanan terhadap rongrongan ideologi dan nilai-nilai 

asing terhadap ajaran Islam. Kegagalan al-Azhar memahami misi ini 

menyebabkan gagalnya misi mereka sebagai benteng pertahanan 

Islam. Di Mesir, al-Azhar gagal melakukan perlawanan terhadap 

penguasa Mesir—kaum penjajah, pihak kerajaan dan partai-partai 

politik—dan dengan demikian menyebabkan kehancuran semua 

aspek kehidupan bangsa. Lebih jauh lagi, para ulama tidak 

menunjukkan sikap perlawanan terhadap kaum imperialis. Fakta 

sejarah menyebutkan bahwa ‘Islamnya al-Azhar yang tunduk, 

mengisolasi diri dan menyerah kepada keadaan’ itulah Islam yang 

didukung oleh kalangan imperialis.
24

 Bila suara al-Azhar tidak 

terdengar dalam perjuangan kemerdekaan Mesir, lalu suara 

siapakah yang harus didengar? Azhar telah membiarkan bangsa 

Mesir terpuruk dalam dekadensi dan ketidakberdayaan religius, 

 
23 Muhammad al-Ghazālī, Fī Maukab ad-Da’wah, (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīsah, 

1965), hlm. 12; Lihat juga David Commins, Op. Cit., hlm. 64 
24 Dalam pandangan ulama al-Azhar, setiap tindakan melawan penguasa, pribumi 

maupun asing, diaanggap sebagai fitnah yang menyebabkan kekacauan dalam 
masyarakat dan harus dihindarkan meskipun dengan mengorbankan kepentingan-
kepentingan lain. Ketakutan al-Azhar yang begitu besar terhadap munculnya kekacauan 
membeuat mereka mentolerir pendudukan asing. Pada tahun 1974, ulama al-Azhar 
mendorong rakyat untuk mentaati penajajah Perancis, dan pada tahun 1914, menyusul 
deklarasi pemberlakuan keadaan gawat darurat oleh penjajah Inggris, al-Azhar 
menyerukan rakyat untuk tetap tenang dan menghindari fitnah. Lihat Dilip Hiro, Islamic 
Fundamentalism, (London: Paladin Garfton Books, 1988), hlm. 63  
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kultural, politik, ekonomi, sosial, hukum dan moral.
25

 

Institusi keagamaan lain yang menjadi objek kritisisme al-

Ikhwan adalah ordo-ordo sufi. Al-Ikhwan menolak sufisme karena 

pertama, sufisme telah membawa masyarakat kepada faksionalisme 

akibat persaingan tidak sehat antar pemimpin ordo untuk meraih 

kepemimpinan dan prestise. Mereka membiarkan masuknya ajaran-

ajaran bid’ah, khurafat, perdukunan, dan penyembahan para wali ke 

dalam sufisme—yang semua itu bertentangan dengan hukum 

syariah Islam.
26

 Kedua, al-Ikhwan menganggap sufisme sebagai 

warisan feodalsime yang dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin 

ordo untuk membius massa;  merusak akidah orang-orang awam, 

menghambat setiap upaya reformasi, dan menjadi kendaraan politik 

untuk mengeksploitasi rakyat. Di samping itu sufisme juga 

mengilhami dan menjustifikasi isolasi diri dari kehidupan sosial 

yang mengakibatkan hilangnya eksistensi sosial pengikut sufisme.
27

  

Menurut Mitchell, alasan utama yang mendasari sikap al-

Ikhwan terhadap institusi dan ulama al-Azhar serta sufisme adalah 

keprihatinan mereka yang sangat dalam melihat perpecahan di 

kalangan umat Islam. Dalam pandangan al-Ikhwan, perpecahan—

perselisihan dan faksionalisme—bertentangan dengan kewajiban 

utama seorang muslim untuk membina kehidupan dalam naungan 

persaudaraan yang saling kasih dengan saudara sesama muslim. Di 

samping itu, perpecahan memasukkan dan melanggengkan 

ketundukkan rakyat dan bangsa-bangsa muslim terhadap ideologi 

 
25 Mahmūd ‘Abd al-Halīm, Al-Ikhwān al-Muslimūn: Ahdās Sana’a at-Tārīkh, 

(Kairo: Dār ad-Da’wah, 1979), hlm. 56. Lihat juga Mitchell, Op. Cit., hlm. 212-213 
26 Al-Ghazālī, Al-Islām wa al-Istibdād as-Siyāsī, Op. Cit., hlm. 183 
27 Muhammad al-Ghazālī, Al-Islām al-Muftarā ‘Alaih Bain asy-Syuyū‘iyyah wa 

Ra’sumāliyah, (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arābī, 1953), hlm. 47-48; dan Sayyid Qutb, Ma’rakat 
al-Islām wa ar-Ra’sumāliyah, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1983),  hlm. 96. 
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dan kontrol pihak-pihak asing. Perpecahan tidak hanya dosa, tetapi 

juga bisa berakibat fatal bagi masyarakat muslim. Dengan perspektif 

seperti ini, al-Ikhwan mecoba menyatakan sikapnya terhadap 

sekteisme Islam dan mazhabisme fikih.
28

 

Al-Ikhwan didirikan oleh al-Bannā untuk menghilangkan 

pengkotak-kotakan umat dalam kelompok-kelompok yang saling 

bersaing dan bertikai dengan menyerukan betapa tidak pentingnya 

perbedaan yang memang diperbolehkan keberadaannya dalam 

Islam. Perbedaan ini menjadi salah satu penyebab kemunduran 

masyarakat Muslim; dan sebagai langkah awal menuju kebangkitan 

kembali, pengaruh perpecahan ini harus diminimalisir. Berangkat 

dari perspektif ini, al-Ikhwan menyatakan diri sebagai gerakan 

netral yang tidak berafiliasi kepada salah satu sekte Islam dan tidak 

pula menganut mazhab fikih apapun. Perbedaan pendapat 

diperlukan bahkan dianjurkan, tetapi memberi porsi yang melebihi 

fungsinya yang legitimit bisa membahayakan Islam. Masing-masing 

dari empat mazhab fikih yang ada diakui dan dihormati dan 

perbedaan di antara keempat mazhab itu seyogyanya diperdebatkan 

dalam nuansa cinta. Istilah mazhabī (pendukung fanatis salah satu 

mazhab) adalah salah satu kata cemoohan.
29

 Salah satu semboyan 

al-Bannā ‘Marilah kita bekerja sama dalam masalah-masalah yang 

bisa kita sepakati dan marilah kita berlapang dada dalam masalah-

masalah yang tidak bisa kita sepakati.’
30

 

3. Tatanan Politik  

 
28 Mitchell, Op. Cit, hlm. 216-17 
29 Al-Bannā, Muzakkarāt…Op. Cit..,  hlm. 65-67; Bain al-Ams wa al-Yaum, hlm. 97; 

Risālah as-Salās, hlm. 25-28 dalam Majmū‘ah…Op. Cit. 
30 Mitchell, Op. Cit., hlm. 216. 
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Ketidakpuasan terhadap realitas politik Mesir yang ber-

basiskan pada ideologi-ideologi Barat dan bukan didasarkan pada 

ideologi Islam merupakan sikap dasar al-Ikhwan dalam melihat sis-

tem politik Mesir. Menurut al-Ikhwan, hubungan Mesir dengan Is-

lam adalah hubungan yang unik. Sejak awal sejarah Islam, nasib 

Mesir tidak bisa dilepaskan dari nasib kaum muslimin. Sebagai 

pusat peradaban tertua di dunia, Mesir menjadi tempat yang wajar 

dan logis untuk menjadi basis Islam. Mesir telah berjasa 

mengangkat panji-panji Islam pada masa runtuhnya kekaisaran Arab 

melawan tentara Salib dan Tartar. Karena Islam telah merasuk 

dalam kesadaran dan emosi bangsa Mesir, Islam menjadi keyakinan 

rakyat Mesir, bahasa dan peradaban Mesir, Mesir memainkan 

peranan unik dalam kebangkitan kembali Islam.
31

  

Oleh karena itu Mesir harus menyembuhkan malaise yang 

telah mempengaruhi dirinya seperti halnya bangsa-bangsa Islam 

lainnya. Para ulama (rijāl ad-dīn) memikul tanggung jawab terbesar 

karena kegagalan mereka menciptakan kehidupan muslim yang 

benar dan mencegah kerusakan masyarakat muslim. Kehancuran 

umat tidak hanya disebabkan oleh kegagalan rijāl ad-dīn untuk 

melakukan aksi, tetapi juga karena merasuknya imperialisme dan 

peradabannya ke Mesir. Al-Ikhwan membagi imperialisme menjadi 

dua: (1) imperialisme eksternal (al-isti‘mār al-khārijī) kekuatan 

asing yang menjajah Mesir;  dan (2) imperialisme internal atau 

domestik (al-isti’mār ad-dākhilī) kekuasaan yang disadari atau 

tidak—minimal dengan ketidak acuhan dan maksimal dengan 

pengkhianatan terhadap kebutuhan dan kehendak masyarakat 

muslim—menjadi budak kekuasaan imperialisme asing tersebut. 

 
31 Al-Bannā, Da'watunā fī Taur Jadīd, dalam Majmū‘ah…Op. Cit., hlm. 225-227  
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Imperialisme domestik itu menyebarkan keputusasaan dan 

kekalahan moral serta menjauhkan rakyat Mesir dari keyakinan 

tradisional mereka kepada sikap pasifisme yang kaku, penindasan 

dan penerimaan terhadap status quo.
32

 Dalam perspektif 

imperialisme ganda inilah al-Ikhwan memandang problem-problem 

politik, ekonomi dan sosial Mesir.  

Partai politik, para elit politik, dan partai-isme adalah aspek 

yang paling tidak bisa diterima oleh al-Ikhwan dalam skenario 

politik Mesir. Menurut al-Ikhwan, partai-partai dikendalikan oleh 

ideologi dan kepentingan pribadi; tidak ada program dan tujuan 

yang jelas; aktivitas mereka diatur oleh figur-figur ‘orang’ bukan 

gagasan. Pada hakekatnya partai-partai itu hanya menjadi front 

kapitalisme, alat politik yang dipergunakan oleh kaum kapitalis 

untuk mengeksploitasi para buruh dan menyalahgunakan undang-

undang dan aparatur pemerintahan negara untuk melayani tujuan 

pribadi. Alih-alih menjadi pengabdi rakyat, partai politik justeru 

menguasai rakyat secara tidak sah karena kepemimpinan mereka 

tidak merefleksikan kehendak dan kepentingan bangsa.
33

  

Sikap ini berangkat dari asumsi yang melihat partai politik dan 

para elitnya hanya menjadi alat ideologi Inggris dan Barat. Menurut 

asumsi ini, partai politik mengikuti pola organisasi dan pemikiran 

Barat. Misalnya, mereka didukung oleh dan melayani kepentingan 

penjajah, keduanya saling memperkuat satu sama lain untuk tujuan 

yang saling menguntungkan. Kesalahan sejarah bagi orang Mesir—

 
32 Muhammad al-Ghazālī, Min Hunā Na’lam, (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1954), 

hlm. xiii. 
33 Al-Bannā, Fī Mu‘tamar Talabat al-Ikhwān al-Muslimūn, hlm. 165-167; Nizām 

al-Hukm, 325-327 dalam Majmuah…Op. Cit. Lihat juga Mahmūd ‘Abd al-Halīm, Al-
Ikhwān al-Muslimūn …Op. Cit., hlm 123 , 364 & 367-369. 
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menurut seorang anggota al-Ikhwan—adalah menerima 

kemerdekaan Mesir, konstitusi, dan sistem parlementer sebelum 

mengusir Inggris dari tanah air mereka. Senada dengan pandangan 

ini, al-Ikhwan melihat bahwa para pemimpin bangsa adalah orang-

orang Muslim yang inkompeten; dididik dalam cara-cara dan 

pemikiran Barat. Mereka tidak mampu menjalankan tugas 

memimpin negara-negara Islam karena mereka melupakan kejayaan 

sejarah dan masa lalu mereka.
34

 

Sementara, korupsi dalam tubuh partai dan elit partai memiliki 

konsekuensi politis yang krusial; kehidupan parlemen dan 

pemerintahan yang demokratik telah gagal. Masyarakat kelas atas 

yang menguasai ekonomi dan politik serta memonopoli 

pemerintahan. Rakyat terpaksa memilih para wakilnya dari antara 

penindas-penidas mereka: kalangan tuan tanah mengendalikan 

suara para petani penyewa tanah, kaum lintah darat mengendalikan 

suara para debitornya—golongan rakyat yang kelaparan. Rakyat 

menjadi korban tirani politik dan ekonomi. Meskipun Inggris 

menghadiahkan sistem parlementer kepada rakyat Mesir dengan 

maksud agar Mesir diperintah oleh orang Mesir sendiri, namun 

sistem tersebut menjadi tedeng aling-aling Inggris untuk merampas 

hak dan kekayaan rakyat.
35

 

Berangkat dari beberapa pandangan di atas, al-Ikhwan 

menjadikan pembubaran semua partai politik Mesir sebagai salah 

satu prinsip politiknya. Menurut Husaini, al-Ikhwan melihat partai-

partai politik tidak berhasil memperjuangkan penerapan syariah Is-

lam. Dalam pandangan mereka, bila partai politik dibubarkan, akan 

 
34 Al-Ghazālī, Al-Islām wa al-Istibdād as-Siyāsī…Op. Cit.,  hlm. 3 
35 Al-Ghazālī, Al-Islām al-Muftarā… Op. Cit, hlm. 118-119. 
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ditegakkan sebuah sistem baru yang akan memusatkan usaha se-

luruhnya ke arah pelaksanaan program yang seutuhnya Islam. Pen-

dek kata, al-Ikhwan tetap mencita-citakan pemerintahan Islam di 

Mesir tanpa memberi tempat kepada partai politik.
36

 

 

4. Tatanan Ekonomi 

Pandangan al-Ikhwan terhadap kapitalisme Mesir terpusat 

pada para tuan tanah: ‘kelompok minoritas’ yang menguasai sebagai 

besar lahan pertanian dan mengeksploitasi tanah milik dan buruh 

tani demi kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan 

kewajiban sosial (wazīfah ijtimā’iyyah) mereka. Di samping itu, 

anggaran yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan 

dikuasai kaum kapitalis yang selalu menghindar dari kewajiban-

kewajiban terhadap negara dan rakyat. Pemerintah hanya memper-

hatikan kepentingan kaum kapitalis dan bukan kepentingan rakyat. 

Rakyat miskin dipaksa membayar pajak. Kaum kapitalis, yang lebih 

mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan bangsa, 

tidak bertindak arif dalam mempergunakan sumber daya alam dan 

manusia milik negara.  

Konstitusi Mesir, secara teoritik, membebaskan rakyat dari 

perbudakan feodalisme, tetapi pada kenyataannya, perbudakan 

yang dilakukan oleh tuan tanah tetap berlangsung tanpa memper-

hatikan martabat dan harga diri para budak. Penduduk yang terek-

sploitasi hidup di dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, 

dengan standar hidup yang jauh di bawah standar. Keberadaan 

mereka ditandai tidak saja oleh kemiskinan, tetapi juga kehinaan 

dan dilanda wabah penyakit. Para buruh hidup di rumah-rumah 

 
36 Husaini, Op. Cit., hlm. 66-67 
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tanpa fasiltas air, penerangan, dan fasilitas lain yang diperlukan un-

tuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan yang layak. Mereka 

hidup di tengah-tengah onggokan sampah yang dikerumuni lalat, di 

kampung-kampung dan lorong kota yang tidak layak kecuali untuk 

dihancurleburkan agar mereka bisa membangun kembali rumah-ru-

mah yang lebih layak.  

Keadaan ini mengakibat dampak buruk bagi Mesir: (1) 

melemahkan kekuatan bangsa dalam membangun dan 

memproduksi; (2) merusak harga diri dan hak-hak asasi manusia; 

(3) merusak karakter dan kesadaran masyarakat; (4) mengingkari 

hak keamanan individu; (5) mendesak rakyat ke genggaman orang-

orang komunis; (6) melanggar ‘semangat-semangat keagamaan’. 

Ringkasnya, situasi ini tidak boleh dan harus tidak berlanjut, karena 

ia bertentangan dengan ‘semua prinsip-prinsip kemanusiaan, za-

man, hakekat segala sesuatu dan prinsip-prinsip ekonomi yang pal-

ing sederhana’. 37 

Pandangan al-Ikhwan terhadap kapitalisme Mesir tidak dapat 

dipisahkan dari pandangan mereka tentang dominasi ekonomi as-

ing, tetapi yang terakhir mempunyai aspek non-ekonomis yang 

lebih penting. Pada masa mudanya al-Bannā pernah mengungkap-

kan kecemasannya terhadap kuatnya kontrol asing di Ismailiyyah, 

dan betapa terpukul hatinya melihat rambu-rambu jalan, bahkan di 

jalan-jalan umum, ditulis dengan ‘bahasa penjajah ekonomi Mesir’. 

Perasaan marah melihat inferioritas kultural, sosial, dan ekonomi 

Mesir dibandingkan dengan penjajah asing terabadikan dalam kata-

kata para buruh yang datang menemui al-Bannā dan melahirkan 

 
37 Al-Bannā, Musykilatunā fī Dau' an-Nizām al- Jadīd, dalam Majmū‘ah…Op. 

Cit.,hlm. 290-294 
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gerakan al-Ikhwan. 

‘Para penguasa asing’, dalam pandangan al-Bannā—baik kaum 

imperialis yang menduduki Mesir dan mereka yang mengambil 

‘kewarganegaraan Mesir’—telah merampas sumber-sumber alam 

terbaik Mesir untuk kepemilikan pribadi dan kepentingan negara 

asal mereka. Industri, perdagangan dan jasa berada dikuasai 

penguasa asing yang ‘selalu memandang sebelah mata warga negara, 

buruh dan pemerintah Mesir.
38

  

 

5. Tatanan Sosial-Kultural  

Bagi al-Ikhwan, penarikan pasukan Inggris dari wilayah Mesir 

pada tahun 1954 mempunyai arti berakhirnya invasi militer, politik, 

etis dan sosial. Dalam tatanan sosial Mesir, imperialisme dipadang 

sebagai puncak dari segala kebobrokan masyarakat. Ketika tentara 

Eropa menduduki Mesir, mereka mentransfer sistem hukum, 

sekolah, bahasa, dan sains mereka; bahkan mereka juga membawa 

‘anggur, wanita, dan kemesuman’ ke Mesir.
39

 Pengenalan budaya 

dan nilai-nilai Barat telah merusak masyarakat, dekadensi moral, 

menghancurkan nilai-nilai tradisional masyarakat muslim. 

Kehidupan sosial dan keluarga dicemari dengan sinema murahan, 

pentas teater, radio, dan musik. Masalah moral dan seks para 

pemuda timbul karena wanita-wanita setengah telanjang di jalan-

jalan Mesir, film-film porno musik-musik popular yang cengeng, 

pers yang tidak terkontrol, foto-foto merangsang yang dimuat di 

dalam pers, dan kebebasan minum-minuman keras.
40

 

 
38 Al-Bannā, Musykilatunā…Ibid.,hlm.290-294; Al-Mu'tamar al-Khāmis, hlm.145-

151; dalam Majmū‘ah …Op. Cit.. 
39 Al-Bannā, Bain al-Ams wa al-Yaum, dalam Majmū‘ah…Op. Cit., hlm. 103-104 
40 Mitchell, Op. Cit., hlm. 223 
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Percampuran antara laki-laki dan perempuan telah 

mengakibatkan kebejatan moral. Kaum wanita telah kehilangan 

nilai-nilai kemuslimannya dengan keikutsertaan mereka dalam 

pesta dan dansa yang menandai acara-acara resmi maupun tidak 

resmi. Mengapa? Karena kaum wanita Mesir ingin meniru apa yang 

dilakukan wanita Eropa dalam semua aspek. Sebagai 

konsekwensinya kehidupan individu dan keluarga bangsa Mesir 

terpecah menjadi dua: pola hidup muslim dan pola hidup Barat; 

sebagian tetap memelihara keislamannya dan sebagian yang lain 

telah terbaratkan melebihi orang-orang Barat itu sendiri. 

Dualisme etis ini juga merasuk ke dalam wilayah penting 

lainnya dalam tatanan sosial Mesir, yaitu sistem hukum dan 

pendidikan, negara mempunyai sistem ganda pendidikan: 

pendidikan agama yang diselenggarakan oleh al-Azhar; dan 

pendidikan umum yang diselenggarakan oleh kementerian 

pendidikan. Masing-masing berdiri sendiri, pendidikan agama 

mengajarkan sisa-sisa warisan Islam, dan pendidikan umum 

merupakan imitasi Barat. Situasi yang anarkis, kontradiktif dan 

berlawanan ini menyebabkan kemunduran dan kebingungan 

intelektual serta kekacauan dan ateisme. 

Sementara itu, pengenalan sistem hukum Barat telah merusak 

dan menyesatkan pikiran, akal dan logika bangsa. Ketika 

imperialisme memperkenalkan hukum asing, ia tidak mendapat 

perlawanan dari kaum ulama yang kompeten atau para pemimpin 

bangsa, legislator dan pakar hukum pribumi, yang tidak memahami 

makna syariah dan terpesona dengan ‘penghambaan yang membabi 

buta’ kepada opini Eropa dalam produk-produk hukumnya. Dengan 

demikian, sistem hukum Mesir tidak mempunyai akar yang kuat 

dengan warganya, tidak didukung oleh keyakinan ideologis mereka, 
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dan tidak tumbuh dari hati mereka yang paling dalam. Ia hanyalah 

hukum buatan manusia yang ditransfer dari hukum Barat, yang 

eksis secara berdampingan dalam sistem hukum ganda dengan 

hukum-hukum agama. Hubungan yang tidak harmonis antara 

hukum ciptaan Tuhan dengan hukum buatan manusia ini 

mengkoyak persatuan bangsa.
41

 

Dari pemaparan tentang cara pandang al-Ikhwan terhadap 

tatanan sosio-politik yang ada dapat disimpulkan bahwa: pertama, 

al-Ikhwan melihat dunia Islam mengalami kemunduran dan 

semakin jauh dari Islam ideal yang pernah diperkenalkan oleh 

sejarah Islam awal. Kemunduran dan keterpurukkan dunia Islam 

menjadikan bangsa-bangsa Islam sebagai objek penjajahn dan 

penindasan kaum imperialis; kedua, umat Islam mengalami 

kebobrokan ideologi yang sangat kronis; dan lebih memprihatinkan 

lagi, kebobrokan tersebut disebabkan tidak hanya oleh pemahaman 

yang salah dan peminggiran nilai-nilai Islam, tetapi juga karena 

nilai-nilai Islam diganti dengan nilai-nilai asing yang dibawa oleh 

penjajah, sementara itu tidak ada perlawanan yang cukup kuat dari 

para pemimpin politik, intelektual, dan agama di Mesir. 

Untuk mengatasi problematika di atas, Al-Ikhwan mencoba 

menawarkan solusi alternatif yang menurut mereka paling benar 

dan tepat, yaitu dengan kembali ke tatanan Islam.
42

 Dalam suratnya 

kepada Fārūq, al-Bannā mengatakan bahwa Mesir berada di 

persimpangan jalan: jalan Barat dan jalan Islam. Al-Ikhwan berkeya-

kinan jalan Islamlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk 

mereformasi bangsa. Peranan Mesir adalah unik, karena reformasi 

 
41 Al-Bannā, Nizām al-Hukm, dalam Majmū‘ah…Ibid.,  hlm. 321-324. 
42 Commins, Op. Cit., hlm. 135 
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Mesir dimulai dengan Islam, maka regenerasi Islam harus dimulai 

dari Mesir, demi kelahiran Islam Internasional, dalam makna ideol-

ogis dan historis, diperlukan sebuah negara Islam yang kuat.
43

 

 

C. Ideologi Keagamaan al-Ikhwān Al-Muslimūn 
Fundamentalisme Islam dipersatukan oleh pandangan yang 

melihat Islam sebagai agama universal yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan. Dalam pandangan mereka, Islam adalah cara 

hidup yang menyeluruh dan integral, mencakup masalah-masalah 

relijius maupun sekular; ia adalah seperangkat keyakinan dan 

metode ibadah; sistem hukum yang integral; kebudayaan dan 

peradaban; sistem ekonomi dan aturan bisnis; politik dan 

pemerintahan; aturan tentang masyarakat dan keluarga. Ia men-

jelaskan warisan dan perceraian, busana dan etiket, makanan dan 

kesehatan. Islam adalah totalitas spiritual dan kemanusiaan, dunia 

dan akhirat. Ringkasnya Islam merupakan pedoman hidup bagi in-

dividu dan masyarakat, material dan moral, ekonomi dan politik, 

hukum dan budaya, nasional dan internasional.
44

  

‘Islamnya al-Ikhwān al-Muslimūn’ adalah Islam yang khas. Ia 

bukan Islam yang baru
45

, tetapi berbeda dengan Islam yang pernah 

ditafsirkan sejarah. Sebagian kalangan beranggapan bahwa Islam 

 
43 Al-Bannā, Nahw an-Nūr, hlm.274; dan Da'watunā fī Taur Jadīd, hlm. 223, dalam 

Majmū‘ah …, Ibid  
44 Pandangan seputar ideologi keagamaan fundamentalis dapat dilihat dalam 

berbagai karya berikut: G. H. Jansen, Militant Islam, (London: Pan Books Ltd., 1979), hlm. 
17; Ahmad S. Mousalli, The Views of Islamic Fundamentalism on Epistemology and 
Political Philosophy, dalam A. A. Mughram (ed), The Islamic Quaterly: A Review of Islamic 
Culture, (London: The Islamic Cultural Centre, 1993) vol XXXVII, (NO. 3) 

45 Al-Bannā, Al-Mu'tamar al-Khāmis, hlm.113; dan Da'watunā fī Taur Jadīd, 
hlm.223; dan Da'watunā, hlm. 11, dalam Majmū‘ah…,Op. Cit.  
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hanyalah sekadar ibadah dan ritual atau nilai-nilai mulia atau spirit-

ualitas yang melindungi manusia dari materi. Sebagian yang lain 

melihat Islam sebagai aspek-aspek praktis keduniaan dan keya-

kinan yang diwariskan secara turun temurun—tidak berubah dan 

tidak mengalami kemajuan. Pandangan semacam ini sering 

dijumpai pada orang-orang yang mendapatkan pendidikan Barat 

dan tidak familiar dengan Islam dalam kondisi aslinya atau mereka 

yang belajar Islam dari ‘potret yang ternodai’ yang disajikan oleh 

mereka yang tidak mempraktekkan Islam dengan benar. 

 

Kami meyakini bahwa hukum dan ajaran Islam itu utuh dan 

menyeluruh, mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan 

akhirat. Orang-orang yang berpikir bahwa ajaran-ajaran Islam 

hanya menyentuh aspek ibadah ritual saja dan tidak melingkupi 

aspek-aspek lain adalah salah. Islam adalah ideologi dan ibadah, 

pemerintahan dan umat, agama dan negara, spiritualitas dan 

perilaku, serta mushaf (teks) dan pedang. Al-Qur’an al-Karim 

mengandung ini semua dan mengkategorikannya sebagai inti 

dan esensi dīn al-Islām.
46

  

 

Dengan keyakinan akan universalitas Islam, Al-Ikhwan me-

mandang ideologi-ideologi lain (Barat) harus dilawan. Ideologi Barat 

adalah ujung tombak kerusakan, tirai yang menyembunyikan ‘keta-

makkan orang-orang yang loba dan impian para penjajah.’ Tidak ada 

yang bisa menyelamatkan bangsa Arab dan kaum muslimin, dan 

tidak kehormatan bagi bangsa Timur kecuali jika mereka mem-

bebaskan diri mereka dari ideologi-ideologi tersebut dengan ini-

siatif dari dalam diri mereka sendiri. Kaum muslimin mampu mela-

wan ideologi asing karena mereka tidak membutuhkannya. Ajaran 

Islam mencakup alternatif ideologi yang terbaik dari pada ideologi 

 
46 Al-Bannā, Al-Mu'tamar al-Khāmis, dalam Majmū‘ah…Ibid., hlm. 118-121 
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itu:  

“Tema-tema besar semacam internasionalisme, nasionalisme, 

sosialisme, kapitalisme, Bolshevisme (komunisme), perang, 

distribusi kekayaan, hubungan antara produsen dan konsumen, 

serta berbagai masalah yang terkait dengan tema ini—yang kini 

memenuhi kepala para pemimpin dan pakar ilmu sosial 

modern—kami yakin telah diselami begitu dalam oleh Islam. 

Sebab Islam telah meletakkan suatu sistem bagi dunia yang 

membukakan pintu bagi pendayagunaan dan pemanfaatan 

semua sumber kebajikan, sekaligus menghindarkan manusia 

dari semua kemungkinan buruk yang bisa timbul dalam proses 

menuju ke sana…”
47

  

 

Di tempat lain al-Bannā menyatakan:  

 

“Bila Revolusi Perancis menitahkan hak-hak manusia dan men-

deklarasikan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, dan jika 

Revolusi Russia merapatkan jarak antar kelas dan keadilan so-

sial untuk rakyat, revolusi Islam yang agung menitahkan semua 

hal itu 1.300 tahun sebelumnya. Islam tidak membatasi dirinya 

pada teori-teori filosofis, tetapi ia menyebarkan prinsip-prinsip-

nya dalam kehidupan sehari-hari, dan menambahkan kepada 

ideologi-ideologi itu divinitas manusia, dan kesempurnaan ke-

bajikannya serta kecenderungan-kecenderungan spiritualnya.” 

48
 

 

Dengan demikian, Islam mencakup semua kebajikan sistem-

sistem lain dan mampu mengantarkan umat Islam menuju kebang-

kitan. Sejarah Islam telah membuktikan kekuatan Islam dan 

menunjukkan kepada kemanusiaan secara menyeluruh sebuah 

bangsa yang paling kuat, paling mulia, paling asih, saleh dan 

diberkahi.’ Dalam membangun kehidupan kita menurut prinsip-

 
47 Al-Bannā, Ilā Ayy Syai' Nad'ū an-Nās, dalam Majmū‘ah…Ibid., hlm. 33 
48 Mitchell, Op. Cit., hlm. 233 



Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. | 97  

prinsip yang kita yakini, bukan prinsip-prinsip yang lain, kami 

menegaskan, bersamaan dengan kemerdekaan politik kita, ke-

merdekaan sosial dan eksistensi kita.’ Jalan Islam adalah lengkap 

dan total, yang dibangun di atas dasar praktek dan spiritualitas. Is-

lam mampu memberi suatu bangsa yang baru lahir semua yang 

dibutuhkannya. Ia memberi harapan; menciptakan kehendak dan 

tujuan yang tanpanya kehidupan tidak bisa dibangun kembali. 

Keputusasaan adalah jalan menuju kekalahan, dan penjajahan ada-

lah ekspresi kejahatan.’ Akhirnya, Islam memberikan ‘rasa bangga 

terhadap bangsa sendiri’, karena setiap bangsa harus menghormati 

kebangsaannya, tujuannya dan sejarahnya.’
49

  

Langkah awal dan mendasar ke arah kebangkitan adalah ke-

bangkitan spiritual di kalangan individu. Sesungguhnya Allah tidak 

akan merubah suatu bangsa sehingga mereka merubah diri mereka 

sendiri.
50

 Suatu bangsa tidak bisa dilindungi kecuali bila individu 

telah terjaga. Sebab kelemahan suatu bangsa dan penindasan 

terhadap rakyat adalah karena hati dan jiwa mereka menjadi lemah 

dan kosong dari nilai-nilai mulia dan kualitas-kualitas kesatria yang 

sesungguhnya. Suatu bangsa yang mendewa-dewakan hal-hal yang 

bersifat materi dan keduniaan dan melupakan penderitaan dan 

perjuangan demi kebenaran telah kehilangan rasa bangga dan 

harapan terhadap dirinya sendiri. Kekuatan materi, yang nyata-

nyata dibutuhkan oleh bangsa Timur, hanya bersifat sekunder 

untuk memobilisasi kekuatan spiritualitasnya. Ketika individu telah 

meraih keseimbangan spiritual, maka hal itu akan membawa islāh 

pada keluarga dan akhirnya pada bangsa secara keseluruhan. Suatu 

 
49 Al-Bannā, Nahw an-Nūr, dalam Majmū‘ah…Ibid., hlm.274-285 
50 Q. S. 13: 12 
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bangsa akan menderita dalam waktu yang lama selama para 

individunya tidak memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk 

mencapai kejayaannya.
51

  

Rasulullah menanamkan tiga prinsip dalam hati para 

pengikutnya: (1) risalah yang mereka terima adalah kebenaran final 

dari wahyu terakhir; (2) karena mereka adalah pemilik dari 

kebenaran itu, maka misi mereka dalam kehidupan ini adalah 

mengajarkan kebenaran tersebut; (3) selama mereka yakin dengan 

kebenaran dan merasa bangga berpegang kepadanya, maka selama 

itu pula Allah akan menyertai dan menolong mereka. Al-Ikhwan 

juga mendakwahkan prinsip dasar ini: Percaya akan keagungan dan 

kemuliaan misi gerakan Al-Ikhwan, bangga menjadi pendukungnya, 

dan berharap akan pertolongan Allah.
52

  

Meski demikian, sebelum kaum muslimin kembali kepada ruh 

yang menjadi inspirasi generasi Muslim awal (salaf), tidak akan ada 

keselamatan. ‘Al-Qur'ān al-Karīm adalah kitab yang inklusif, di 

dalamnya Allah telah menghimpun dasar-dasar keyakinan, dasar-

dasar kebajikan sosial dan semua aturan-aturan keduniaan. Jika 

kaum muslimin menyimpang dari prinsip-prinsip ini: ‘Misi kami 

adalah mengembalikan—diri kami dan siapa saja yang mau ikut 

dengan kami—ke jalan yang benar. Ini adalah seruan untuk kembali 

kepada prinsip-prinsip Islam dan bukan kembali—dalam arti 

literal—ke abad ketujuh; siapa yang beranggapan seperti ini, berarti 

ia tidak merancukan ‘awal sejarah Islam dengan sistem Islam itu 

sendiri.
53

  

 
51 Al-Bannā, Al-Mu'tamar al-Khāmis, hlm. 121; Ilā Ayy Syai' Nad'ū an-Nās, hlm. 

45-50; dan Da'watunā fī Taur Jadīd, hlm. 232-237 dalam Majmū‘ah…Ibid.  
52 Al-Bannā, Da'watunā fī Taur Jadīd, dalam Majmū‘ah…Ibid., hlm. 232-235 
53 Al-Bannā, Da'watunā, dalam Majmū‘ah…Ibid., hlm. 18-19  
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D. Ideologi Politik al-Ikhwān Al-Muslimūn 
Dalam Islam, ada tiga paradigma tentang hubungan agama dan 

negara. Pertama adalah paradigma integratif yang memandang 

agama dan negara sebagai kesatuan integral. Agama (Islam) dan 

negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga 

meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini 

negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Kedua 

paradigma sekularistik, yang melihat negara bukan merupakan 

kewajiban agama, dalam pengertian bahwa agama sama sekali tidak 

menyebut kewajiban mendirikan negara, namun tidak pula 

mewajibkan untuk mengabaikannya, melainkan menyerahkan 

persoalan ini kepada kaum Muslimin. Ketiga, paradigma simbiotik 

yang memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, 

yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. 

Dalam hal ini, negara memerlukan agama karena dengan agama, 

negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral dan 

sebaliknya agama memerlukan negara guna memelihara dan 

mempertahankan eksistensinya.
54

  

Dari ketiga paradigma ini, paradigma integratif lebih banyak 

diadospi kaum fundamentalis. Menurut Abdel Salam dan 

Anoushiravan, gerakan fundamentalis Islam dengan segala coraknya 

dipersatukan oleh gagasan penegakkan an-nizam al-Islami (Islamic 

order) atau ad-daulah al-Islamiyyah (Islam state). Mereka me-

 
54 Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran 

Politik Islam” dalam Abu Zahra (ed), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Relijius di 
Indonesia, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 45-46. Lihat juga Munawir Sjadzali, 
Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta, UI Press, 1993), hlm. 1-
2 
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mandang bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan sem-

purna, termasuk di dalamnya masalah negara. Pembentukkan 

negara Islam menjadi sebuah keharusan karena dalam kerangka 

negara atau tatanan Islam ini, syariah Islam akan benar-benar bisa 

diterapkan. Di luar penerapan syariah ini, tidak ditemukan suatu 

pendekatan yang monolitik di kalangan fundamentalis mengenai 

bentuk sebuah negara Islam sejati.
55

  

Demikian juga pandangan Al-Ikhwan tentang hubungan 

antara agama dan negara. Berangkat pandangan tentang Islam yang 

serba mencakup, Al-Ikhwan menjadikan penegakan an-nizām al-

islāmī sebagai tujuan tertinggi, dan penerapan syariah sebagai 

parameter bagi penegakan an-nizām al-islāmī yang benar.
56

 

Menurut al-Bannā, reformasi yang sesungguhnya harus menyentuh 

politik. Keberagamaan semata tanpa komitmen yang kuat terhadap 

kehidupan politik, sosial, dan ekonomi adalah sikap masyarakat 

jahiliyyah. 
57

 Pembangunan masyarakat utama tidak akan terwujud 

tanpa eksistensi negara Islam. Tidak ada masyarakat yang bisa 

mengatur urusannya secara islami tanpa sebuah pemerintahan 

Islam.
58

  

Prototipe terbaik sebuah sistem politik Islam menurut Al-

 
55 Suha Taji-Farouki, Islamic State Theories and Contemporary Realities, dalam 

Abdel Salam Sidahmed & Anoushiravan Ehteshami (eds.), Islamic Fundamentalism, (USA, 
Westview Press, 1996), hlm. 9; Abdul Munir Mulkhan, Islam Murni Dalam Masyarakat 
Petani, (Yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 73 

56 Pembedaan antara an-nizām al-islāmī dengan daulah islāmiyyah dalam nuansa 
abad pertengahan adalah penting, karena menurut Ikhwan, an-nizām al-islāmī lebih 
merujuk kepada suatu bentuk pemerintahan yang dibimbing oleh agama, sedangkan 
Negara Islam lebih merujuk kepada sebuah negara agama. Lihat Mitchell, Op. Cit., hlm. 
235; lihat juga Husaini, Op. Cit., hlm 79-80  

57 Al-Bannā, Risālah Bain al-Ams wa al-Yaum, dalam Majmū‘ah…Op. Cit., hlm. 
101-104 

58 Al-Bannā, Nizām al-Hukm, dalam Ibid., hlm. 317 
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Ikhwan adalah sistem politik Islam masa Rasulullah dan Khulafā’ ar-

Rāsyidūn. Persatuan (wahdah) menjadi tulang punggung sistem 

sosial Qur’ani dan menjelma dalam kehidupan yang sehari-hari. 

Persatuan sosial dapat diraih dengan al-Qur'an dan bahasanya; 

persatuan politik diwujudkan di bawah kepemimpinan khalifah 

dengan satu arah ideologis; meskipun terdapat berbagai wilayah 

pemerintahan. 
59

 

 

1. Pemisahan Agama dan Negara 

Sejak awal pendiriannya, Al-Ikhwan menolak gagasan 

pemisahan antara agama dengan negara. Kata ‘Islam’ tidak sinonim 

dengan ‘agama’ (religion). Islam adalah sebuah kata yang mencakup 

makna menyeluruh dari agama, politik, ekonomi, masyarakat, dan 

lain-lain. Dengan kata lain, daulah tidak bersinonim atau antonim 

dengan din; keduanya adalah ekspresi Islam. Tetapi karena masalah 

ini sering didiskusikan dengan menggunakan terma Barat yang 

memisahkan antara gereja dan negara—Tuhan dan Kaisar—maka 

masalah ini dijawab dengan menggunakan terminolgi tersebut. Itu 

bukan istilah kami, kata al-Bannā berargumentasi:  

‘bahwa politik adalah bagian dari agama, bahwa Islam mengatur 

baik penguasa maupun rakyat. Oleh karena itu Islam tidak 

mengenal istilah ‘berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik 

kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik 

Tuhan’. Bahkan kaisar dan semua miliknya adalah milik Allah 

semata.’    ‘ Tidak ada otoritas dalam Islam selain otoritas negara 

yang melindungi ajaran Islam dan menunjukkan bangsa kepada 

kejayaan agama dan dunia…Islam tidak mengenal 

pertentangan yang terjadi di Eropa antara kekuasaan spiritual 

dan temporal…antara gereja dan negara…
60

 

 
59 Al-Bannā, Bain al-Ams wa al-Yaum, dalam Ibid.,  hlm. 95-96 
60 Al-Bannā, Muzakkarāt …Op. Cit., hlm. 102-103 
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2. Penerapan Syariah 

Fundamentalisme adalah pandangan mengenai keharusan 

penerapan syariah di semua lapangan kehidupan, termasuk 

negara.
61

 Konsep syariah menurut Al-Ikhwan: ia bersumber dari dua 

sumber hukum fundamental yaitu al-Qur’an and as-Sunnah; al-

Qur'an memerlukan interpretasi baru dan rinci dan membersihkan 

bagian-bagian as-Sunnah yang palsu dengan tujuan agar kedua-

duanya lebih relevan dengan kehidupan seorang muslim.
62

 Dengan 

menghilangkan atribut kesakralan fuqaha dan fiqih hasil ijtihad 

mereka, dan hanya menekankan kesejarahan mereka, Al-Ikhwan 

mengklaim mampu menawarkan pembebasan bagi kaum muslimin 

zaman sekarang dari belenggu tradisi: ‘pelabelan sakral kepada 

pendapat-pendapat lama senantiasa menghalangi setiap bentuk 

pencerahan; penolakan terhadap pendewaan tradisi fiqh’ 

diperlukan jika Islam ingin mengikuti perkembangan zaman dan 

sungguh-sungguh dalam mewujudkan watak ‘pembaharuannya’ 

(tajdīd), bukan imitasi (taqlīd). Dengan demikian, pandangan Al-

Ikhwan terhadap syariah tidak terlalu sulit untuk dimengerti, 

karena penekanan pada pembebasan dari masa lalu merupakan 

pendahuluan yang niscaya untuk menegaskan bahwa syariah adalah 

‘bersifat general’, fleksibel, berkembang, dan universal’ dalam 

skupnya, bahwa syariah menjelaskan prinsip ‘aksi’ yang diperlukan 

untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan di segala tempat dan 

waktu. 
63

 

 
61 Abdul Munir Mulkhan, Islam Murni Dalam Masyarakat Petani, (Yogyakarta: 

Bentang, 2000), hlm. 73 
62 Husaini, Op. Cit., hlm. 79 
63 Mitchell, Op. Cit., hlm. 238-9 
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Prinsip pertama dari pandangan tersebut adalah pembukaan 

pintu ijtihad bagi setiap upaya kaum muslim untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Namun orang-orang al-Ikhwan membatasi 

ijtihad pada hal-hal yang belum diatur dalam konstitusi (dustūr) 

Islam. Al-Ikhwan membedakan antara undang-undang Dasar (at-

Tasyrī‘ Ibtidā’) dan undang-undang (at-Tasyrī‘ Ibtinā’). Undang-

undang Dasar berkaitan dengan hak legislasi penghalalan dan 

pengharaman, memberi perintah dan larangan, dan hanya menjadi 

hak prerogratif Allah semata. Sedangkan undang-undang (at-Tasyrī‘ 

Ibtinā’), perumusannya diserahkan kepada kebijaksanaan ijtihad 

manusia. Ia berkenaan dengan urusan dunia yang tidak diatur dalam 

Undang-undang Dasar. Meskipun demikian, perumusan undang-

undang ini tetap mengacu kepada prinsip-prinsip umum yang 

ditetapkan dalam undang-undang dasar.
64

  

Dalam salah satu risalahnya, al-Bannā menyatakan: 

 “Islam sebagai sistem yang universal telah mengatur urusan 

segala urusan kehidupan untuk semua suku dan bangsa di se-

tiap masa. Ia hadir lebih sempurna dan lebih terhormat da-

ripada sekadar untuk mengurusi bagian-bagian detail ke-

hidupan ini, khususnya tentang masalah-masalah keduniaan 

murni. Ia hanya meletakkan kaidah-kaidah global bagi setiap 

persoalan itu, dan menunjukkan kepada umat manusia 

bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana pula berjalan di 

atas batas-batasnya.”
65

 

 

Dalam risalah lain al-Bannā menegaskan bahwa para ahli 

hukum Islam membedakan antara apa yang disebut dengan ibadah 

dan apa yang termasuk dalam kaidah-kaidah hukum muamalah dan 

 
64 ‘Usmān ‘Abd Mu’izz Ruslān, At-Tarbiyah as-Siyāsiyah ‘Ind al-Ikhwān al-

Muslimīn, (Kairo: Dār at-Tauzī‘ wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, t.th.), hlm. 233 
65 Al-Bana, Mu’tamar al-Khāmis, dalam Majmū‘ah…Op. Cit., hlm. 155. 
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masalah sosial. Dalam hal yang kedua, Islam memberi kelapangan 

untuk berijtihad, sesuatu yang tidak berlaku pada hal yang pertama. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan beban dan kesulitan 

pada manusia. Islam menetapkan tujuan dan mengurusi masalah-

masalah global, dan menyerahkan berbagai permasalahan sosial dan 

perkembangan kehidupan terjadi sebagaimana seharusnya. Syariat 

mencakup semua itu dan tidak berbenturan dengan sesuatu pun 

darinya.
66

 

Untuk menegaskan prinsip ijtihad, al-Ikhwan mengadopsi be-

berapa metode ijtihad tradisional yaitu metode analogi (qiyās) dan 

konsensus (ijmā’). Hal itu dimaksudkan agar Islam mampu mengi-

kuti perkembangan zaman. Di samping dua perangkat tersebut, dit-

ambahkan juga ‘wewenang’ kepada penguasa muslim untuk mem-

buat peraturan demi kesejahteraan umum (maslahah mursalah).
67

 

Sayyid Qutb, berargumen bahwa ‘kewenangan luas’ diberikan 

kepada kepala negara untuk mengundangkan kesejahteraan umum, 

termasuk (1) kepentingan publik (al-maslahah al-mursalah); dan 

(2) penyumbatan semua sarana kejahatan (sadd az-zarāi‘). Setiap 

maslahah (kepentingan) yang tidak mempunyai dasar hukum spe-

sifik yang mendukungnya dikenal dengan maslahah mursalah, dan 

dengan demikian bisa dijadikan undang-undang. Prinsip sadd az- 

az-zarai‘ lebih kompleks lagi penjelasannya. Az-zari‘ah adalah segala 

sesuatu yang membawa kepada tujuan, menyumbat (sadd) jalan 

(az-zarāi‘) artinya menutup sarana tersebut. Makna dari gabungan 

terma ini adalah bahwa ‘segala sesuatu yang membawa kepada yang 

haram adalah haram, dan segala sesuatu yang membawa kepada 

 
66 Al-Bannā, Musykilatunā Fi Dau’ an-Nizām al-Islāmī, dalam Majmū‘ah …Op. Cit., 

hlm. 301 
67 Ruslān, Op. Cit., hlm. 234 
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yang halal adalah halal.’  

 

3. Bentuk Negara Islam 

Dalam pandangan Al-Ikhwan, syariah merupakan karakteristik 

tatanan islami (an-nizām al-Islāmī) yang paling utama, dan dalam 

tatanan Islami seperti itu akan berdiri sebuah negara Islam. 

Menurut al-Bannā, pemerintahan negara hanya merupakan 

pelaksana hukum-hukum syariah, bukan legislatornya.
68

 Di luar ke-

harusan penerapan syariah, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari 

ideolog Al-Ikhwan mengenai bentuk sebuah negara Islam sejati. Hal 

tersebut dikarenakan keinginan orang-orang Al-Ikhwan untuk 

menghindari konfrontasi dengan pemerintahan Mesir.
 69

 Di 

samping itu, sejarah Islam tidak banyak meninggalkan warisan teori-

teori politik Islam. Menurut Qutb, realitas sejarah menunjukkan 

figuritas yang gagal dalam kehidupan politik Islam. Hal itu terjadi 

karena singkatnya periode kekhalifahan ortodoks (ar-rāsyidūn) se-

bagai sumber teladan yang disepakati, sehingga para teoritisi politik 

Islam terpaksa menekankan pada  ‘prinsip-prinsip umum’ yang 

akan memberi tuntunan sebuah negara Islam; hal-hal yang spesifik 

dikembalikan kepada waktu, tempat dan kebutuhan rakyat.
70

 

Struktur organisasi politik negara Islam menurut Al-Ikhwan 

dibangun di atas tiga prinsip dasar: (1) al-Qur'an menjadi Undang-

Undang Dasar yang paling fundamental; (2) pemerintahan yang 

menjalankan kewajibannya menurut asas musyawarah (syura); (3) 

penguasa eksekutif menjalankan pemerintahannya atas dasar ajaran 

 
68 Ahmad S. Mousalli, Hasan al-Bannā’s Islamist Discourse on Constitusional Rule 

and Islamic Sate, Journal of Islamic Studies 4-2 (1993), hlm. 168 
69 Commins, Op. Cit.,  hlm. 138  
70 Sayyid Qutb, ‘Al-‘Adālah…Op. Cit., hlm 171 
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Islam dan kehendak rakyat. Dengan tiga prinsip dasar ini, negara 

Islam akan memiliki pemerintahan yang adil dan mampu menga-

mankan kesejahteraan umum. Detail-detail organisasi negara Islam 

berangkat dari tiga prinsip dasar ini.
71

  

Karena syariah tidak menjelaskan bentuk sebuah dan struktur 

pemerintahan negara Islam, maka terdapat beberapa alternatif 

model negara Islam tergantung pada konteks sosial dan kondisi 

temporal setiap negara Islam. Satu-satunya prasyarat sebuah negara 

Islam adalah bahwa negara tersebut dalam berbagai bentuknya ha-

rus mentaati prinsip-prinsip dan semangat syariah Islam.
72

 Oleh ka-

rena itu, nama yang diberikan kepada eksekutif dalam negara Islam 

menjadi tidak penting. Khalifah, imam, raja, hakim—gelar-gelar ini 

dan gelar-gelar lainnya yang dipergunakan dalam al-Qur'an semua 

bisa diterima, karena gagasan tentang ‘penguasa’ secara prinsip 

kembali kepada gagasan tentang ‘kepemimpinan’ (ri’āsah) dalam 

makna umum dan tidak mengindikasikan sistem tertentu 

pemerintahan. Bila ia (penguasa) memerintah dengan ketaatan 

kepada perintah Allah dan menghormati batas-batas yang diberikan 

kepadanya oleh konsep syura, gelar yang diberikan kepadanya men-

jadi tidak penting; tanpa syarat-syarat ini, apapun gelar yang diberi-

kan Islam kepada seorang pemimpin, sistem itu menjadi tidak is-

lami.
73

 

Seorang penguasa harus memiliki kriteria-kriteria berikut: 

muslim, laki-laki, dewasa, sehat akal, dan sehat fisik; menguasai 

 
71 Al-Bannā, Musykilatunā fī Dau' an-Nizām al-islāmī, hlm.358-9; 366; Da'watunā, 

hlm. 8 dalam Majmū‘ah…Op. Cit.  
72 Suha Taji-Farouki, Islamic State Theories and Contemporary Realities, dalam  

Abdel Salam dan Anoushiravan Ehteshami (ed.), Op. Cit., hlm. 36 
73 Al-Bannā, Nizām al-Hukm, hlm. 213 dalam Majmū‘ah…Op. Cit. Lihat juga 

Ruslān, Op. Cit., 240 
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hukum Islam, adil, saleh, dan terpuji; dan mampu memimpin. Dia 

tidak harus—bertentangan dengan pandangan tradisional—berasal 

dari keturunan Quraisy. Kecuali mengundurkan diri atau di-

turunkan karena alasan hukum, moral, dan kesehatan fisik, jabatan 

bisa berlaku seumur hidup; keputusan tentang hal ini diserahkan 

kepada umat selam mereka masih memandangnya layak untuk 

memperpanjang jabatannya.
74

 

Sumber kekuasaan berada di tangan rakyat: ‘hanya rakyat yang 

menjadi sumber kekuasaan penguasa; menundukkan kehendaknya 

kepada kewajiban agama.’ Seorang penguasa tidak memiliki eksis-

tensi legal dan berhak mendapatkan loyalitas kecuali dia mere-

fleksikan kehendak umat dan sejalan dengan tujuannya.’ Al-Bannā 

menggambarkan hubungan antara penguasa dan rakyat sebagai se-

buah ‘kontrak sosial’ (al-‘aqd al-ijtimā‘ī), di mana penguasa diang-

gap sebagai orang yang dipercaya menjalankan amanah (‘amīl) dan 

agen (ajīr).
75

 Pandangan ini secara otomatis menyingkirkan 

kemungkinan kekuasaan turun temurun; teks-teks agama dan pen-

galaman sejarah dari zaman al-khulafa ar-rasyidun menolak 

kemungkinan ini.  

Sebagai agen yang dikontrak oleh bangsa (rakyat), maka ia juga 

harus dipilih oleh rakyat. Al-Ikhwan tidak menentukan sebuah sis-

tem pemilihan tertentu. Hudlaibi meyakini bahwa mereka (pen-

guasa) dapat dipilih dengan cara apapun yang dipandang baik oleh 

rakyat, bahkan bisa melalui ‘pemilihan langsung oleh rakyat’. ‘Au-

dah berpendapat bahwa pemilihan bisa dilakukan oleh ahl asy-syūrā 

melalui tiga tahap: (1) nominasi (pencalonan), baik oleh pemimpin 

 
74 Ruslān, Ibid., hlm. 243  
75 Al-Bannā, Ila asy-Syabab, hlm. 172; dan Musykilatunā fī Dau an-Nizām al-

Islāmī, hlm. 317-318 dalam Majmū‘ah…Op. Cit.  
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sebelumnya atau oleh salah seorang anggota ahl asy-syūrā.; (2) 

proses seleksi dan penerimaan oleh ahl asy-syūrā; dan (3) baiat 

(pengambilan sumpah kesetiaan), di mana dalam tahap ini, pem-

impin yang terpilih bersumpah untuk menjalankan pemerintahan 

menurut al-Kitab dan as-Sunnah dan kebenaran dan keadilan, dan 

anggota ahl asy-syūrā mengucapkan sumpah untuk mentaati pem-

impin selama ia memerintah menurut hukum Allah. Dengan 

demikian  rakyat juga turut berkewajiban memenuhi sumpah yang 

diucapkan atas nama mereka oleh wakil-wakil mereka.
76

  

Seorang penguasa, sebagai agen yang dipilih rakyat, ber-

tanggung jawab kepada rakyat dalam semua tindakannya—politik, 

sipil maupun kriminal; ia tidak mempunyai hak-hak istimewa, dan 

jika perlu ia bisa diajukan ke pengadilan sipil. Fungsi utamanya ada-

lah membangun dan mempertahankan Islam dan penerapan 

hukum-hukumnya, sebuah kewajiban yang secara otomatis 

mewujudkan kesejahteraan umum. Ketaatan kepada penguasa 

didasarkan pada ketaatan penguasa kepada hukum Allah—inilah 

kontrak dengan penguasa; bila ia gagal menjalankan kewajibannya, 

maka rakyat tidak berkewajiban mentaatinya. Bila ia menyimpang 

dari tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya, dia harus ‘di-

peringatkan’, ‘diarahkan’, dan kemudian (bila tidak berhasil) harus 

diturunkan dari jabatannya.
77

 

Praktek syura adalah kewajiban utama dan bagian fundamental 

dalam sebuah negara Islam.
78

 Institusi di mana musyawarah dil-

aksanakan adalah ahl asy-syūrā (atau ahl al-hall wa al-‘aqd); sebagai 

perwakilan rakyat, lembaga ini mempunyai hak memerintah baik 

 
76 Ruslān, Op. Cit., hlm. 243 
77 Ibid., 244 
78 Q. S. 42:38   
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kepada penguasa eksekutif maupun rakyat; di dalam dirinya ter-

letak kekuasaan negara yang sesungguhnya, karena ia mewakili 

sumber kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu rakyat. Karena anggota 

ahl asy-syūrā merupakan wakil-wakil rakyat, mereka juga harus 

dipilih oleh rakyat. Cara pemilihan mereka tidak ditentukan secara 

khusus oleh Islam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan tempat 

dan waktu. Prosedur pemilihan wakil-wakil rakyat harus memenuhi 

syarat-syarat: mencakup skup yang universal, memuaskan opini se-

luruh rakyat, sehingga mampu merefleksikan kepentingan rakyat. 

Sistem pemilihan seperti ini juga mencakup penggunaan partai-

partai politik.
79

  

Keanggotaan wakil-wakil rakyat, menurut al-Bannā, meliputi 

tiga kategori: (1) ahli hukum Islam (fuqahā’) yang fatwa dan 

istinbat hukum mereka diperhitungkan oleh umat; (2) para pakar 

dalam masalah-masalah interdisipliner; (3) orang-orang yang 

mempunyai posisi kepemimpinan dalam masyarakat—kepala 

keluarga, suku, dan organisasi-organisasi lainnya. Pemilihan akan 

diselenggarakan bila diperlukan seleksi terhadap calon-calon wakil 

rakyat tersebut.
80

 ‘Audah tidak merumuskan secara  rinci syarat-

syarat wakil rakyat, ia hanya menyatakan bahwa ahl asy-syūrā terdiri 

dari orang-orang memiliki pengetahuan luas dalam masalah hukum, 

tuntutan harus memahami tututan dunia sains modern memasuk-

kan para spesialis dan pakar teknologi, tetapi pilihan utama terletak 

pada ahli hukum Islam. Pengaturan pemilihan wakil rakyat dis-

erahkan sepenuhnya kepada kebutuhan tempat dan waktu.
81

 

 
79 Qutb, Ma’rakah …Op. Cit., hlm. 92-99 
80 Al-Bannā, Musykilatunā fī Dau' an-Nizām al-islāmī, hlm. 296-7; Nizām al-Hukm, 

hlm. 222 dalam Majmū‘ah…Ibid. 
81 ‘Audah, Islām wa Audā‘unā as-Siyāsiyah…Op. Cit., hlm. 223 
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Sebagai ‘pemegang kedaulatan negara Islam tertinggi, ahl asy-

syūrā memiliki hak-hak untuk menangani semua permasalahan 

bangsa yang diajukan kepada majlis ini untuk kemudian dibahas dan 

diputuskan. Suara mayoritas diperlukan untuk membuat suatu 

keputusan; setelah melewati fase pernyataan pendapat dan debat 

bebas dalam setiap masalah, suara minoritas harus mendukung 

keputusan mayoritas; ini adalah prosedur yang valid karena 

Rasulullah pernah bersabda: ‘Umatku tidak akan bersepakat dalam 

hal-hal yang diharamkan.’ Dalam pertimbangannya, dewan bebas 

mengkaji semua permasalahan kecuali yang berhubungan dengan: 

(1) kebenaran ilmu pengetahuan dan sains; (2) prinsip-prinsip 

agama. Dengan kata lain, prinsip syura bisa diterapkan dalam semua 

permasalahan kecuali masalah-masalah tertentu yang hanya mem-

iliki satu aspek kebenaran.
82

  

Dalam negara Islam ada lima jenis kekuasaan: kekuasaan 

eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah semata; kekuasaan leg-

islatif yang dijalankan oleh pemerintah maupun ahl asy-syūrā; 

kekuasaan yudikatif yang dimiliki oleh para hakim yang ditunjuk 

oleh pemerintah yang karena peranan mereka sebagai interpreter 

hukum, mereka mutlak independen; kekuasaan finansial yang di-

miliki oleh para pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah tetapi ber-

tanggung jawab kepada rakyat; dan kekuasaan kontrol dan reformasi 

yang dimiliki oleh rakyat dalam sosok ahl asy-syūrā.
83

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Islam per-

spektif Al-Ikhwan adalah negara yang khas; ia bukan negara teokrasi 

karena otoritas penguasa bersumber dari rakyat bukan Tuhan; 

 
82 Ruslān, Op. Cit., 258-264; lihat juga ‘Audah, Ibid., 261-62.  
83 Ruslān,  Ibid., hlm. 242-248 
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bukan pula negara diktator karena penguasa boleh diturunkan jika 

ia melanggar kontrak yang telah disepakati; dan bukan pula negara 

monarkhi karena penguasa tidak memiliki otoritas yang bisa diwar-

iskan. Negara tersebut harus mampu merealisasian nilai-nilai 

tertinggi Islam dan mematuhi prinsip-prinsip umumnya. Nilai-nilai 

tersebut diadopsi dari al-Qur'an dan Sunnah dan sudah menjadi 

nilai-nilai yang dihormati sepanjang sejarah Islam. Negara tersebut 

juga harus merepresentasikan tujuan tertinggi (maqāsid) syariah.  

Dalam negara seperti itu, setiap individu dijamin hak-hak 

pribadinya. Hak-hak ini dapat didefinisikan sebagai berikut: ‘hak 

untuk meraih standar hidup, kesempatan untuk berpartisipasi da-

lam yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga 

harga diri kemanusiaannya, mengembangkan bakat-bakat individu-

alnya, dan mendapatkan layanan dalam menggali sumber daya fisik 

dan intelektual.’ Hak-hak ini bersifat inklusif. Persamaan (equality) 

dijamin sepenuhnya oleh wahyu dan tradisi Islam. Tidak seorang 

pun, kelompok, ras, warna kulit lebih tinggi haknya dibanding yang 

lainnya. Muslim dan non-muslim mendapatkan hak, kewajiban, dan 

tanggungjawab yang sama. Muslim dan zimmī adalah sama 

kedudukannya dalam semua aspek kecuali yang berhubungan 

dengan keyakinan; dalam masalah tersebut kaum zimmī diatur 

dengan undang-undang khusus.
84

 Kebebasan dalam semua 

aspeknya diproklamirkan oleh Islam—kebebasan berpikir, kebeba-

san beribadah, kebebasan berekspresi, kebebasan pendidikan, dan 

kepemilikan.
85

 

 

 
84 Ibid., hlm. 268-270  
85 Ibid., hlm. 264 
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IV 
STRATEGI PERJUANGAN AL-IKHWĀN AL-MUSLIMŪN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onsep an-nidhām al-islāmī atau ad-daulah al-islāmiyyah 

yang dipahami oleh gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn masih 

jauh dari tataran realitas, oleh karenanya strategi yang 

dipilih oleh gerakan ini untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu 

diuraikan lebih lanjut. Menurut Gilles Kepel, secara umum strategi 

yang dipilih oleh gerakan Islam fundamentalis dapat dikategorikan 

menjadi dua: (1) ‘re-islamisasi dari atas’ ; (2) ‘re-islamisasi dari 

bawah’.
87

 ‘Re-islamisasi dari atas’ merujuk kepada upaya gerakan 

Islam untuk mengislamkan negara dengan cara merebut 

kepemimpinan politik, baik melalui partisipasi politik maupun 

                                                 
87 Gilles Kepel menyebutnya dengan istilah Re-Islamization from Above dan Re-

Islamization from Below. Lihat Gilles Kepel, Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-
Agama Samawi di Dunia Modern, terj. Masdar Hilmy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 
hlm. 52-70  

K 
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menggunakan cara-cara kekerasan. Menurut penganut strategi ini, 

penerapan ajaran Islam hanya mungkin dicapai jika kepemimpinan 

politik dapat direbut dan diislamkan. Islamisasi masyarakat Muslim 

tidak mungkin bisa berhasil, karena yang lebih menentukan adalah 

penguasa dan elit yang memegang monopoli kekuasaan dalam 

negara. Tak pelak lagi, konflik dengan penguasa menjadi fenomena 

menonjol dalam perjalanan gerakan radikal dalam Islam.
88

 

Sebaliknya, re-islamisasi dari bawah menunjuk pada upaya 

gerakan Islam untuk mengislamkan negara dengan cara 

mengislamkan masyarakat melalui proyek-proyek dakwah, 

pelayanan sosial dan pendidikan. Asumsinya, jika masyarakat telah 

berhasil diislamkan, maka rezim dan tatanan politik yang lebih 

tinggi akan dengan sendirinya berubah menjadi Islam. Untuk 

tujuan tersebut, dicanangkanlah program-program sosial dan 

pendidikan yang berfungsi sebagai saranan untuk rekruitmen dan 

indoktrinasi para pengikut.
89

  

Sebelum tatanan atau negara Islam terwujud, al-Ikhwan 

meyakini bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk 

melempangkan jalan menuju tujuan akhir. Jalan yang dimaksud 

adalah reformasi total atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial 

negara, baik ‘reformasi dari atas’ melalui pemerintah yang berkuasa, 

maupun ‘reformasi dari bawah’ melalui reformasi rakyat.
90

 Oleh 

karena itu, al-Ikhwan mengadopsi strategi re-islamisasi dari bawah 

                                                 
88 Tarmizi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam”, dalam 

Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo, Radikalisme Agama, (Jakarta: PPIM IAIN,1998), hlm. 
34 

89 Ibid.,  hlm. 38 
90 Richard P. Mitchell, The Society of  Muslim Brothers, (Oxford: Oxford University 

Press, 1993), hlm 260; Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan, terj. Satrio Wahono dkk, 
(Jakarta: Kerja sama Serambi dengan Mizan, 2001), hlm. 350 
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dengan mengembangkan program-program dakwah dan 

pendidikan; dan mengadopsi strategi reislamisasi dari atas melalui 

partisipasi politik dalam pemilu dan penggunaan aksi-aksi 

kekerasan.  

 

A. Re-Islamisasi dari Bawah 

1. Membangun Struktur Organisasi yang Kokoh 

Anggaran dasar pertama yang mengatur operasi organisasi al-

Ikhwan disusun—menurut Hasan al-Banna—sekitar tahun 1930-

1931.
91

 Pada tanggal 8 September 1945, sebuah anggaran dasar yang 

telah direvisi, yang diusulkan al-Banna, disahkan menjadi Anggaran 

Dasar organisasi al-Ikhwan dengan nama Qānūn an-Nidhām al-

Asāsī li Haiat al-Ikhwān al-Muslimūn al-'Āmmah.
92

 Selama tiga 

tahun berikutnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun 

sebelumnya, al-Banna merekomendasikan beberapa perubahan 

yang diusulkan dalam bentuk proposal dan disusun oleh komite 

khusus, dan kemudian disahkan secara mufakat, setelah dua kali 

ditinjau ulang oleh Dewan Pendiri pada tanggal 21 Mei 1948. 

Kemudian, setelah Hasan al-Hudaibi diangkat sebagai Pemimpin 

Umum Al-Ikhwan, Dewan Pimpinan—berdasarkan otoritas artikel 

32 anggaran dasar, yang memberi wewenang dewan ini untuk 

membentuk badan-badan pelaksana lapangan guna merealisaikan 

tujuan Al-Ikhwan, dan artikel 62 yang memperbolehkan adanya 

perubahan pada badan-badan organisasi yang ada—mengesahkan 

                                                 
91 Muz., hlm. 148 
92 Penulis tidak bisa menemukan salinan dari AD/ART yang pertama ini. Rosenthal, 

‘Muslim Brethern’, 278, merujuk kepada AD/ART edisi keempat yang dipublikasikan pada 
1942. 
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anggaran rumah tangga Ikhwan yang disebut dengan al-Lāihah ad-

Dākhiliyyah al-‘Āmmah, yang menjelaskan perundang-undangan 

yang telah ada.
93

 Kedua perangkat hukum ini rujukan utama 

struktur organisasi, operasi administratif dan teknis. Bagan tabel 1 

dan 2 pada lampiran penelitian ini menjelaskan struktur organisasi 

baik yang terkait dengan administrasi maupun operasi teknis.  

Dari sisi hirarkhi, posisi tertinggi dalam organisasi al-Ikhwan 

dipegang oleh Pemimpin Umum (al-Mursyid al-‘Ām), yang 

mengepalai Dewan Pimpinan Pusat (Maktab al-Irsyād al-‘Āmm) 

dan Dewan Pendiri (al-Hai’ah at-Ta’sīsiyyah). Dewan pimpinan 

pusat merupakan dewan kepengurusan tertinggi yang bertindak 

sebagai pengawas terhadap kegiatan dakwah baik berkenaan 

dengan kebijakan maupun administrasi. Dewan Pendiri merupakan 

majlis permusyawaratan umum (Majlis asy-Syūra al-‘Āmm) dan juga 

Majelis Umum (al-Jam’iyyah al-Umūmiyyah) bagi Dewan 

Pimpinan Pusat [QA  9:11-12]. 

Kualifikasi kandidat untuk posisi ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: kandidat merupakan anggota Dewan Pendiri dan telah 

bergabung dengan dewan ini selama lima tahun; berusia tidak 

kurang dari 30 tahun menurut hitungan tahun Hijriah; bermoral 

                                                 
93 Harris, Nationalism and Revolution, hlm. 188-9 untuk gambaran organisasi 

Ikhwan setelah 1951, didasarkan pada ‘sumber yang terpercaya’, yang penekanannya 
berbeda dengan penekanan penulis.  Lihat Qānūn an-Nidhām al-Asāsī li Haiat al-Ikhwān 
al-Muslimūn al-'Āmmah, hlm. 3-4; dan al-Lāihah ad-Dākhiliyyah al-‘Āmmah, hlm. 2. 
Selanjutnya penulis akan memasukkan rujukan rangkuman atau kutipan dari kedua 
AD/ART tersebut (dalam tanda kurung) dalam teks buku ini. QA merujuk kepada Qānūn 
an-Nidhām al-Asāsī li Haiat al-Ikhwān al-Muslimūn al-'Āmmah dan LD merujuk kepada 
al-Lāihah ad-Dākhiliyyah al-‘Āmmah; angka di belakang singkatan merujuk kepada 
nomor pasal AD/ART tersebut, dan angka di belakang pasal merujuk kepada nomor 
halaman teks rujukan. Dengan demikian, QA 9: 11-12 merujuk kepada pasal 9, halaman  
11-12 Qānūn an-Nidhām al-Asāsī.  
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tinggi, berkepribadian ilmiah dan berdedikasi baik yang 

memungkinkannya mengemban tugas sebagai Pemimpin Umum. 

Pemimpin Umum dipilih dari antara anggota Dewan Pendiri dalam 

suatu pertemuan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4/5 dari 

total jumlah anggota Dewan Pendiri dan harus mendapatkan 3/4 

suara dari jumlah suara peserta yang hadir. Bila jumlah peserta tidak 

mencapai quorum, maka pertemuan ditunda sampai batas waktu 

secepat-cepatnya dua minggu dan selambat-lambatnya satu bulan 

dari tanggal pertemuan pertama. Bila jumlah peserta pada 

pertemuan kedua ini juga tidak memenuhi kuorum, maka 

pertemuan akan ditunda dan lagi dan Dewan Pendiri akan 

menentukan tanggal pertemuan dalam tenggang waktu seperti di 

atas. Penentuan waktu ini disertai dengan pemberitahuan tentang 

pentingnya pertemuan tersebut. Dan pertemuan ini akan dianggap 

sah berapapun jumlah peserta yang hadir. Pemilihan pemimpin 

umum akan dianggap sah dengan mayoritas 3/4 peserta yang hadir.  

Bila pemimpin umum sudah terpilih, maka ia akan membaca 

baiat ‘menjaga dan melindungi prinsip pokok dan sistem jemaah Al-

Ikhwan’ dan ‘memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepent-

ingan jemaah dan al-Ikhwan al-Muslimun menurut petunjuk al-

Qur'an dan as-Sunnah, serta ‘siap menerima dengan lapang dada 

semua usulan, pemikiran dan nasehat orang-orang di sekelilingnya. 

[QA 10-12: 12-14]. Bersamaan dengan pembacaan baiat pemimpin 

umum ini, Dewan Pendiri juga memperbaharui baiat mereka 

kepada pemimpin baru yang terpilih, dan semua anggota al-Ikhwan 

yang berada di berbagai cabang membaiat pemimpin umum melalui 

para kepala cabang. Adapun baiat yang mereka ikrarkan sebagai 

berikut: 
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Saya berjanji kepada Allah…bahwa saya akan berpegang teguh 

kepada dakwah al-Ikhwan al-Muslimun dan berjihad 

melaksanakan dakwah ini dengan melaksanakan semua per-

syaratan dan ketentuan yang berlaku serta percaya penuh 

kepada pimpinan jemaah dalam situasi apapun. Saya ber-

sumpah, demi Allah bahwa apa yang saya ucapkan ini merupa-

kan janji saya yang tulus dan saya akan setia kepadanya. Allah 

menjadi saksi atas sumpah saya ini.[QA 4: 9].    

 

Pemimpin umum dituntut untuk mengabdikan seluruh wak-

tunya kepada jemaah, menghindari—baik sebagai pribadi maupun 

dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umum—segala keterlibatan 

dalam kegiatan ekonomi maupun finansial, atau ikut dalam mana-

jemennya, sekalipun tidak ada hubungannya dengan jemaah. 

Dengan persetujuan Dewan Pimpinan, Pemimpin Umum diperke-

nankan untuk melakukan berbagai kegiatan literer dan ilmiah. Kan-

tor pusat akan menanggung semua biaya hidup Pemimpin Umum, 

bila ia tidak mempunyai uang atau penghasilan dari kegiatan yang 

diperbolehkan oleh kantor pimpinan pusat atau kurang mencukupi. 

Besarnya biaya hidup ini ditentukan oleh komite yang dibentuk 

oleh Dewan Pendiri langsung setelah pemimpin umum terpilih.  

Pemimpin umum dituntut untuk meletakkan jabatannya bila 

ia melalaikan tugas atau tidak layak lagi menduduki jabatan terse-

but. Dewan Pendiri juga berhak menghentikan pemimpin umum 

dalam suatu pertemuan yang dihadiri 4/5 dari total anggota Dewan. 

Pemberhentian ini harus disetujui oleh 3/4 peserta yang hadir. Bila 

pertemuan ini tidak memenuhi kuorum, maka diberlakukan ke-

tentuan-ketentuan kuorum yang diberlakukan pada saat-saat pem-

ilihan pemimpin umum (pasal 11). Pemimpin umum menduduki 

jabatannya seumur hidup; bila pemimpin umum meninggal dunia 
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atau tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, maka wakilnya akan 

menggantikan posisinya sampai maslah ini dibawa ke Dewan 

Pendiri dalam suatu rentang waktu tidak lebih dari dua bulan. [QA 

10-18: 12-16] 

Anggota dewan pimpinan pusat terdiri dari 12 orang, 9 orang 

dari Kairo dan 3 orang dari daerah. [QA 19:16]. Dalam prakteknya, 

dewan ini, sampai terjadinya affair Abidin pada tahun 1946-7, mem-

iliki 20 anggota; pada waktu itu al-Banna, untuk membantu menga-

tasi masalah tersebut, merampingkan jumlah dewan pimpinan 

pusat menjadi 12 orang, sesuai dengan anggaran dasar.
94

 Setelah ta-

hun 1951, jumlah tersebut ditambah menjadi 15 anggota, 3 orang 

tambahan dipilih sendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dari anggota 

Dewan Pendiri.  

Calon anggota Dewan Pimpinan Pusat harus memenuhi 

syarat: berusia minimal 30 tahun, duduk dalam keanggotaan dewan 

pendiri sekurang-kurangnya 3 tahun, mempunyai kualitas moral, 

keilmuan dan praktik. Anggota Dewan Pimpinan pusat dipilih dari 

seluruh anggota Dewan Pendiri melalui voting tertutup. Kemudian 

hasil voting akan dihitung dan diumumkan oleh sebuah komite 

yang dibentuk oleh Dewan Pendiri yang anggotanya terdiri dari ang-

gota Dewan Pendiri, dan diutamakan mereka yang mengundurkan 

diri dari pencalonan untuk dewan pimpinan pusat. Setelah Dewan 

Pimpinan Pusat yang terpilih mengikrarkan sumpah akan memper-

hatikan dan setia kepada prinsip dan anggaran dasar Al-Ikhwan, dan 

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, Dewan Pendiri 

akan memilih melalui voting rahasia dari kalangan sembilan anggota 

                                                 
94Jarīdat al-Jumhūriyyah (23 September 1954), 8.  
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terpilih yang berasal dari Kairo, satu orang wakil, satu orang sekreta-

ris umum dan bendahara. 

Masa keanggotaan pimpinan pusat adalah dua tahun dan bisa 

dipilih kembali. Bila kursi seorang anggota kosong sebelum jab-

atannya habis, maka tempatnya akan diduduki oleh orang yang 

memperoleh jumlah suara yang dibawahnya dalam pemilihan yang 

diadakan oleh dewan pendiri. Dalam menjalankan tugas dewan, 

semua keputusan yang disetujui mayoritas anggota dewan mengikat 

setiap anggota dewan. Seorang anggota dewan tidak mempunyai 

hak untuk mengkritik atau menentang keputusan yang telah 

disahkan secara resmi. Bila ada usulan yang tidak diterima anggota 

dewan, bisa diajukan kembali setelah tiga bulan, atau kurang dari 

tiga bulan, bila situasi memungkinkan untuk memulai diskusi baru. 

Setiap anggota dewan, dalam menjalankan tugasnya, bertanggung 

jawab kepada sesama anggota dewan. Setiap pelanggaran hukum 

yang dilakukan angota dewan dikenai sangsi berupa nasehat, te-

guran, denda materiil, skorsing selama satu bulan, atau diberhenti-

kan dari keanggotaan dewan. Keputusan pemberhentian harus di-

setujui oleh 3/4 peserta sidang, dan yang bersangkutan diberikan 

hak untuk membela diri di hadapan sidang. 

Dewan Pimpinan Pusat memimpin jalannya organisasi, 

mengawasi administrasi, membentuk dan menjalankan kebijakan-

kebijakannya. Dewan ini mengadakan pertemuan secara berkala 

berdasarkan kehendak anggota dewan. Pertemuan luar biasa boleh 

diadakan atas permintaan Pemimpin Umum atau wakilnya, atau 3 

orang anggota dewan. Pertemuan dianggap sah bila dihadiri oleh 

mayoritas mutlak (setengah + satu) anggota dewan. Peserta yang 

tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima dianggap sama 

dengan orang yang hadir dari segi jumlah (kuorum), namun tidak 
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dari segi suara (voting). Bila kuorum tidak tercapai, pertemuan 

diundur selama satu minggu, dan pertemuan berikutnya dianggap 

sah berapapun jumlah pesertanya. Semua keputusan yang diambil 

dalam pertemuan kedua ini dianggap sah bila didukung mayoritas 

mutlak. Kalau terjadi persamaan suara, maka keberpihakan Pem-

impin Umum dianggap sebagai pemenangnya.. Pertemuan-per-

temuan Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Pemimpin Umum, 

atau oleh wakilnya bila Pemimpin Umum berhalangan, atau oleh 

anggota yang paling senior (dari segi umur) bila keduanya 

berhalangan hadir. Dewan Pimpinan Pusat berhak membentuk 

berbagai komite, seksi atau divisi bila diperlukan, untuk 

mewujudkan berbagai kepentingan organisasi [QA 19-26: 16-19; 

30-2: 20-1: LD 31-2; 12-13; 37-50: 17-20]. 

Sekretaris Jenderal, yang dipilih oleh Dewan Pendiri dari an-

tara anggota Dewan Pimpinan pusat,  mewakili secara penuh Pim-

pinan Pusat dan Kantor Pusat al-Ikhwan dalam berbagai urusan 

resmi, masalah-masalah hukum dan administrasi, kecuali dalam 

kondisi-kondisi tertentu, bilamana Dewan Pimpinan Pusat merasa 

perlu untuk mendelegasikan masalah tersebut kepada orang lain. 

Tugas Sekretaris Jenderal adalah melaksanakan berbagai keputusan 

Pimpinan Pusat dan mengawasi dan terlibat langsung dengan 

semua kegiatan administrasi di kantor pusat, mengirim undangan 

untuk pertemuan dan menyiapkan agenda kegiatan dalam per-

temuan tersebut, mengontrol dan menyimpan arsip-arsip dewan 

pimpinan. Ia merupakan penghubung utama antara Pimpinan 

Pusat dengan semua unit dalam organisasi al-Ikhwan.  Sekretaris 

Jenderal berhak mengajukan staf-stafnya, tetapi mereka diangkat 

oleh Pimpinan Pusat. Dia bertanggung jawab secara pribadi atas tu-

gas-tugas yang dilaksanakan oleh staf-stafnya itu  [QA 27-8: 19-20; 
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LD 33-6: 13-15]. Sekretaris Jenderal ini, berbeda dengan, dan ber-

tanggung jawab kepada, sekretaris Pemimpin Umum, yang hanya 

bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum saja. 

Bendahara bertanggungjawab atas semua masalah keuangan 

jemaah secara keseluruhan, dan bertanggungjawab terhadap penge-

luaran khusus Dewan pimpinan Pusat. Dia bertanggung jawab 

memberikan laporan bulanan, yang didukung dokumen dan catatan 

pemasukan dan pengeluaran [QA 29: 20; LD 37: 16-17]. 

Jumlah anggota Dewan Pendiri berkisar antara 100-150 orang; 

dan pada tahun-tahun terakhir Dewan ini beranggota 147 orang.
95

 

Syarat-syarat keanggotaannya meliputi: anggota aktif dalam jemaah, 

berumur minimal 25 tahun menurut hitungan Hijriyyah; dan telah 

menjadi anggota al-Ikhwan sekurang-kurangnya lima tahun; mem-

iliki moralitas, pengetahuan dan kemampuan kerja. Setiap tahun 

tidak lebih dari 10 anggota baru diangkat untuk menggantikan 10 

kursi yang kosong yang habis masa tugas. Setiap anggota mewakili 

daerah masing-masing.
96

 Dewan Pendiri bertugas sebagai pengawas 

umum terhadap kemajuan jemaah, dan memilih anggota Dewan 

Pimpinan Pusat dan seorang auditor (muraji’). Dewan Pendiri di-

anggap sebagai Majelis Permusyawaratan Umum organisasi al-

Ikhwan dan Majelis Umum dewan Pendiri. 

Pertemuan tahunan diadakan di awal bulan pada setiap tahun 

Hijriyyah; agenda pertemuan ini meliputi: mendengarkan laporan 

Pimpinan Pusat tentang kegiatan pada tahun yang akan datang; 

laporan auditor tentang pembelanjaan tahun lalu; dan anggaran un-

tuk tahun depan; dan memilih anggota-anggota baru untuk mengisi 

                                                 
95 Jarīdat al-Jumhūriyyah, 17 Nov. 1945, p.4.  
96 Ibid. 
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kursi-kursi yang kosong karena purna tugas. Pertemuan luar biasa 

diadakan atas permintaan Pemimpin Umum, atau Pimpinan Pusat, 

atau permintaan dari 20 orang anggota Dewan Pendiri. Pemimpin 

Umum bertugas memimpin sidang; dan bila ia berhalangan atau 

karena sidang tersebut berkaitan dengan pribadinya, maka wakil 

Pemimpin Umum akan menggantikan tugas memimpin sidang 

(atau, bila wakilnya berhalangan, sidang akan dipimpin oleh anggota 

paling senior). Pertemuan dianggap sah (memenuhi kuorum) bila 

dihadiri oleh mayoritas mutlak (separuh tambah satu), kecuali 

dalam kasus-kasus yang disyaratkan jumlah tertentu. Bila kuorum 

tidak terpeuhi, maka pertemuan akan diundur selama dua minggu, 

dan dikirimkan lagi undangan baru yang disertai pemberitahuan 

bahwa pertemuan selanjutnya dianggap sah berapapun jumlah 

pesertanya.. Semua keputusan yang diambil dalam pertemuan itu 

dianggap sah bila didukung oleh mayoritas mutlak peserta yang 

hadir. 

Sebuah komite terdiri dari tujuh orang, diutamakan mereka 

yang bukan berasal dari Kairo, yang terlatih dalam hukum Islam dan 

masalah-masalah hukum lainnya, dipilih oleh Dewan Pendiri untuk 

mengawasi moral dan perilaku anggota al-Ikhwan dan menjatuhkan 

hukuman yang sesuai dengan kesalahan. Keputusan komite ini 

harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemimpin Umum. Komite ini 

memilih sendiri seorang ketua dan sekretarisnya dan mempunyai 

wewenang untuk menyimpan semua dokumen keputusan dan 

laporan mereka dalam suatu catatan khusus; pertemuan komite ini 

dianggap sah bila dihadiri oleh lima orang anggota, dengan syarat 

salah seorangnya adalah ketua komite; dan berbagai keputusan 

sidang tersebut sah dan mengikat bila didukung oleh mayoritas 

mutlak. Anggota komite ini boleh menjalankan tugas lebih dari satu 
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periode. Bagi anggota yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan/ 

dipecat, boleh mengajukan banding secara tertulis kepada 

Pimpinan Pusat, agar hal itu disampaikan Dewan Pendiri pada 

sidang pertamanya. Keputusan Dewan tidak bisa diganggu gugat. 

Keanggotaan Dewan Pendiri dapat hilang karena mengundurkan 

diri atau kekurangan salah satu syarat kelaikan anggota, berdasarkan 

keputusan komite tujuh di atas, atau berdasarkan keputusan 

Dewan Pendiri sendiri. Pemimpin Umum, dalam keadaan apapun, 

dapat memerintahkan untuk memberhentikan seseorang, dengan 

syarat persoalannya harus segera disampaikan kepada pihak yang 

berwenang untuk dipertimbangkan. [QA 33-9: 22-6]. 

Tiga komponen kepemimpinan pusat ini—Pemimpin Umum, 

Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pendiri—mengadakan 

pertemuan dan menjalankan tugas mereka di Kantor Pusat yang 

bermarkas di Kairo, di sebuah perempatan yang dikenal dengan 

nama Hilmiyyah al-Jadidah, yang juga menjadi basis untuk operasi 

teknis dan divisi lapangan. Figur utama di kantor pusat ini adalah 

sekretaris jenderal, dan baik kesekretariatan (kepaniteraan) 

Sekretaris Jenderal maupun Pemimpin Umum mereka semua 

adalah para pegurus kantor pusat. Pengurus-pengurus lainnya, 

berdasar peringkat kedudukannya, antara lain para pengawas 

(muraqib) dan staf-stafnya, penjaga toko, staf perpustakaan dan 

toko buku, tukang sapu dan para pesuruh. 

Bangunan kantor pusat, yang sebelumnya adalah rumah milik 

pribadi, dibagi menjadi ruang-ruang kantor dan komite. Sekalipun 

staf-staf permanen menjalankan tugas selama sehari penuh, 

kebanyakan pekerjaan diselesaikan pada petang dan malam hari, 

setelah menyelesaikan tugas-tugas luar sehari-hari bagi kebanyakan 

para pimpinan dan anggota-anggotanya. Di samping ruang tamu, 
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kantor pusat juga menyediakan sebuah mushalla kecil dalam salah 

satu ruangannya, dan sebuah ruang perpustakaan. Mushalla 

tersebut kelihatannya hanya menjadi simbol semata, sekalipun 

dimanfaatkan dengan baik, karena para anggota Ikwan menjalankan 

shalat pada awal waktu shalat (dan sering pada waktu-waktu 

lainnya) di semua tempat dalam bangunan tersebut, bahkan di 

lantai dasar bangunan kantor. Perpustakaan yang ada merupakan 

pemberian dari koleksi buku-buku Arab milik Pangeran 

Muhammad ‘Ali mantan dinasti penguasa, dan dilengkapi pula 

dengan pemberian-pemberian dari koleksi pribadi. Pada tahun 

1948, perpustakaan tersebut disita oleh pemerintah, setelah 

pembakaran semua literartur oleh anggota Al-Ikhwan, pemerintah 

mengumumkan rencananya untuk membagikan perpustakaan 

tersebut kepada perpustakaan-perpustakaan Mesir. Akhirnya 

diputuskan untuk menyerahkan koleksi perpustakaan tersebut 

kepada sebuah perkumpulan Islam di Kairo yang dikenal dengan 

Jama’at at-Tarbiyyah al-Islamiyyah. Perkumpulan tersebut 

membayar buku-buku tersebut kepada pemerintah. Dengan 

diijinkannya kembali gerakan al-Ikhwan pada tahun 1951, mereka 

meminta kembali buku-buku tersebut, dan akhirnya mereka 

mendapatkan kembali koleksi perpustakaan mereka dan mengganti 

rugi uang yang telah dibayarkan oleh Jama’at at-Tarbiyyah al-

Islamiyyah.
97

 Perpustakaan tersebut, yang diklaim memiliki 2500 

volume buku-buku tentang semua aspek kajian Islam, literatur, tata 

bahasa dan sejarah nasional,
98

 dihancurkan pada bulan Oktober 

1954 saat sekelompok massa membakar kantor pusat al-Ikhwan.  

                                                 
97 Majallat ad-Da’wah (3 Juni 1952), 8-9, 14. 
98 Zaki, Ikhwān, hlm. 145. 
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Operasi teknis al-Ikhwan mempunyai dua aspek. Pertama, 

berhubungan dengan kegiatan administrasi gerakan, ada 6 komite 

(lijan) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin 

Umum, yaitu: komite keuangan, politik, hukum, statistik, layanan 

jasa dan fatwa. Kedua, ada 10 seksi (aqsam) yang berhubungan 

dengan idiologi atau indoktrinasi, yaitu: seksi penyebaran dakwah, 

buruh, petani, usrah, pelajar, komunikasi dunia Islam, pendidikan 

jasmani, pers dan terjemah, profesi dan seksi akhwat muslimah. 

Dengan adanya reorganisasi pada tahun 1951, seksi buruh dan 

petani dilebur menjadi satu, dan seksi pers dan terjemah diubah 

menjadi komite. Dalam anggaran dasar organisasi dinyatakan bahwa 

komite-komite dan seksi-seksi ini bisa bersifat sementara atau 

tetap, bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum, dan semua 

komite dan seksi ini bertempat di kantor pusat. Aktivitas dan 

keputusan komite dan seksi ini, setelah mendapat persetujuan 

Pemimpin Umum atau Dewan Pimpinan Pusat, disampaikan ke 

semua kantor cabang melalui Sekretaris Jenderal. Peranan seksi 

maupun komite ini sifatnya sebagai pemberi usul dan melakukan 

penelitian. Para kepala seksi dan komite ditunjuk oleh Pimpinan 

Pusat; orang-orang yang akan membantu mereka dalam 

menjalankan tugas ditunjuk oleh Pemimpin Umum, berdasarkan 

usulan para kepala seksi dan komite. [LD 53-6: 21]
99

  

Tugas dari komite-komite ini dapat dijelaskan secara singkat 

sebagai berikut. Komite keuangan bertugas sebagai tangan kanan 

bendahara umum. Komite hukum bertugas memberi pembelaan 

hukum kepada anggota-anggota al-Ikhwan dalam setiap proses 

pengadilan dan menyimpan arsip-arsip kasus yang mereka tangani. 

                                                 
99 Zaki, Ikhwān, hlm. 108. 



Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. | 127  

Komite ini tidak boleh bertindak tanpa ada ijin dari Pimpinan 

Pusat. Komite politik bertugas mempelajari berbagai arus politik 

dalam maupun luar negeri, baik eksternal maupun internal, dan 

menentukan sikap al-Ikhwan terhadap situasi politik tersebut. 

Komite jasa mengurusi kebutuhan para anggota dan pemenuhan 

kebutuhan tersebut, baik materiil maupun finansial. Komite fatwa 

menjelaskan berbagai masalah fikih yang ditanyakan kepada komite 

ini, dan memberikan jawaban yang benar dengan merujuk kepada 

dalil-dalil kitab dan sunnah. Komite statistik menyimpan semua 

arsip kegiatan al-Ikhwan dan membuat laporan tentang hal itu se-

tiap tiga bulan sekali kepada pimpinan tertinggi. [al-Laihah ad-

Dakhiliyyah al-'Ammah li al-Ikhwan al-Muslimun, pasal 77, 82-5]. 

Komite pers dan terjemahan bertugas mengurusi (1) Publikasi ko-

ran dan majalah Al-Ikhwan; (2) mengumpulkan semua berita surat 

kabar Arab maupun non-Arab yang menyinggung Al-Ikhwan; (3) 

Menerjemahkan berita-berita tersebut demi kepentingan dakwah 

dari dan ke bahasa Arab. [LD 77:31, 82-5: 32-5] 
100

 

Yang lebih penting dalam operasi aktual daripada komite-

komite di atas adalah seksi-seksi, karena mereka terlibat intim dan 

langsung dengan pengarahan dan pendidikan anggota al-Ikhwan.  

Jabatan ketua untuk seksi-seksi ini merupakan anugerah yang 

memberikan fasilitas kepada para ketua untuk meraih pengaruh 

yang sesungguhnya dalam struktur organisasi, baik karena kontak 

                                                 
100 Setelah 1950, Ikhwan menjadi lebih peduli pada kebutuhan ahli bahasa yang 

terlatih dan bersungguh-sungguh memulai sebuah program untuk meningkatkan bakat 
pada anggota; lihat Ilā al-Ikhwān, no. 9 (tanpa tanggal), 4-5.  
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langsung mereka dengan para anggota, maupun karena adanya kes-

empatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan me-

nanamkan pengaruh.
101

 Seksi-seksi ini bertugas sebagai berikut: 

a. Seksi Dakwah  

Tujuan pembentukan seksi ini adalah untuk menyebarluaskan 

dakwah dan mengorganisasikan propaganda pemikiran-pemikiran 

al-Ikhwan dengan memanfaatkan semua sarana yang mungkin yang 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sarana-sarana tersebut an-

tara lain: (1) Para dai untuk khutbah dan ceramah, yang terlatih 

dengan baik untuk tampil pada pertemuan-pertemuan umum. (2) 

Penerbitan yang bernuansa dakwah, ilmiah, budaya dan olah raga, 

masing-masing penerbitan ini tidak boleh dipublikasikan oleh ang-

gota al-Ikhwan tanpa persetujuan seksi dakwah. (4) Pembinaan—

baik spiritual, mental maupun fisik—setiap anggota al-Ikhwan ke 

arah penyiapan generasi Islam melalui sarana ceramah, publikasi 

dan kegiatan olah raga yang terorganisir. Seksi dakwah ini ber-

tanggung jawab mensuplai seluruh kantor cabang dan wilayah 

dengan para dai dan peneramah. Ia juga bertanggung jawab untuk 

menyiapkan program-program terpadu untuk sekolah-sekolah 

dakwah yang dibangun di setiap kantor administrasi, dan para 

alumni pilihan sekolah dakwah tersebut akan diangkat menjadi dai 

pada level organisasi pusat [LD 58-62: 22-3] 

 

 

                                                 
101 Kasus biro rahasia merupakan contoh yang paling konkret dalam hal ini. 

Kegelisahan para anggota senior pada tahun-tahun terakhir keberadaan Ikhwan 
disebabkan oleh kontrol para pendukung Hudaibi terhadap kelompok-kelompok 
mahasiswa. Dengan kata lain, karena kontrolnya terhadap alat-alat komunikasi, seksi 
dakwah banyak diperebutkan orang; dan lagi-lagi, kontrol para pendukung Hudaibi 
terhadap seksi ini menjadi sumber perpecahan yang berkepanjangan.  
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b. Seksi Buruh dan Petani 

Sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, apakah itu 

daerah pertanian dan pedesaan, ataukah daerah perindustrian dan 

kota, seksi ini bertanggung jawab untuk menyebarkan ajakan untuk 

menciptakan suasana Islami di kalangan pekerja dan para petani; 

mengarahkan kaum buruh untuk memanfaatkan berbagai organisasi 

serikat pekerja untuk melindungi hak-hak mereka; mengorganisasi-

kan kerja sama antar pekerja dan petani, demi memenuhi kebu-

tuhan dan tuntutan hidup masing-masing; mengkaji berbagai per-

soalan buruh dan petani dan mencarikan jalan keluarnya, men-

dekatkan hubungan antara buruh dengan pemilik perusahaan, 

petani dengan tuan tanah; Mengadakan kajian tentang berbagai sis-

tem eksploitasi pertanian da pengorganisasian buruh, dengan 

tujuan untuk meluruskan pelanggaran dan mengembalikannya 

kepada ajaran dasar Islam; menuntun para petani dan buruh untuk 

meraih standar pendidikan, moral, sosial, dan kesehatan yang layak; 

mengadakan berbagai kajian teknis untuk kemudian dilaporkan 

kepada Pimpinan; memelihara hubungan komunikasi dengan para 

delegasi tani dan buruh yang ada di berbagai kantor cabang dan 

bekerja sama dengan mereka. [LD 63-5: 25-6; 66-8; 26-7] 

 

c. Seksi Pelajar 

Seksi pelajar bertanggung jawab untuk menciptakan suasana 

Islam dalam sistem persekolahan Mesir dan memiliki kesamaan 

tujuan dengan seksi buruh dan petani sebagaimana disebut di atas, 

hanya saja seksi ini bertugas membantu para pelajar untuk me-

manfaatkan kegiatan sekoah dan juga waktu luang mereka, teru-

tama pada liburan musim panas [LD 70-2: 28-9] 
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d. Seksi Profesi 

Seksi ini seperti dua seksi sebelumnya, dimaksudkan untuk 

melaksanakan upaya menciptakan suasana Islami dalam tutur kata 

dan perilaku dalam cara hidup mereka sehari-hari anggota-ang-

gotanya. Seksi ini dibagi-bagi menjadi beberapa komite-komite, 

yaitu komite dokter, insinyur, pengacara, guru, pedagang, ahli per-

tanian, pekerja sosial, jurnalis, dan pegawai sipil. Di antara komite-

komite ini, yang paling dominan adalah komite guru dan pegawai 

sipil, karena kedua profesi guru dan pegawai merupakan profesi 

terbanyak dan karena peranan potensial mereka sebagai pembentuk 

opini dan sarana untuk menciptakan generasi baru muslim. 

 

e. Seksi Komunikasi dengan Dunia Islam 

Seksi ini bertugas: (1) Menyebarkan misi dakwah Islam dan al-

Ikhwan ke seluruh dunia Islam di mana pun berada, melalui organ-

isasi nasional dan Islam di berbagai negara Islam; (2) Bekerja sama 

dengan komite politik untuk mengkaji masalah dunia Islam di 

bawah sinaran berbagai aliran politik internasional; (3) Mengorgan-

isir pertemuan tahunan yang diikuti oleh para pimpinan dan per-

wakilan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia Islam—baik 

gerakan underbownya al-Ikhwan maupun organisasi Islam dan 

reformasi lainnya—untuk mendiskusikan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan dunia Islam dan kemungkinan untuk 

menyatukan hukum dan peraturan, yang dengannya masing-masing 

organisasi mengatur dirinya. Seksi ini menjalankan tugasnya dengan 

(1) Melengkapi data-data tentang tiap-tiap negara yang mencakup 

data tentang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-

negara tersebut, demikian  juga informasi lengkap tentang gerakan-

gerakan Islam dalam negara-negara tersebut; (2) Mengkaji secara 
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mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-mas-

ing negara melalui riset, seminar, publikasi dan diskusi kelompok 

yang terorganisir; dan (3) Mengirimkan dai-dai ke negara-negara 

lain dan menerima pertukaran dai-dai dari negara-negara tersebut. 

Seksi ini dipimpin oleh seorang ketua, dua orang wakil, seorang 

sekretaris dan pembantunya, semua pengurus ini, sebagai pengurus 

tetap, mempunyai wewenang untuk membentuk komite yang di-

perlukan untuk membantu tugas-tugas mereka. Enam dari sembi-

lan komite yang dibentuk oleh seksi ini berhubungan dengan wila-

yah geografis dunia Islam: (1) Afrika Utara; (2) Afrika Timur dan 

Barat-daya (Etiopia, Somalia, Nigeria, dan Sinegal); (3) Negara-

negara Syam (Syria, Palestina, Libanon, Yordania dan Iraq); (4) 

Saudi Arabia, Yaman, dan Kerajaan-kerajaan merdeka di selatan dan 

di teluk Persia; (5) Turki, Iran, Pakistan, dan Afganistan; (6) India, 

Srilanka, Indonesia, Malaysia, Pilipina dan Cina, dan wilayah-wila-

yah di Samudera Pasifik dan Timur Jauh. Komite yang ketujuh dari 

seksi ini mengurusi minoritas Islam di Amerika, USSR, dan Eropa. 

Komite yang kedelapan merupakan komite penasehat yang terdiri 

dari spesialis senior, dan komite yang kesembilan mengurusi divisi-

divisi Islam.
102

  

Jarang sekali dalam satu tanpa menyaksikan di kantor pusat al-

Ikhwan hadirnya satu atau lebih tokoh terkemuka atau figur-figur 

yang lebih rendah dari seluruh penjur Dunia Islam, baik sebagai juru 

bicara resmi maupun hanya sebagai penggembira pada pertemuan-

pertemuan al-Ikhwan.  Seksi hubungan dunia Islam melihat bahwa 

                                                 
102 Qism al-Ittishāl, Lā’ihat ad-Dākhiliyyah li Qism al-Ittishāl (Kairo, 1953), hlm. 4-

10; deskripsi terbatas dalam LD 83: 29-30. Peraturan khusus untuk seksi ini juga memuat 
dua rubrik tambahan, namun tidak ada penjelasan rinci tentang nama para perwira dan 
anggaran. 



132 | Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir 1928-1949… 

mereka harus benar-benar peduli pada masalah-masalah hiburan 

dan makanan. Seksi ini juga menyediakan semacam tempat singgah 

bagi ratusan mahasiswa Muslim asing di al-Azhar dan sekolah-

sekolah Mesir lainnya yang merasa simpati dengan gagasan-gagasan 

al-Ikhwan.  Sebagai calon juru dakwah setelah mereka kembali ke 

negara masing-masing, para mahasiswa ini mendapat sambutan 

terhormat dan kapan saja mungkin mereka diajak untuk mengikuti 

aktivitas al-Ikhwan.  Seksi ini juga menjadi kantor pusat distribusi 

literatur-literatur berbagai ‘gerakan Islam’ di seluruh Dunia 

Muslim;
103

 seksi ini mengkombinasikan literatur-literatur tersebut 

dengan penelitian yang dilakukanoleh komite-komite dari masing-

masing kelompok regional untuk membuat file selengkap mungkin, 

dan teknik-teknik riset yang bisa diakses oleh setiap negara Muslim 

saat mereka bangkit dari penjajahan atau ketidakpastian. Akhirnya, 

seksi ini sering menjadi corong resmi al-Ikhwan dalam masalah-

masalah publik yang berkaitan erat dengannya, seksi ini pernah 

melayang protes kepada pemerintah Pakistan kaena telah menyiksa 

Sayyid Abul A’la al-Maududi dan para pengikutnya di sana, dan 

kepada pemerintah India ketika India mengakui Israel.
104

 

f. Seksi Pendidikan Jasmani dan Kepanduan (Jawwalah) 

                                                 
103 Di antara literatur yang dikoleksi di kantor seksi ini antara lain: Jamā’at at-

Tabsyīr al-Islamī wa al-Islāh bi as-Sūdān, Taqrīr (Kairo: 1954), berisi seruan untuk 
memberikan bantuan moral dan finansial bagi Ikhwan demi melaksanakan program 
Islamisasi di Sudan Selatan; pamflet tentang Palestina seperti Sa’id Ramadan, al-Quds fi 
al-Khatr bain at-Tauhid wa at-Tadwīl (Jerussalem, t.th), dan Rabitat at-Tullab al-
Filastiniyyin bi Misr, Lajnat 15 Mayu, as-Syu’ūb Tuqaddim Adwā’ ‘ala Filastīn (Kairo: t.th); 
dan pamflet jema’ah serumpun dengan Ikhwan di dunia Arab, seperti Jam’iyyat al-Irsyād 
al-Islāmiyyah Kuwait, ‘Ubbād ar-Rahmān Libanon, dan tentu saja, al-Ikhwān al-Muslimūn 
Syria. Demikian juga, ada publikasi Jema’ah Internasional untuk Dakwa Kebudayaan 
Islam, yang ditulis dalam bahasa Inggris: yang pertama dari pamflet ini adalah I. C. Evans, 
Essentials of Islam: a Modern Englishmen Summarizes his Religion (Kairo: t.th).  

104 Lihat misalnya Ilā al-Ikhwān, no. 6 (t.th), 5; dan no. 9 (t.th), 8. 
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Secara organisasi, kedua seksi ini merupakan dua unit yang 

berbeda, sekalipun tujuan mereka sama—melatih jemaah baik 

secara individu maupun organisasi dengan berbagai latihan fisik dan 

olah raga untuk menambah kemampuan spiritual dan intelektual 

anggota al-Ikhwan.  Anggaran dasar organisasi yang disahkan pada 

tahun 1945 dan direvisi pada tahun 1948 tidak memberikan perin-

cian tentang seksi ini; anggaran yang direvisi dan diperluas pada ta-

hun 1951 menyebutkan bahwa seksi ini berfungsi untuk pendidi-

kan jasmani [al-Laihah ad-Dakhiliyyah al-'Ammah li al-Ikhwan al-

Muslimun, pasal 76, hlm. 296], tetapi bukan untuk kepanduan, 

sekalipun eksistensi kepanduan setelah 1951 ditegaskan oleh sum-

ber lain.
105

 Kenyataan ini (tidak masuknya seksi kepanduan dalam 

struktur) terkait dengan muculnya kepemimpinan baru setelah ta-

hun 1950 dan menjadi bagian perdebatan sengit tentang peranan 

biro rahasia dalam al-Ikhwan yang mecakup aspek-aspek atletik dan 

fisik anggota.  

 

g. Seksi Usrah 

Seksi famili vis-à-vis biro rahasia al-Ikhwan juga menjadi bagian 

perdebatan yang menimbulkan perpecahan al-Ikhwan pada tahun-

tahun terakhir keberadaannya. Oleh karena itu, dan karena seksi 

famili lebih berfungsi sebagai sarana indoktrinasi dari pada admin-

istrasi, maka diskusi tentang usrah akan dibahas pada sub bab indo-

trinasi. 

 

 

h. Seksi al-Akhwāt al-Muslimah 

                                                 
105 Lihat Zaki, Ikhwān, hlm. 129-30; Ilā al-Ikhwān, no. 6 (t.th), 8. 
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Sejak awal mula gerakan al-Ikhwan di Ismā‘īliyyah, Hasan al-

Banna sering melontarkan kepeduliannya tentang peranan esensial 

wanita dalam gerakan reformasi Islam-nya, karena bila upaya refor-

masi ingin berhasil, maka reformasi harus dimulai dari individu da-

lam lingkungan keluarganya; dengan demikian  ibu menjadi sarana 

penting reformasi. Di antara proyek-proyek yang pertama di-

canangkan adalah mendirikan sekolah untuk Ibu-ibu Muslimah di 

Ismā‘īliyyah. Sekolah ini, pada tahun 1933, menjadi kantor cabang 

yang pertama untuk al-akhwat al-muslimah,
106

 tetapi sekalipun ter-

jadi perkembangan perencanaan struktur formal akhwat, namun or-

ganisasi akhwat ini tidak pernah berkembang seperti pertumbuhan 

gerakan kaum lelaki al-Ikhwan.  Pada tahun-tahun awal, apapun 

pendapat al-Banna, hanya ada tanggapan kecil dari para anggota 

wanita al-Ikhwan.  Sepuluh tahun berlalu setelah kantor cabang 

pertama didirikan, sebelum terbentuk kepemimpinan dan pada ta-

hun 1944 didirikanlah kantor pusat Akhwat. Pada masa puncak ke-

jayaan al-Ikhwan tahun 1948, al-Akhwat al-Mulimah mengklaim 

bahwa mereka memiliki 5.000 orang anggota. Mereka juga menjadi 

sasaran dekrit yang sama tentang pembubaran al-Ikhwan pada ta-

hun berikutnya (1949), dan muncul kembali pada tahun 1951 seir-

ing dengan kemunculan Al-Ikhwan, mereka mendapat perlakuan 

lebih terhormat di bawah kepemimpinan yang baru, dan oleh ang-

gota al-Ikhwan karena bantuan yang mereka berikan kepada para 

anggota keluarga mereka yang dipenjara selama masa persidangan 

tahun 1948-50. 

Tidak seperti saudara saudara mereka (al-Ikhwan al-Mus-

limun) yang lebih sukses, anggota Akhwat di universitas—mereka 

                                                 
106 Mudzakkirāt., hlm. 110, 171-2; Hajjaji, Rūh wa ar-Raihān, hlm. 200. 
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dapat dibedakan dengan kerudung putih bersahaja yang mereka pa-

kai—tidak terlalu banyak; para anggota al-Ikhwan dalam taraf yang 

berbeda mengakui, dalam ungkapan salah seorang al-Ikhwan yang 

menjawab pertanyaan tentang hal itu, bahwa ‘gerakan feminisme 

Islam’ (dalam konsep Al-Ikhwan) tidak akan mampu menarik per-

hatian wanita-wanita terdidik, karena banyak wanita yang melihat 

gerakan tersebut sebagai ‘gerakan kembali kepada harim’, ketim-

bang yang ia propagandakan sebagai jalan satu-satunya menuju 

‘pembebasan wanita yang sesungguhnya’. Al-Akhwāt al-Muslimah 

dalam beberapa hal, memikat imajinasi pemudi-pemudi Mesir, se-

bagaimana al-Ikhwan untuk waktu lama juga telah memikat banyak 

kaum muda Mesir. Peranan penting akhwāt terletak pada unsur-

unsur organisasinya: Seksi ini menyediakan laboratorium, meskipun 

kecil, untuk menampung gagasan-gagasan Akhwāt tentang masalah 

kewanitaan; dan sebagai anggota, para akhwāt menyumbangkan 

banyak kontribusi bagi layanan pendidikan dan kesehatan.
107

 

Unit-unit lapangan merupakan saluran-saluran administratif 

yang berfungsi untuk menyalurkan perintah dari atasan kepada ke-

lompok-kelompok operasional di bawahnya dan membentuk para 

anggota menjadi instrumen yang berdisiplin tinggi. Salah seorang 

sejarawan al-Ikhwan melukiskan garis perintah dalam struktrur al-

Ikhwan sebagai unit untuk perintah dan aksi.
108

 

Unit al-Ikhwan terbesar di lapangan adalah kantor administrasi 

(al-Maktab al-Idāri) dan biasanya dibagi berdasarkan pembagian 

propinsi dalam pemerintahan Mesir. Kantor administrasi kemudian 

                                                 
107 Untuk laporan singkat tentang al-Akhawāt al-Muslimāt lihat Zaki, Ikhwan, hlm. 

154-64; dan pamflet pertama yang diterbitkan al-Akhawat al-Muslimah adalah ar-Risalah 
al-Ūla (Kairo: 1951). 

108 Zaki, Ikhwan, hlm. 108. 
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dibagi ke dalam beberapa wilayah (manāthiq), dan pembagian ini 

juga disesuaikan dengan pembagian wilayah (distrik) dalam 

pemerintahan Mesir. Dengan mengikuti pembagian wilayah 

menurut pemerintahan Mesir ini menguntungkan organisasi al-

Ikhwan dari segi jalur komunikasi antara berbagai divisi dan sub di-

visi. Kantor cabang (syu’bah) merupakan kesatuan administratif 

terkecil yang berada di bawah kantor wilayah dan menjadi unit yang 

terpenting secara administratif dalam struktur organisasi al-Ikhwan. 

[LD 1-4: 3-4; QA 50: 31] Kantor administrasi, wilayah dan cabang 

diberi nama sesuai dengan nama lokasi geografis yang bersangku-

tan.
109

  

Kepengurusan dalam kantor administratif diketuai oleh 

seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Para pengu-

rus ini diangkat menjadi dewan pengurus kantor administratif ka-

rena mereka sebelumnya memiliki jabatan yang sama dalam kepen-

gurusan cabang yang menonjol kegiatannya di daerah-daerah yang 

mereka pimpin atau karena mereka anggota yang menonjol dan ak-

tif baik di tingkat wilayah maupun kelompok-kelompok tertentu 

dalam jemaah. Mereka diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Di 

samping empat pengurus yang menjalankan kepengurusan di atas, 

masih ada orang kelima, yaitu seorang wakil Dewan Pimpinan Pusat 

yang bertugas sebagai penasehat dan tidak mempunyai hak suara. 

[LD 28-9: 10-12]  

Kantor wilayah dikelola oleh badan pengurus yang terdiri dari: 

ketua, yang sebelumnya menjadi ketua cabang utama atau anggota 

yang diangkat oleh Pimpinan Pusat; para ketua cabang yang berada 

dalam wewenang kantor wilayah; para peninjau cabang dan para 

                                                 
109 Ibid., hlm. 99-101. 
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peninjau administratif, yang tidak memiliki hak suara; para delegasi 

berbagai kegiatan yang paling penting di cabang. Jabatan sekretaris 

dan bendahara atau kedua-duanya untuk kantor wilayah bisa dipilih 

dari ketua-ketua cabang utama.[LD 24-7: 9-10]
110

 

Badan pengurus administratif dan wilayah merupakan 

kesatuan penghubung yang esensial dan menjadi rantai komando; 

mereka baru terbentuk pada akhir-akhir perkembangan jemaah, 

dan saat mereka terbentuk pun tugas mereka hanya sekedar 

menyimpan arsip-arsip organisasi. Kantor cabang, di sisi lain, 

merupakan unit-unit anggota yang bersejarah dan menjadi unit 

dasar administrasi. Para pengurus dan pengelola adminstrasi al-

Ikhwan dipandang berdasar kantor-kantor adminstratif dan wilayah; 

tetapi bagi mereka, dan terutama bagi para anggota Al-Ikhwan, 

kesetiaan mereka berikan kepada cabang. Tugas pengawasan 

terhadap kantor cabang dipegang oleh dewan pengurus cabang  

yang dipilih oleh majlis-majlis umum anggota cabang. 

Majlis umum cabang terdiri dari anggota-anggota tetap yang 

membayar iuran sampai bulan terakhir sebelum diadakannya 

pemilihan. Majlis umum mengadakan pertemuan tahunan pada 

bulan Muharram, dan dapat pula mengadakan pertemuan di luar 

jadwal tersebut bila perlu dengan undangan dari ketua cabang, 

Pemimpin Umum, atau permintaan 1/5 anggota cabang. Pertemuan 

ini dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari 

jumlah anggota, dan keputusan yang diambil dianggap sah bila 

didukung oleh mayoritas mutlak. Bila peserta sidang tidak 

mencapai kuorum, maka pertemuan ditunda satu minggu dan 

                                                 
110 Lihat Majallat ad-Da’wah (25 Nopember 1953), 8-9, untuk gambaran tentang 

distrik Kairo. 
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pertemuan kedua dianggap sah, berapapun peserta yang hadir. 

Untuk kedua pertemuan tersebut, undangan dikirim sekurang-

kurangnya tiga hari sebelumnya dan dalam undangan itu 

dicantumkan susunan dan agenda acara. Pertemuan majlis umum 

ini dipimpin oleh ketua cabang, atau wakilnya atau anggota paling 

senior. 

Sidang Majlis Umum memilih dewan pengurus cabang dan 

menimbang anggaran, laporan keuangan, dan laporan kegiatan 

tahun lalu dan tahun mendatang. Dewan pimpinan pusat harus 

diberithau pelaksanaan sidang majlis umum dan agenda sidang 

sekurang-kurang sepuluh hari sebelumnya. Dewan Pimpinan Pusat 

bebas menunjuk utusan yang mewakilinya di dalam sidang 

tersebut. Setiap keputusan yang diambil harus disetujui oleh 

Pemimpin umum.  

Dewan Pengurus Cabang terdiri dari seorang ketua yang 

dipilih oleh Kantor Pusat, dua orang wakil, seorang sekretaris dan 

seorang bendahara yang dipilih oleh majlis umum dari kalangan 

anggota melalui voting tertutup. Orang yang dipilih menjadi 

anggota dewan pengurus cabang disyaratkan berumur minimal 21 

tahun menurut hitungan Hijriyyah. Anggota dewan pengurus boleh 

dipilih lebih dari satu periode. Ketua dewan pengurus bisa 

diberhentikan setiap waktu oleh Kantor Pusat bila dianggap perlu. 

Masing-masing pengurus terpilih diminta untuk membaca sumpah 

‘akan menjaga dengan setia prinsip-prinsip al-Ikhwan dan mentaati 

dan melaksanakan perintah pimpinan. 

Ketua dewan pengurus cabang bertanggung jawab terhadap 

segala kegiatan yang ada di cabang, memimpin sidang, mewakili 

cabang yang dipimpinnya dalam menjalankan berbagai urusan resmi 

dan masalah-masalah hukum,. Sekretaris bertugas menyimpan 
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stempel, catatan dan dokumen. Bendahara dalam tugasnya 

bertanggung jawab kepada dewan pengurus maupun dan sidang 

majlis umum. Pertemuan dean pengurus diadakan secara berkala 

dan waktunya ditetapkan sendiri oleh dewan. Pertemuan dianggap 

sah bila dihadiri oleh separoh dari jumlah anggota; keputusan sidang 

dianggap sah bila didukung oleh suara mayoritas mutlak; dan hak 

suara ketua dianggap sebagai penentu bila terjadi persamaan suara. 

Dewan pengurus berhak, bila dianggap perlu, membentuk 

beberapa divisi dan komite administratif. Bila salah satu kursi 

dewan pengurus kosong akan diisi –seperti dalam dewan Pimpinan 

Pusat—maka akan diisi oleh anggota yang mendapat jumlah suara 

di bawah anggota yang berhenti tersebut dalam persidangan 

sebelumnya. Dewan pengurus boleh membubarkan cabang bila 

terbukti cabang itu tidak mampu mewujudkan tujuan 

pendiriannya, tetapi keputusan tersebut harus didukung oleh (1) 

keputusan majlis umum yang dihadiri ¾ anggota dan disetujui oleh 

2/3 peserta yang hadir; dan oleh (2) Pimpinan Pusat. Di lain pihak, 

Pimpinan Pusat berhak membubarkan cabang, sesuai dengan pasal 

55 anggaran dasar, jika cabang menyimpang dari jalur dakwah. [QA 

40-50: 26-31; LD 11-23: 6-8] 

Pimpinan Pusat mempunyai hak untuk mendukung pendirian 

cabang-cabang baru, baik secara langsung melalui utusan-

utusannya, maupun melalui perantara kantor wilayah. Dia berhak 

menunjuk seorang wakil untuk menghadiri sidang-sidang dewan 

pengurus cabang manapun, wakil ini tidak mempunyai hak suara, 

tetapi ia mempunyai wewenang untuk memboikot setia keputusan 

yang menyimpang dari prinsip-prinsip Al-Ikhwan, menunda 

keputusan sidang sampai ia mengkonsultasikannya dengan 

Pimpinan Pusat. Dalam hal ini keputusan Pimpinan Pusat 
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merupakan keputusan final. Pimpinan Pusat juga berhak untuk 

menolak memberikan persetujuan kepada dewan pengurus terpilih 

atau salah seorang di antara pengurus terpilih; dalam kasus yang 

terakhir ini, anggota dewan pengurus yang ditolak digantikan oleh 

orang yang berada di bawahnya dari segi perolehan suara. [QA 52-5: 

32-3; LD 22: 8] 

Hubungan antara ketiga unit administrasi juga dijelaskan 

dalam anggaran Dasar al-Ikhwan.  Dalam sistem piramida, cabang 

tunduk kepada wilayah yang membawahinya; wilayah tunduk 

kepada kantor adminstratif yang membawahinya; dan kantor 

adminstratif tunduk kepada Pimpinan Pusat. Komunikasi dari unit 

yang paling rendah dengan unit tertinggi harus melewati hierarki 

tersebut kecuali bila pengaduan cabang berkaitan dengan tingkah 

laku wilayah atau kantor adminstratif, maka cabang boleh 

berhubungan langsung dengan Pimpinan Pusat, jika memang kedua 

pihak itu (wilayah dan administratif) belum diberitahu tentang 

pengaduan itu. Komunikasi antar cabang harus melalui kantor 

wilayah atau melalui beberapa kantor wilayah bila  permasalahan 

cabang itu menyangkut beberapa kantor wilayah. Demikian  juga 

komunikasi antar wilayah juga harus melalui kantor administratif, 

dan bagi kantor administratif, komunikasi antar mereka diatur 

melalui Pimpinan Pusat. [LD 89-91: 36-7]  

Kantor cabang biasa, dalam kerja dan operasinya, bisa 

digambarkan sebagai miniatur kantor pusat. Dewan Pengurus, di 

samping terikat kepada putusan kebijakan yang berkenaan dengan 

gerakan, juga mempunyai kebebasan untuk menjalankan kegiatan 

program mandiri tingkat cabang. Struktur organisasi cabang yang 

mengikuti pola seksi-seksi yang ada di kantor pusat: seksi 

penyebaran dakwah, seksi kepanduan, dan–tergantung pada lokasi 
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cabang—seksi pelajar, buruh, profesi, petani, baik terpisah maupun 

digabungkan. Masing-masing cabang diminta untuk mempunyai 

perpustakaan atau paling tidak ruang baca untuk mendorong dan 

menekankan program pendidikan lokal. Demikian  pula, di cabang-

cabang yang lebih besar, beberapa fasilitas medis dan klinik 

dibangun secara permanen maupun disediakan secara periodik. 

Kegiatan di tingkat cabang bisa dianggap sebagai sistem 

desentralisasi di mana semua aktivitas penting sistem usrah bisa 

dibina.
111

  

Sedangkan kantor cabang di lingkungan akdemik, diorganisir 

dengan sistem yang agak berbeda dengan sistem cabang biasa, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi universitas 

bersangkutan. Ketua cabang Ikwan di lingkungan universitas harus 

orang yang dikenal di kalangan mahasiswa Al-Ikhwan; posisi ini 

adalah posisi kepemimpinan yang paling kuat bahkan dalam 

gerakan al-Ikhwan secara umum, baik di kalangan pelajar al-Ikhwan 

maupun non al-Ikhwan.  Kontrol terhadap posisi ini merupakan alat 

mobilitas kalangan elit yang paling berhasil dalam al-Ikhwan.  

Mustafa Mu’min, ketua pelajar dari tahun 1946-1948, pada tahun 

1950-1 dianggap terlalu memiliki pengaruh oleh petinggi al-Ikhwan 

sehingga ia menjadi sasaran permusuhan mereka yang memuncak 

dalam suatu gerakan untuk menjatuhkanya. Penggantinya, Hasan 

Duh, pada mulanya sejalan dengan junta revolusioner, dan 

akibatnya ia mampu menggalang dukungan kalangan universitas 

terhadap rejim revolusioner, atau paling tidak, pihak rejim 

mengamankan posisinya pada tahun pertama eksistensi 

                                                 
111 Lihat Majallat ad-Da’wah (17 Nopember 1953), 8-9, untuk kerja kantor cabang 

al-Ikhwan.  
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kepemimpinannya. Namun, dengan kasus yang sama, pengaruhnya 

membuat dirinya menjadi musuh bebuyutan bagi rejim saat 

hubungan antara rejim pemerintah dan al-Ikhwan retak. Dia 

tercatat menjadi orang al-Ikhwan pertama yang ditantang oleh 

pemerintah sebelum pembubaran al-Ikhwan tahun 1954. Dalam 

perebutan pengaruh di dalam gerakan al-Ikhwan, loyalitas Hasan 

Duh kepada Hudaibi menjamin dirinya untuk meraih dukungan 

dari kalangan universitas dan demikian  juga segmen yang paling 

berpengaruh menentukan arus pendapat dalam tubuh al-Ikhwan.  

Cabang universitas dikelola secara sederhana dan efisien. 

Masing-masing ketua cabang dari berbagai  fakultas bertanggung 

jawab langsung kepada ketua cabang universitas; dan masing-

masing fakultas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang mewakili 

masing-masing dari empat tahun perkuliahan. Setiap ketua 

angkatan bertanggung jawab kepada ketua fakultas atas kegiatan 

yang dilakukan oleh kelompok angkatan masing-masing. Sistem ini 

memungkinkan pengoranisasian yang efisien terhadap mahasiswa 

al-Ikhwan menjadi unit-unit yang cukup kecil untuk digabungkan, 

dan lumayan luas untuk menjadi organ efektif pada fakultas yang 

bersangkutan. Komunikasi antar fakultas dipegang oleh ketua 

universitas. Barangkali tidak ada aktivitas al-Ikhwan di kalangan 

mahasiswa yang begitu mengherankan (membuat marah) lawan-

lawan mereka selain kemampuan para ketua al-Ikhwan untuk 

mengkomunikasikan perintah dan keputusan melalui semua 

barisan al-Ikhwan dengan begitu cepat dan ketaatan para anggota 

terhadap perintah itu. 

Sumber dana al-Ikhwan berasal terutama dari iuran anggota, 

bantuan donatur, wakaf, dan keuntungan dari perusahaan-

perusahaan bisnis, penjualan emblem, lencana, meterai, dan 
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sejenisnya. Dalam penjelasan resmi tentang tanggung jawab 

finansial Al-Ikhwan, ada usulan bahwa cabang harus membantu 

operasi kantor distrik, kantor distrik membantu kantor 

administratif, dan sebaliknya kantor administratif membantu 

keuangan kantor pusat. Setiap bulan, kantor administratif 

mengirimkan sejumlah uang yang ditentukan oleh Dewan 

Pimpinan untuk kantor pusat sebagai kontribusi para anggota 

kepada keuangan al-Ikhwan secara umum. Meski sejauh ini, iuran 

anggota, di samping masukan lainnya, menjadi sumber utama 

pemasukan Al-Ikhwan, namun sebaliknya kantor pusat sangat 

tergantung kepada struktur keuangan yang terdesentralisasi, yang 

ditentukan oleh administrasi yang efektif di tingkat propinsi untuk 

pemasukan yang dibutuhkan guna melangsungkan kerjanya. 

Sepanjang sejarah Al-Ikhwan, tidak berfungsinya sistem secara 

efektif menimbulkan keluhan-keluhan dari kantor pusat bahwa 

kerja Dewan Pimpinan terkekang oleh penggunaan dana yang 

berlebihan dalam level yang lebih rendah, sehingga secara otomatis 

memangkas jumlah dana yang harus disetorkan ke level yang lebih 

tinggi.
112

 

Rumusan umum sistem keuangan al-Ikhwan telah 

dikembangkan oleh al-Banna selama 1940-an ketika al-Ikhwan 

telah mencapai bentuk struktural yang final dan menjadi lebih aktif, 

memandang kuno dan tidak efisien sistem lama, lebih banyak 

pengumpulan dana tidak resmi dari para anggota dalam bentuk 

iuran wajib maupun bantuan sukarela sesuai dengan kemapuan 

mereka.
113

 Apa yang tampaknya kelalaian umum terhadap masalah 

                                                 
112 Lihat Nidhām al-Usar: Nasy’atuhā wa Ahdafuhā, hlm. 16. 
113 Lihat Mudzakkirat ad-Da’wah wa ad-Dā’iyah., hlm. 207-8. 
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finansial, mendorong pimpinan al-Ikhwan untuk mengenalkan 

peraturan baru yang mengatur iuran wajib anggota yang sudah 

ditentukan dan yang dikumpulkan oleh seksi usrah dalam kantor 

cabang; bagian yang sudah ditentukan dari iuran wajib ini, di hari 

yang sudah ditentukan pula, disetorkan kepada kantor distrik, dan 

kemudian dari kantor distrik ke kantor administratif dan kantor 

pusat. Semua proses ini dilakukan dengan aturan yang tepat guna 

inspeksi dan pengawasan pada semua level, dan dengan review 

akhir di Dewan Pimpinan dan Majlis Umum.
114

 

Problem pengoperasian sistem kuota dari level paling bawah 

hingga level paling atas adalah aspek administratif dari problem 

yang lebih besar dari pemasukan yang tidak mencukupi. Tidak 

gambaran pasti yang bisa saya peroleh tentang pemasukan dan 

pengeluaran Al-Ikhwan,
115

 atau tentang keuntungan—jika ada—

dari perusahaan bisnis. Kadang-kadang al-Ikhwan mengandalkan 

pinjaman untuk membiayai proyek-proyeknya, namun tampaknya 

ini hanya dibatasi pada masalah-masalah lokal dan tahap awal 

perkembangan organisasi.
116

 Sarana lain yang digunakan pada 1930-

an adalah menjual ‘keterikatan para anggota kepada risalah Al-

Ikhwan’, dengan meluncurkan kampanye penggalangan dana di 

antara mereka.
117

 praktek lainnya, tidak sering digunakan, adalah 

mewajibkan kuota khusus terhadap kelompok propinsi tertentu 

                                                 
114 Lihat penjelasan AD/ART dalam LD, 96-104; 37-43, dengan QA, 56-9; 33-4; lihat 

juga Zaki, Ikhwan, hlm. 108. 
115 Pada persidangan 1954 bendahara Ikhwan menyatakan bahwa anggaran 

bulanan kantor pusat Ikhwan untuk administrasi dan staf-staf pemeliharaan lainnya 
mencapai L.E. 500; lihat Jaridat al-Jumhuriyyah (19 Nopember 1954); dan Majallat Akhir 
Sā’ah, (24 Nopember 1954), 4.  

116 Lihat Mudzakkirāt ad-Da’wah wa ad-Dā’iyah, hlm. 124-6. 
117 Lihat Mudzakkirāt ad-Da’wah wa ad-Dā’iyah, hlm. 257-8; dan Majallat ad-

Da’wa (22 April 1952), 10. 
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guna membantu membiayai beberapa proyek khusus yang 

dilaksanakan oleh kantor pusat. 

Satu-satu sumber dana al-Ikhwan lainnya adalah bantuan dana 

dari luar keanggotaan al-Ikhwan.  Tampaknya sangat jelas bahwa al-

Ikhwan menerima bantuan dari hartawan dan simpatisan Muslim 

yang tertarik dengan kiprah kerja organisasi ini. Dukungan khusus 

ini tampaknya sebagai besar—walaupun tidak semua—memiliki 

karater pedesaan dan berbentuk tidak hanya bantuan uang, tetapi 

juga hibah tanah atau bangunan dan bantuan sponsorsip untuk 

aktivitas lokal. Apapun alasan yang mengilhami bantuan-bantuan 

seperti itu—kesalehan seseorang, motif politik, ekonomi atau 

bahkan sekadar menjaga diri—namun sumber pemasukan seperti 

ini yang menjadi dasar tuduhan yang dilontarkan oleh lawan politik 

mereka bahwa al-Ikhwan adalah ‘alat’ ‘raja-raja dan industrialis 

kapitalis’. Musuh-musuh al-Ikhwan juga melemparkan tuduhan 

bahwa al-Ikhwan adalah ‘kaki tangan imperialis’ dengan keyakinan 

bahwa al-Ikhwan juga menerima ‘bantuan’ dari Inggris dan 

kemudian kedutaan Amerika. Di pihak lain, lawan-lawan politik Al-

Ikhwan, sebagian besar menduduki jabatan resmi, menuduh al-

Ikhwan sejak awal berdirinya bahwa gerakan ini menerima uang dari 

Moskow. 

Hanya sedikit yang bisa diketahui tentang bantuan yang 

diterima al-Ikhwan dibanding dengan aspek-aspek keuangan al-

Ikhwan lainnya. Tidak diragukan lagi al-Ikhwan meraih keuntungan 

dari perhatian berbagai kelompok yang berkuasa yang melihat 

bahwa mereka bisa memperoleh dukungan untuk kepentingan 

politik dan ekonomi mereka. Aspek-aspek tertentu dari 

kepentingan-kepentingan tersebut pada kenyataannya berjalan 

seiring dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh al-Ikhwan 
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sendiri, perlawanan terhadap komunisme, misalnya; dan al-Ikhwan 

tampaknya menawarkan seluruh kekuatannya  guna mendukung 

simbol-simbol dan gagasan yang memungkinkan tercapainya 

kepentinga bersama. Tekanan luar biasa yang diterima al-Ikhwan 

pada tahun 1948 dan 1949 tidak hanya datang dari kemarahan atas 

pembunuhan Perdana Menteri, tetapi juga adanya pandangan para 

penguasa bahwa al-Ikhwan adalah pelaku pembunuhan tersebut. 

Sebagaimana diungkap di muka, tiga dari tiga belas tuduhan yang 

dikenakan kepada al-Ikhwan pada 1948 adalah membangkitkan 

revolusi ekonomi dan sosial. 

Sedangkan tuduhan mendapat bantuan asing, hanya sedikit 

yang bisa dilaporkan. Bantuan tersebut, nanti akan tampak, 

ditawaran oleh Kedutaan Inggris pada tahun pertama Perang Dunia 

II, namun apakah uang tersebut diterima atau tidak oleh Al-

Ikhwan—bersama dengan tuduhan-tuduhan dukungan asing—

masih tetap menjadi tanda tanya. Dalam menghadapi tuduhan-

tuduhan tersebut, masalah apakah jemaah Al-Ikhwan, sebagai 

akibat dari bantuan asing, menjadi ‘kaki tangan imperialisme Barat’, 

atau agen Moskow tampaknya masih perlu diuji lebih jauh. 

Sejumlah aturan yang mengatur keanggotan Ihwan pertama 

kali diusulkan pada munas ketiga al-Ikhwan pada tahun 1935. Pada 

munas tersebut, al-Banna mendefinisikan tiga tingkatan 

keanggotaan: (1) asisten (musa’id); (2) simpatisan (muntasib); dan 

(3) anggota aktif (‘amil). Setia muslim dan muslimah yang 

menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota, bersedia 

menandatangani kartu anggota, bersedia membayar iuran, dan 

diterima oleh jemaah maka ia diangkat menjadi anggota musa’id. Ia 

bisa menjadi anggota muntasib bila ia bisa membuktikan 

penguasaannya terhadap prinsip-prinsip gerakan, menghadiri 
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pertemuan-pertemuan rutin, berjanji akan setia. Dia akan 

memperoleh tingkatan anggota ‘amil bila terlibat secara penuh 

dengan gerakan—latihan fisik, penguasaan al-Qur'an, pemenuhan 

atas kewajiban-kewajiban Islam seperti haji, puasa dan membayar 

zakat. Tingkatan keempat adalah anggota mujahid dan merupakan 

tingkatan puncak, dan tingkatan ini hanya terbuka bagi mereka 

yang lolos seleksi ketat dari anggota yang sangat loyal.  

Anggaran Dasar tahun 1945, bagaimanapun, hanya 

menjelaskan dua kategori keanggotaan: ‘anggota tentatif (tahta al-

ikhtiyār) dan anggota aktif (‘āmil). Seorang anggota baru 

menghabiskan tidak lebih dari enam bulan pada tingkatan pertama, 

dan selama itu ia menegaskan ketaatannya dalam melaksanakan 

kewajiban sebagai anggota. Setelah itu ia diperkenankan 

melaksanakan baiat atas dasar permohonan cabang yang 

membawahinya. Kedua tipe anggota itu dicatat dalam catatan buku 

induk yang berbeda. Syarat-syarat umum menjadi anggota 

ditetapkan bahwa seorang anggota (1) usia minmal 18 tahun (2) 

berkelakuan baik dan lurus, (3) mampu memahami konsep Al-

Ikhwan; dan (4) bersedia membayar iuran. Seorang anggota diminta 

mengeluarkan iuran bulanan, dan jika mungkin, membayar 

sumbangan ekstra, dan juga sumbangan zakat. Para anggota yang 

tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh ketua 

cabang, setelah kantor cabang melakukan pemeriksaan bahwa 

mereka betul-betul tidak mampu.  

Setelah diangkat menjadi anggota seumur hidup oleh undang-

undang gerakan, seorang anggota baru kemudian mengucapkan 

baiat. Baiat ini merupakan janji kepada Allah bahwa ia akan 

berpegang teguh kepada dakwah al-Ikhwan dan melaksanakan 

semua persyaratan anggota , dan bersedia untuk taat secara mutlak.  
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Bila seorang anggota tidak melaksanakan kewajibannya, atau 

melanggar prinsip-prinsip Al-Ikhwan, ia akan dijatuhi hukuman 

oleh ketua cabang. Jika teguran lisan tidak berhasil meluruskan 

kesalahannya, dewan pengurus cabang memutuskan untuk 

memperingatkan, menjatuhkan denda, menskorsing, atau 

mengeluarkan dia. Pemberhentian seorang anggota aktif harus 

dengan persetujuan kantor pusat. [QA 4-8: 1-11; LD 5-8: 4-5]. 

Pimpinan pusat dan ketua cabang boleh memberikan gelar anggota 

kehormatan kepada mereka yang mengabdi kepada dakwah 

Islam.[QA 60: 35]. 

 

2. Dakwah dan Propaganda 

Pada tahun-tahun pertama berdirinya Al-Ikhwan, kegiatan 

organisasi difokuskan pada upaya-upaya memperluas jaringan 

keanggotaan al-Ikhwan.  Untuk mencapai tujuan tersebut, al-

Ikhwan menaruh banyak perhatian terhadap media komunikasi dan 

publikasi yang dianggap mampu mensosialisasikan misinya.
118

 Di 

antara media penyebaran dakwah al-Ikhwan adalah ceramah, 

pertemuan umum, penerbitan brosur, risalah dan artikel.
119

 Di 

samping itu, al-Bannā dan pengikut-pengikutnya mengadakan 

kontak langsung dan tour keliling ke berbagai daerah di dalam dan 

luar kota Ismā‘īliyyah, pada hari libur mingguan dan liburan musim 

panas, mengadakan ceramah di masjid, klub-klub, dan tempat-

tempat pertemuan publik lainnya. Penggunaan masjid membuat 

                                                 
118 Al-Bannā banyak belajar dari Barat tentang kegunaan teknik-teknik propaganda 

dan ia mendirikan penerbitan pers sejak awal berdirinya gerakan Ikhwan, baik untuk 
menyebarluaskan dakwah maupun untuk menangkis tuduhan-tuduhan lawan-lawan 
politik. Lihat Mitchell, Op. Cit., hlm. 185 

119 Data-data lengkap mengenai media komunikasi Ikhwan lihat Mitchell, Ibid., 
hlm. 185-188 
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juru dakwah al-Ikhwan memiliki legitimasi dan mendapat respek 

yang mereka perlukan untuk menyebarkan gagasan al-Ikhwan.  

Pendekatan personal dengan masyarakat di rumah-rumah, di 

tempat kerja, dan tempat-tempat peristirahatan umum, di samping 

memperkuat legitimasi mereka, juga menambah sentuhan tulus 

dan pribadi. Dalam kurun waktu empat tahun, al-Ikhwan berhasil 

mendirikan kantor-kantor cabang sepanjang tepi timur Delta di 

Ismā‘īliyyah, Port Sa‘īd, Suez, dan Abū Suwair, dan di tepi barat 

Delta sejauh Syubrā Khīt; dan juga ada sedikit kontak dengan 

Kairo.
120

  

Pada tahun 1934, al-Ikhwan telah berhasil membangun 

sekolah-sekolah untuk putra dan putri, sekolah-sekolah 

perdagangan dan industri rumah tangga di lima puluh kota. Untuk 

memelihara penegasan al-Bannā bahwa Islam adalah sistem hidup 

yang komprehensif, al-Ikhwan membangun pondasi ajaran-

ajarannya pada jaringan institusi-institusi pelayanan sosial yang 

menyediakan bantuan langsung untuk orang-orang desa yang 

datang ke daerah-daerah urban untuk mencari pekerjaan. Bantuan 

konkret semacam itu tidak bisa didapatkan dari organisasi-

organisasi yang lebih tradisional seperti persaudaraan sufi atau dari 

agen-agen pemerintah. Gerakan al-Ikhwan dianggap mampu 

membuat langkah-langkah efektif untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat luas dan berkembang pesat pada tahun 1930-an.
121

 

Selama masa sepuluh tahun pertama, aktivitas al-Ikhwan tidak 

hanya dibatasi pada penyebaran dakwah verbal semata, tetapi ia 

                                                 
120 Ibid., 84-86; 100-108 
121 John O. Voll, “Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan”, 

dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appebly,  Fundamentalism Observed, (Chicago: 
University of Chicago, 1991), hlm. 361 
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berhasil merealisasikan beberapa proyek sosial dan ekonomi, di 

samping membangun sistem organisasi al-Ikhwan.  Cabang-cabang 

itu dibangun dengan pola yang sama: pembangunan kantor 

sekretariat diikuti dengan beberapa proyek lainnya—pembangunan 

masjid, sekolah, klub, industri rumah tangga—yang bertujuan 

sebagai pusat kepentingan atau pusat kegiatan masyarakat.
122

 

Dengan model permulaan seperti ini, gerakan al-Ikhwan pun 

berkembang hingga pada akhir perang dunia II menjadi kontestan 

politik yang paling penting dalam skenario politik Mesir. Gerakan 

ini merambah berbagai kalangan yang mewakili semua kelompok 

dalam masyarakat Mesir. Lebih dari itu, al-Ikhwan mampu 

menembus kelompok yang paling dicari di antara kelompok-

kelompok tersebut—kalangan pegawai negeri dan pelajar—dan 

kelompok yang paling diabaikan tetapi berpotensi, para buruh 

perkotaan dan petani. Keberhasilan ini dikarenakan program-

program al-Ikhwan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

terutama masyarakat kelas bawah.  

3. Pendidikan dan Indoktrinasi  

Keberhasilan al-Ikhwan dalam merekrut anggota kemudian 

ditindaklanjuti dengan program-program pendidikan dan 

indoktrinasi politis dan ideologis. Gerakan ini meyakini bahwa 

pendidikan merupakan pendahuluan yang niscaya bagi terwujudnya 

cita-cita tertinggi al-Ikhwan yaitu mendirikan negara Islam. Upaya 

untuk mengganti tatanan sosial politik yang ada dengan tatanan 

islami tidak akan berhasil tanpa membangun terlebih dahulu 

masyarakatnya. Oleh karena itu, sebelum terbentuknya negara 

                                                 
122 Ishak Musa al-Husaini, The Moslem Brethren: The Greatest of Modern Islamic 

Movements, (Beirut: Khayat’s Colege Book Cooperative, 1955), hlm. 21 
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Islam, harus ada rentang waktu agar al-Ikhwan dapat 

mensosialisasikan prinsip-prinsipnya. Peran utama al-Ikhwan 

adalah mendidik umat akan kebenaran; dan bila umat telah 

diislamkan, maka sebuah negara Islam yang sesungguhnya akan 

terbentuk dengan sendirinya.
123

 Berangkat dari paradigma ini, al-

Ikhwan menjadikan pendidikan sebagai platform utama gerakan 

dalam menyebarluaskan misi-misinya.   

Dalam risalahnya, al-Bannā menegaskan bahwa tujuan 

tertinggi pendidikan al-Ikhwan adalah mendirikan ‘negara Islam 

merdeka’, yaitu: negara yang dibimbing ajaran Islam, menerapkan 

syariat, menyebarluaskan misinya kepada seluruh umat manusia; 

dan negara yang memiliki kemandirian dalam menentukan nasib 

sendiri. Selama negara Islam ini belum terwujud, maka seluruh 

muslim telah melakukan dosa dan bertanggung jawab di hadapan 

Tuhan. Negara Islam seperti itu tidak akan terbentuk tanpa pem-

bentukan individu, keluarga, dan masyarakat atas dasar nilai-nilai 

Islam. Oleh karenanya, pendidikan al-Ikhwan diarahkan untuk 

menciptakan individu muslim, keluarga muslim, masyarakat mus-

lim dan negara muslim.
 124

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, al-Ikhwan mencanangkan 

program-program pendidikan dan indoktrinasi baik dalam level in-

dividu, keluarga maupun masyarakat. Di antara program-program 

                                                 
123 Karen Armstrong, Op. Cit., hlm. 350 
124 Al-Bannā, Ilā asy-Syabāb, dalam Majmū‘ah Rasāil Hasan al-Bannā, (Kairo: Dār 

at-Tauzi’ wa an-Nasyr al-Islāmi, 1992), hlm. 177; Sa’id Hawwa, Fī Afāq at-Ta’līm: Dirāsah 
Fī Da’wat al-Ustāz Hasan al-Bannā wa Nazariyyāt al-Harakah Fihā min Khilal Risālat at-
Ta‘ālīm, terj. Abu Ridho dan Wahid Ahmadi, Membina Angkatan Mujahid, (Solo: 
Intermedia, 1999), hlm. 52 
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ini yang paling penting adalah sistem usrah (Nidhām al-usar), sis-

tem batalion (katībah), kepanduan (jawwālah); dan—dalam batas-

batas tertentu—biro rahasia (an-nidhām al-khāsh atau al-jihāz as-

sirrī).
125

 

 

a. Nidham Katībah (Sistem Batalyon) 

Sistem bataliyon (katībah) dibentuk pada musim gugur tahun 

1937, setelah banyak mahasiswa yang bergabung dengan gerakan 

Al-Ikhwan, sementara kajian-kajian umum dan ceramah-ceramah 

tidak cukup untuk mendidik mereka. Di samping itu, al-Bannā 

tidak mungkin menangani sendiri pendidikan indoktrinasi para 

anggota. Oleh karena itu ia merintis pembentukan sistem batalion 

yang secara sadar didesain untuk melatih pemahaman fisik, mental 

dan spiritual secara total yang diabdikan untuk gerakan, gagasan dan 

anggota al-Ikhwan. 
126

 Katībahjuga dimaksudkan untuk mendidik 

individu dengan orientasi jihad sehingga memungkinkannya untuk 

meningkatkan kekuatan fisik, mental, dan spiritual.
127

 Menurut 

seorang penulis Al-Ikhwan, al-Bannā mengadopsi sistem ini dari 

model pertemuan-pertemuan Rasulullah dengan sahabat-

sahabatnya yang dilaksanakan di rumah al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 

di mana Rasulullah saw mengumpulkan orang-orang yang beriman 

di tempat tersebut pada masa-masa awal Islam—ketika mereka 

                                                 
125 Untuk program-program pendidikan Ikhwan lihat Mahmūd, ‘Alī ‘Abd al-Halīm, 

Wasāil at-Tarbiyah ‘Ind al-Ikhwān al-Muslimīn, (Al-Mansūrah: Dūr al-Wafā’ Li at-Tibā‘ah 
wa at-Tauzī‘, 1990); dan Manhaj at-Tarbiyyah ‘Ind al-Ikhwān al-Muslimīn. (Al-Mansūrah: 
Dār al-Wafā’ Li at-Tibā‘ah wa at-Tauzī‘, 1991); Mitchell, Op. Cit., hlm. 195-208 

126 Mitchell, Op. Cit.,  hlm. 196 
127 ‘Alī ‘Abd al-Halīm Mahmūd, Wasāil at-Tarbiyyah ‘ind al-Ikhwān al-Muslimīn, 

(Kairo: Dār al-Wafā’ li at-Tibā‘ah wa at-Tauzī‘, 1990), hlm. 219. 
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masih minoritas—untuk menginformasikan wahyu yang beliau 

terima.
128

  

Pada musim gugur 1937, ‘katāib anshār Allāh’ (batalion 

pembela Allah) diresmikan.
129

 Ada tiga batalion yang masing-

masing berjumlah empat puluh orang yang direkrut dari kelompok 

buruh, pelajar, dan pegawai sipil dan pedagang. Mereka harus 

memenuhi syarat berikut: (1) sudah menjadi anggota aktif dan 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan; (2) sudah 

menjadi anggota usrah; (3) mampu mengemban tugas jihad dalam 

jangka waktu yang lama.
130

 Ketiga batalion tersebut mengadakan 

pertemuan secara terpisah satu malam setiap minggu untuk 

menjalani penggemblengan keras dengan berjaga sepanjang malam, 

melaksanakan shalat jama’ah maupun sendiri, melakukan zikir, dan 

latihan-latihan olah raga. Pelatihan ini ditangani langsung oleh al-

Bannā, setiap sessi pelatihan diisi dengan pengajaran agama dari al-

Bannā yang meliputi materi-materi mulai dari sufisme sampai 

masalah seks.
131

 Komitmen para anggota dilukiskan dengan tiga 

kata: “aksi, taat pada pimpinan, dan bersikap tenang”. Komitmen 

tersebut diekspresikan dalam slogan ‘Makanlah ketika Anda 

kenyang, tidurlah ketika Anda segar dan terjaga’. Pelaksanaan 

ibadah ritual pada malam hari dilakukan setelah ceramah tentang 

hadits-hadits nabi yang mendorong aktivitas-aktivitas seperti itu.
132

 

                                                 
128 Mahmūd ‘Abd al-Halīm, Al-Ikhwān al-Muslimūn: Ahdās Sana‘at at-Tārīkh, 

(Kairo: Dar ad-Da’wah, 1979), hlm. 150 
129 Al-Bannā, Nidham al-Usar: Nasy'atuhā wa Ahdafuhā dan Nidham al-Usar wa 

Risālat at-Ta'ālīm dalam Mitchell, Op. Cit., hlm. 196 
130 Hasan al-Bannā, Muzakkarāt ad-Da’wah wa ad-Dā’iyah, (Kairo: al-Maktab al-

Islāmī, 1979),  hlm. 194. 
131 Ibid. 
132 Mitchell, Op. Cit., hlm. 196 
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b. Nidhām al-usar (Sistem Keluarga)  

Nidhām al-usar (bentuk plural dari usrah) dipandang sebagai 

seksi ‘penerapan Islam secara aktif di kalangan anggota’ dan 

institusi pendidikan paling fundamental dalam gerakan al-Ikhwan. 

133

 Upaya untuk mengeratkan ikatan antara para anggota dengan 

induk gerakan maupun ikatan antar-anggota sendiri memerlukan 

sistem yang lebih efektif dari pada sekadar pengucapan baiat 

kesetiaan. Bagi gerakan Al-Ikhwan, loyalitas para anggota menjadi 

masalah seiring dengan bertambahnya jumlah mereka, sehingga 

dengan sistem usrah ini loyalitas anggota bisa diperkirakan secara 

realistik, karena loyalitas kepada pribadi Hasan al-Bannā akan 

teratasi dengan loyalitas para anggota terhadap para pimpinan 

usrah—misalnya pada saat al-Bannā tidak mungkin mengkontrol 

secara langsung pendidikan anggotanya.  

Dalam anggaran dasar al-Ikhwan ditegaskan bahwa para 

anggota aktif (‘āmil) setiap cabang dibagi menjadi usrah-usrah yang 

beranggotakan tidak lebih dari lima orang (kemudian diubah 

menjadi sepuluh).
134

 Salah seorang anggota diangkat sebagai ketua 

(naqīb) dan mewakili usrah yang dipimpinnya di depan ketua 

cabang. Sistem usrah dianggap sebagai unit yang sempurna dan 

bertanggung jawab secara kolektif dan independen terhadap setiap 

aktivitas yang mereka lakukan. Setiap empat kelompok usrah 

bergabung untuk membentuk marga (‘asyīra) yang diketuai oleh 

                                                 
133 Al-Bannā, Nidham al-Usar: Nasy'atuhā wa Ahdūfuhā, dalam 

Majmū‘ah…Op.Cit.,  hlm.373 
134Al-Lāihah ad-Dākhiliyyah al-'Ammāh li al-Ikhwān al-Muslimīn, pasal 9 dalam ‘Alī 

‘Abd al-Halīm Mahmūd, Manhaj at-Tarbiyyah ‘Ind al-Ikhwān al-Muslimīn. (Al-Mansurāh: 
Dār al-Wafā’ Li at-Tibā ‘ah wa at-Tauzī‘, 1991), vol. I, hlm. 274 
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ketua usrah yang pertama. Kepemimpinan bergilir di antara para 

anggota dan ketua masing-masing usrah dan marga. Setiap empat 

marga bergabung bersama untuk membentuk sebuah grup (rahth), 

dan lima grup ini bergabung bersama membentuk sebuah batalion 

(katībah).
135

 Sistem usrah ini, dengan struktur operasinya, dan 

gagasan-gagasan yang ditransmisikan kepada anggota usrah, pada 

dasarnya merupakan kekuatan al-Ikhwan yang paling real; yang 

memungkinkan para pimpinan untuk mengekspresikan dirinya 

melalui mata rantai pendelegasian perintah yang terorganisir 

dengan baik, terbatas, dan terangkai dengan kuat. Sistem usrah 

menjadi instrumen fundamental guna mengekspresikan perintah 

para pimpinan, dan bersama dengan sistem kepanduan serta biro 

rahasia, menjadi alat yang sempurna untuk merealisasikan visi al-

Ikhwan di masa depan. 

Komando tertinggi sistem usrah ditempatkan di kantor pusat 

dan diserahkan kepada seksi usrah. Dari seksi usrah ini dikeluarkan 

serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur operasi usrah-

usrah. Di samping sebagai seksi yang mandiri, sistem usrah juga 

diterapkan institusi-institusi lainnya dalam organisasi al-Ikhwan.  

Sistem batalyon (katībah) merupakan gabungan dari beberapa 

usrah, biro rahasia membagi para anggota menjadi beberapa satuan 

usrah, organisasi otonom al-Akhwāt al-Muslimah memiliki 

beberapa satuan usrah.
136

  

Dalam pertemuan mingguan dengan usrah masing-masing, 

seorang anggota menjalankan kewajiban-kewajiban baik personal, 

                                                 
135Al-Bannā, Nidham al-Usar: Nasy'atuhā wa Ahdāfuhā, dalam Majmū‘ah…Loc. 

Cit.,  
136 ‘Usmān ‘Abd Mu‘īzz Ruslān, At-Tarbiyah as-Siyāsiyah ‘Ind al-Ikhwān al-

Muslimīn, (Kairo: Dār at-Tauzī‘ wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, t.th.), hlm. 473-474  
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sosial dan keuangan. Kewajiban personal meliputi praktek ibadah 

yang ketat; menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan haram (judi, 

minum minuman keras, riba dan perzinaan); upaya untuk 

mengislamkan rumah dan keluarganya; penegasan loyalitas dan 

pengabdian kepada organisasi, prinsip-prinsip dan para 

pemimpinnya. Dari segi sosial, setiap anggota: setiap anggota 

dianjurkan untuk menciptakan ‘hubungan ukhuwwah yang 

sesungguhnya’, misalnya: menghadiri pertemuan mingguan di luar 

pertemuan kantor cabang, terutama di rumah-rumah anggota yang 

digilir secara bergantian; menghabiskan paling tidak satu malam 

bersama anggota lainnya dalam setiap bulan, di sebuah tempat 

terbuka, tidur dan makan bersama; mengikuti shalat Jum’at 

berjama’ah dan bila mungkin, shalat subuh dan shalat malam. Dari 

sisi finansial, setiap anggota usrah mempunyai kewajiban bersama 

satu sama lainnya, saling berbagi beban hidup, kebutuhan dan 

pendapatan. Setiap usrah memilih bendahara bersama dan 

kepadanya setiap anggota menyumbangkan sebagian pendapatan-

nya. Seperlima dari dana yang terkumpul dikirimkan ke dana umum 

di kantor pusat untuk kemudian diinvetasikan pada gerakan sebagai 

asuransi sosial Islam.
137

 

Ide yang mendasari sistem usrah dapat disederhanakan dalam 

tiga slogan yang disebut al-Bannā sebagai arkān (pilar-pilar) al-

usrah, yaitu: saling pengertian (ta‘āruf); saling memahami 

(tafāhum); tanggung jawab sosial (takāful). Ta‘āruf mengandung 

makna ‘saling memperkuat rasa persaudaraan di antara anggota’, 

                                                 
137 Untuk program-program pendidikan usrah lebih jauh lihat Ruslān, Op. Cit.,  hlm. 

475-476; Mahmūd ‘Abd al-Halim, Op. Cit., hlm. 256-57; dan ‘Alī ‘Abd al-Halīm Mahmūd, 
Op. Cit., hlm 170-188.   
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konsep ini diadopsi dari ayat al-Qur'an yang berbunyi ‘Dan 

berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian 

berpecah belah’,
138

 dan dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa 

‘setiap mukmin dengan orang mukmin lainnya ibarat sebuah 

bangunan yang saling menguatkan satu sama lain’. Saling 

memahami (tafāhum) mempunyai maksud pemahaman yang benar 

terhadap Islam dan keinginan untuk diatur dengan ajaran-ajarannya 

dan secara pribadi bertanggung jawab kepada rekan-rekannya. 

Tanggung jawab sosial (takāful) didefinisikan sebagai esensi rasa 

persaudaraan dan maksud Islam; dalam sabda Nabi: “Adalah lebih 

baik bagimu memenuhi kebutuhan saudaramu daripada kamu 

mendekam sendiri di masjid selama sebulan, dan lebih baik pula 

mereka yang membawa kebahagiaan ke rumah-rumah orang 

muslim. Allah membalas perbuatan mereka dengan sorga.”
139

 

Tulisan-tulisan dan materi-materi yang bisa digunakan sebagai 

rujukan kajian tentang sistem usrah ini, pada masa al-Bannā, 

terbatas pada risalah-risalah yang disusun untuk sistem batalion dan 

literatur-literatur umum Islam. Tujuan instruksional pendidikan 

dalam usrah adalah pembinaan kepribadian Islam, penegasan 

totalitas Islam dalam berbagai sisi perilaku muslim—relijius, etika, 

sosial, ekonomi dan politik. Sekalipun pendekatan yang digunakan 

secara teori bersifat general, namun dalam prakteknya, mayoritas 

materi yang diajarkan terfokus pada aspek perilaku moral dan sosial 

para anggota; materi-materi ini adalah wirid-wirid ma’sūrāt, 

biasanya dengan basis-basis tekstual dari al-Qur'an dan as-Sunnah, 

yang ditujukan untuk memformulasikan wirid-wirid dan sikap-

                                                 
138 Q. S. 3: 103 
139 Al-Bannā, Risālah Nizam al-Usar, dalam Majmu’ah …Op. Cit., hlm. 373 
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sikap yang tepat untuk waktu-waktu tertentu dalam kehidupan 

sehari-hari dan berbagai kesempatan-kesempatan.
140

  

 

c. Nidham Jawwālah (Program Kepanduan) 

Unit kepanduan merupakan institusi tertua yang dibentuk al-

Bannā untuk gerakan al-Ikhwan.  Gagasan ini mempunyai asal-usul 

religius dan dibangun atas dasar prinsip inseparabilitas antara tubuh 

yang sehat dengan akal yang sehat.
141

 Ketika masih di Ismā‘īliyyah, 

al-Ikhwan melihat lahirnya kelompok-kelompok rihlah yang 

menjadi tempat utama untuk kegiatan olah raga dan latihan fisik. 

Sepindahnya ke Kairo, kelompok pertama (yang masih di 

Ismā‘īliyyah) sengaja diorganisirkan kembali meniru model gerakan 

pramuka nasional Mesir. Kelompok ini kemudian dinamai pasukan 

kepanduan (firaq al-jawwālah), dan dipilih seorang ketua pandu 

resmi.
142

 Setelah muktamar nasional yang ketiga (Maret 1935), oleh 

kantor pusat, pasukan kepanduan dimanfaatkan sebagai pasukan 

untuk mengawasi dan menyatukan aktivitas beberapa unit lokal. 

Sekitar tahun 1939, seorang purnawirawan tentara, Mahmūd Labīb 

mengadakan kontak dengan gerakan al-Ikhwan.  Setelah itu, dia 

menjadi figur penting dalam pelatihan dan pengembangan gerakan 

kepanduan; kedatangannya dalam al-Ikhwan menggerakkan upaya-

                                                 
140 ‘Alī ‘Abd al-Halīm Mahmūd, Op. Cit., hlm 124-154. 
141 Menurut Zakkī, gagasan kepanduan Ikhwan diadopsi dari sebuah hadits 

Rasulullah yang mengatakan, ‘Muslim yang kuat lebih mulia dan dicintai oleh Allah 
daripada muslim yang lemah.’ Lihat Muhammad Syauqī Zakkī, Ikhwān wa al-Mujtama‘ 
al-Misrī, (Kairo: Dār al-Ansār, 1988), cet. II, hlm. 121 

142 Hasan al-Bannā, Muzakkarāt ad-Da’wah wa ad-Dā‘iyah, (Kairo: al-Maktab al-
Islāmī, 1979), hlm. 108-238  
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upaya awal untuk mengembangkan gerakan kepanduan al-Ikhwan. 

143

  

Al-Ikhwan membuka suatu kelas khusus untuk mendidik 

kader-kader pembina (mudarrib) yang bertanggungjawab mendidik 

para anggota kepanduan. Untuk tujuan ini mereka harus mendapat 

pelatihan khusus; pertama mereka harus menjadi inti keanggotaan 

kepanduan dan kemudian menjadi pemimpin-pemimpin mereka. 

Dalam setiap cabang didirikan satu kelompok kepanduan yang 

beranggotakan minimal sepuluh orang yang menjalani pelatihan 

minimal selama tiga tahun. Beberapa ketentuan dirumuskan guna 

mengembangkan keanggotaan kelompok yang berjumlah lima 

orang. Untuk mengawasi kegiatan kepanduan, dibentuklah sebuah 

komite tertinggi yang beranggotakan tujuh orang dengan al-Bannā 

sendiri yang menjadi pimpinan tertinggi komite itu, dan Mahmūd 

Labīb sebagai inspektur jenderal. Anggota lainnya dipilih dari 

tokoh-tokoh yang sejak awal ikut mengembangkan al-Ikhwan. 
144

 

Situasi Perang Dunia II menyebabkan gelombang masuknya 

anggota-anggota baru ke dalam Al-Ikhwan, sehingga banyak calon-

calon anggota yang bisa direkrut untuk menjadi anggota kepanduan. 

Hasilnya, pada saat berakhirnya perang dunia II gerakan al-Ikhwan 

memiliki kelompok-kelompok kepanduan yang paling kuat dan 

efektif yang bisa menjadi pesaing terkuat dalam kancah politik di 

Mesir. 

Melihat perkembangan pesat tersebut, al-Bannā—yang 

sampai saat itu masih tetap menjaga jarak dengan gerakan 

kepanduan nasional pemerintah Mesir—merubah kembali 

                                                 
143 Mahmūd ‘Abd al-Halīm, Op. Cit., hlm. 347-350 
144 Zakkī, Op. Cit., hlm. 146-147; dan Ruslān, Op. Cit., hlm. 508 
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sikapnya terhadap kepanduan nasional. Dengan mendaftarkan 

kepanduan al-Ikhwan pada sistem kepanduan nasional, mereka 

dapat meraih keuntungan dari fasilitas-fasilitas pemerintah yang 

diberikan kepada sistem kepanduan nasional, seperti harga murah 

pembelian seragam, subsidi, dan penggunaan fasilitas negara. 

Bertambahnya anggota baru dalam kepanduan al-Ikhwan juga 

membawa keuntungan-keuntungan ekonomis. Di samping itu, al-

Ikhwan semakin memiliki pengaruh baik ideologis maupun politis, 

dalam dewan kepengurusan organisasi kepanduan nasional. Karena 

alasan-alasan tersebut, pada akhir perang dunia II al-Bannā 

mendaftarkan sistem kepanduan al-Ikhwan ke dalam sistem 

kepanduan nasional, dan pada tahun 1948 gerakan kepanduan al-

Ikhwan menjadi bagian aktif dalam gerakan kepanduan nasional 

Mesir. 

Konsep kepanduan al-Bannā memiliki keuntungan ganda. 

Pertama, gerakan kepanduan al-Ikhwan mempunyai aktivitas 

lapangan tersendiri seperti: gerak jalan dan kemping. Kedua, 

kepanduan ini juga turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh al-Ikhwan.  Oleh sebab 

itu kepanduan bisa dimanfaatkan sebagai instrumen aktif pelayanan 

sosial gerakan al-Ikhwan.  Program ini biasanya dilakukan di daerah 

pedesaan, dan sejak 1943, sebuah proyek sosial untuk masyarakat 

pedesaan dicanangkan guna menumbuhkan inisiatif lokal dalam 

masalah-masalah pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan 

kesejahteraan. Sistem kepanduan juga menyumbangkan bantuan 

kepada pemerintah pada saat darurat nasional, seperti wabah 

malaria pada tahun 1945 di daerah Mesir Selatan; bencana banjir 

pada tahun yang sama di daerah tersebut dan di daerah lainnya;  
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wabah kolera yang menyerang al-Wajh al-Bahrī dan juga Mesir 

Selatan tahun 1947.
145

  

Meskipun demikian, fungsi terpenting kepanduan al-Ikhwan 

terletak pada  kesigapannya melaksanakan perintah dalam lingkup 

internal organiasasi maupun dalam menghadapi musuh-musuh 

eksternal. Selama penobatan Fārūq menjadi raja Mesir tahun 1936, 

kepanduan al-Ikhwan memainkan peranan penting sebagai bagian 

dari polisi keamanan yang menjaga jalannya perayaan tersebut. 

Semua pertemuan massa dan pertemuan khusus juga diamankan 

oleh mereka. Saat gerakan al-Ikhwan terjun ke politik, sepanjang 

tahun 1940, sistem kepanduan selalu siap siaga dalam menjaga 

kepentingan dan pretisenya, terutama saat al-Ikhwan bersaing 

sengit dengan partai Wafd. Hal ini bisa dilihat saat Partai Wafd 

mengajukan tuntutan kepada pemerintahan Sidqi agar 

membubarkan ‘pasukan (kepanduan) al-Bannā’ atau kalau tidak 

Partai Wafd akan melakukan aksi tersendiri, setelah kedua 

kelompok kepanduan kedua organisasi itu bentrok di Zona 

Terusan. Wafd dan partai lainnya melihat bahwa kepanduan al-

Ikhwan bukanlah organisasi kepanduan dalam arti yang lazim, 

tetapi ia hanyalah sekadar tameng untuk menyembunyikan 

pasukan berseragam. Pada krisis tahun 1948-1949 dengan 

pemerintah, mayoritas mereka yang ditangkap adalah anggota 

kepanduan al-Ikhwan.  Pembunuh PM an-Nuqrāsyī Pasya adalah 

anggota biro rahasia dan mantan kepanduan. Argumen pemerintah 

pada persidangan pembunuhan Pemerintah an-Nuqrāsyī terpusat 

pada tuduhan bahwa sistem kepanduan al-Ikhwan merupakan 

sumber kekuatan utama, sebuah mesin untuk menyukseskan 

                                                 
145 Zakkī, Ibid., hlm 126-130 
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revolusi, dan program pelatihan spiritual dan militer dalam 

kepanduan al-Ikhwan menjadi inspirasi utama tindak kekerasan 

yang dilakukan anggotanya.
146

 

 

d. Al-Jihāz as-Sirrī (Biro Rahasia) 

Seksi usrah dan kepanduan merupakan dua institusi penting 

bagi anggota organisasi dan indoktrinasi; kedua seksi ini merekrut 

anggota-anggotanya secara terbuka dan menjadi pondasi dasar bagi 

bangunan kekuatan al-Ikhwan.  Peranan yang tidak terlalu 

penting—tetapi lebih dramatis—yang berkaitan dengan masalah 

indoktrinasi dan kekuatan adalah pasukan khusus (an-Nidhām al-

Khāsh) atau biro rahasia (al-jihāz as-sirrī). Meskipun biro rahasia al-

Ikhwan bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan yang 

dituduhkan kepada Al-Ikhwan, dan menyebabkan kekacauan dalam 

tubuh gerakan ini, namun biro rahasia memiliki mata rantai yang 

lebih kuat, disiplin tinggi, dan koordinasi yang solid antar anggota. 

Fungsi penting biro rahasia al-Ikhwan adalah bahwa biro ini secara 

logis mengakar pada dan didukung oleh ‘etos jihad’ dalam pelatihan 

yang diselenggarakan al-Ikhwan secara umum.  

Anggota yang terpilih ditraining dengan berbagai program 

pelatihan. Menurut Mitchell, para anggota digembleng dengan 

pelatihan militer guna melaksanakan tugas espionase dan aksi-aksi 

kekerasan. Seperangkat aturan, simbol, dan perangkat-perangkat 

yang sesuai dengan watak kerahasiaannya dirumuskan. Para anggota 

juga ditraining dengan materi-materi agama, sejarah dan hukum dan 

pelatihan fisik seperti PPPK, komunikasi dan transportasi, 

penggunaan senjata dan pelatihan militer. Setelah mencapai level 

                                                 
146 Mitchell, Op. Cit., hlm. 203 
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tertentu, seorang anggota dimasukan ke dalam ruangan khusus 

untuk mengikrarkan sumpah (baiat) di bawah al-Qur'an dan pistol 

untuk senantiasa taat dan menjaga kerahasiaan biro rahasia.
147

  

Lebih jauh Ruslān mengklasifikasikan program-program 

pendidikan dalam biro rahasia al-Ikhwan menjadi tiga yaitu; 

program pengembangan wawasan, program pelatihan fisik dan 

militer, serta program moral dan spiritual. Untuk mengembangkan 

wawasan para anggota, biro rahasia mengadakan program-program 

kajian-kajian tentang jihad dalam Islam, konsep Islam perspektif Al-

Ikhwan, tujuan gerakan dan sarana-sarana untuk mencapainya. 

Untuk meningkatkan kemampuan fisik, para anggota dilatih 

dengan program-program olah raga yang meliputi bela diri, senam 

dan atletik. Sedangkan pelatihan militer meliputi cara-cara merakit 

senjata, bom dan bahan peledak; dan praktek penggunaan senjata. 

Di samping itu, anggota juga dilatih komunikasi dengan bahasa 

sandi, taktik penyebaran pamflet dan selebaran gelap, dan latihan 

pendataan nama-nama dan alamat warga Yahudi di Mesir, 

perusahaan-perusahaan serta mobilitas mereka. 

Untuk melengkapi program pendidikan para anggota, biro 

rahasia mewajibkan mereka dengan berbagai program moral-

spiritual, di antaranya: disiplin shalat dan puasa, membaca zikir pagi 

dan sore, membaca wirid-wirid yang sudah ditentukan oleh gerakan, 

menghadiri latihan terpadu minimal sebulan sekali, dan disiplin 

mengisi raport penilaian diri (muhāsabah).
148

 

Setelah dijelaskan program-program pendidikan Al-Ikhwan, 

perlu ditelisik lebih jauh hubungan antara program-program 

                                                 
147 Ibid.  
148 Untuk program-program pendidikan biro rahasia Ikhwan lihat ‘Abd al-Halīm, 

Op. Cit., hlm. 258-260; dan Ruslān, Op. Cit., 482-490.  
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tersebut dengan fundamentalisme para anggota gerakan al-Ikhwan.  

Secara teoritis, hingga saat ini belum banyak penelitian yang 

mencoba mengungkap hubungan antara pendidikan dan 

fundamentalisme. Penelitian Riaz Hasan tentang fenomena 

kebangkitan Islam di Indonesia menyaran pada kesimpulan adanya 

korelasi positif antara pendidikan dan fundamentalisme. 

Menurutnya, semakin tinggi dan modern tingkat pendidikan 

seseorang, semakin tinggi pula kecenderungan untuk menjadi 

fundamentalis.
149

 Sebaliknya penelitian Munir Mulkhan 

menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan yang dilakukan 

Muhammadiyah justru memperlemah peran fundamentalisme ahli 

syariah dalam gerakan Muhammadiyah.
150

  

Pertentangan antara kedua teori di atas sejatinya dapat 

dijelaskan dengan melihat fungsi keagenan pendidikan sebagai 

sebuah aktivitas kultural. Menurut Mansour Fakih, pendidikan 

selama ini dipahami sebagai suatu kegiatan mulia yang selalu 

mengandung kebajikan dan senantiasa berwatak netral. Pada 

dasarnya para praktisi pendidikan banyak yang tidak sadar bahwa ia 

tengah terlibat dalam suatu pergumulan politik dan ideologi melalui 

arena pendidikan.
151

 Dengan demikian, ideologi yang dianut oleh 

sebuah sistem pendidikan adalah faktor yang paling menentukan ke 

arah mana pendidikan yang dicita-citakan.  

                                                 
149 Riaz Hasan, Islam: Dari Konservatisme Sampai Fundamentalisme, (Jakarta: CV 

Rajawali, 1985), hlm. 147 
150 Munir Mulkhan, Islam Murni dalam Masyarakat Petani, (Yogyakarta: Bentang, 

2000), hlm. 6 dan 209-220 
151 Mansour Fakih, Ideologi dalam Pendidikan: Sebuah Pengantar, dalam William 

O’Neil, Ideologi-ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. x  
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Berangkat dari paradigma di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk 

mensosialisasikan ideologi fundamentalisme kepada peserta didik. 

Hal tersebut ditempuh melalui ketiga ranah pendidikan yaitu 

transmisi nilai (transmission of values), pengetahuan (transmission 

of knowledge), dan keterampilan (transmission of skill) dari guru 

atau pendidik kepada murid atau peserta didik.
152

 Hal senada 

ditegaskan oleh Gilles Kepel. Menurutnya, munculnya gerakan 

fundamentalis dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari peran 

pendidikan dalam menciptakan fundamentalisme kaum pribumi. 

Militansi pribumi dalam mengusir penjajah dapat dibangun melalui 

program-program pendidikan maupun aktivitas-aktivitas 

keagamaan. Dengan jaringan kerja yang dibangun oleh organisasi-

organisasi tarekat misalnya, kelompok keagamaan mampu 

melancarkan serangan terhadap penjajah dengan mengobarkan 

ideologi perang suci (jihād).
153

  

Dari beberapa program pendidikan al-Ikhwan yang telah 

diuraikan di atas dapat dilihat adanya penekanan yang berlebih 

kepada pendidikan fisik dan militeristik. Orientasi tersebut 

kemudian dikombinasikan dengan ideologi militansi dan jihad yang 

dijadikan nilai sentral dalam etos pendidikan al-Ikhwan.  Tulisan-

tulisan dan pidato al-Ikhwan selalu diwarnai dengan rujukan-

rujukan yang mendukung nilai-nilai tersebut beserta tujuan-

tujuannya dalam terma-terma militer. Al-Bannā berkali-kali 

mendoktrin anggotanya bahwa mereka adalah tentara pembebas; di 

atas pundak kalian terpikul pesan-pesan pembebasan; kalian adalah 
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batalion penyelamat untuk bangsa ini yang sedang ditimpa 

malapetaka. Mereka adalah tentara Allah yang bersenjatakan 

moralitas Islam.
154

 

Ilustrasi paling spesifik tentang kualitas militansi gerakan al-

Ikhwan bisa ditemukan dalam penggunaan konsep jihad. Meskipun 

para anggota seringkali didoktrin bahwa jihad merupakan varian dari 

kata ijtihād yang mempunyai konotasi ‘upaya intelektual’, namun 

terma tersebut lebih sering menunjukkan makna perang (qitāl), 

bahkan bila sampai mati dan meraih syahādah (martyrdom). 

Kematian, sebagai titik akhir dari jihad, dipuji oleh al-Bannā dengan 

slogan-slogan: “Seni kematian (fann al-maut), kematian adalah seni 

(al-maut fann).” Kemenangan hanya akan diperoleh dengan 

menguasai seni kematian (fann al-maut).
155

 Al-Bannā pernah 

memperingatkan pengikut-pengikutnya: ‘barang siapa meninggal 

dunia dan tidak pernah ikut berperang dan tidak punya tekad untuk 

berperang, ia akan mati dalam keadaan jahiliyyah.’ Gerakan ini tidak 

akan sukses, tegas al-Bannā, tanpa adanya pengabdian dan jihad 

total.
156

  

Dalam sistem usrah, bersama-sama dengan kajian-kajian 

teoritis tentang jihad, pelajaran sejarah untuk para siswa juga 

mengkaji kemenangan-kemenangan perang dalam penaklukan 

Islam pada masa awal Islam. Sistem ini juga mencakup seksi 

penting lain yaitu seksi legislasi perang (masyrū‘iyyat al-qitāl); 

substansi pelajaran-pelajaran ini merupakan tuntutan terhadap 

kaum muslimin untuk melawan gagasan dan nilai-nilai untuk 

                                                 
154 Al-Bannā, Al-Jihad, hlm. 419; Ilā Ayyi Syai’ Nad‘ū an-Nās, hlm. 31-32 dalam 

Majmū‘ah…Op. Cit. 
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mengusir pendudukan non-muslim dan anti-muslim atas mereka. 

Senada dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam 

perayaan hari besar Islam adalah para anggota berusaha mengkoleksi 

sebanyak-banyaknya peristiwa-peristiwa perang terkenal dalam 

sejarah Islam. Lebih penting lagi adalah perayaan tahunan untuk 

memperingati perang Badar, di mana dalam perayaan tersebut para 

pembicara mengobarkan semangat jihad. Perang Badar dan arti 

pentingnya bagi kaum muslim menjadi tema dalam beberapa 

pentas teater yang dimainkan oleh anggota al-Ikhwan dan ditonton 

oleh anggota al-Ikhwan lainnya. 

Konsep jihad yang militan dan seni kematian mewarnai 

penekanan pendidikan al-Ikhwan mendorong para anggota untuk 

meraih kematian. Dengan berperang dan mati atas nama Islam di 

Zona Terusan, Palestina, atau di tiang gantungan Mesir, seorang al-

Ikhwan meyakini bahwa kematiannya akan mengantar mereka ke 

dalam derajat pahlawan Islam. Dalam semangat ini seorang al-

Ikhwan dengan tenang memandang mati syahid sebagai ‘jalan 

paling singkat dan mudah menuju kebahagiaan hidup di akhirat.’ 

Semangat seperti inilah yang ditakuti oleh orang-orang Mesir baik 

muslim maupun non-muslim, dan—semangat jihad plus aktivisme 

al-Ikhwan dalam politik inilah—yang  tidak bisa ditolerir oleh 

semua jenis pemerintahan Mesir. 

 

B. Reislamisasi dari Atas 

1. Perjuangan Politik  

Di samping dakwah dan pendidikan, upaya mencapai tujuan 

gerakan juga dilakukan al-Ikhwan melalui partisipasi politik. 

Keyakinan al-Bannā yang kuat bahwa gerakan yang dipimpinnya 

telah sampai pada kekuatan yang memuaskan, penyebaran yang luas 
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serta organisasi yang solid merupakan faktor yang mendorong al-

Bannā untuk mendeklarasikan transisi al-Ikhwan menuju politik 

praktis.
157

 Sepanjang sejarahnya, gerakan al-Ikhwan pernah tiga kali 

mencoba ikut pemilu guna mendudukkan wakil-wakil mereka di 

parlemen. al-Ikhwan mencalonkan beberapa orang—di antaranya 

Hasan al-Bannā sendiri—untuk dicalonkan pemilu tahun 1942 dan 

1944/1945, dan pemilu 1950. Dalam muktamar luar biasa tanggal 8 

Agustus 1948 Dewan pendiri mengusulkan agar al-Ikhwan ikut 

dalam pemilu 1950, namun dengan dibubarkannya gerakan ini 

beberapa bulan kemudian, usulan tersebut tidak terealisasi. Dalam 

sub bab berikut akan dibahas sejauh mana keyakinan al-Ikhwan 

terhadap cara-cara konstitusional (partispasi politik) untuk 

mencapai tujuan mendirikan negara Islam. 

Setelah peristiwa pengepungan istana oleh tentara Inggris 

tanggal 4 Pebruari 1942, dan naiknya pemerintahan Wafd, pada 

tanggal 7 Pebruari, raja Mesir membubarkan parlemen dan 

mengumumkan pemilu baru. al-Ikhwan mengajukan dua nama 

calon: Hasan al-Bannā untuk distrik Ismā‘īliyyah dan Muhammad 

Nāsir untuk distrik Banhā. al-Ikhwan sengaja memilih kedua distrik 

tersebut karena mereka yakin bisa memperoleh suara mayoritas di 

kedua wilayah pemilihan tersebut.
158

 Pencalonan kedua kandidat 

ini menandai keterlibatan pertama al-Ikhwan dalam politik 

praktis.
159

 

                                                 
157 Ibrāhīm Bayūmī Ghānim, Al-Fikr as-Siyāsī li al-Imām al-Bannā, (Kairo: Dar at-

Tauzī‘ wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 1992), hlm. 343 
158 Mahmūd ‘Abd al-Halīm,Op. Cit., hlm. 295 
159 Ibid., hlm. 294 
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Langkah ini merupakan realisasi keputusan Kantor Dewan 

Pimpinan Pusat al-Ikhwan yang memutuskan untuk mencalonkan 

wakil-wakil untuk duduk di kursi DPR guna menyuarakan ideologi 

politik al-Ikhwan. 
160

 al-Ikhwan memandang perlu menempuh 

segala cara yang mungkin—di antaranya meraih kursi DPR—untuk 

mencapai tujuan dan merealisasikan program reformasi. Hal 

tersebut tidak mungkin terlaksana kecuali dengan mengikuti 

pemilu. al-Ikhwan percaya bahwa satu kursi saja di DPR cukup 

untuk mempengaruhi suara mayoritas dewan bila wakil yang duduk 

di DPR tersebut adalah Hasan al-Bannā. Hal itu dikarenakan ia 

memiliki kepribadian yang kuat dan kharismatik.
161

  

Menurut Bayūmī, keputusan ini didorong oleh situasi yang 

dihadapi al-Ikhwan selama pemerintahan Sirrī Pasya (10 Nopember 

1940 sampai 4 Pebruari 1942). Pemberlakuan keadaan darurat 

selama perang Dunia II melegitimasi pemerintah Sirrī untuk 

melakukan tindakan-tindakan represif—di bawah tekanan 

Inggris—untuk menghentikan aktivitas al-Ikhwan.  Pemerintahan 

Sirrī membredel koran dan majalah Al-Ikhwan, menghalang-halangi 

pertemuan, menutup media penerbitan, menahan pemimpin 

umum dan wakilnya. Al-Bannā merasa bahwa aktivitasnya dalam 

mengekspresikan aspirasi dan menyebarkan dakwah al-Ikhwan 

selalu dibatasi, tidak hanya di kalangan masyarakat awam, namun 

juga di kalangan elit. Hal ini menghambat realisasi tahapan kedua 

yang telah dicanangkan pada tahun 1938. Dalam situasi seperti itu 

al-Bannā melihat parlemen sebagai media pertahanan satu-satunya 

dan corong untuk menyuarakan penindasan penguasa.
162
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Namun keinginan al-Bannā untuk ikut pemilu kandas karena 

pemerintah mencekal pencalonannya. Perdana Menteri an-Nahhās 

menuntut al-Bannā mengundurkan diri demi kepentingan Mesir 

dan gerakan yang dipimpinnya. An-Nahhās mengancam akan 

mengambil tindakan tegas—yang tidak disukainya—tetapi 

terpaksa dilakukannya demi kepentingan bangsa yaitu: membubar-

kan al-Ikhwan dan mengasingkan para pemimpinnya. Ketika 

didesak alasan pencekalan al-Bannā, ia menjawab:  

 

“Langkah ini adalah pesanan mereka (kolonial Inggris) yang 

akan melakukan apa saja demi kepentingannya. Kami terpaksa 

bekerjasama dengan mereka apalagi dalam masalah parsial sep-

erti ini dan dalam situasi yang sangat sulit seperti sekarang, ka-

rena mereka mampu berbuat apa saja, dan mereka bisa 

menghancurleburkan bangsa ini dalam tempo dua jam saja”.
163

  

 

Al-Bannā menyatakan siap mengundurkan diri dengan syarat 

gerakan al-Ikhwan diberi kebebasan untuk melangsungkan semua 

aktivitasnya.
164

 Di samping itu, ia juga mengajukan tuntutan agar 

pemerintah: (1) menghidupkan kembali hari-hari besar Islam 

terutama Maulid Nabi Muhammad;. (2) melenyapkan seluruh 

bentuk pelacuran di seluruh negeri; (3) mengeluarkan Undang-

undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam setiap 

komunikasi resmi; (4) melakukan inisiatif guna mempelopori 

pembentukan Liga Arab.
165

 An-Nahhās menyetujui tuntutan 

tersebut dan tercapailah kesepakatan politik antara al-Ikhwan 

dengan pemerintah.   
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Kesediaan al-Bannā mengundurkan diri menunjukkan bahwa 

keterlibatan al-Ikhwan dalam politik bukan dilatari oleh keyakinan 

al-Bannā terhadap upaya-upaya konstitusional, tetapi lebih 

merupakan upaya pertahanan diri al-Ikhwan dalam menyuarakan 

visi dan misinya. al-Bannā melihat jika tujuan yang diharapkan bisa 

dicapai dengan cara lain, maka tidak ada gunanya bersaing dalam 

pemilu yang hanya akan menyebabkan benturan dengan partai lain 

(Wafd) dan hal itu hanya akan menguntungkan Inggris” 
166

 

Pemilu 1944 dilaksanakan pada akhir tahun 1944 setelah Raja 

berhasil memecat kabinet Wafd dengan alasan korupsi yang 

melanda pemerintahan ini. Raja juga membubarkan DPR dan 

mengumumkan akan melaksanakan pemilu yang bersih.
167

 al-

Ikhwan memutuskan turut serta dalam pemilu ini dengan 

mencalonkan al-Bannā untuk distrik Ismā‘īliyyah dan beberapa 

calon lainnya untuk distrik-distrik lain. Di lain pihak, pemerintahan 

yang baru sangat ingin menunjukkan bahwa pemilu kali ini berbeda 

dengan pemilu pemerintahan Wafd 4 Pebruari 1942 yang dipenuhi 

kecurangan, di antaranya pencekalan al-Bannā dari pencalonan dan 

tuntutan agar ia mengundurkan diri.
168

 

Situasi yang melatari keikutsertaan al-Ikhwan dalam pemilu 

1944/1945 tidak jauh berbeda dengan situasi yang melatari 

partisipasi al-Ikhwan dalam pemilu 1942. Namun keputusan untuk 

ikut pemilu kali ini mengundang perdebatan luas di kalangan Al-

Ikhwan, terutama berkenaan dengan tujuan keikutsertaan al-

Ikhwan pemilu tersebut. al-Bannā mengulangi penegasan perlunya 

al-Ikhwan melakukan upaya yang lebih intensif untuk mengenalkan 
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misi al-Ikhwan di kalangan elit pemerintah. Menurut al-Bannā, 

jalan terdekat menuju lingkaran elit adalah mimbar parlemen, Oleh 

karena itu, al-Ikhwan harus mengirimkan duta-duta terbaiknya ke 

lembaga tersebut guna memperjuangkan misi dan mempengaruhi 

wakil-wakil rakyat dalam lingkup yang terbatas ini. 
169

 

Keberatan kedua berkaitan dengan sumpah konstitusional 

yang harus diucapkan oleh seorang wakil terpilih. Dalam sumpah 

tersebut seorang anggota parlemen wajib mengucapkan sumpah 

bahwa ia akan menghormati konstitusi Mesir, hal ini bertentangan 

dengan semboyan Al-Ikhwan: “al-Qur'an konstitusi kami”. Al-

Bannā menegaskan bahwa jiwa dan semangat konstitusi Mesir 

secara umum tidak bertentangan dengan kaidah dan ajaran al-

Qur'an, meski ada beberapa bagian yang harus diamandemen, dan 

hal ini diserahkan kepada mekanisme parlemen. Dengan demikian, 

masuknya al-Ikhwan dalam lembaga ini merupakan cara ideal untuk 

mewujudkan semboyan al-Ikhwan. 
170

  

Pernyataan al-Bannā menunjukkan keyakinannya akan 

kemungkinan melakukan perubahan melalui mekanisme parlemen 

yang demokratis, hal ini berarti pula bahwa keberhasilan melakukan 

perubahan tergantung kepada kemampuan al-Ikhwan meraih suara 

mayoritas di parlemen. Meskipun demikian al-Ikhwan tidak keluar 

dari ‘prinsip bertahap’ dan menggunakan cara ‘habis-habisan’ untuk 

meraih mayoritas suara parlemen, karena hanya mengajukan enam 

nama. Di samping itu, Dewan Pimpinan Pusat juga mengeluarkan 

keputusan ‘bahwa sebagai organisasi, al-Ikhwan tidak mencalonkan 
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seorang pun dari anggotanya dalam posisinya sebagai anggota Al-

Ikhwan, mereka yang ingin mencalonkan diri hendaknya 

mengajukan namanya atas nama pribadi sebagai calon independen. 

Oleh karena itu dilarang memanfaatkan al-Ikhwan untuk 

mendukung pencalonannya.”
171

 Ketentuan ini berlaku pula bagi 

Hasan al-Bannā. 

Meskipun sikap hati-hati al-Ikhwan tersebut, pencalonan ini 

mendapat tantangan berat dari pemerintahan—yang didukung 

tentara Inggris—dengan menggunakan cara-cara kotor untuk 

memanipulasi hasil pemilu.
172

 Dalam sebuah surat yang dikirimkan 

oleh Mahmūd Labīb kepada koran al-Misrī September 1950 ditulis: 

 

“Pada masa pemerintahan Ahmad Māhir, pemimpin umum al-

Ikhwan bermaksud mencalonkan diri, aku mendengar dari 

salah seorang sumber bahwa kedutaan Inggris mengirim surat 

kepada Ahmad Māhir dan memintanya untuk mencekal 

pencalonan al-Bannā …Aku segera menemui al-Bannā dan 

menceritakan perihal tersebut, beliau tertawa dan menganggap 

hal itu mustahi terjadi. Keesokan harinya Ahmad Māhir 

memerintahkan al-Bannā untuk menghadap dan memintanya 

mengundurkan diri, Māhir berusaha membujuk namun al-

Bannā menolak…”
173

 

 

Dengan penolakan tersebut, pemerintahan Ahmad Māhir 

harus menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit: (1) 

membiarkan al-Bannā mengikuti pemilu dan ini akan menjadi 

bencana bagi pemerintah karena sudah bisa dipastikan al-Bannā 

akan menang di distrik yang diwakilinya; (2) mencekal al-Bannā, 
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dan ini akan merusak citra propaganda pemilu yang bersih dan jujur. 

Tampaknya pemerintah—dengan dukungan tentara Inggris—lebih 

memilih untuk mengintervensi jalannya pemilu di distrik-distrik 

pemilihan yang diikuti oleh orang-orang al-Ikhwan.  dengan 

bantuan tentara Inggris, pemerintah mendatangkan para buruh 

kamp-kamp militer Inggris ke tempat pemungutan suara, dan 

memilih calon selain al-Bannā. Hasilnya, pemilihan harus diulang 

kembali karena Hasan al-Bannā dan seorang calon lainnya tidak 

mendapat suara yang mayoritas.
174

  

Pada pemilihan ulang, pasukan Inggris memblokir pintu 

masuk tempat pemungutan suara untuk menghalangi pendukung 

al-Bannā. Para pendukung al-Bannā berusaha menerobos truk-truk 

penghalang, namun polisi dengan sigap memblokir tempat 

pemungutan suara dan membubarkan kerumumanan massa. Saat 

pendukung al-Bannā bubar, tentara Inggris mendatangkan para 

buruh kamp-kamp militer Inggris guna memberikan suara kepada 

lawan politik al-Bannā. Al-Bannā kalah dalam pemilu ulang di 

distrik yang dipastikan akan mendukung pencalonannya.
175

  

Tampaknya upaya pemerintah Mesir dan imperialis Inggris—

dengan menggunakan cara-cara illegal dan tidak demokratis—

untuk menjegal partisipasi politik al-Ikhwan dalam parlemen 

menjadi penyebab menguatnya perasaan-perasaan bahwa 

partisipasi politik melalui parlemen tidak akan membawa hasil 

diharapkan. Di samping itu, upaya pencekalan ini semakin 

mendukung garis keras al-Ikhwan yang mendukung penggunaan 

kekerasan untuk mencapai tujuan, meskipun hal itu terus menerus 
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mendapat tentangan dari al-Bannā. Hal ini tercermin dalam 

pernyataan sikap al-Bannā terhadap pemilu yang akan dilaksanakan 

tahun 1950—di mana ia memutuskan akan tetap mengikuti pemilu 

1950—dan sikapnya terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi pasca 

perang Dunia II. 

Kegagalan pemilu 1944/5 seperti tersebut di atas tidak 

membuat al-Ikhwan meninggalkan panggung politik. Hal ini 

terbukti dengan kuatnya keinginan al-Ikhwan untuk mengikuti 

pemilu 1950. Dalam munas luar biasa Dewan Pendiri al-Ikhwan 

yang dilaksanakan pada 2 syawal 1367/7 Agustus 1948 dibahas 

tentang sikap al-Ikhwan dalam pemilu Januari 1950. Dalam munas 

tersebut, al-Bannā menjelaskan berbagai eksperimen al-Ikhwan dan 

perjuangan mereka menuju parlemen. Ia juga mengekspresikan 

kegetiran dan kepedihannya atas sikap pemerintah dan parpol yang 

memusuhi langkah-langkah al-Ikhwan meraih kursi di parlemen 

pada pemilu 1942 dan 1945. Al-Bannā menegaskan kembali 

pentingnya partisipasi politik al-Ikhwan dalam pemilu, dan 

menandaskan bahwa hal itu tidak berarti al-Ikhwan berubah 

menjadi partai politik atau mencampuradukkan antara agama dan 

politik atau mempolitisasi agama demi kepentingan keduniaan. 
176

  

Kemudian al-Bannā menyinggung langkah-langkah yang akan 

diambil al-Ikhwan dalam pemilu mendatang (1950). Al-Bannā 

mengemukakan argumentasi baik pihak yang pro maupun kontra 

dengan partisipasi al-Ikhwan dalam pemilu. Al-Bannā mengusulkan 

untuk dilaksanakan referendum di kalangan al-Ikhwan guna 

menentukan ikut tidaknya al-Ikhwan dalam pemilu tersebut. 

Meskipun kahirnya al-Ikhwan tidak berhasil ikut serta dalam 
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pemilu 1950 karena al-Ikhwan dibubarkan oleh pemerintah, namun 

semua penjelasan al-Bannā di atas menyaran pada kesimpulan 

bahwa ia tetap mendukung partisipasi politik al-Ikhwan melalui 

pemilu.
177

  

Dari uraian tentang perjuangan politik al-Ikhwan dapat 

disimpulkan beberapa hal: Pertama, al-Bannā menegaskan 

keyakinannya terhadap partisipasi politik sebagai salah satu sarana 

untuk merealisasikan cita-cita ideal al-Ikhwan.  Kedua, al-Bannā 

berusaha menghilangkan kekhawatiran penguasa—dan sekutu-

sekutunya—yang semakin meningkat akibat aksi-aksi kekerasan 

politik yang terjadi pada periode tersebut, terutama yang dilekatkan 

kepada gerakan Al-Ikhwan, seperti pembunuhan hakim Khāzindār 

oleh anggota biro rahasia al-Ikhwan (1948), dan keterlibatan al-

Ikhwan dalam revolusi Yaman (17-2-1948). Ketakutan tersebut 

semakin meningkat dengan ditemukannya persembunyian senjata 

dan kamp-kamp pelatihan militer al-Ikhwan.  Di mata penguasa, 

program-program tersebut merupakan bagian dari rencana gerakan 

ini untuk melakukan revolusi di Mesir. Tampaknya semua itu 

mendorong al-Bannā untuk segera mengalihkan perhatian al-

Ikhwan kepada persiapan pemilu ke depan. Ketiga, upaya al-Bannā 

di atas dapat dipandang pula sebagai upaya untuk menampung 

kecenderungan yang mulai tumbuh di kalangan anggota biro rahasia 

al-Ikhwan untuk menggunakan kekuatan senjata sebagaimana 

dibuktikan dalam berbagai aksi-aksi kekerasan selama 1948.  

Sementara itu, upaya pemerintah Mesir—di bawah tekanan 

imperilais Inggris—untuk menjegal partisipasi politik al-Ikhwan 

menimbulkan frustasi yang mendalam di kalangan orang-orang al-
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Ikhwan.  Perasaan-perasaan seperti ini pada gilirannya mendorong 

aktivis garis keras al-Ikhwan untuk melakukan cara-cara ekstra-legal 

sebagai satu-satunya media penyaluran aspirasi politik, 

menggantikan partisipasi politik melalui pemilu. Kecenderungan 

militansi seperti inilah yang memalingkan dan merusak platform 

gerakan yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tujuan 

utama dan pendahuluan yang niscaya bagi terwujudnya negara 

Islam yang dicita-citakan.  

 

2. Penggunaan Kekerasan 

Sikap al-Ikhwan terhadap penggunaan cara-cara kekerasan 

tersimpul dalam pernyataan al-Bannā dalam munas V (1939) al-

Ikhwan.  Al-Bannā menyebutkan:  

 

“Al-Ikhwan akan menggunakan kekuatan bila cara lain tidak 

berhasil dan bila mereka telah menyempurnakan persiapan 

iman dan persatuan. Dan mereka ketika menggunakan 

kekuatan mereka akan menggunakannya secara terhormat dan 

terus terang, mereka akan memberi peringatan, menunggu 

beberapa saat dan kemudian maju dengan harga diri dan 

keagungan, mereka siap menerima akibat perjuangan itu 

dengan penuh keridlaan dan lapang dada. 
178

 

 

Meskipun al-Bannā tidak menjelaskan siapa yang menjadi 

lawan Al-Ikhwan—pemerintah Mesir atau kolonialis Inggris—

namun ia berkali-kali menegaskan bahwa al-Ikhwan menentang 

cara-cara revolusi dan kekerasan. Penegasan ini ia sampaikan dalam 

bantahan al-Bannā terhadap tuduhan-tuduhan yang menyatakan 
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bahwa al-Ikhwan berencana menggulingkan penguasa.
179

 Dengan 

semakin meningkatnya aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan 

politik selama 1947-1948, semakin meningkat pula tuduhan 

keterlibatan al-Ikhwan dalam aksi-aksi tersebut. Al-Bannā 

membantah dengan tegas semua tuduhan dan menyatakan bahwa 

penggunaan kekerasan, terorisme dan revolusi bukan cara al-

Ikhwan untuk mencapai tujuan. Al-Bannā menganggap bahwa 

peristiwa-peristiwa kekerasan dan pembunuhan merupakan “pintu 

kejahatan yang harus ditutup rapat-rapat”. Namun di lain pihak ia 

selalu menegaskan bahwa melawan penjajah dan membebaskan 

negara tidak akan berhasil melalui perundingan diplomatik, tetapi 

akan berhasil hanya dengan jihad.
180

 

Dengan demikian, program-program militer al-Ikhwan bukan 

ditujukan untuk melakukan revolusi, melainkan untuk mengusir 

penjajah asing yang dianggap telah telah merampas kehormatan 

negara.
181

 Realitas ini diperkuat oleh latar belakang yang mendorong 

al-Bannā mendirikan “biro rahasia” yang memiliki peran besar 

dalam sejarah al-Ikhwan.   

 

a. Konsep Kekuatan Menurut Al-Ikhwan: 

Gerakan al-Ikhwan melihat kekuatan terdiri dari tiga unsur: 

kekuatan yang paling tinggi ialah kekuatan iman, kemudian 

kekuatan persatuan dan kesatuan; dan terakhir adalah kekuatan 

fisik dan senjata. Dengan kata lain kekuatan menurut al-Ikhwan 

adalah suatu konsep yang mencakup semua dimensi moral, psikis, 
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dan materi. Konsep ini menjelma dengan jelas pada program-

program pendidikan dan indoktrinasi ideologis anggota-anggota al-

Ikhwan pada umumnya dan anggota biro rahasia pada khususnya.
182

  

Meskipun al-Bannā mendukung pandangan bahwa ‘kekuatan 

dalam banyak kesempatan merupakan jalan terbaik untuk 

menjunjung tinggi kalimat kebenaran’, namun ia juga sangat 

menekankan perlunya dipenuhi syarat-syarat penggunaan 

kekerasan, yaitu: (1) terpenuhinya semua anasir kekuatan (aqidah, 

iman dan persatuan); (2) bila cara-cara damai telah gagal 

mengantarkan kepada tujuan; (2) penggunaan kekuatan harus 

disertai komitmen yang tinggi dengan etika dan ajaran Islam 

‘sesungguhnya al-Ikhwan ketika mereka menggunakan kekerasan, 

mereka akan menggunakannya dengan penuh kehormatan dan 

keterusterangan…mereka akan memberi peringatan…menunggu 

…kemudian menyerang’.
183

 

Al-Bannā banyak mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi 

yang mendorong kaum muslimin agar mempersiapkan kekuatan 

mereka dan menjunjung tinggi nilai jihād fī sabīlillāh. Agar nilai-

nilai ini mempribadi dalam diri para anggota, al-Bannā seringkali 

berbicara tentang kematian dan menganggapnya sebagai sebuah 

‘keahlian’ yang harus dikuasai oleh umat,
184

 Dalam salah satu 

manifesnya, al-Bannā menyebut kematian sebagai sebuah ‘seni’  

 

“kematian adalah seni, seni yang indah walaupun pahit rasanya, 

bahkan kematian adalah seni terindah bila diracik oleh tangan-

                                                 
182 Ghānim, Op. Cit., hlm. 390-391 
183 Al-Bannā, al-Mu'tamar al-Khāmis, dalam Majmū‘ah…Op. Cit., hlm. 135  
184 Hasan Al-Bannā, Sina‘āt al-Maut, Majallat an-Nazīr-18-1-20 Syawwal 1366-5-9-

1947 dalam Ibrāhīm Bayūmī Ghānim, Op. Cit.,  hlm. 391  



180 | Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir 1928-1949… 

tangan terampil. Al-Qur'an telah menampilkan kematian 

kepada kaum muslim dengan ilustrasi yang membuat mereka 

menginginkannya dan mencintainya seperti cinta orang lain 

kepada dunia’.
185

  

 

Tidak diragukan lagi keberadaan pihak asing di Mesir—dan di 

negara-negara Islam lainnya terutama Palestina—semakin 

meningkatkan militansi orientasi-orientasi ideologis seperti ini dan 

membangkitkan tekad untuk berjihad fī sabīlillāh. Hal ini 

diperkuat oleh faktor-faktor utama yang melatarbelakangi 

pembentukkan biro rahasia guna melaksanakan kewajiban jihad ini. 

 

b. Peranan Biro Rahasia dalam Aksi-aksi Kekerasan 

Sebagaimana telah disinggung di muka, tekanan dan 

pencekalan pemerintah Husain Sirrī Pasya terhadap aktivitas al-

Ikhwan telah menimbulkan reaksi yang mengarah kepada aktivisme 

politik gerakan ini melalui institusi-institusi pemerintahan resmi 

seperti partisipasi dalam pemilu dan pencalonan anggota parlemen. 

Semua ini terjadi pada awal tahun 1940-an dalam suasana perang 

Dunia II.  

Sementara itu banyak informasi lain yang menguatkan bahwa 

periode tersebut (awal 1940-an) menyaksikan tumbuhnya apa yang 

dikenal dengan organisasi atau biro rahasia. Informasi yang paling 

kuat menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada tahun 1940, dan 

bahwa pemilik gagasan dan inisiatif pembentukkan biro rahasia ini 

adalah Hasan al-Bannā sendiri. Fakta ini terungkap dalam memoar 

yang ditulis Mahmūd ‘Abd al-Halīm, salah seorang yang ditunjuk al-
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Bannā untuk membangun pondasi pertama organisasi tersebut.
186

 

Beberapa memoar yang ditulis oleh orang-orang yang pernah 

terlibat dalam pembentukkan biro rahasia menunjukkan bahwa biro 

ini didirikan dengan tujuan: (1) melawan pendudukan Inggris; (2) 

melawan bahaya Zionisme yang semakin mengancam masa depan 

Palestina dan negara-negara Arab dan Islam.
187

  

Biro rahasia ini berhasil melakukan program-program militer 

terpadu yang sebagiannya diarahkan untuk melawan keberadaan 

Inggris dan sebagian lain disiapkan untuk menghadapi Zionis di 

Palestina. Aksi-aksi biro rahasia al-Ikhwan semakin meningkat 

dengan cepat selama periode 1947-1948. Kelemahan hirarkhi 

organisasi al-Ikhwan dalam mengoperasikan organisasi mulai 

tampak akibat dualisme kepemimpinan antara organisasi terbuka 

dan rahasia yang bersenjata. Akibatnya, sebagian anggota biro 

rahasia kemudian melakukan aksi-aksi pembunuhan sporadis 

terhadap figur-figur tertentu dan pemerintah yang berkuasa Al-

Bannā menyayangkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini, 

mengutuk para pelakunya dan menganggap mereka sebagai bukan 

anggota al-Ikhwan lagi. Meskipun demikian, tuduhan tetap 

dilontarkan kepada al-Ikhwan secara umum, dan PM an-Nuqrāsyī 

(sebelum terbunuh) mengeluarkan perintah militer untuk 

membubarkan al-Ikhwan berdasarkan aksi-aksi kekerasan yang 

dipandang sebagai upaya menggulingkan pemerintah dengan 

kekerasan. 

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: benarkah aksi-aksi 

kekerasan yang dilakukan oleh anggota biro rahasia ditujukan untuk 
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mengkudeta pemerintah yang berkuasa? Al-Bannā menampik 

semua tuduhan tersebut. Ia mengulang-ulang penegasannya bahwa 

kekerasan bukan jalan untuk mencapai tujuan. Semua ceramah, 

pengajaran, risalah, media cetak, perkumpulan, masjid, dan 

bangunan al-Ikhwan membuktikan bahwa sarana gerakan al-Ikhwan 

tidak bertentangan dengan hukum undang-undang sama sekali.
188

 

Meskipun dokumen-dokumen yang ada pada tahun 1948 

menunjukkan dengan jelas bahwa al-Ikhwan sangat memusuhi 

pemerintah yang berkuasa, dan bahwa al-Ikhwan telah sampai pada 

puncak kekuatannya—dibanding dengan kekuatan-kekuatan 

politik lainnya—bahkan al-Bannā sendiri mengklaim bahwa mereka 

mewakili rakyat Mesir bahkan bangsa Arab dan Islam, namun data-

data tersebut tidak membuktikan bahwa al-Ikhwan merencanakan 

kudeta. Hal ini dibuktikan pula oleh keputusan pengadilan atas 

kasus ‘mobil jeep’. 
189

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya 

merealisasikan tujuan idealnya, al-Ikhwan menunjukkan sikap 

ambivalen dalam menjalankan aksi. Sikap ambivalen tersebut 

tercermin dalam upaya-upaya konstitusional—melalui pemilu—

dan inkonstitusional—melalui aksi-aksi kekerasan. Hal ini bisa 

ditafsirkan dengan mengembalikannya pada karakter tujuan yang 

dicanangkan oleh al-Bannā bagi gerakannya yaitu: (1) 

membebaskan bangsa dari penjajahan asing; (2) membentuk 

pemerintahan Islam. Jika kekuatan senjata merupakan sarana untuk 
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merealisasikan tujuan pertama dalam kerangka ideologi jihad yang 

disemai al-Bannā, maka berpegang pada ‘prinsip bertahap’ 

merupakan cara ideal yang diyakini al-Bannā untuk mereformasi 

pemerintah dan kondisi dalam negeri secara umum.
190

\ 

Meskipun demikian, periode selama 1947-1948 al-Ikhwan 

mengalami perpecahan intenal dalam menjalankan aksi-aksi 

politiknya. Keluarnya tiga keputusan Dewan Pimpinan Pusat 

menunjukkan perpecahan tersebut. Pertama, keputusan tentang 

persiapan dan pembekalan perang Palestina (Oktober 1948); 

kedua, keputusan tentang deklarasi perang mushaf (Mei 1948) 

yang berisi pernyataan perang terhadap rezim dan partai-partai 

politik Mesir; ketiga, persiapan menghadapi pemilu Agustus 

1950.
191

 Realitas sejarah menunjukkan bahwa selama kurang dari 

sebelas bulan semenjak keluarnya tiga keputusan tersebut 

(Oktober 1947-Agustus 1948), gerakan al-Ikhwan tidak mampu lagi 

melaksanakan tiga keputusan tersebut dalam waktu yang 

bersamaan. Gerakan al-Ikhwan menghadapi keadaan labil dan 

krusial dalam semua level, baik internal maupun eksternal. Sesuai 

dengan keputusan, gerakan al-Ikhwan harus membagi dirinya dalam 

tiga front sekaligus: front perang Palestina, front perang mushaf, 

dan front pemilu 1950. Masing-masing front ini menggunakan cara 

yang berbeda-beda dan bahkan saling berlawanan satu sama lain. 

Jihad di Palestina menggunakan senjata, perang mushaf di dalam 

negeri menggunakan pemisahan (isolasi) diri dari masyarakat dan 

sistem yang berlaku, dan partisipasi politik dengan kampanye untuk 

memenangkan pemilu. Ketiga agenda tersebut sangat berat untuk 
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dilaksanakan, terlebih dalam kondisi sosial politik yang tidak 

mendukung. Seandainya al-Ikhwan mampu melaksanakan tiga 

keputusan itu, namun secara politis tidak bijak melakukan tiga aksi 

secara sekaligus, karena bisa menimbulkan ketakutan di kalangan 

penguasa dan imperialis Inggris.
192

  

 

C. Kontribusi al-Ikhwān al-Muslimūn bagi Gerakan 

Pembaharuan Islam 

Gerakan Wahabi merupakan gerakan pembaharuan Islam 

pertama di abad modern. Gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran 

Ibn Taimiyyah. Mereka yakin bahwa satu-satunya penyebab 

kejatuhan kaum muslimin adalah kerusakan akidah. Oleh 

karenanya umat Islam harus diajak kembali kepada tauhid yang 

benar, sekaligus menghancurkan segala bentuk bid’ah dan khurafat. 

Dengan keyakinan ideologis ini, gerakan Wahhābī sangat konsern 

dengan upaya pemurnian (purifikasi) ajaran Islam dari ajaran-ajaran 

asing.
193

  

Semangat pembaharuan tersebut dilanjutkan dan 

dikembangkan oleh Jamāl ad-Dīn al-Afghānī. Ia datang pada sebuah 

masyarakat yang mengalami puncak degradasi, sementara pada saat 

yang sama, imperialisme mulai mencengkeramkan kakinya di 

wilayah-wilayah Muslim. Untuk itu, al-Afghānī berusaha 

melakukan upaya-upaya untuk (1) menegakkan kembali sistem 

politik Islam; (2) memerangi paham materialisme Barat; (3) 

mengobarkan perlawanan terhadap pengaruh asing, membangkit-
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kan ajaran al-Qur’an di tengah masyarakat luas dan menyadarkan 

akan hak mereka untuk menikmati kebebasan.
194

 

Ide-ide al-Afghānī kemudian dikembangkan oleh muridnya 

yaitu Muhammad ‘Abduh. Berbeda dengan al-Afghānī, ‘Abduh 

melihat masalah reformasi sebagai program utama proyek 

pembaharuannya, dan tidak melihatnya dalam konteks politik. 

‘Abduh mengalihkan ‘gerakan kembali kepada Islam’ melalui 

aktivisme politik menuju aktivitas edukatif kultural, dengan 

keyakinan bahwa pendidikan adalah asas semua gerakan reformasi 

dan pembinaan generasi muda akan mewujudkan kebangkitan.
195

  

Bila ‘Abduh lebih menekankan purifikasi Islam, peningkatan 

dan pembaharuan pendidikan tinggi Islam, dan pembelaan Islam 

dari serangan-serangan luar, namun bagi muridnya, Rasyīd Ridā, 

problem yang terakhir ini merupakan masalah yang paling penting. 

Ridla sadar gagasan ‘Abduh dapat ditafsirkan untuk menjustifikasi 

orang yang mendukung budaya Barat. Ridla sangat berupaya 

menghilangkan dukungan bagi budaya Barat dalam pemikiran 

‘Abduh tanpa menyingkirkan pembaharuan-pembaharuan yang 

niscaya bagi Islam. Ia juga berbeda dengan gurunya dalam 

keinginannya untuk memulihkan lembaga khilafah.
196

  

Secara ideologis, al-Ikhwan berada dalam satu garis dengan 

reformisme Afghāni, ‘Abduh dan Rasyīd Ridlā. Keyakinan ideologi 

al-Ikhwan menentang segala bentuk taqlid kepada ulama dan 

mendukung prinsip maslahah dalam pengambilan hukum serta 

ijtihad, agar Islam mampu menghadapi problematika dunia modern. 
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Keterpengaruhan al-Bannā dengan gerakan reformasi salafiyyah al-

Afghānī, ‘Abduh dan Ridlā tercermin dalam program yang 

digulirkan Al-Ikhwan: (1) penafsiran al-Qur'an sesuai dengan 

semangat zaman; (2) persatuan negara-negara Islam; (3) 

peningkatan taraf hidup dan peningkatan keadilan sosial dan 

ketertiban; (4) pemberantasan buta huruf dan kemiskinan; (5) 

pembebasan wilayah muslim dari dominasi asing; (6) memajukan 

kedamaian dan persaudaraan Islam ke seluruh dunia.
197

  

Namun al-Ikhwan berbeda dengan para reformis 

pendahulunya dalam sarana yang dipergunakan untuk menegakkan 

sebuah negara Islam. Menurut Dilip Hiro, al-Bannā berbeda dengan 

para pendahulu lainnya:  

“al-Afghānī membatasi dirinya pada menyampaikan seruan-se-

ruannya kepada penguasa dan intelektual Muslim untuk ber-

satu melawan orang-orang kafir. Abduh memfokuskan per-

hatiannya pada reformasi religius dan menyampaikan fatwa-

fatwa, dekrit-dekrit agama, sedangkan Rasyid Ridla 

menggunakan al-Manār untuk menjelaskan dan mepropagan-

dakan ideologi salafiyah, dan mengkombinasikan langkah ini 

dengan aksi-aksi sosial dan politik untuk menegakkan kembali 

negara Islam. Sedangkan al-Bannā mendirikan sebuah partai 

politik massa. Al-Bannā berargumen bahwa tujuan mendirikan 

negara Islam dapat direalisasikan melalui framework konsti-

tusional yang ada. Apa yang harus dilakukan oleh rezim pen-

guasa saat ini pengakuan syariah sebagai sumber hukum utama 

dan mengganti perundang-undangan Eropa. Bila mereka 

menolak syariah, berarti mereka telah menghancurkan pondasi 

utama tatanan Islam.”
198
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Pandangan senada juga diyakini oleh orang-orang al-Ikhwan.  

Gerakan ini menganggap diri mereka identik dengan gerakan 

reformasi Jamāl ad-Dīn al-Afghānī, Muhammad ‘Abduh, dan Rasyīd 

Ridā. Al-Afghānī dipandang sebagai ‘penyeru’ atau ‘pengumandang’ 

(muazzin atau sharkhā); Ridla sebagai pencatat atau sejarawan 

(sijāl atau muarrikh); dan al-Bannā dipandang sebagai pembangun 

(bānī) kebangkitan, pemimpin generasi, dan pendiri sebuah 

bangsa.
199

 Menurut pandangan ini, al-Ikhwan merupakan perluasan 

sisi praktis (amali) dari gerakan-gerakan terdahulu. Gambaran ini 

menunjukkan keyakinan al-Ikhwan bahwa sebesar apapun para 

pembaharu ini, reformasi yang mereka perjuangkan tidak 

mencukupi karena mereka gagal untuk menampilkan Islam secara 

kāffah sebagaimana yang ditegaskan al-Ikhwan.  dalam pandangan 

al-Bannā: 

 

Al-Afghānī hanya melihat masalah dan memberi peringatan; 

‘Abduh mengajar dan berpikir; dan Ridā mencatat dan me-

nyimpan. Seperti dikatakan al-Bannā, mereka semua hanyalah 

‘pejuang reformasi relijius dan moral’ semata yang tidak mem-

iliki pemahaman komprehensif tentang Islam yang menjadi 

karakteristik al-Ikhwan. 
 200

 

 

Dalam hubungannya dengan gerakan pembaharu sebelumnya, 

orang-orang al-Ikhwan merasa memiliki tali persaudaraan dengan al-

Afghānī, bahkan sebagian dari mereka menganggap al-Afghānī 

sebagai ‘bapak spiritual’ gerakan al-Ikhwan dan al-Bannā sering 

disejajarkan dengan al-Afghani. Rasa kesadaran-diri identik dengan 
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al-Afghānī di kalangan al-Ikhwan berkaitan erat dengan aktivisme 

politik yang ditampilkan Afghani dengan percaya diri.
201

 Namun 

kelebihan Hasan al-Bannā dari al-Afghānī adalah bahwa ia 

mendirikan sebuah organisasi massa untuk merealisasikan proyek 

pembaharuan al-Afghānī pada saat gerakannya sedang menuju 

proses kematian. al-Afghānī pernah bermaksud untuk memobilisasi 

gerakan massa dan mendirikan partai politik untuk merealisasikan 

proyeknya.
202

  

Demikian juga pandangan al-Ikhwan terhadap Muhammad 

‘Abduh dan Rasyīd Ridā. Kedua pembaharu ini dipandang telah 

merumuskan landasan intelektual dan metodologis—baik berupa 

ceramah, kuliah, dan retorika—yang lebih baik dibanding dengan 

tulisan-tulisan al-Bannā yang sederhana. Namun keduanya tidak 

berhasil menggarap khalayak banyak untuk menerima gagasan 

pembaharuan mereka. Sumbangan terbesar al-Bannā pada 

kebangkitan Islam modern berupa organisasi dan aksi. Dengan 

mendirikan dan mengembangkan Al-Ikhwan, al-Bannā mencipta-

kan model bagi kaum kebangkitan Islam di seluruh dunia Arab dan 

dunia Islam pada umumnya.
203

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi utama 

al-Bannā –dengan gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn yang 

dipimpinnya—bagi gerakan Islam modern terletak pada 

kemampuannya menemukan cara untuk mengubah ide-ide 

reformis para pembaharu lama menjadi suatu gerakan massa. Satu 

                                                 
201 Mitchell, Op. Cit., hlm. 322 
202 Francois Burgat & William Dowwel, The Islamic Movement in North Africa, 

(Austin: Center for Middle Eastern Studies Univercity of Texas at Austin, 1997),  hlm. 34-
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pelajaran yang dipetiknya dari tahun-tahun pertamanya di Kairo 

mahasiswa Dār al-‘Ulūm adalah bahwa para pendahulu sebelumnya 

telah berusaha membangkitkan umat dari keterpurukannya, namun 

mereka tidak mengembangkan sarana yang efektif. Dia bertekad 

memperbaiki ini dengan menciptakan organisasi aktivis untuk 

menerapkan misi pembaharuan Islam.
204

 Al-Bannā berusaha 

melengkapi dan menyempurnakan gagasan al-Afghānī dan 

Muhammad ‘Abduh dengan memadukan pemikiran politik al-

Afghānī dan pemikiran pendidikan Muhammad ‘Abduh serta 

menerjemahkannya dalam sebuah gerakan massa.
205

  

Meski demikian, gerakan al-Ikhwan tidaklah sempurna. 

Menurut Husaini, karena sifat gerakannya yang merakyat, tumbuh 

di tengah kaum buruh dan kelas menengah masyarakat terendah, 

yang tidak ambil pusing terhadap masalah-masalah musykil seperti 

yang ada di kalangan muslimin terdidik, al-Ikhwan berkembang 

menjadi semakin anti intelekktual. Pernyataan-pernyataan orang-

orang al-Ikhwan seringkali defensif dan menyiratkan perasaan 

paling benar sendiri.
206

 Para pemimpin al-Ikhwan sangat tidak 

mentolerir segala bentuk pembangkangan dalam jajaran manapun. 

Al-Bannā bersikeras menekankan kepatuhan total dan tidak 

mendelegasikan wewenangnya dengan cukup. Akibatnya setelah 

kematiannya, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya, 

dan al-Ikhwan mulai dihancurkan dari dalam dengan berbagai 

pertengkaran sia-sia.
207

  

                                                 
204 Al-Bannā, Muzakkarāt…Op. Cit., hlm. 112-115; Risālat al-Mu'tamar al-Khāmis, 

dalam Majmū‘ah …Op. Cit., hlm. 240 
205 Ruslān, Op. Cit., hlm. 158; Karen Armstrong, Op. Cit., hlm. 346 
206 Husaini, Op. Cit,, hlm. 134; Armstrong, Op. Cit., hlm. 353 
207 Karen Armstrong, Ibid., hlm. 353 
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Menurut Youssef M. Choueiri, sudah menjadi kesepakatan 

umum bahwa sebuah partai atau gerakan politik tidak akan mampu 

mewujudkan pemerintahan mapan kecuali bila memenuhi tiga 

prasyarat, yaitu ideologi, program dan metode aksi. Ketiga unsur 

tersebut menjadi prasyarat bagi sebuah gerakan politik untuk 

meraih kekuasaan. Tidak ada partai politik modern, baik yang 

konservatif, sosialis, Marxis, atau Islamis, mampu menjadi kekuatan 

yang berpengaruh tanpa ideologi, program, dan sarana yang jelas 

untuk meletakkan teori ke dalam praktek.
208

 

Ditinjau dari pandangan di atas, gerakan al-Ikhwan Mesir tidak 

memenuhi prasyarat minimal dari sebuah gerakan politik yang 

suskes. Ia lebih merupakan reaksi kultural dan pendidikan yang di 

satu sisi, berusaha menginterpretasikan Islam di bawah pengaruh 

kapitalisme Barat, dan di sisi lain menginjeksikan penafsiran baru 

tersebut ke dalam sistem politik yang ada.
209

 Setelah perang Dunia 

I, penghapusan kekhalifahan Usmānī Turki pada tahun 1924, dan 

munculnya partai politik lokal, al-Ikhwan berjuang untuk mencapai 

tujuan yang sangat luas ini dengan mendirikan sebuah organisasi. 

Organisasi ini lambat laun memiliki struktur hirarkhis dan 

mengembangkan program-program umum. Meskipun demikian, 

organisasi ini tidak pernah menentukan metode tertentu untuk 

mengimplementasikan tujuan-tujuan idealnya.  

Hasan al-Bannā tidak melakukan sesuatu kecuali membagi 

strateginya menjadi tiga fase: pertama: fase propaganda, penjelasan, 

dan penyajian misi; kedua: fase pembentukan, rekruitmen, 

pelatihan para pengikut dan memobilisasi mereka; dan ketiga: fase 
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pelaksanaan, kerja dan aksi. Lebih jauh, “keyakinan dan kerja keras” 

merupakan dua senjata magis untuk mempersenjatai para 

pengikutnya guna meraih kemenangan akhir, sedangkan waktu 

kemenangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada “musryid 

‘ām”.
210

  

Strategi yang tidak terbatas (open-ended ) dan samar-samar ini 

menyita kesempatan al-Ikhwan untuk mengikuti kebijakan yang 

konsisten dan memformulasikan teori yang dapat dipertahankan. 

Meskipun al-Ikhwan membentuk seksi militer, namun anggota-

anggota yang terlatih tidak pernah komitmen untuk melaksanakan 

strategi yang jelas. Demikian juga al-Ikhwan tidak pernah turut 

serta dalam pemilu dengan sepenuh hati. Tidak adanya metode 

yang jelas menyebabkan kekacauan politik pada titik pusat 

organisasi, yang mengalihkan para pimpinannya dari memanfaatkan 

setiap kesempatan untuk merealisasikan tujuan.
211
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V 
KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan 

berikut: Pertama, fundamentalisme gerakan al-Ikhwān al-

Muslimūn yang diekspresikan dengan aksi-aksi kekerasan 

merupakan respon terhadap situasi sosial-politik Mesir dan 

memiliki kemiripan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok Mesir lainnya. Perbedaannya terletak pada 

dimensi keislaman yang diklaim Ikhwan sebagai milik mereka, dan 

yang menimbulkan berbagai kekerasan baik dalam kehidupan 

politik maupun sosial yang ditandai dengan sikap intoleran yang 

kaku. Keyakinan relijio-politik yang dianut oleh Ikhwan, di samping 

melegalkan penggunaan kekerasan untuk membela ‘tujuan-tujuan 

ideal’, juga menumbuhkan perasaan paling benar sendiri dan 

arogansi yang melebarkan jarak antar mereka dengan kelompok-

kelompok lain di Mesir. Sikap intoleran yang dingin dan kaku di 

kalangan anggota Ikhwan mentranformasikan perselisihan politik 

keduniaan menjadi pertikaian sosial-relijius. Baik lawan-lawan 
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politik perorangan maupun kelompok menjadi sasaran kekerasan 

yang diilhami oleh ekseklusivitas relijius ini. 

Kedua, pandangan ideologis Ikhwan diwarnai dengan sikap 

penolakan terhadap tatanan sosial politik Mesir. Mereka 

menganggap bahwa dunia Islam telah mengalami kemunduran dan 

semakin jauh dari Islam ideal yang pernah diperkenalkan oleh 

generasi Islam awal. Umat Islam mengalami kebobrokan akidah 

yang sangat kronis; yang disebabkan oleh pemahaman yang salah 

terhadap nilai-nilai Islam dan penggantian nilai-nilai Islam dengan 

nilai-nilai asing yang disebarkan penjajah. Untuk mengatasi 

problematika tersebut, al-Ikhwān al-Muslimūn menawarkan solusi 

alternatif yang paling benar dan tepat, yaitu kembali ke tatanan 

Islam. Islam dalam pandangan Ikhwan adalah sistem yang 

menyeluruh, mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan 

akhirat. Berangkat konsepsi ini, Ikhwan menjadikan penegakan an-

nizām al-islāmī sebagai tujuan tertingginya. Penerapan syariah 

menjadi parameter bagi sebuah penegakan an-nizām al-islāmī atau 

negara Islam yang benar. Yaitu sebuah negara yang khas; bukan 

negara teokrasi karena otoritas penguasa bersumber dari rakyat 

bukan Tuhan; bukan pula negara tiran karena penguasa boleh 

diganti jika melanggar kontrak yang telah disepakati; dan bukan 

negara monarkhi karena penguasa tidak memiliki otoritas turun 

temurun. 

Ketiga, untuk mencapai tujuan idealnya, Ikhwan mengadopsi 

strategi re-islamisasi dari bawah dan re-islamisasi dari atas. Strategi 

reislamisasi dari bawah meliputi upaya membangun organisasi yang 

komprehensif dan sarana komunikasi dan indoktrinasi yang 

intensif. Program-program pendidikan dan indoktrinasi Ikhwan 

turut berperanan penting dalam mensosialisasikan ideologi 
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fundamentalisme kepada para anggotanya. Di samping itu, 

penekanan yang berlebih kepada pendidikan fisik dan militer 

dibanding dengan pendidikan intelektual, juga doktrin-doktrin 

tentang jihad dan pengorbanan yang lebih mendominasi 

pendidikan intelektual Ikhwan, mempertegas kesimpulan di atas.  

Sedangkan reislamisasi dari atas ditempuh melalui partisipasi 

politik dalam pemilihan anggota legislatif Mesir. Manuver 

pemerintah maupun kolonialis Inggris untuk mencekal orang-orang 

Ikhwan dari pemilu semakin menumbuhkan frustrasi politik di 

kalangan Ikhwan. Perasaan frustrasi politik ini pada gilirannya 

mendorong aktivis garis keras Ikhwan untuk melakukan cara-cara 

kekerasan (ekstra legal) sebagai satu-satunya media penyaluran 

aspirasi politik, menggantikan partisipasi politik melalui pemilu. 

Kecenderungan militansi seperti inilah yang memalingkan dan 

merusak platform gerakan Ikhwan yang menjadikan pendidikan 

sebagai sarana utama mencapai tujuan. 

  

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran berikut: Pertama, gerakan al-Ikhwān 

al-Muslimūn adalah produk dari sejarah yang melingkupinya. 

Kekerasan yang dilekatkan kepada Ikhwan hanyalah sebagian 

potret Ikhwan yang tidak mewakili mainstream gerakan, bahkan 

kekerasan itu sendiri dikutuk oleh pemimpin dan mayoritas 

pengikut gerakan ini. Oleh karena itu adalah sikap yang bijak bila 

kita menyikapi kekerasan itu dengan mencoba memahami proses-

proses sosial politik yang melatarinya. Meminjam istilah Bassam 

Tibi, kedamaian bisa diciptakan apabila sebab-sebab yang 
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menumbuhkan fundamentalisme itu diminmalisir dan bukan 

ditumbuhkan dengan kontra-kekerasan.  

Kedua, Islam adalah agama yang open-minded, bukan ideologi 

politik yang intoleran. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan un-

tuk memaksakan keyakinan agama tidak dibenarkan dalam Islam. 

Penggunaan kekerasan diperbolehkan untuk melawan agresor asing 

yang menindas bangsa; namun bila kekerasan tsn digunakan untuk 

menyerang orang-orang yang tidak sepaham atau tidak sekelompok 

dengan mereka, jelas sangat dikutuk oleh agama.  

Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa ketika Ikhwan berjuang 

menggarap wilayah kultural melalui gerakan dakwah, sosial dan 

pendidikan, gerakan ini mampu berkembang menjadi gerakan 

massa yang besar. Jika gerakan Ikhwan tetap konsisten dalam wila-

yah kultural, niscaya sebuah negara Islam yang mereka cita-citakan 

bisa terwujud, tanpa melalui cara-cara kekerasan.  

Keempat, buku ini masih perlu ditindaklanjuti untuk mem-

pertajam analisis tentang hubungan antara al-Ikhwān al-Muslimūn 

dengan gerakan-gerakan Islam kontemporer.     
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Penulisan buku ini mencoba untuk menelusuri lebih jauh sejarah 
gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn yang telah menginspirasi berbagai 
gerakan Islam di dunia. Dalam kajian Islam Poli�k, baik yang ditulis 
oleh penulis Barat dan sebagian oleh penulis Muslim, gerakan al-
Ikhwan seringkali diiden�kkan sebagai gerakan fundamentalis-radikal 
yang gemar melakukan aksi-aksi kekerasan. Pelabelan seper� itu 
semakin menguat dengan munculnya kelompok-kelompok sempalan 
al-Ikhwan yang memilih cara-cara kekerasan setelah gerakan induk 
mereka dibubarkan dan diberangus pada era 1960-an. 

Pelabelan atau s�gma�sasi seper� itu tentu saja �dak fair tanpa 
menempatkan gerakan ini dalam dinamika sosio-poli�k Mesir yang 
memang sedang bergejolak. Sebab ternyata fakta sejarah 
membuk�kan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara 
sporadik oleh sebagian kecil anggota gerakan ini, diyakini oleh para 
pelakunya sebagai gerakan perlawanan yang wajar terhadap kekuatan 
kolonialisme Inggris dan rezim monarkhi Mesir yang despo�k.

Karena itu, pandangan ideologis Ikhwan diwarnai dengan sikap 
penolakan terhadap tatanan sosial poli�k Mesir. Untuk mencapai 
tujuan idealnya, Ikhwan mengadopsi strategi re-islamisasi dari bawah 
melipu� upaya membangun organisasi yang komprehensif dan sarana 
komunikasi dan indoktrinasi yang intensif. Sedangkan reislamisasi dari 
atas ditempuh melalui par�sipasi poli�k dalam pemilihan anggota 
legisla�f Mesir. 
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